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Abstrak

Judul : Pencatatan Pernikahan Wanita Hamil Pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan di Jawa Timur

Penulis : Amanulloh (F243161173)

Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.

Prof. Dr. H. A. Faishal Hag, M. Ag.
Kata Kunci  : Pencatatan, Pernikahan, Wanita Hamil

Kajian ini memfokuskan pada pencatatan pernikahan wanita hamil
(PPWH), baik dari sisi praktek, argumen pencatatan maupun implikasi dari
PPWH menurut Kepala KUA Kecamatan di Wilayah Jawa Timur, dengan
batasannya adalah KUA Kecamatan yang berada di wilayah hukum Kabupaten
Jombang, Kediri dan Magetan. Adapun latar belakang dari kajian ini adalah
keragaman pelayanan hukum terkait dengan PPWH yang terjadi di berbagai
KUA Kecamatan, Berdasarkan uraian ini fokus kajian dalam penelitian ini
dirumuskan pada tiga permasalahan: pertama, bagaimana pelaksanaan PPWH
(pencatatan pernikahan wanita hamil) olen Kepala KUA Kecamatan pada
kabupaten Jombang, Kediri dan Magetan ?; kedua, bagaimana argumen Kepala
KUA Kecamatan pada Kabupaten Jomabang, Kediri dan Magetan dalam
pelaksanaan PPWH (pencatatan pernikahan wanita hamil) ?; ketiga bagaimana
implikasi penetapan Kepala KUA Kecamatan pada Kabupaten Jombang, Kediri
dan Magetan atas PPWH (pencatatan pernikahan wanita hamil ?.

Melalui pendekatan Hukum Islam, keragaman praktik PPWH ditelaah
dengan teori maqasid akshari’ah dan hukum progresif, memperoleh
kesimpulan sebagai berikut, pertama dalam hal penetapan PPWH: Kepala KUA
Kecamatan memerikan perincian (1) PPWH dengan yang mengahamili, semua
kepala KUA sepakat menerima, dan (2) dengan yang bukan menghamili, ada
tiga pendapat (a) menerima (b) menolak dan (c) menolak dengan
mempersilahkan minta putusan Pengadilan Agama (PA), kedua dalam hal
pencatatan administrasi ada dua hal (1) pencatatan nikah bagi wanita yang
sedang hamil, sama pencatatannya (tidak ada perbedaan dengan pencatatan
wanita yang tidak sedang hamil). (2) pencatatan nikah bagi wanita yang ibunya
telah hamil dulu ada empat model pencatatan: (a) pada N8, N dan BN Binti
danwali ditulis ayah biologis (sama dengan N1). (b) pada N8, N dan BN Binti
dan wali ditulis ayah biologis (sama dengan N1) dan diberi catatan ‘“‘anak
lahir sebelum 6 bulan”. (c) pada N dan BN Binti ditulis ayah biologis (sama
dengan N1) sedangkan data Wali ditulis Hakim. (d) pada N8, N dan BN Binti
tidak di isi data (dikosongkan) sedangkan pada data Wali ditulis Hakim. Adapun
argumen Kepala KUA Kecamatan dalam pelaksanaan PPWH, disandarkan
pada enam hal: (1) personal interest (2) menutup aib (satr al-‘aib), dan (3)
perlindungan hukum. (4) ketentuan hukum Islam (figh), (5) Regulasi PPWH,
khususnya KHI Pasal 53, dan (6) persfektif maqgashidi Kesimpulan lain,
terkait dengan implikasi PPWH menurut Kepala KUA Kecamatan
terklasifikasi dalam tiga hal: (1) disparitas hukum antar KUA Kecamatan
(2) invaiditas data akta nikah (3) akta nikah bersifat total legality dan
partial legality.
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Abstract

Title : Registration of Pregnant Women's Marriage at the District
of Religious Affairs Office in the East Java

Author : Amanulloh (F243161173)

Promoter : Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA.
Prof. Dr. H. A. Faishal Hag, M. Ag.

Keywords : Registration, Marriage, Pregnant Women

This dissertation focuses on the study of PPWH (marriage registration of
pregnant women), both in terms of practices, recording argumentation and the
implications of PPWH according to the KUA head officer in the sub-district on
the East Java region, with the jurisdiction limitation areas in the Districts KUA
within Jombang, Magetan and Kediri. The background of studies on this research
is the legal uncertainty related to PPWH that occurs in various Districts KUA,
based on the absence of regulations that provide definitive provisions. Based on
this description, the focus of studies in this research was formulated on three
questions, first, how was the implementation of PPWH (marriage registration of
pregnant women) by District KUA head officer within Jombang, Magetan and
Kediri?, second, how was the argumentation from KUA head officer within
Jombang, Magetan and Kediri about the implementation of PPWH (marriage
registration of pregnant women), third, how was the implications of District KUA
head officer within Jombang, Magetan and Kediri determination on PPWH
(marriage registration of pregnant women)?

Through the three approaches used in this research, the Islamic law
approach, the progressive law and the maqasid al-shari’ah, it is concluded that the
implementing practice of district KUA head officer on PPWH obtained two
conclusions: first, in terms of the determination on PPWH: there are two opinions
(1) with those who impregnate, all district KUA head officers agree to accept, (2)
with those who non-impregnate there are three opinions (a) accept ( b) refuse and
(c) refuse by inviting the decision of the Religious Courts (PA), if PA decides to
accept then KUA will carry out its registration, and if PA refuses then KUA will
also refuse. Secondly, in terms of administration register there are two things (1)
register for the catin of women who are pregnant, that the same registration (there
is no difference with the registration of women who are not pregnant.(2)
registration for catin of women whose mothers had been pregnant there were four
models of registration: (1) In N, NB and NA binti and wali are written by the
biological father (same as N1) (2) In N, NB and NA binti and wali are written by
the biological father (same as N1) and given a note "child born before 6 months.
(3) In N, NB and NA binti are written by biological father (same as N1) while in
the wali data is written judge. (4) In N, NB and NA binti the data is not filled
(emptied) while the wali data is written judge. The argument of districts KUA
head officer in the implementation of PPWH is based on six things: (1) personal
interest (2) covering up the family's disgrace (3) legality and law protection (4)
mazhab opinion in the mazhab of figh (5) regulation of pregnant marriage
registration (6) magqasid al-shari'ah's perspective. Other conclusions, related to the
implications of PPWH according to the districts KUA head officer classified in
three ways: (1) law disparity between KUA Districts (2) invalidity of marriage
certificate data (3) marriage certificate: total legality and partial legality.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memelihara keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu pokok dari 5
hal dasar yang menjadi tujuan hukum dalam syariah Islam. Hal ini, selain
menjadi pondasi utama dalam Islam, juga sekaligus menunjukkan bahwa
ajaran Islam bersifat insaniyyah (unsur kemanusiaan).! Untuk tujuan inilah,
ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran memberi ketentuan terkait
pemeliharaan keturunan dengan pernikahan, sekaligus memberi batasan pada
manusia untuk menghindari perzinaan. Karakteristik ajaran Islam yang sesuai
dengan fitrah kemanusiaan memberikan regulasi Qur’ani menyangkut
penyaluran seksual melalui pernikahan, bukan dengan perzinaan.

Aturan terkait batasan Allah dalam memberikan larangan perzinaan,
setidaknya bisa difahami dari Surat al-Isra’ : 32:

2 S0 sl s Rnald G 35015058 Y5

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan
keji, dan suatu jalan yang buruk™.

Mufassir ternama, Ahmad Ibn Muhammad al-Sawi memahami ayat di

atas sebagai larangan yang lebih tegas dibandingkan dengan penggunaan

! M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam (Jakarta: Lentera Hati,
2018), 110.

2 Al-Quran, 17: 32.

¥ Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung : Sygma Publishing, 2011), 285



redaksi “jangan kau lakukan atau datangi”, sebab menurut al-Sawi, larangan
dengan menggunakan redaksi “jangan kau dekati” tentu saja melakukannya
lebih dilarang.*

Sementara menyangkut dorongan Islam terhadap perkawinan sebagai
penyaluran hasrat seksual yang dibenarkan secara syar’i dapat juga dilacak
pada beberapa ayat al-Quran seperti dalam Sarat al-Nisa’ ayat 1, Sarat al-
Rum ayat 21, begitu juga dalam Surat al-Nahl ayat 72. Bahkan demikian
pentingnya pernikahan ini, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa’ ayat
3, bagi mereka yang tidak mampu menikahi wanita merdeka, ia
diperbolehkan untuk menikahi budak.> Semua itu dalam rangka untuk
mencapai ketenangan hidup dan menjalin cinta kasih, yang diistilahkan dalam
Surat al-Rim ayat 21 dengan sakinah, mawaddah wa rahmah.®

Demikian idealitas yang dicanangkan di dalam syariat Islam menyangkut
relasi seksual antara pria dan wanita. Kendati demikian, beberapa realitas
terjadi justru berkebalikan dengan idealitas. Adanya relasi seksual sebelum
terjadi perkawinan menjadi fakta di masyarakat yang tidak bisa ditutupi.
Istilah MBA (Marriage by Accident, perkawinan akibat kecelakaan)
kemudian lahir untuk menyebut pernikahan yang terjadi dengan wanita hamil

di luar nikah. Kenyataan ini terjadi secara faktual di dalam kehidupan

* Ahmad Ibn Muhammad al-Sawi, Hashiyyat al-Sawi ‘ala Tafsit al-Jalalayn, Vol. 2 (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 318.

% Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan
di Dunia Islam (Yogyakarta: Tazzafa, 2013), 237.

® M. Quraish Shihab, Islam yang Saya Pahami, Keragaman Itu Rahmat (Jakarta: Lentera Hati,
2018), 138.



masyarakat. Hal ini menunjukkan titik paradoks antara idealitas qurani yang
berada di dunia das sollen dengan kenyataan faktual di dalam dunia das
seinnya.

Tentu banyak persoalan yang dapat dikaji menyangkut titik paradoks
sebagaimana disinggung di atas, baik dari sisi latar belakang terjadinya MBA
secara sosiologis, khususnya terkait dengan beberapa faktor pemicu, maupun
dari sisi legal formalnya. Salah satu analisis yang bisa diketengahkan adalah
kaitan perkawinan wanita hamil di luar nikah dari sisi yuridisnya. Aspek
yuridis ini penting untuk melihat bentuk perlindungan hukum baik terhadap
wanita sebagai ibu kandungnya maupun terhadap seorang anak yang
dilahirkan. Bentuk perlindungan ini semakin menemukan urgensinya jika
dihadapkan pada konsep asas kepastian hukum, di mana semua peristiwa
hukum harus dibangun di atas legalitas yang diberikan oleh pemerintah.
Dalam konteks perkawinan, tentu saja bentuk kepastian hukumnya adalah
berupa pencatatan perkawinan.

Pada aspek pencatatan perkawinan wanita hamil (selanjutnya, kami
singkat dengan “PPWH”) inilah peneliti memfokuskan kajian. Hal ini
dilatarbelakangi oleh kenyataan yang penulis dapatkan di lapangan bahwa
banyak ditemukan praktek pencatatan nikah pada KUA Kecamatan di Jawa
Timur yang calon pengantin wanitannya telah hamil dulu sebelum

melaksanakan akad nikah. Di antara data yang penulis peroleh antara lain :



1. Pada Tahun 2019 Kabupaten Jombang pada KUA Kecamatan Sumobito
jumlah peristiwa nikah 775 dan yang wanitanya sudah hamil terdapat 40
peristiwa.’

2. Pada Tahun 2019 Kabupaten Magetan pada KUA Kecamatan Barat,
jumlah peristiwa nikah 225 dan yang wanitanya sudah hamil terdapat 20
peristiwa.?

3. Pada Tahun 2019 Kabupaten Kediri pada KUA Kecamatan Pare, jumlah
peristiva nikah 796 dan yang wanitanya sudah hamil terdapat 100
peristiwa.’

Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan kehendak nikah oleh
masyarakat yang calon pengantin wanita dalam kondisi hamil banyak terjadi.
Dalam menyikapi pelaksanaan PPWH di atas, Kepala KUA Kecamatan
umumnya melayani permohonan kehendak nikah PPWH dengan pria yang
menyebabkan kehamilan. Sementara untuk permohonan kehendak nikah
PPWH dengan pria yang bukan menghamilinya, sebagian Kepala KUA
Kecamatan berkeberatan, atau dengan tegas menolak memberikan layanan
pencatatan perkawinan.

Data awal yang penulis peroleh, alasan penolakan sebagian Kepala KUA
Kecamatan didasarkan pada argumen hukum di mana tidak ditemukan asas

legalitas yang mendasarinya.™

" Luthfi Ridlo (Kepala KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Wawancara, 28 Februari
2020.

® Nurdin Hidayat (Kepala KUA Kecamatan Barat Kabupaten Magetan), Wawancara, 4 Maret
2020.

% Zulfa Irsyad (Kepala KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), Wawancara, 19 Agustus 2019.



Pada Kabupaten Jombang, misalnya, dari 21 KUA Kecamatan, yang
menerima pencatatan kehendak nikah antara wanita yang telah hamil dengan
yang bukan menghamili hanya ada 1 KUA Kecamatan.'! Artinya, mayoritas
Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Jombang menolak, sementara hanya 1
KUA Kecamatan yang tetap menerima dan melakukan pelayanan pencatatan
kehendak nikah antara wanita yang telah hamil dengan yang pria bukan
menghamili

Dalam doktrin positivisme hukum, penolakan di atas cukup beralasan,
sebab dalam positivisme hukum dinyatakan bahwa dalam rangka menjamin
kepastian hukum, maka hukum harus diidentifikasi sebagai perundang-
undangan, dan hanya melalui undang-undang yang mengatur persoalan
tertentu itulah maka orang dapat mengetahui mana yang boleh dilakukan dan
mana yang dilarang.*?

Mengikuti doktrin di atas, maka tidak didapatkan secara yuridis landasan
yang mendasari bolehnya pernikahan antara wanita yang hamil di luar nikah
dengan pria lain yang bukan menghamilinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam
(selanjutnya ditulis “KHI”), sebagai figih Mazhab negara, dalam Pasal 53

yang mengatur tentang kawin hamil tidak dijelaskan secara eksplisit tentang

19 Nadzirin, (Kepala KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Wawancara, 19 Agustus 2019.
Dalam wawancara ini, paradigma berfikir yang digunakan dalam membaca legalitas adalah
positifistik, dengan berargumen bahwa pengaturan pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan
antara wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya.

1 Dalam diskusi FGD (Focus Discussion Group, grup diskusi terarah) yang diadakan pada 28
Pebruari 2020, ditemukan beberapa hasil dan respons yang beragam terhadap permasalahan ini. Ini
dikonfirmasi juga dengan pernyataan Kepala KUA Kecamatan Sumobito Jombang, tentang
disparitas pelayanan di Kabupaten Jombang. Luthfi Ridlo, Wawancara, 28 Pebruari 2020.

2 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2011), 25.



boleh tidaknya dinikahi oleh pria lain selain pria yang menjadi penyebab
terjadinya kehamilan. Berikut ini adalah bunyi Pasal 53:

Ayat (1): “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan
pria yang menghamilinya”.

Ayat (2): “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”.

Ayat (3): “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”."?

Ketentuan tentang wanita hamil yang diatur dalam KHI di atas, menjadi
landasan yuridis dalam memutuskan kasus MBA yang memiliki kekuatan
hukum. Inilah relevansi kaidah figih yang menyebutkan, keputusan hakim
akan mengakhiri silang pendapat. Selain itu, landasan tersebut juga mengacu
kepada asas kemaslahatan. Kaidah fikih yang melegitimasi pernyataan
tersebut adalah:

HIAl &5 23] Sl 4
“ Hukum Hakim itu bersifat wajib dan menghilangkan perbedaan”

153alaal S gia e 50 e eyl o

“Tindakan pemimpin kepada rakyat itu bergantung pada kemaslahatan”

13 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53 ayat (1,2,3).
% Imam Abu Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Sanhaji Al-Qarafi, Al-Furug (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiyah, 1998), juz Il. 192.

> Ahmad Zarqa®, Syarh al-Qawa id al-Fighiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), 309.



Kaidah di atas menemukan relevansinya dengan kajian ini, sebab,
merujuk kepada pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab figih
ditemukan sekian pendapat yang berbeda-beda di dalam memberikan putusan
hukum terhadap pernikahan wanita hamil. Di satu sisi, terdapat bahwa
pernikahan dengan wanita hamil dianggap sah, dan inilah pendapat Imam
Syafi’1 dan Imam Abt Hanifah. Pendapat keduanya didasarkan pada pendapat
Ibn ‘Abbas yang menyatakan bahwa hubungan dua jenis kelamin yang tidak
didahului oleh perkawinan yang sah kemudian dilaksanakan dengan
perkawinan yang sah maka hubungan tersebut yang pada awalnya haram
menjadi sah. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Malik yang
menilai tidak sah pernikahan dengan wanita hamil yang diakibatkan oleh
perzinaan, dan bahkan menurut Imam Malik, haram untuk berhubungan
badan selama janin masih di dalam kandungan wanita yang dinikahinya.'®

Jika pendapat di atas terkait dengan pernikahan antara wanita hamil
dengan pria yang menjadi penyebab terjadinya kehamilan, maka persoalan
berikutnya adalah terkait dengan pernikahan wanita hamil dengan pria lain
yang bukan menjadi penyebab terjadinya kehamilan serta perbedaan pendapat
tentang kebolehan berhubungan badan. Dalam perkawinan antara wanita
hamil dengan pria yang bukan menjadi penyebab kehamilannya, ditemukan
dua pandangan, antara yang membolehkan dan yang melarang. Bagi mereka

yang membolehkan, argumen ini didasarkan pada hadis:

1% M. Quraish Shihab, Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 254.



V(s ol 5 ) sl JPUJB w‘)ﬂﬂ Al

“anak itu dinasabkan kepada ayahnya yang sah (pemilik firasy),
sedangkan pria pezina tidak memiliki apa-apa.”

Kebolehan ini didasarkan pada konteks perzinahan tidaklah merupakan
sesuatu yang patut dihormati dan tidak berimplikasi pada ‘iddah, karena tidak
terikat dengan perkawinan yang sah lain. Oleh karena itu, para ulama,
berlandaskan pada hadis itu dan beberapa dalil lain termasuk al-Nisa :24,
memperbolehkan menikahi wanita hamil, karena memang tidak ada suatu hal
yang menjadikan perkawinan itu terhalang.

Sementara itu, kendatipun perkawinan telah dilangsungkan, terdapat
pendapat yang melarang terjadinya hubungan seksual —sekalipun
pernikahnnya dinilai sah —didasarkan pada hadis:

1B(a5hs s ols ) 0 i & 5588 \a id O AV o 5l 5 dlly (13 (5 )5Y e

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir
untuk menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.” (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis tersebut, terdapat larangan untuk menyiramkan air (sebuah
kiasan untuk menjelaskan berhubungan badan, mengeluarkan sperma) di
tempat yang sudah terdapat tanaman orang lain (kiasan lain, untuk

menjelaskan adanya anak orang lain dalam kandungan wanita hamil tersebut).

17 Aba Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, al-Jami‘ al-Sahih,
Juz 3, (Kairo : Dar al-Sha‘b, 1987), 70. Redaksi hadis dalam kitab ini bahkan sampai menyebutkan
ada 9 sanad berbeda, yang merujuk pada matan yang sama/semakna.

¥ Abii Daud bin al-Ash‘ath al-Sijistany, Sunan Abi Daud, Juz 1 (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Araby,
t.th), 564.



Berdasarkan hadis ini, hubungan badan tidak diperkenankan pada wanita
hamil, yang mengandung anak orang lain.

Hanya saja, kebolehan untuk tetap berhubungan badan juga berpijak pada
reinterpretasi pada hadis yang sama. Bahwa secara ilmu kedokteran modern,
wanita yang sudah hamil tidak memungkinkan terjadinya percampuran
sperma. Atau dengan kata lain, wanita hamil tidak bisa dihamili lagi oleh
siapa pun sebelum dia melahirkan.*® Maka larangan tersebut bukan merujuk
pada kekhawatiran ketidakjelasan nasab (akibat bercampurnya sperma 2
lelaki, sebuah kekhawatiran yang tidak terbukti dalam dunia kedokteran),
sehingga berhukum haram. Akan tetapi, larangan tersebut oleh sebagian
ulama dimasukkan dalam katagori hukum Makruh.

Demikian doktrin hukum yang diajarkan dalam kitab-kitab figih
kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk hukum positif yang berlaku di
Indonesia. Walau demikian, aturan yang tampak dalam bentuk hukum positif
hanyalah perkawinan antara wanita hamil dengan pria yang menyebabkan
terjadinya kehamilan. Karena itu pula, penolakan Kepala KUA Kecamatan
untuk mencatatkan perkawinan yang terjadi antara wanita yang telah hamil
terlebin dahulu dengan pria yang bukan sebagai penyebab terjadinya
kehamilan dapat dibenarkan.

Berbeda dengan pandangan yang menolak untuk mencatatkan

perkawinan wanita hamil dengan pria yang bukan menjadi penyebab

19 Simak perdebatan fikih dan medis dalam Ahmad Zahro, Buku 1 Figh Kontemporer ; Menjawab
111 Masalah Aktual di Zaman Kita (Jakarta : Qaf Media Kreativa, 2016), 110, 164-165
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kehamilannya, sebagian Kepala KUA Kecamatan yang menjadi subyek dalam
penelitian ini justru ada yang melakukan pencatatan dengan alasan dalam
rangka menutupi aib dan demi kemaslahatan anak yang dikandungnya.®
Memang dengan mengikuti logika yang dibangun dalam teori hukum
progresif, hukum haruslah diciptakan untuk mengabdi pada kepentingan
manusia, bukan sebaliknya, hak-hak kemanusiaan dikorbankan atas nama
hukum. Dengan kata lain, kualitas suatu hukum ditentukan oleh sejauh mana
kemampuan dalam mengabdi pada kesejahteraan masyarakat.?! Hal ini berarti
ketentuan dalam KHI, maupun doktrin hukum dalam kitab-kitab figih terkait
dengan status hukum perkawinan wanita hamil dapat dinilai sebagai hukum
yang responsif dan aplikatif manakala ia mampu mengabdi pada
kesejahteraan manusia secara umum. Dengan kata lain, tidak lantas
mengorbankan kesejahteraan kemanusiaan atas dasar kepastian hukum.
Logika hukum yang dibangun di dalam teori hukum progresif ini, jika
dilihat dalam kajian ushul figih, tidak terlalu berbeda dengan konsep
maslahah yang dinilai menjadi tujuan dari lahirnya hukum dalam Islam. Di
situlah pentingnya diungkapkan pernyataan populer dari Imam ‘lzzuddin Ibn
Abdissalam yang menyebutkan bahwa secara keseluruhan doktrin hukum

hanya dikembalikan pada dua tujuan, yakni menolak kemafsadatan dan

2 Achmad Cholili (Kepala KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang), Wawancara, 19
Agustus 2019.

2l Abu Rokhmad, Hukum Progresif, Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori
Maslahah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 106.
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meraih kemaslahatan (dar’ al-mafasid wa jalb al-masalih).?> Dalam konteks
kemaslahatan ini pula, pencatatan perkawinan wanita hamil dapat dikaji,
antara jalb al-masalih dan dar’ al-mafasidnya.

Uraian di atas, secara jelas menunjukkan adanya dualisme pilihan
berhukum yang ditunjukkan oleh para kepala KUA yang berada di wilayah
Jawa Timur antara mereka yang menolak PPWH dan mereka yang justru
tidak mempersoalkan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Dualisme
dalam menentukan hukum yang menjadi pilihan masing-masing Kepala KUA
Kecamatan yang dimaksud tentu dilatarbelakangi oleh argumen hukum yang
berbeda-beda. Inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Sikap yang berbeda dalam menentukan sikap pelayanan oleh Kepala
KUA Kecamatan terkait PPWH ini bukan semata terkait dengan keberadaan
legalitas yang melandasinya, namun beranjak dari kajian tradisi fikih yang
kemudian berimbas pada pemaknaan Komplilasi Hukum Islam, dan juga
menjadi titik pisah dalam penentuan wali dari anak wanita hamil ini, di
kemudian hari. Kompleksitas permasalahan PPWH inilah yang menjadi poin
masuk (entry point) penulis dalam meneliti PPWH pada KUA Kecamatan di

Jawa Timur.

22 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam (Semarang: Walisongo Press, 2008),

20.
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Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, pada
dasarnya terdapat beragam masalah yang dapat dikaji kaitannya dengan
pencatatan perkawinan wanita hamil, misalnya:

1. Keabsahan pernikahan wanita hamil dalam perspektif Fikih Islam
2. Argumen dan Implikasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil dalam

Perspektif Imam Madhhab
3. Pandangan Imam Madhhab terhadap status anak hasil zina
4. Polemik intisab anak zina dan implikasinya dalam Waris dan Hak

Perwalian
5. Hukum Pencatatan Perkawinan wanita hamil di Indonesia dan dunia

Islam
6. Praktik perkawinan wanita hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Implementasi pencatatan pernikahan wanita hamil di Kantor Urusan

Agama Kecamatan.

8. Argumen penerimaan dan penolakan pencatatan wanita hamil di Kantor

Urusan Agama Kecamatan.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis dibatasi pada
argumen penerimaan dan penolakan PPWH di Kantor Urusan Agama serta
implikasi hukumnya.

Selain itu, area wilayah Jawa Timur yang luas, dengan 38

Kabupaten/Kota dan 664 KUA Kecataman, batasan tempat penelitian menjadi
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penting agar terfokus. Pada forum FGD (Focus Disscussion Group) pada
Agustus 2019 ditemukan bahwa hampir mayoritas KUA se-Jawa Timur
mengalami permohonan kehendak perkawinan wanita hamil. Namun peneliti
menemukan adanya pencatatan perkawinan wanita hamil dengan pria yang
bukan penyebab kehamilannya, dengan bukti akta pencatatannya di tiga
Kabupaten yang dimaksudkan, tepatnya di KUA Kecamatan Sidorejo
Kabupaten Magetan, KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan KUA
Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu, peneliti akan menggali data lebih lanjut pada 3
Kabupaten tersebut secara lebih luas, sehingga total KUA Kecamatan yang
akan diteliti sebanyak 61 KUA Kecamatan, dengan perincian 18 KUA di
Kabupaten Magetan, 22 KUA di Kabupaten Kediri dan 21 KUA di
Kabupaten Jombang.

Rumusan Masalah

Dalam rangka memberikan batasan sekaligus gambaran dari jawaban
yang hendak diteliti dalam kajian ini, peneliti menetapkan beberapa rumusan
masalah berikut ini:

1. Bagaimana Pelaksanaan PPWH (pencatatan pernikahan wanita hamil)
oleh Kepala KUA Kecamatan pada Kabupaten Jombang, Kediri dan

Magetan ?
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2. Bagaimana argumen Kepala KUA Kecamatan pada Kabupaten Jombang,
Kediri dan Magetan dalam pelaksanaan PPWH (pencatatan pernikahan
wanita hamil) ?

3. Bagaimanakah implikasi penetapan Kepala KUA Kecamatan pada
Kabupaten Jombang, Kediri dan Magetan atas PPWH (pencatatan
pernikahan wanita hamil) ?

D. Tujuan Penelitian
Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Menemukan praktek pelaksanaan Kepala KUA pada Kabupaten
Jombang, Kediri dan Magetan dalam PPWH (pencatatan pernikahan
wanita hamil).

2. Menemukan argumen Kepala KUA pada Kabupaten Jombang, Kediri
dan Magetan dalam melaksanakan PPWH (pencatatan pernikahan wanita
hamil).

3. Menemukan implikasi penetapan Kepala KUA pada Kabupaten
Jombang, Kediri dan Magetan atas pencatatan pernikahan wanita hamil.

E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoretis maupun praktis. Secara teoretis, tentu saja hasil kajian ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan teoretis-yuridis terkait dengan pelaksanaan
pencatatan pernikahan wanita hamil. Selain itu, diharapkan juga dapat

menghasilkan sebuah teori yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam
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melahirkan regulasi khusus menyangkut pencatatan pernikahan wanita hamil
yang selama ini secara regulatif hanya merujuk pada KHI, tepatnya pasal 53
ayat (1) yang belum komperhensif dan masih multitafsir di kalangan Kepala
KUA Kecamatan.

Kemudian dari sisi praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan
petunjuk secara teknis bagi para kepala KUA Kecamatan dalam menangani
kasus pencatatan pernikahan wanita hamil.

Kerangka Teoretik

Untuk menelaah persoalan yang ditetapkan sebagai fokus kajian dalam
penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori hukum progresif dan teori
magqasid syart ‘ah yang dikenal dalam kajian ushul figih. Keduanya digunakan
sebagai kerangka teori disebabkan oleh adanya kedekatan dan bahkan
kesamaan di dalam mengkonstruksi hukum yang berpijak pada kemaslahatan.
Jika hukum progresif mengarah pada tercapainya kesejahteraan dan
kebahagian masyarakat sebagai pengguna hukum, maka konsep magasid
syart‘ah menyebutnya dengan hukum yang berporos pada dar’ al-mafasid wa
jalb al-masalih.

Berikut ini adalah penjabaran dari kedua teori hukum yang dimaksudkan.
1. Teori Hukum Progresif
Teori hukum ini digagas oleh Satjipto Rahardjo. Latar belakang
gagasan teori ini dipicu oleh adanya rasa ketidakpuasan terhadap teori dan

praktik hukum tradisional yang berkembang, serta adanya kesadaran di
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kalangan praktisi hukum akan adanya kesenjangan yang luar biasa antara
hukum dalam teori (law in book) dan hukum dalam kenyataan (law in
action). Selain itu, gagasan Rahardjo ini juga berkelindan dengan
kenyataan tentang kegagalan hukum dalam memberikan respon terhadap
masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.?®

Melalui gagasannya itu, Rahardjo sesungguhnya ingin menegaskan
satu asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya,®
sehingga hukum progresif tidak menerima konsep hukum sebagai institusi
yang bersifat mutlak dan final melainkan sangat ditentukan oleh
kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Karena dalam konsep
hukum progresif, hukum lantas diartikan sebagai institusi yang bertujuan
mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan
membuat manusia bahagia.”> Dengan demikian, dalam rangka
mewujudkan cita-citanya itu, maka rumusan hukum harus mampu
bersanding dengan perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan
zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani
masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya

manusia penegak hukum itu sendiri.”®

2 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Cet. 1
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 40

# Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum di Indonesia”,
dalam, Ahmad Gunawan BS dan Mu’ammar Ramadhan, dkk., Menggagas Hukum Progresif
Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 16

 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), 1-2

% Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma, 97
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Gagasan hukum progresif di atas, dalam telaah teoretis ini tampak
berseberangan dengan aliran positivisme hukum, yang melihat hukum
sebagai sesuatu yang final sehingga dalam tataran aplikatifnya, aliran ini
melahirkan rumusan hukum yang bersifat “hitam putih”, dan
mempersempit cakupan hukum hanya sebagai aturan baku yang termuat di
dalam undang-undang (tanpa memperhatikan gejolak masyarakat)
sehingga tidak ada komitmen dan moralitas untuk membangun hukum
yang ideal berkeadilan di samping berkepastian yang profesional bukan
transaksional sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau golongan.?’

Sebagai penentangan terhadap doktrin positivisme hukum, teori
hukum progresif —dengan berbagai teori pendukungnya —tampil dengan
doktrin bahwa hukum bukan hanya aturan yang dikeluarkan oleh penguasa
dalam bentuk undang-undang, namun hukum adalah jiwa bangsa
(volkgeist) dan substansinya adalah aturan tentang kebiasaan hidup
masyarakat.”® Dalam tataran praktisnya, maka hukum progresif sebenarnya
ingin menolak paradigma hukum yang menempatkan hakim sebagai
tawanan undang-undang, sebab paradigma berhukum demikian tidak
memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk menjadi institusi yang

mendorong perkembangan masyarakat.”®

2" Sabian Usman, Menuju Penegakan Hukum Responsif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 6
8 Widodo Dwi Putro, “Mengkritisi Positivisme Hukum”, dalam, Irianto dan Shidarta, Metode, 24
29 R

Ibid., 28
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Atas dasar itulah, pokok-pokok pikiran yang sekaligus menjadi

karakteristik teori hukum progresif disimpulkan oleh Romli Atmasasmita

ke dalam poin-poin berikut ini:

a.

Hukum menolak tradisi analytical jurisprudence dan berbagi paham
dengan aliran legal realism, sociological jurisprudence dan critical
legal studies

Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja
melalui institusi-institusi kenegaraan

Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat memuju kepada
ideal hukum

Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum
sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi
bermoral

Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada
kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia

Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan keadilan

Asumsi dasar hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan
sebaliknya.

Hukum bukan merupakan institusi yang absolut dan final namun

sangat tergantung pada bagaimana manusia menerapkannya
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I.  Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as
process, law in the making).*

Poin-poin pemikiran hukum progresif sebagaimana diintrodusir
Atmasasmita ini semakin menunjukkan bahwa gagasan Rahardjo tentang
hukum progresif selalu bertolak dari pandangan kemanusiaan, dengan kata
lain, hukum tidak hanya tereduksi sebagai peraturan-peraturan semata,
melain lebih dari itu yakni hukum diletakkan dalam aras kemanusiaan.**

2. Teori Magasid al-Shari ‘ah

Magasid al-Shari‘ah terdiri dari dua kata yaitu magasid dan al-
shari‘ah. Terma magasid’ berasal dari bahasa Arab 2<lis yang merupakan
bentuk jamak kata =3« (magsad), yang bermakna maksud, sasaran,
prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Sedangkan shari'ah mempunyai
pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar
dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di
akhirat. Maka dengan demikian, maqgasid al-shari‘ak berarti kandungan
nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian,
magasid, magasid al-shari‘ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai
dari suatu penetapan hukum.*

Bagi sejumlah ulama figh, maqasid adalah pernyataan alternatif

untuk zlbas (masalih) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya Abd al

%0 Atmasasmita, Teori Hukum, 88-89

3L A. Sukris Sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi
Hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 60.

%2 Mohammad al-Tahir ibn Ashur, Treaise on Magasid al-sharih, ter. Muhammad el-Tahir el-
Mesawi (London, International Institue of Islamic Thought (111T), 2006), 2.



20

Malik al-Juawaini (w.478 H/1185 M), salah satu kontributor paling awal
terhadap teori magasid menggunakan istilah al-magasid dan al-masalih al-
‘ammah (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.

Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M) seorang tokoh yang
memberikan tempat istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas
‘implikasi langsung dari sebuah nas khusus’ mendefinisikan kemaslahatan
sebagai ‘apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syari’at (al-Shari’)
yaitu Allah SWT.** Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan
kemaslahatan dan magasid dengan kaidah usul figh yang menyebutkan
“Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan
kemaslahatan atau menghindari kemudaratan.”® Hal tersebut bermakna
bahwa tujuan apapun yang termasuk al-magasid tidak lain adalah untuk
menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan atau
mencegah mafsadat). Beberapa pendapat di atas menunjukkan keterkaitan
yang sangat kuat antara kemaslahatan dan magasid dalam konteks usul
figh.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili*® mendefinisikan magasid
shari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh

syara’' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan

% Abdul Malik Al-Juwaini, Ghiyas al-umam fi iltiyas al-Zulam, ed. Abdul Azim al-Dib (Qatar:
Wazarah al-Syu’un al-Diniyyah, 1400 H), 253

% Najm al-Din al-Tufi, al-Ta yin fi Syarh al-Arba’in (Beirut: al-Rayyan, 1419), 239

% Syihab al-Din al-Qarafi, al-Zakhirah, vol. 5 (Beirut: Dar al-Arab, 1994),, 278

% Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),1017
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akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara’ pada
setiap hukumnya.

Kandungan magashid al-Shari e dapat diketahui dengan merujuk
ungkapan al-Shathibi®’, seorang tokoh pembaru usul figh yang hidup pada
abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya al-Muwafagat fi Usul al-Shari‘ak . Di
situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari‘at itu ditetapkan tidak
lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada
dasarnya syari‘at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan
jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap
sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang
kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena
dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi
bahasan utama dalam magashid al-Shari‘ak adalah hikmah dan illat
ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian usul figh, hikmah berbeda dengan
illat. lllat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara
objektif (zahir), dan ada tolak ukurnya (mundabit), dan sesuai dengan
ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu

adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan

% Abi Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Syari'ah (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-
Haditsah, tt), 6.
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atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi
manusia.*®
Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara :

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang
disebut dengan istilah jalb al-manafi’. Manfaat ini bisa dirasakan
secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang
akan datang.

b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering
diistilahkan dengan dar' al-mafasid. Adapun yang dijadikan tolok
ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya)
sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi
kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu
bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.*

Sementara maslahah mulghah mengacu pada maslahah yang diniai
batal demi hukum karena ia hanya bersifat imajinatif dan jika ia tetap
ditegakkan maka hanya akan mengacaukan maslahah yang lebih besar. Hal
ini dapat dicontohkan dengan menduga adanya maslahah dalam
penyamaan bagian antara anak pria dan wanita dalam pembagian warisan,
padahal ia jelas bertentangan dengan ketentuan syara’ yang mendasarkan

pada perbedaan kewajiban kebendaan antara pria dan wanita. Kemudian

% Ghofar Shidiq , “Teori Maqasid al-shari'ah dalam Hukum Islam”, Sultan Agung, 46 ( Edisi
Juni-Agustus : 2009), 119.
* Ibid.
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kategori yang terakhir adalah maslakzah mursalah yang dimaksudkan
sebagai maslahah yang tidak ditunjuk secara langsung dalam nash baik
mengenai keabsahan ataupun pembatalannya. Hal ini seperti maslahah
dalam upaya para sahabat Nabi untuk membukukan al-Quran.*°

Jika di atas dikemukakan tentang pembagian maslahah dari sisi ada
dan tidaknya dukungan dari nash, maka uraian selanjutnya akan meninjau
maslahah dari sisi kekuatannya. Dalam hal ini maslahah terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu maslahah yang bersifat darury, hajjiy dan tahsiniy.
darury mengacu pada kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, dengan kata
lain, jika maslahah ini ditinggalkan maka akan terancam kehidupan di
dunia ini maupun di akhirat kelak. Maslahah ini mengacu pada lima hal,
yaitu agama, jiwa, akal, keturuan dan harta benda. Adapun maslahah yang
bersifat hajiyyah adalah kebutuhan untuk memperluas dan menghilangkan
kejumudan dalam penerapan hukum, semisal adanya rukhsah baik dalam
ibadah shalat maupun puasa. Pengabaian maslahah tipe ini akan
melahirkan kesulitan bagi manusia. Kemudian masla/zah yang ketiga, yang
bersifat tahsiniy adalah mengambil sesuatu yang dinilai baik dalam
pandangan adat dan menghindari cara-cara yang dinilai kurang baik.

Seperti contoh adalah kesopanan dalam menutup aurat.**

“ Ghofar Shidiq, “Teori Magasid al-shari‘ah, 72.
* Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya: al-lkhlas,
t.th.), 230-1.
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G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang eksplorasi akademik yang peneliti lakukan, didapatkan

beberapa studi yang mengkaji tentang perkawinan wanita hamil dalam

lingkup yang luas, baik dari sisi konsep perzinaan, preskripsi hukumnya

maupun perlindungan terhadap seorang anak luar kawin. Semua kajian yang

dimaksudkan memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang peneliti Kkaji,

sekalipun dapat dipastikan bahwa studi-studi tersebut tidak secara spesifik

mengkaji pencatatan pernikahan wanita hamil.

Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang peneliti urutkan sesuai tahun

dilakukannya penelitian yang dimaksudkan:

1.

Penelitian dalam bentuk disertasi yang dilakukan oleh Ahmad Tholabi
Kharlie sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program doktor di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta. Disertasi ini pula yang selanjutnya
dibukukan dengan judul “Hukum Keluarga Indonesia”. Disertasi ini
menyoroti tentang modernisasi hukum keluarga, yang salah satu fokus
kajiannya adalah tentang administrasi pencatatan perkawinan. Hal ini
peneliti anggap relevan dengan tema yang sedang peneliti kaji, karena
juga menyoroti tentang pencatatan perkawinan sekalipun khusus pada
persoalan tentang wanita hamil.

Dalam disertasi yang ditulis oleh Kharlie ini, melalui teori-teori sosiologi
hukum seperti tentang fungsi hukum sebagai pengubah perilaku

masyarakat dan teori lain seperti faktor-faktor yang mempengaruhi
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bekerjanya hukum, diperoleh satu kesimpulan —khususnya menyangkut
administrasi pencatatan perkawinan —bahwa menurutnya pencatatan
perkawinan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ketertiban dan
kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum
sehingga secara islami, melalui pencatatan perkawinan ini, maka tujuan
perkawinan juga akan tercapai. Selain itu menurut Kharlie, pencatatan
perkawinan juga dapat dilihat sebagai upaya menjawab aspek rasionalitas
sistem birokrasi dan aspek kekinian perumusan hukum keluarga dalam
menjawab tantang modernitas.*?

2. Kajian lain menyangkut tema pernikahan wanita hamil juga dilakukan
olehn Ahmad Rajafi. Penelitian Disertasi Ahmad Rajafi yang berjudul
“Inkulturasi Wahyu dan Budaya Lokal serta Implikasinya Terhadap
Hukum Keluarga di Indonesia” menyinggung beberapa gambaran
mengenai pernikahan wanita hamil. Dalam kesimpulannya, Rajafi
menampilkan dua pendapat ulama, yang pertama adalah pendapat yang
menyatakan bahwa anak hasil zina bernasab kepada ibunya meskipun
kemudian muncul pengakuan seorang pria sebagai ayah biologisnya.
Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama Madhhab seperti
Madhhab Maliki, Syafi’i, Hanbali dan sebagian Madhhab Hanafi.
Dengan demikian, jika mengikuti pendapat ini, maka jika di kemudian

hari ternyata yang dilahirkan adalah anak wanita, maka dalam

*2 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 188-9.
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pernikahannya kelak yang menjadi wali adalah wali hakim. Adapun
pendapat kedua yang ditampilkan oleh Rajafi dalam penelitiannya adalah
pendapat yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil
perzinaan tetap bernasab kepada ayah biologisnya sekalipun tidak terjadi
pernikahan dengan ibu biologisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh
‘Urwah Ibn Zubair, Sulaiman lbn Yasar, al-Hasan, Ibn Sirin, Nakha‘t dan
Ishag. Pendapat ini pula yang diikuti oleh Ibn Taymiyah yang
bermadhhab Hanbali.**

3. Kajian lain juga muncul dalam bentuk laporan penelitian kompetitif, hal
ini  sebagaimana dilakukan oleh Tutik Hamidah dengan judul
“Harmonisasi Konflik Akibat Larangan “Kawin Hamil” Oleh Modin Di
Desa Temas Kecamatan Batu”. Fokus kajian dalam penelitian Hamidah
meliputi pertimbangan Modin, kata sapaan dari Imamuddin, dalam
melarang perkawinan “kawin hamil” di desa Temas Kecamatan Batu;
pelaksanaan dan prosedur larangan “kawin hamil” di desa Temas
Kecamatan Batu; dan solusi praktis dalam mengharmoniskan tokoh
masyarakat di desa Temas Kecamatan Batu terkait adanya larangan
“kawin hamil” oleh Modin. Melalui penelitian lapangan (field resarch)
dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan paradigma alamiah
(naturalistic paradigm) yang menekankan aspek subjektifitas dari

perilaku seseorang, menghasilkan beberapa temuan, antara lain, terkait

* Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing,
2015), 230-1.
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dengan pertimbangan Modin Desa Temas Kecamatan Batu dalam
menerapkan larangan kawin hamil didasarkan pada tujuan untuk
melaksanakan nahz munkar, menjaga nasab, dan sebagai upaya
menjadikan Desa Temas lebih baik. Adapun mengenai prosedur
pelaksanaan larangan kawin hamil, calon pengantin wanita harus tes
kehamilan kepada bidan, kemudian bidan membuat surat keterangan
sesuai dengan hasil tes tersebut. Jika surat keterangan dari bidan positif
hamil, maka Modin Desa Temas tidak berkenan melaksanakan
pernikahan dan ditunda pernikahannya sampai anak lahir. Sementara
solusi praktis yang ditawarkan dalam penelitian Hamidah ini adalah
dibutuhkan adanya koordinasi dari pihak-pihak yang terkait dan dengan
pendekatan multisektoral, seperti aparat desa, tokoh agama, dinas
kesehatan, KUA, dan bidang hukum.**

4. M. Saad lIbrahim dalam kumpulan tulisannya yang menghimpun aneka
problema hukum kontemporer, salah satunya adalah tentang perkawinan
dengan wanita hamil. Hasil kajian ini pun tidak berbeda dengan
kesimpulan yang diutarakan dalam kajian al-Sabtni yang
menitikberatkan pada kesmipulan hukum sebagaimana dipaparkan para
ulama. Dalam hal ini, Ibrahim memilah persoalan menikahi wanita hamil

ke dalam dua bagian, pertama adalah pernikahan antara wanita hamil

* Tutik Hamidah, “Harmonisasi Konflik Akibat Larangan “Kawin Hamil” Oleh Modin Di Desa
Temas Kecamatan Batu” (Laporan Penelitian--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).



28

dengan pria yang menghamilinya, dan kedua pernikahan wanita hamil
dengan pria lain di luar yang menjadi penyebab kehamilannya.*®

Saad Ibrahim memaparkan pandangan hukum baik dari sisi KHI maupun
pendapat para ulama Madhhab. Dari sisi KHI menurutnya, hal demikian
dibolehkan dengan berdasarkan pada pasal 53 ayat (1 dan 2). Kemudian
dari sisi pandangan ulama Madhhab, menurutnya ditemukan aneka
pandangan, seperti pandangan Imam Malik yang tidak membolehkan
dengan alasan menghormati sperma suami dan menjaga bercampurnya
nasab yang jelas dengan anak zina. Imam Syafi’i dan Imam Aba Hanifah
pada dasarnya membolehkan perkawinan wanita hamil dengan pria lain
di luar yang menjadi penyebab kehamilannya, hanya saja Aba Hanifah
tetap melarang terjadinya hubungan seksual hingga wanita yang
dimaksudkan melahirkan anak yang dikandungnya. Menurut Saad,
terjadinya perbedaan tersebut ada pada pernikahan wanita hamil dengan
pria yang bukan penyebab kehamilannya. Sedangkan pernikahan wanita
hamil dengan lelaki yang menghamilinya, dalam pandangan Saad, tidak
mempermasalahkannya.*® Ketiadaan masalah ini sebenarnya terletak
pada keabsahan perkawinan, imbas dari perkawinan tersebut, terutama
dari sisi perwalian bagi anak -jika anak nanti terlahir wanita- tetap akan

menjadi permasalahan.

> M. Saad lbrahim, Figh Islamiy: Kajian Terhadap Masalah-Masalah Kontemporer (Surabaya:
Hikmah Press, 2017), 83.
“® 1bid., 83.
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5. Dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul “Pernikahan Wanita yang
Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih
dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Saiful Millah. Sebagaimana terlihat
dari judulnya, artikel ini hanya memaparkan tentang pandangan ulama
Madhhab atas kasus hukum tersebut. Misalnya, dalam kajian itu
dinyatakan, dalam persoalan boleh atau tidaknya menikahi wanita yang
sedang hamil karena zina ini ulama fikih empat madhhab terbagi kepada
dua kelompok. Pertama, sebagian Ulama Hanafiyyah (kecuali Abu
Yusuf) dan Shafi’iyyah membolehkan menikahi wanita yang telah hamil
di luar akad nikah tersebut tanpa harus menunggu kelahiran jabang bayi.
Kedua, Ulama Malikiyyah dan Hanabilah melarangnya kecuali setelah
melahirkan si jabang bayi. Sedangkan dari sisi nasab anak yang
dilahirkan, menurut penulis artikel ini, hanya ulama kalangan Hanafiyyah
dan Shafi’iyyah saja yang mengakui adanya hubungan nasab bagi anak
yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil di luar
akad nikah, tentunya hubungan nasab tersebut adalah dengan lelaki yang
menzinai ibunya si anak, dengan syarat apabila kelahirannya telah
melewati masa enam bulan sejak akad nikah orang tuanya.*’

6. Dalam bentuk disertasi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan oleh Muhammad lzudin. Tiga

persoalan yang disorot dalam kajian Izudin adalah menyangkut hakikat

" Saiful Millah, “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah
Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember
2017, 39 dst.
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hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam
perspektif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan legal meaning
‘anak yang lahir di luar perkawinan', makna frasa 'hubungan perdata’
dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010, apakah semakna dengan
‘hubungan darah' dan 'nasab’ dalam konsep hukum Islam dan apa
implikasi teoritiknya, serta persoalan yang menyangkut bentuk
perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terkait dengan hak waris
dan kewenangan wali nikah.*®

Atas problem akademik yang diajukannya itu, dalam kesimpulan
disertasinya, Izudin menyatakan bahwa hubungan keperdataan anak luar
kawin dengan ayah biologisnya dalam perspektif Putusan MK Nomor
46/PUU-V111/2010 pada prinsipnya adalah dalam rangka perlindungan
hukum terhadap anak. Sedangkan legal meaning "anak yang dilahirkan di
luar perkawinan™ dalam perspektif MK adalah anak yang lahir sebagai
hasil dari perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan
pada pejabat yang berwenang, dapat juga didefinisikan sebagai anak
yang lahir dari hasil perkawinan yang hanya memenuhi Pasal 2 Ayat (1)
tetapi tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.*®

Kesimpulan lain yang diajukan oleh penulis disertasi ini adalah
menyangkut frasa 'hubungan perdata’ dalam Putusan MK No. 46/PUU-

VI111/2010. Menurutnya, frasa tersebut tidak sama dengan makna frasa

*® Muhammad Izuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan”
(Disertasi--Universitas Jember, Jember, 2019).
* Ibid., 286.
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'hubungan darah' dan konsep 'nasab' dalam hukum Islam, maka adanya
hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah dan keluarga
ayahnya berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VI111/2010, tidak harus
berupa hak nasab, nafkah, waris dan wali nikah menurut konsep hukum
Islam.*

Masih dalam bentuk disertasi adalah kajian yang dilakukan oleh Halili
dengan judul “Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi
Hukum Islam: Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-lsu Hukum
Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hal yang menjadi
fokus kajian dalam disertasi ini meliputi, pertama, pemahaman dan sikap
penghulu di DIY terhadap KHI vis a vis otoritas fikih dalam
menyelesaikan masalah hukum perkawinan; kedua, peran Negara dalam
mengatur tugas-tugas para penghulu di DI'Y untuk menyelesaikan isu-isu
hukum perkawinan. Ketiga, terjadinya disparitas penerapan hukum
perkawinan di kalangan penghulu di DIY. Terhadap tiga persoalan
mendasar ini, melalui teori konflik, disertasi ini menghasilkan temuan
adanya dualisme rujukan hukum yang digunakan penghulu KUA DIY
dalam menyelesaikan isu-isu hukum yakni KHI dan kitab-kitab figih.
Kaitannya dengan peran Negara, temuan Halili mengungkapkan bahwa
Negara belum sepenuhnya berperan dalam mengarahkan cara pandang

hukum penghulu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum

*® Muhammad Izuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan”,

286.
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perkawinan di KUA dengan menggunakan satu rujukan KHI. Adapun
yang menjadi latar belakang adanya dinamika penyelesaian isu-isu
hukum perkawinan di kalangan penghulu DIY dipengaruhi oleh tiga
faktor yaitu pengalaman bekerja dan sumber pengetahuan penghulu;
kultur sosial keagamaan masyarakat; dan otoritas Kementerian Agama
dan kebijakan-kebijakan hukum.>

Pada penelitian Halili, penghulu DIY diposisikan berada pada
tarikan otoritas sikap yang saling mempengaruhi, dan bahkan akan
memunculkan keragaman dalam menyelesaikan isu-isu problem
perkawinan. Termasuk isu tentang perkawinan wanita hamil.

Peneliti melihat ada ruang kosong untuk melihat tarikan otoritas
tersebut, dengan fokus permasalahan pada pencatatan perkawinan wanita
hamil. Fokus penelitian pada isu PPWH ini bukan semata melihat otoritas
fikih atau KHI turut mewarnai sikap Kepala KUA Kecamatan, namun
argumen keragaman sikap dan pendapat tersebut, yang berimbas pada
pelayanan pencatatan perkawinan, menjadi penting untuk ditelaah.

Untuk memudah perbandingan antara tema penelitian yang sedang
dilakukan dengan beberapa penelitian yang telah dihasilkan oleh para
penelitian, tabel berikut ini diharapkan dapat mempermudah

perbandingan yang dimaksudkan :

*! Halili, “Penghulu Di Antara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam: Studi tentang
Dinamika Penyelesaian Isu-lsu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Disertasi--
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).
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Tabel 1.1
Temuan dan
Judul Fokus Teori/ Perbedaan/Letak
No Dan Peneliti Kajian dan Metode Orisinalitas
Tahun Permaslahan Kajian Penelitian
Disertasi Penulis
1 Hukum Ahmad Salah satu Teori-teori Pencatatan
Keluarga Tholabi hasil buku sosiologi perkawinan
Indonesia Kharlie yang semula hukum menjadi salah satu
(2013) (Disertasi- disertasi (peran upaya dalam
Buku) berjudul “ hukum, meningkatkan
Modernisasi faktor ketertiban dan
Hukum bekerjanya kenyamanan setiap
Keluarga Islam | hukum) individu dalam
di Indonesia melakukan
(1974 — 2008)” hubungan hukum.
ini adalah
tentang Dalam temuan itu,
pencatatan Pencatatan
perkawinan, perkawinan wanita
yang hamil tidak
merupakan terbahas. Maka
bagian dari fokus penelitian
moderasi dalam disertasi
hukum penulis adalah
keluarga di tentang pencatatan
Indonesia perkawinan wanita

hamil termasuk
perbedaan sikap
petugas pencatat
nikah di KUA
terkait masalah ini.




34

Nalar Hukum
Keluarga Islam
di Indonesia
(2015)

Ahmad

Rajafi
(Penelitian
Individual)

Perbedaan
ulama terkait
perkawinan
wanita hamil
dan status
Nasab Anak
Hasil Zina

Library
research

Ulama berbeda
pendapat tentang
keabsahan
perkawinan wanita
hamil dan status
anak hasil zina.
Mengenai status
nasab anak,
dikemukakan
pendapat bahwa
ayah biologis tetap
akan menjadi
ayahnya secara
istilhaq meski
tanpa perkawinan
dengan ibu.

Temuan di atas
masih dalam
tataran
teoritis,khususnya
dalam teori fikih
Islam. Berbeda
dengan itu, penulis
akan mengulas
permasalahn itu
dalam ranah
praktis yang
terjadi di Kantor
Urusan
Agama.Selain itu,
keragaman sikap
KUA Kecanatan
dalam pada
permohonan
kehendak nikah
bagi wanita hamil
akan diungkap
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Harmonisasi
Konflik Akibat
Larangan
“Kawin Hamil”
Oleh Modin Di
Desa Temas
Kecamatan
Batu

(2016)

Tutik

Hamidah
(Penelitian
Individual)

Penelitian ini
menelaah
tentang
pertimbangan-
pertimbangan
modin dalam
melarang
perkawinan
“kawin hamil”

Field
Research

Pertimbangan
modin untuk
menunda
perkawinan wanita
hamil hingga anak
dilahirkan, selain
untuk nahi
munkar, adalah
untuk menjaga
nasab, dan sebagai
upaya menjadikan
Desa Temas lebih
baik

Posisi Modin
dengan pegawai
pencatatan nikah
menjadi hal yang
krusial. Karena
ujung tonggak
proses pencatatan
perkawinan ada
dalam KUA
Kecamatan, bukan
Modin. Hal inilah
yang menjadi
perbedaan temuan
ini dengan
penelitian yang
sedang penulis
jalani
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Figh Islamiy:
Kajian
Terhadap
Masalah-
Masalah
Kontemporer
(2017)

M. Saad
Ibrahim
(Buku)

Pernikahan
antara wanita
hamil dengan
pria yang
menghamiliny
a

Pendekatan
Figh

Dari sisi KHI
menurutnya, hal
demikian
dibolehkan dengan
berdasarkan pada
pasal 53 ayat (1
dan 2). Kemudian
dari sisi
pandangan ulama
Madhhab,
menurutnya
ditemukan ragam
pandangan

Pada riset
pendahuluan yang
penulis lakukan,
titik krusial
sebenarnya bukan
pada perkawinan
antara wanita
hamil dengan pria
yang menghamili,
tapi justru dengan
pria yang bukan
menghamilinya.
Argumen
penerimaan dan
penolakan akan
menjadi muara
penting dari
penulisan disertasi
ini.
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Pernikahan Saiful Pandangan Pendekatan Ulama Hanafiyah
Wanita yang Millah ulama figih (kecuali Abu
Hamil di Luar (Artikel Madhhab atas Yusuf) dan
Nikah Dan IImiah) perkawinan Syafi’iyah
Akibat wanita hamil membolehkan.
Hukumnya: Temuan di atas,
Telaah Atas masih dalam
Dualisme Fikih tataran teoritis,
dan Kompilasi meskipun polemik
Hukum Islam tentang muddat al-
(2017) haml (masa
kehamilan) belum
banyak
dieksplorasi. Hal
yang berbeda
dengan yang
penulis lakukan,
kompleksitas
pemhaman terkait
dengan menikahi
wanita hamil,
diperluas dengan
probabilitas lelaki
yang menikahi
wanita hamil itu
bukan merupakan
pria yang
menghamilinya.
Perlindungan Muhammad Hubungan Penelitian Hubungan
Hukum Izudin keperdataan hukum keperdataan anak
Terhadap Anak | (Disertasi) anak luar normatif luar kawin dengan
Yang Lahir Di kawin dengan ayah biologisnya
Luar ayah biologis dalam perspektif
Perkawinan Putusan MK adalah
(2019) dalam rangka

perlindungan
hukum terhadap
anak Dalam temuan
ini, pemkanaan
“anak luar kawin”
terbatas pada anak
dari pernikahan
yang tidak
dicatatkan.
Sementara dalam
penelitian penulis,
pada kasus
kelanjutan atas
perkawinan wanita
hamil, adalah anak
hasil perzinaan.
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Penghulu Di
Antara Dua
Otoritas Fikih
Dan Kompilasi
Hukum Islam:
Studi tentang
Dinamika
Penyelesaian
Isu-Isu Hukum
Perkawinan di
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(2019)

Halili
(Disertasi)

Pemahaman
dan sikap
penghulu di
DIY terhadap
KHI vis a vis
otoritas fikih
dalam
menyelesaikan
masalah
hukum
perkawinan

Penelitian
Sosiologi
Hukum

Adanya dualisme
rujukan hukum
yang digunakan
penghulu KUA
DIY dalam
menyelesaikan
isu-isu hukum
yakni KHI dan
kitab-kitab figih

Dalam penelitian
penulis, meski
sama locus
penelitian di KUA
(penulis di KUA
Jawa Timur),
penulis
memfokuskan
pada satu tema
tentang penatatan
perkawinan wanita
hamil, yang justru
bermuara pada
penafsiran yang
berbeda atas pasal
dalam KHI yang
sama.

Mengacu pada tabel di atas yang meringkas sekian banyak hasil

penelitian yang telah diuraikan, maka sekalipun ditemukan kesamaan

dari sisi persoalan yang dikaji, setidaknya menyangkut perkawinan

wanita hamil, dapat dinyatakan bahwa tema yang sedang peneliti kaji

tidak ditemukan adanya penelitian dengan fokus penelitian yang serupa.

Sekian banyak penelitian terdahulu yang telah diuraikan, secara umum

hanya berkutat pada preskripsi hukum perkawinan wanita hamil baik dari

sisi figih maupun hukum positif di Indonesia yakni KHI. Di sisi lain,

tentu saja karena berkutat pada preskripsi hukum, maka penelitian yang

ada tergolong sebagai

penelitian hukum yang bersifat normatif.
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Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak semata-mata berkutat
pada aras preskripsi hukum secara normatif melainkan beranjak pada
kajian hukum yang bersifat empiris, dengan kata lain, preskripsi hukum
diperoleh berdasarkan pandangan para informan. Atas dasar ini pula,
maka tema tentang pencatatan perkawinan wanita hamil ini layak untuk

dikaji.

H. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan
fokus yang akan dikaji adalah pendekatan hukum Islam. Dengan
menggunakan pendakatan hukum Islam, pengalaman-pengalaman nyata
dari orang-orang yang terlibat dalam dunia hukum baik sebagai pengambil
keputusan, praktisi hukum maupun sebagai masyarakat biasa,>* akan
ditelaah argumen dalam penentuan sikapnya, berdasarkan pendekatan
Hukum Islam.

Dalam konteks demikian, pandangan para Kepala KUA Kecamatan
di wilayah Jawa Timur yang menjadi subyek penelitian ini dikonsepsikan
sebagai hukum Islam dalam tataran empiris, dan akan dikaji dengan teori
magqasid syariah dan teori hukum progresif. Jika dikaitkan dengan tema
yang peneliti Kkaji, yakni tentang pencatatan perkawinan wanita hamil,

maka dengan menggunakan optik pendekatan Hukum Islam, argumen dan

°2 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum; Esai-Esai Terpilih (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),

13.
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sikap Kepala KUA Kecamatan di Jawa Timur dalam mempersepsikan
hingga mengaplikasikan landasan yuridis tentang perkawinan wanita
hamil, berdasarkan rumusan yang tertuang dalam KHI dan pendapat ulama
dalam kitab fiqih.
2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bercorak
keilmuan filsafat hukum Islam dan bersifat deskriptif-analitik. Dalam
penelitian ini, peneliti berusaha memahami proses tindakan seseorang
termasuk motif tindakan dimaksud sehingga akan terkait dengan makna
subyektif. Dengan karakter seperti itu, penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif (qualitative research).>®

Dalam penelitian kaulitatif, merujuk pada Sugiyono, dilakukan
dalam 4 (empat) tahap, antara lain tahap orientasi atau deskripsi, tahap
reduksi/fokus, analisis yang mendalam, dan hasil akhir berupa ilmu atau
informasi baru.>* Deskripsi terkait PPWH akan penulis ulas untuk melihat
dengan lebih baik praktik pencatatan perkawinan wanita hamil di Kantor
Urusan Agama di Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan fokus dan
analisis mendalam, untuk menemukan informasi dan temuan baru terkait

penelitian ini.

>3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 11.
> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 21 (Bandung:
Alfabeta, 2014), 21.
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Senada dengan Sugiyono, Miles dan Huberman® menggambarkan
teknik analisa kualitatif sebagai kerja akademik yang saling terkait dan
secara simultan terus saling mempengaruhi mulai pengumpulan data
hingga kesimpulan penelitian. Diagram yang biasa menggambarkan teknik
alanisis kualitatif sebagai berikut :

Gambar 1.1

Model Analisis Data Miles dan Huberman

Pengumpulan
data

Y f
@ \

Gambar 1.1 : Model analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman.

Penyajian data

»
o

Berdasarkan teori di atas penulis akan melakukan tahap orientasi
atau deskripsi dengan mengumpulkan informasi melalui proses wawancara
dengan Kepala KUA Kecamatan selaku pelaku, pemegang otoritas dan
pelaksana PPWH. Hasil dari wawancara akan penulis petakan menjadi

beberapa kesimpulan sementara.

> Miles & Huberman, Qualitative Data Analisys (New Delhi, Sage Publication, 1994), 173
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Pemilihan para informan dalam penelitian dilakukan secara
sengaja, berdasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin®, antara lain:
Pertama, informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif
menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran
penelitian. Subyek tidak hanya sekedar tahu dan dapat memberikan
informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh-sungguh sebagai
akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau
kegiatan yang bersangkutan. Kedua, informan masih terlibat secara aktif
pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian.

Data yang diperoleh kemudian akan disajikan secara deskriptif dan
setelah itu penulis akan mereduksi atau memfokuskan penelitian
berdasarkan informasi awal yang diperoleh, kemudian melakukan kajian
yang mendalam terhadap data-data empirik, dan mengambil konklusi dari
analisa yang dilakukan.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian metodologi penelitian dikenal dua jenis data, yaitu
data primer dan sekunder.’” Dua jenis data yang dimaksudkan sama-sama
digunakan dalam penelitian ini dalam rangka menjawab pertanyaan yang
dituangkan di dalam rumusan masalah. Data primer diperoleh secara

langsung dari para informan di lapangan, dalam hal ini adalah para kepala

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan llmu
Sosial Lainnya ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 51

>" Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2004), 151
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KUA vyang berjumlah 61 orang yang tersebar di KUA Kabupaten
Magetan, Kediri dan dan Jombang, sebagaimana telah disebutkan dalam
batasan masalah. Begitu juga data-data lain yang peneliti peroleh secara
langsung dari hasil observasi dan dokumentasi terhadap beberapa data
yang peneliti peroleh secara langsung dari lokasi penelitian. Sementara
data sekundernya peneliti perolenh dari hasil eksplorasi data-data
kepustakaan yang terkait dengan perkawinan wanita hamil.

Dari uraian di atas, maka jelaslah beberapa data yang dimaksudkan
diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berupa
interview, dokumentasi dan observasi.”® Teknik pertama digunakan dalam
rangka memperoleh jawaban secara emik tentang pencatatan perkawinan
wanita hamil dalam pandangan para kepala KUA di Jawa Timur. Untuk
mendapatkan jawaban yang lebih fleksibel, model interview yang
digunakan dalam penelitian ini adalah interview semi terstrukur, yang
dalam tataran praktisnya peneliti lakukan dengan cara menanyakan kepada
informan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu per
satu pertanyaan tersebut diperdalam dengan mengorek keterangan-
keterangan secara lebih lanjut.*®

Adapun teknik yang kedua dilakukan dengan cara melakukan

kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian,®

%8 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2012), 21.

> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2006), 227.

% Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, 201.
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tentu saja dalam hal ini data yang diperoleh adalah data sekunder sebab ia
diperoleh dari “tangan kedua” (second hand). Kemudian teknik
pengumpulan data berupa dokumentasi diarahkan dalam rangka
mendapatkan data-data primer yang terkait dengan objek penelitian
maupun praktik pencatatan perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA
yang berada di wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini yang digunakan adalah
observasi model participant as observer, di mana peneliti memberitahukan
maksud dan tujuan studi kepada komunitas yang sedang dikaji.*
4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif
dari Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman yang terdiri dari langkah
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.®? Dalam hal ini maka seluruh data yang peneliti kumpulkan
baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terlebih dilakukan
reduksi terhadapnya dengan tujuan agar menyesuaikan dengan data yang
memang dibutuhkan dalam rangka menjawab pertanyaan dalam penelitian.
Kemudian melangkan pada tahap selanjutnya, yaitu peneliti memulai
untuk menyajikannya data-data yang telah dipilah sesuai dengan poin-poin
kajian yang tertuang dalam rumusan masalah. Langkah berikutnya,

mengikuti model analisis di atas, peneliti melakukan analisis terhadap data

61 George Ritzer, Sosiologi llmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, terj., Alimandan (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 1992), 73-74
%2 Mattew B. Miles dan A. Michael Haberman, Analisis Data Kualitatif, terj., Tjetiep Rohindi
Rohidi (Jakarta: Ul Press, 1999), 15-20
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yang telah tersaji melalui bingkai teori hukum progresif dan teori
maslahah.
. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, disertasi ini direncanakan akan diulas ke dalam
5 (lima) bab bahasan, dimulai dengan Bab | berupa pendahuluan dan
diakhiri dengan bab V yang berupa penutup sekaligus memuat
kesimpulan, implikasi teoretik dan rekomendasi atas hasil penelitian.

Pada Bab | yang berupa bab pendahuluan, akan menjadi pembuka
latar diskusi sebagai penjelas mengapa penelitian dengan tema ini
dilakukan. Oleh karenanya, dalam bab ini peneliti uraikan seputar latar
belakang penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah
dan tujuan penelitian. Selain itu, dalam rangka mempertegas teori yang
digunakan, bab ini juga menguraikan dua teori yang digunakan sebagai
alat telaah. Di luar itu, studi terdahulu, metode penelitian hingga
sistematika kajian pun dicantumkan pada bab pendahuluan ini.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab Il yang difokuskan pada
pembahasan tentang kerangka konseptual dari tema kajian. Kajiannya
meliputi teori tentang Magasid Syariah dan Hukum Progresif akan diulas
sebagai pendekatan dalam menelaah argumen Kepala KUA Kecamatan
terkait dengan pencatatan perkawinan wanita hamil, juga landasan teoritis
dan yuridis perkawinan wanita hamil, baik dari sisi figih maupun KHI

(kompilasi Hukum Islam).
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Dilanjutkan dengan bab 11l yang difokuskan pada penguraian
tentang objek penelitian, dalam hal ini adalah respons Kepala KUA
Kecamatan yang berada di Jawa Timur, tentang pencatatan perkawinan
wanita hamil. Implementasi praktik PPWH inilah yang menjadi tema
sentral isi bab ini. Pemetaan hasil bab ini, termasuk argumen di dalamnya,
menjadi penting untuk dideskripsikan.

Adapun bab berikutnya, yaitu Bab IV, fokus uraiannya adalah pada
penyajian analisis data. Analisis data ini akan terbagi ke dalam 3 hal, yakni
analisis terhadap implementasi pelaksanaan PPWH oleh Kepala KUA
Kecamatan, analisis argumen Kepala KUA Kecamatan dalam
melaksanakan PPWH, dan analisis implikasi PPWH di KUA Kcamatan.

Pada Bab V sebagai penutup, akan berisi kesimpulan dari
penelitian, untuk menjawab rumusan amsalah yang diajukan. Implikasi
teoretik dan rekomendasi atas temuan teori yang telah dihidangkan melalui

penelitian ini juga akan dipaparkan di bagian akhir dari bab kelima ini.



BAB Il
PROSEDUR PENCATATAN NIKAH PADA KUA KECAMATAN
DAN LANDASAN YURIDIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL

A. Prosedur pencatatan nikah pada KUA Kecamatan.

Pencatatan nikah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang 1974 pasal 2 ayat (2), dilakukan oleh KUA Kecamatan. Hal ini
berarti KUA Kecamatan ditunjuk untuk menjalankan amanat tersebut bagi
penduduk yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, Menteri Agama
Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan yang berbentuk PMA (Peraturan
Menteri Agama) Nomor: 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan'.
Dalam PMA tersebut dituangkan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan
pencatatan nikah. Pencatatan nikah dalam PMA tersebut dalam pasal 2 ayat
(3) meliputi:

1. Pendaftaran kehendak nikah
Pendaftaran kehendak nikah oleh calon pengantin atau wali

dibakukan dalam formulir khusus yang telah diatur oleh Keputusan

! Peraturan Menteri Agama, biasa disingkat PMA atau ada yang menyebut dengan Permenag,
No.20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini merupakan aturan yang terbaru. Keberadaan
aturan ini, sekaligus mencabut beberapa aturan lama, di antaranya adalah: Peramenag Nomor: 19
Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994
tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar
Negeri, Peraturan Menteri Agama Nomor: 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Keputusan
Menteri Agama Nomor: 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah,
Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku
Pencatatan ~ Rujuk.  https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-
tahun-2019 (diakses 11 Desember 2019)

47


https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130686/peraturan-menag-no-19-tahun-2018
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130686/peraturan-menag-no-19-tahun-2018
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019
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Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 473 tahun 2020
tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Formulir
tersebut tertuang dalam lamprian VI dengan nama model N2 (formulir
permohonan kehendak nikah). Formulir tersebut memuat 9 item yang
harus ditulis olen pemohon (baik oleh catin sendiri maupun walinya)
sebagai berikut:

a. Tanggal formulir permohonan kehendak nikah.

b. Kepada PPN LN/ Kepala KUA Kecamatan dimana pemohon menikah.
c. Nama calon suami.

d. Nama calon Isteri.

e. Hari/ tanggal/ jam.

f. Tempat akad nikah.

g. Tanggal diterimanya formulir permohonan.

h. Nama terang penerima formulir pendaftaran.

i. Nama terang pemohon kehendak nikah.

Formulir pendaftaran tersebut diatas sebagaimana PMA Nomor: 20
tahun 2019 pasal 4 ayat (1) diharuskan melampirkan:
a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon
pengantin.
b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang

dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
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. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah
melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi
yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah
melangsungkan nikah.

. foto kopi kartu keluarga.

. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi
calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah
kecamatan tempat tinggalnya.

. persetujuan kedua calon pengantin.

. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga
yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal
kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g
meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan

kehendaknya.

i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu

tidak ada.

J. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum

mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus
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anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik
Indonesia.

I. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang
hendak beristri lebih dari seorang.

m.akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku
pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri
dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi
janda atau duda ditinggal mati.

Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri
dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat
pernikahan sebagai berikut:

a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri.

b. persetujuan kedua calon pengantin.

c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang
hendak beristri lebih dari seorang.

e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang
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berwenang.
f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri
dibuat oleh pejabat yang berwenang:

Persyaratan administratif di atas seluruh Kepala KUA Kecamatan
sepakat karena memang secara desisif sudah diatur dalam PMA. Sehingga,
apabila pendaftaran nikah yang secara administrasi ada yang kurang maka
kepala KUA Kecamatan akan melaksanakan SOP (Standart Operasinal
prosedure) yang diketahui pada saat pemeriksaan nikah. Akan tetapi,
dalam prakteknya terkadang Kepala KUA Kecamatan memberikan
kelonggaran dalam pendaftaran nikah dengan menerima pendaftaran nikah
meskipun  ada  kekurangan  persyaratan  administrasi  dengan
mengultimatum bahwa kekurangan syarat admistrasi tersebut harus
disampaikan Kepada KUA Kecamatan sebelum pelaksanaan pemeriksaan
atau pada saat pemeriksaan. 2

Untuk memudahkan alur pendaftaran nikah bagi masyarakat
Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan panduan
pendaftaran nikah dengan menerbitkan SOP Pendaftaran nikah yang
tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:
DJ.11/1209 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur pada kantor
Urusan Agama Kecamatan.

Maksud diterbitkanya SOP pencatatan nikah/rujuk pada KUA

? Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kab. Jombang, Kepala KUA
Kecamatan Ngadiluwih Kab. Kediri dan Kepala KUA Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
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Kecamatan dimaksudkan untuk menstandarkan prosedur-prosedur penting

dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun tujuan SOP diantaranya:

a. Penggunaan standar operasional prosedur bertujuan untuk mendorong
setiap aparatur Negara di Kantor Urusan Agama kecamatan
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP pelayanan kepada
masyarakat dalam pencatatan pernikahan;

b. Standar operasional prosedur yang disusun ini diharapkan:

1) Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan.
2) Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas dan
kemudahan pengendalian.
3) Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.
4) Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam
melaksanakan tugas umum pemerintahan.
5) Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan
oleh aparatur pemerintah secara proporsional.
6) Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai
penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya.’
2. Pemeriksaan kehendak nikah
Formulir permohonan kehendak nikah yang sudah didaftarkan
pada KUA Kecamatan akan ditentukan pelaksanaan pemeriksaan

dokumen nikah oleh Kepala KUA atau penghulu KUA Kecamatan jadwal

® Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015, 403-404.
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yang meliputi tanggal, hari dan jam yang harus dihadiri oleh:

a. Calon pengantin pria.

b. Calon pengantin Wanita.

c. Calon wali.

Dalam pemeriksaan dokumen nikah diatas sebagaimana diatur

dalam PMA Nomor: 20 tahun 2019 pasal 5:

(1) Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPN LN melakukan
pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4.

(2) Pemeriksaan  dokumen  nikah dilakukan di  wilayah
kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
tempat dilangsungkannya akad nikah.

(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan
pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan
calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau
tidak adanya halangan untuk menikah.

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil
pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar
pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon
istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

(5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat

membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap
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jempol.

Untuk mendapatkan validitas data wali dan calon mempelai agar
benar-benar valid dalam perspektif Hukum Islam, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji memberikan panduan
pemeriksaan atas wali dan calon mempelai yang tertuang dalam surat
edaran Nomor: D/ED/PW/01/03/1992 tanggal 9 maret 1992 tentang
petunjuk pengisian formulir NTCR. Dalam diktum edaran tersebut, pada
Bab 11l tentang teknik pemeriksaan wali dan calon mempelai ditegaskan
bahwa sebelum melakukan pengisian formulir Kepala KUA atau Penghulu
terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap wali,
calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Pemeriksaan dilakukkan
melalui wawancara dengan mereka yang bersangkutan meneliti surat-surat
keterangan yang ada dan perlu melakukan pengecekan ulang.*

Pemeriksaan dilakukan satu persatu dan secara bersama sesuai
dengan keperluan. Hal terpenting yang diharapkan dalam proses
pemeriksaan ini adalah Kepala KUA atau Penghulu dapat memperoleh
data yang valid dan menyakinkan terkait para pihak yang mengajukan
formulir kehendak nikah. Pemeriksaan tersebut meliputi:

a. Pemeriksaan wali.

Pemeriksaan wali dapat dilakukan antara lain:

* Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Departemen Agama Rl Direktorat
jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan haji Proyek Peningkatan Sarana Keagmaan
Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta: 2000, 452. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Departemen
Agama RI Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan haji Proyek Peningkatan
Sarana Keagmaan Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta: 2004, 457
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1) Wali calon mempelai wanita diperiksa secara tersendiri dengan
menanyakan silsilah (nasab), jumlah anak lengkap dengan nama-
nama mereka, dan jika wali tersebut bukan wali ayah, ditanyakan
jumlah  saudara-saudaranya dengan nama-namanya, anak
saudaranya, saudara bapaknya dan seterusnya. Kemudian hasilnya
dicocokan apakah keterangan wali ini sesuai dengan keterangan
calon mempelai wanita. Jika ditemukan data atau keterangan yang
belum sinkron, Kepala KUA atau penghulu perlu meneliti kembali
pada dokumen dan pernyataan para pihak.

2) Bila calon mempelai wanita itu anak pertama dan walinya wali
ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak
pertamanya. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru 5 bulan
nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut katagori anak
Ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

3) Dalam hal pemeriksaan wali hendaknya dengan tertib wali.

4) Dengan meneliti kartu keluarga (KK atau kartu tanda penduduk
(KTP) yang bersangkutan.

Pemeriksaan calon mempelai

Untuk lebih menyakinkan bahwa kedua calon mempelai itu jejaka dan

perawan, perlu diadakan pemeriksaan yang cermat dengan cara:

1) mengajukan pertanyaan yang sifatnya “memancing” atau

menelisik keterangan mendalam, seperti: apakan sebelum ini anda
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3)

4)
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sudah pernah menikah? Jika pernah, kapan serta dengan siapa,
dan seterusnya.

Diperiksa secara terpisah.

Dengan melihat Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Kalau diragukan kejelasan dan kegadisannya, agar yang
bersangkutan membuat surat pernyataan di bawah sumpah.

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali nikah terpaksa

dilakukan pada hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada

hari pertama, di bawah kolom tanda tanggan yang diperiksa ditulis

tanggal hari pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah (model NB)
rangkap dua.

Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah
membubuhkan tanda tangan pada kolom yang telah disediakan.
Pengisian dalam daftar pemeriksaan nikah dilakukan oleh
Pegawai Pencatat.

Hasil pengisian Daftar Pemeriksaan Nikah dibaca, jika perlu
diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh calon
mempelai.

Kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang

diperiksa dan yang memeriksa.



57

5) Hasil pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam buku khusus yang

diberi kolom-kolom seperti berikut:

Tabel. 2.1

Nama  |Hari/Tgl. |[Nomor

No.
Tanggal |  Calon Akad | Akta |Keterangan
Urut
Suami [Istri | nikah | Nikah
1 2 3 | 4 5 6 7

6) Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama
dengan nomor buku khusus, dan nomor kode urutan yang
bersangkutan.

7) Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan
model NB dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dalam
buku khusus.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Kepala KUA
Kecamatan atau Penghulu KUA Kecamatan, jika belum memenuhi
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam PMA nomor: 20 tahun
2019 pasal 4, maka Kepala KUA Kecamatan atau penghulu

memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri
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dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan nikah. Formulir

pemberitahuan kekurangan syarata atau penolakan perkawinan atau

rujuk (model N5) di atas telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur

Jenderal Bimbingan Msyarakat Islam Nomor: 713 tahun 2018 tentang

Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk.

Formulir tersebut memuat 7 item sebagaimana berikut:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Tanggal formulir pemberitahuan syarat

Nomor surat

Lamprian surat

Kepada surat (calon pengantin atau wali)

Nama calon pengantin pria dan wanita

Keterangan perkawinan dapat dilaksanakan dengan menyertakan
kekurangannya atau keterangan tidak dapat dilaksanakan (ditolak)
dengan menyertakan alasanya.

Nama Kepala KUA atau Penghulu yang menandatangani

3. Pengumuman kehendak nikah

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen nikah telah terpenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 ayat (4) PMA

20 tahun 2019 maka Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu akan

mengumumkan kehendak nikah yang telah dinyatakan memenuhi syarat.

Pengumuman kehendak nikah tersebut dilakukan pada temapat tertentu di

KUA Kecamatan atau Perwakilan RI di luar Negeri atau media lain yang
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dapat diakses oleh masyarakat.

Formulir pengumuman perkawinan tertuang dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Msyarakat Islam Nomor: 713 tahun 2018
tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk
lamprian 1X (model N9) Formulir tersebut memuat 7 item sebagaimana
berikut:

a. Kecamatan KUA
b. Nomor pemeriksaan
c. Data calon pengantin pria:
1) Nama
2) Bin
3) Nomor Induk kependudukan
4)  Tempat dan tanggal lahir
5) Kewarganegaraan
6) Agama
7) Pekerjaan
8) Alamat
d. Data calon pengantin wanita
1) Nama
2) Bin
3) Nomor Induk kependudukan

4) Tempat dan tanggal lahir



f.

5)
6)
7)

8)
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Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan

Alamat

Data wali akad

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Nasab/Hakim

Sebab

Nama

Bin

Nomor Induk kependudukan
Tempat dan tanggal lahir
Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

10) Alamat

Hari, tanggal dan tempat perkawinan

g. Tanggal pengumuman

h.

Nama terang Kepala KUA/ Penghulu yang mengumumkan

4. Pelaksanaan pencatatan nikah

Pelaksanaan pencatatan nikah tertuang dalam PMA Nomor: 20

tahun 2019 pasal 9:

(1)

Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
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(2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi Kketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 10:
(1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
(2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. calon suami;
b. calon istri;
c. wali;
d. dua orang saksi; dan

e. ijab gabul.

Pasal 11:
(1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.

(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat
diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di
atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau
Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

setempat.

(3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:
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a. Pria.
b. Beragama Islam.
c. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
d. Berakal.
e. Adil.
Pasal 12:

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

Pria.

Beragama Islam.

Baligh.

Berakal.

Adil.

(3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

urutan:

a. Bapak kandung.

b. Kakek (bapak dari bapak).
c. Bapak dari kakek (buyut).
d. Saudara pria sebapak seibu.
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e. Saudara pria sebapak.

f. Anak pria dari saudara pria sebapak seibu.
g. Anak pria dari saudara pria sebapak.

h. Paman (saudara pria bapak sebapak seibu).
i. Paman sebapak (saudara pria bapak sebapak).
j.  Anak paman sebapak seibu.

k. Anak paman sebapak.

I.  Cucu paman sebapak seibu.

m. Cucu paman sebapak.

n. Paman bapak sebapak seibu.

0. Paman bapak sebapak;

p. Anak paman bapak sebapak seibu;

g. Anak paman bapak sebapak.

Untuk melaksanakan ijab gabul pada saat akad nikah, wali
nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan
/Penghulu/ PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi

syarat.

Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat
surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan /Penghulu
/PPNLN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
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(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13:

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali

hakim.

(2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh

Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

(3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

bertindak sebagai wali, jika:

a.

b.

wali nasab tidak ada;

walinya adhal;

walinya tidak diketahui keberadaannya;

walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
wali nasab tidak ada yang beragama Islam;

walinya dalam keadaan berihram; dan

wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah.

(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan
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bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang

saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/L.urah setempat.

Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam

tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

. Penyerahan buku nikah

Setelah pelaksanaan akad nikah yang ditandai dengan ijab

dan qgobul antara mempelai pria dan wali nikah atau yang

mewakili serta para saksi menyatakan sah, maka kedua

mempelai masing-masing diberikan buku kutipan akta nikah

sebagaimana dalam PMA nomor: 20 tahun 2019 Pasal 21:

(1)

)

3)

(4)

()

Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.

Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses

akad nikah selesai dilaksanakan.

Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah,
penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

setelah akad nikah.

Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak

satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
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(6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.

(7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Jenderal.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor: 473 tahun 2020 tentang penetapan formulir dan laporan
pencatatan perkawinan atau rujuk pada lamprian XVI buku nikah yang
merupakan derivasi dari akta nikah yang disimpan di KUA Kecamatan
yang di berikan kepada kedua mempelai pengantin buku nikah sampul
warna coklat milik suami dan warna hijau milik istri. Dalam Keputusan
Dirjen tersebut telah dibakukan data suami, istri dan wali yang memuat 12
item sebagaimana berikut:
a. Nomor Akta Nikah
b. Tanggal, Bulan dan Tahun Nikah (Masehi dan Hijriyah)
c. Waktu atau jam pelaksanaan
d. Data nama suami

1) Nama
2) Bin
3) Tempat dan tanggal lahir

4) Nomor Induk kependudukan :



5)

6)

7)

8)

9)

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat

Status

. Data nama Istri

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

1)

2)

Nama

Binti

Tempat dan tanggal lahir

Nomor Induk kependudukan :

Kewarganegaraan

Agama

Pekerjaan

Alamat

Status

. Data nama wali

Nama

Tempat dan tanggal lahir

67



3) Nomor Induk kependudukan :
4) Kewarganegaraan
5) Agama
6) Pekerjaan
7) Alamat
g. Sebagai wali nasab atau wali hakim
h. Data maskawin (berupa)
i. Data maskawin dibayar tunai atau hutang
J. Tanggal Kepala KUA menerbitkan buku nikah
k. Nama terang Kepala KUA
I. Nomor Induk Pegawai Kepala KUA
. Formulir Pencatatan Pernikahan:

Formulir pencatatan Pernikahan terdiri dari :

a) Pengantar Pernikahan dari Kepala Desa/ Lurah (Model N1)

b) Permohonan Kehendak Nikah (Model N2)

c) Pencatatan Itsbat (Model N3)

d) Persetujuan kedua calon pengantin (Model N4)
e) Surat Izin Orang Tua (Model N5)

f) Surat Keterangan Kematian (Model N6)

g) Penolakan kehendak nikah/rujuk (Model N7)
h) Pemeriksaan Nikah (Model N8)

i) Pengumuman Nikah (Model N9)
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J) Rekomendasi Nikah (Model N10)
k) Akta Nikah (Model N)

I) Buku Nikah (Model BN)

m)Kartu Nikah (Model KN)

n) Duplikat Buku Nikah (Model DN)
0) Akta Rujuk (Model R)

p) Kutipan Akta Rujuk (Model RA)

q) Pemberitahuan Rujuk (Model R1)

Penjelasan dan uraian tersebut diatas, merupakan serangkaian
aturan dan prosedur pencatatan perkawinan yang harus dilakukan oleh
pihak yang memohon kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan yang berlaku secara umum, baik calon pengatin wanita dalam
posisi sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah maupun calon
pengantin wanita dalam posisi tidak hamil. Dalam hal ini peneliti tidak
menemukan peraturan yang secara spesifik dan definitif yang dijadikan
dasar oleh KUA Kecamatan dalam melaksanakan permohonan kehendak
nikah oleh masyarakat yang calon mempelai wanitannya dalam posisi

sudah hamil.

Adapun peraturan yang dapat di jadikan dasar oleh Kepala KUA
Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan wanita hamil

satu-satunya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) Bab V111 pasal 53:
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(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Berdasarkan intruksi Presiden Nomor: 1 tahun 1991 dalam
konsiderannya dijelaskan bahwa KHI tersebut oleh Instansi Pemerintah
(termasuk di dalamnya KUA Kecamatan) dan masyarakat yang
memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman.
B. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Figh
1. Batasan Pernikahan Wanita Hamil Menurut Figh
Dalam literatur Figh, batasan-batasan pernikahan wanita hamil
termuat paling tidak dalam tiga pembahasan (1) klasifikasi pernikahan
wanita hamil, (2) kedudukan hukum implementasi pernikahan wanita
hamil, dan (3) implikasi yang ditimbulkan dari implementasi pernikahan
wanita hamil. Ketiga pembahasan tersebut dapat diketahui tentang apa
yang dimaksud dengan pernikahan wanita hamil.
W ahbah al-Zuhayli memberikan gambaran pengertian pernikahan

wanita hamil di bawah judul al-mar’ah al-hamil min al-zina menjelaskan :
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“Jikalau wanita yang disetubuhi secara zina tidak dalam
kondisi hamil, maka akad nikah sah (meskipun) dari seorang
yang bukan membuatnya hamil. Begitu juga (sah akad nikah)
saat Wanita tersebut hamil, boleh dinikahi menurut Imam Abu
Hanifah dan Muhammad, namun tidak boleh disetubuhi
(dijima’) sampai wanita itu melahirkan anaknya.”

Dari teks tersebut tampak jelas al-Zuhayli memberikan
pemahaman tentang pengertian pernikahan wanita hamil yang diambil dari
pendapat Imam Abu Hanifah yang memuat :

a. Kilasifikasi pernikahan wanita hamil akibat zina dengan
mengkategorikan pernikahan wanita hamil itu dilaksanakan baik
dengan pria yang menghamili atau dengan pria yang tidak
menghamilinya.

b. Kedudukan hukum implementasi pernikahan wanita hamil, baik yang
dilaksanakan dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang
bukan menghamilinya.

c. Implikasi hukum yang timbul dari implementasi pernikahan wanita
hamil karena zina.

Dari elaborasi di atas, dapat diambil konklusi bahwa pernikahan

wanita hamil di luar nikah (akibat zina) baik dengan pria yang

® Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islamy wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), IX, 6649
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menghamili ataupun dengan pria yang tidak menghamilinya menurut figh
merupakan sebuah keniscayaan. Hal itu pula yang menjadi salah satu
pemantik keragaman figih. Kompleksitas permasalahan tersebut, terlebih
dalam pembacaan pada literatur figih klasik oleh Kepala KUA Kecamatan
menjadikan respon atas permasalahan tersebut menjadi tidak seragam.
Keragaman sikap dan pendapat itu menarik untuk dikaji secara mendalam.
2. Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Menurut Figh

Dalam memberikan hukum implementasi pernikahan wanita yang
hamil akibat zina, para ulama figh berbeda pendapat. Perbedaan ini
disebabkan berbedanya titik pandang terhadap pemahaman dalil larangan

menikahi wanita pezina sebagaimana disebut dalam QS. An-Nur ayat (3):
L ol -, H AR 2 CNF e ® S s o A e G NEA
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“Pezina pria tidak boleh menikah kecuali dengan pezina wanita,
atau dengan wanita musyrik; dan pezina wanita tidak boleh menikah
kecuali dengan pezina pria atau dengan pria musyrik; dan yang demikian

itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Dalam memandang ketentuan hukum yang termaktub dalam ayat
tersebut para ulama figh berbeda pendapat, apakah al-nahyu (larangan)

dalam kata la yankihuha (tidak menikahi) bermakna Ili al-dhamm

(mencela) atau al-tahrim (menyatakan keharaman menikahi wanita

® Al-Qur’an, 24:3.
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pezina).’
Jumhur ulama cenderung mengartikannya sebagai celaan, bukan
haram. Karena itu, mayoritas ulama justru membolehkan menikahi wanita

pezina. ® Hal ini juga didasarkan pada hadits berikut ini:

—u\
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“Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW mengenai istrinya,
bahwa istrinya itu (tidak menolak tangan orang yang memegang). Nabi
kemudian bersabda, “ceraikan ia”. Lelaki tersebut menimpali Nabi,
(namun) sesungguhnya saya mencintainya”. Nabi menjawab, “(kalau
begitu), pertahankan dia”.

Substansi hadits tersebut yang dipegangi oleh Jumhur Ulama
karena Nabi SAW mencabut kembali perintahnya (agar pria itu
menceraikannya), mengingat pria itu mengatakan bahwa ia mencintai
istrinya tersebut. Artinya, rasa cinta dan komitmen untuk bertahan dengan
wanita yang dianggap memiliki tabiat buruk tersebut, mampu merubah
saran hukum Rasulullah, dari “ceraikan 1a” menjadi “pertahankan ia”. Hal
inilah yang menjadi salah satu pertimbangan ulama yang dimaksud dari
redaksi ayat “La yankihuha” (tidak menikahinya) di Surat an-Nur ayat 3,
bukanlah hendak bermaksud untuk melarang/menghukumi haram

(tahrim), namun berupa celaan semata (dhamm).

” Abi al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-
Mugtasid, (Beirut: Dar el-Fikr, tt), 11, 30

8 Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayat al-Mujtahid, 30.

® Ibid.
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Berseberangan dengan itu, sebagian ulama mengatakan bahwa
wanita hamil akibat zina tidak boleh dinikahi kecuali oleh orang yang
menzinainya dengan bertendensikan pada Surat An-Nur ayat 3 di atas.
Mereka memakai dalil ayat ini untuk hujjah karena melihat pada zahir

ayatnya.

Dengan dalil yang sama, sebagian ulama yang lain membolehkan
menikahi wanita hamil akibat zina karena melihat pada mafhum-nya ayat
tersebut. Bahwa sighat nafi (la yankihu) pada ayat tersebut menunjukkan
pada ketercelaan karena tidak pantasnya seorang mukmin menikahi wanita
pezina dan sebaliknya, bukan menunjukkan pada keharaman -‘ala

dhammy la ‘ala tahrim-.

Bahkan, ayat ini menurut sebagian ulama itu mansukhah atau
dinaskh (tidak diberlakukan) dengan turunnya ayat 32 Surat An-Nur.
Dalam ayat tersebut, “al-ayama” ialah wanita yang tidak memiliki suami
entah seorang gadis atau janda dan pria yang tidak memiliki isteri, dan al-
ayama ini bisa mencakup pada pezina pria dan wanita. Keterangan ini

dapat terdapat dalam Tafsir Sawi'® dan Tafsir Ayat al-Ahkam.**

Dalil lain yang dikemukakan oleh Imam Abu Ishaq Al-Shirazi

dalam Al-Muhadhdhab juz 2: 60 ialah Surat An-Nisa ayat 24:

1 Ahmad al-Maliki al-Sawi, Hashiyah al-Sawi ‘ala Tafsir al-Jalalayn, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Timiyah), 156

1 mam Muhammad Ali Al-Sabani, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyah), 36-37
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“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum
itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain
yang demikian (selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam
ayat sebelumnya).”

Maksudnya wanita yang telah dicampuri (berzina) kemudian
menikah dengan orang yang mencampurinya atau bukan itu hukumnya
boleh karena termasuk ke dalam “Wa uwhilla lakum ma waraa-a
dhalikum’’, dan dihalalkan bagimu, selain yang wanita-wanita yang telah

dilarang di ayat sebelumnya.

Imam Shafi’l dan Imam Abu Hanifah membolehkan menikahi
wanita hamil zina sedang Imam Ahmad tidak boleh kecuali ia bertaubat.
Di kalangan para sahabat ada yang berpendapat bahwa bila seseorang telah
bertaubat sebenar-benarnya taubat, meskipun sebelumnya ia seorang
pezina maka boleh dinikahi. Dalam hal ini Ibn ‘Abbas pernah ditanya
mengenai wanita pezina yang kemudian taubat. Apakah ia boleh dinikahi?
Sebelum Ibn ‘Abbas menjawab Anas memperingatkan bahwa wanita
pezina tidak boleh dinikahi kecuali dengan pria pezina. lbn ‘Abbas

memberikan sanggahan bahwa pertanyaan tadi tidak termasuk apa yang

12 Al-Qur’an, 4:24.
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dikatakan oleh Anas. Dalam hal ini Ibn ‘Abbas memberikan keputusan
hukum yang jelas bahwa wanita pezina boleh dinikahi dan ia yang akan

bertanggungjawab."?

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa wanita pezina
tidak boleh dinikahi. la mengemukakan peristiwa di masa Nabi SAW,
tentang kasus Marthad yang meminta Nabi SAW untuk menikahi wanita
pezina. Nabi SAW berpaling darinya, sehingga diturunkan QS an-Nur ayat
(3). Nabi SAW membaca ayat tersebut kepadanya seraya berkata: “Kamu

. : ! 14
jangan menikahinya”

Pendapat al-Qaradawi ini cukup tegas, namun ia masih
memberikan jalan keluarnya, yaitu apabila mereka telah bertaubat boleh
dinikahi. Dan untuk mengetahui kesucian rahimnya mereka harus melalui

haid sekurang-kurangnya satu kali.*®

Sama halnya dengan menikahi wanita pezina, ulama figh juga
berbeda pendapat dalam melihat kedudukan hukum pernikahan wanita
yang hamil akibat zina (apakah zina dengan pria yang menghamilinya atau

dengan pria yang bukan menghamilinya).

Untuk mengetahui kedudukan implementasi hukum pernikahan

wanita hamil akibat zina ini dapat dilihat dalam dua klasifikasi :

3 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 11, 86
Y'Y usuf al-Qardawi, al-Halal wa al-Haram f7 al-Islam, (Beirut: Maktabah al-Islamy, 1978), 181

> 1bid.
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a. Pernikahan wanita hamil akibat zina dengan pria yang
menghamilinya. Secara ringkas, terdapat tiga pendapat dalam masalah
ini:

1) Pendapat Shafi’iyyah.

Pendapat pertama ini menyatakan bahwa perbuatan zina
tidak berakibat kewajiban ber- iddah. Artinya, status perzinahan
tidak memiliki implikasi sama sekali terhadap konsep hukum
iddah. Hal ini disebabkan, karena dalam perzinaan tidak ada
kehormatan yang memberikan implikasi hukum. Oleh karena itu,
bagi siapa pun memiliki kesempatan untuk menikahi wanita yang
hamil, dan pernikahannya sah. Hanya saja, menyetubuhi wanita
hamil yang sudah dinikahi dalam keadaan hamil hukumnya
makruh.*®
Pendapat pertama’’ ini mendasarkan pendapatnya dengan ayat:

a) QS. An-Nisa’ ayat 24:
1 il 8 Gl K120 T of K 615 K

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk
berzina”.

b) Hadits :

'® Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Basri, al-Hawy al-Kabir fi Figh
Madhhab al-Imam al-Shafi’i, (Beirut : Dar al-Kutub al-Tlmiyah, tt), 191

' Ibn Taymiyah, Ahkam al-Zawaj (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyah, tt), 164.

% Al-Qur’an, 4:24.
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“Sesuatu yang haram tidak menjadikan yang halal (yang
lain) menjadi haram”

Dalam penjelasan tentang beberapa wanita yang tidak
diperkenan untuk dinikahi, wanita hamil karena zina bukan
termasuk bagian dari hal yang dilarang atau menghalangi
perkawinan. Selain itu, tindakan perzinaan yang dihukumi haram
—sehingga menyembabkan wanita hamil- tidak serta merta
menjadikan perkawinan yang halal, menjadi haram. Maka ,
pendapat ini, secara lugas, memberikan legitimasi yang jelas
bahwa menikahi wanita yang hamil itu diperbolehkan dan sah.

Senada dengan al-Mawardi dalam al-Hawy di atas, tentang
keabsahan ~ menikahi  wanita  hamil namun  makruh
menyetubuhinya, Abdurrahman Ba’alawi dalam Bughyat al-

Mustarshidin menguraikan pendapat sebagai berikut :

2 a7
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“ Boleh menikahi wanita yang hamil disebabkan perzinaan.

9 Ab Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Jilid I, (Beirut:
Dar al-Fikr, tt), 649

20 Al-Sayyid ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad ibn Husain Ibn Umar, Bughyat al-Mustarshidin,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 201
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(Kebolehan ini) baik bagi orang yang membuatnya hamil maupun
selainnya. Sementara menyetubuhinya dalam kondisi hamil
seperti ini (boleh) disertai makruh”

Perkawinan seorang pria dengan wanita yang telah dihamili
oleh orang lain, menurut Imam Shafi’i sebagaimana dikutip oleh
Mahjuddin, adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan orang
lain. Selain itu, boleh pula mengumpulinya (al-wat ") karena tidak
mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung ternodai oleh
sperma suaminya.”!

Pendapat Imam Shafi’i ini juga dikutip Abdurrahman al-
Jaziry, ia menulis:

25 Bibgs 61 oo LBy 2353801 Ay b Bhe Y 8P 61 115 G

22 .“c;asn é“ el

“ Persetubuhan zina, sesungguhnya tidak menimbulkan hukum
iddah sama sekali. Boleh menikahi peremuan yang hamil dari
zina dan berhubungan badan dengannya dalam kondisi wanita itu
hamil, menurut pendapat yang lebih sahih”.

2) Pendapat Hanafiyyah
Pendapat kedua ini menyatakan bahwa pernikahan wanita

hamil akibat zina yang dilaksanakan dengan pria yang

2! Mahjuddin, Masail Fighiyyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam (Jakarta: Kalam
Mulia, 2005), 40
2 Abdurrahman al-Jaziry, al-Figh ‘ala Madhahib al-Arba’ah, juz IV, (Beirut: Dar al-fikr, tt), 403
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menzinainya diperbolehkan. Hanya saja tidak boleh melakukan

setubuh sampai melahirkan.?® Pendapat ini didasarkan pada :

a) Wanita pezina tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk
dinikahi. Oleh karena itu tidak ada halangan (mubah) untuk

menikahinya sebagaimana tertuang dalam ayat berikut ini:

g p) oo sl F o sk o . st ey 3
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“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk
berzina”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zina mengakibatkan

tidak dihargainya sperma, untuk itu tidak ada halangan
menikah dengan wanita hamil akibat zina.
Pada sisi ini, argumen yang dibangun dalam Mazhab
Hanafiyyah memiliki titik temu yang sama. Hanya saja, pada
permasalahan persetubuhan pasca akad nikah, Hanafiyyah
memiliki pandangan yang berbeda, dengan landasan yang
berbeda.

b) Larangan menyetubuhinya wanita hamil

Sebagaimana penjelasan di atas, pada titik di mana keabsahan

perkawinan wanita hamil diperbolehkan dan sah, antara

» Muhammad ibn *Abd al-Wahid Ibn al-Hammam al-Hanafi, Sharh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), III, 241
# Al-Qur’an, 4:24.
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Hanafiyyah dan Shafi’iyyah, tidak memiliki perbedaan. Titik
pisah antara keduanya, justru pada saat masuk dalam
permasalahan persetubuhan setelah menikah, pada saat wanita
hamil yang dinikahi itu masih dalam keadaan hamil.

Hanafiyyah cenderung melarang adanya persetubuhan antara
wanita hamil dengan pria yang menikahinya, berdasarkan hadits
riwayat Ruwaifi di atas. Keharaman bersetubuh adalah karena
penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu tidak merusak
pernikahan.

Sebagaimana apa yang diulas oleh Abu Yusuf dan Zafar dari
kalangan Hanafiyyah®, bahwa wanita yang hamil yang telah
dinikahi pun tidak diperkenankan untuk disetubuhi. Hal ini

didasarkan pada salah satu hadits :
“a o Jus by Y

“Wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia
melahirkan”.

Pada titik inilah,  Hanafiyyah  cenderung tidak
memperbolehkan persetubuhan antara wanita yang hamil dengan
pria yang menikahinya.

3) Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah.

% |bn Qudamah, al-Mughniy, (Riyad: Dar Alam al-Kutub, tt), Juz ix, 561
%% Sunan Abi Dawud, Hadits Nomor 2159. Abu Daud Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan
Abi Dawud, Juz 2( Beirut : Dar al-Kutub al-Araby, t.th), 213
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Pendapat keduanya ini menyatakan bahwa wanita hamil
karena zina wajib ‘iddah dan tidak sah akad nikahnya. Karena
tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan?’.

Bagi Malikiyyah, kondisi wanita yang hamil tetap harus
dimasukkan dalam konsep umum terkait dengan iddah. Artinya,
konsep Iddah wanita yang hamil, yang akan dinikahi, harus
menunggu masa iddah selesai, yakni setelah wanita melahirkan.

Hadits riwayat Abu Dawud, yang menjelaskan larangan
menyetubuhi wanita hamil, memiliki interpretasi logis terkait
pencegahan pula terhadap akad nikah. Oleh karena tujuan nikah
itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak boleh
berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya.

Dalam redaksi yang hampir sama, kalangan Hanabilah
menambahkan bahwa wanita hamil akibat zina di atas baru boleh
dinikahi apabila memenuhi dua syarat:

a) ‘lddah-nya telah habis dengan melahirkan bayi yang
dikandungnya,

b) Wanita tersebut telah taubat, karena sebelum melaksanakan
taubat ia tetap dihukumi sebagai wanita pezina. Syarat ini
tidak ditemukan pendapat selain pendapat Imam Ahmad. 2

Dengan demikian wanita hamil dilarang

>’ Muhammad ibn *Abd al-Wahid Ibn al-Hammam al-Hanafi, Sharh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar

al-Fikr, tt), III, 241

® Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islamy..., X, 6650
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melangsungkan perkawinan. Bahkan menurut Ahmad Ibn
Hanbal,?® sebagaimana poin kedua di atas, bahwa wanita hamil
karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan
perkawinan dengan pria yang menghamilinya.

Senada dengan pendapat mereka, Ibn Qudamah®
mengatakan bahwa wanita yang melakukan zina, wajib ber-
‘iddah dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya
sebagaimana dalam pernyataannya “Apabila seorang wanita
telah disetubuhi secara shubhat atau zina, maka wajib ‘iddah
dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya” Sedangkan
dalam kitabnya yang lain yaitu al-Mughniy menerangkan bahwa
Wanita yang berzina itu juga wajib *iddah sebagaimana ’iddahnya
wanita yang melakukan persetubuhan subhat, pendapat ini sesuai
dengan pendapat Hasan dan An-Nakha’i.**

Begitu juga dengan pendapat yang dilontarkan Abu
Abdillah Muhammad al-Maghribi*? “Bahwa wanita hamil karena
zina tidak boleh dinikahi, kecuali setelah rahimnya bersih, dan
jika ia melakukan pernikahan, maka pernikahannya itu harus di-
fasakh”.

Mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang

* Abi Bakar Imam Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar, Juz 11, (Indonesia: Dar al-lhya’ al-Kutub al-
;(I)Arabiyya}l, tt), 176 ~ ~
i Ibn Qudamabh, a/-Kafy fi Figh al-Imam Ahmad Juz 111, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 115
Ibn Qudamah, a/-Mughniy, 237
32 Abu Abdillah Muhammad al-Maghribi, Mawahib al-Jalil, (Beirut: Dar a-Fikr, 1992), 328
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melangsungkan perkawinan, karena dia perlu ber- ‘iddah sampai
melahirkan kandungannya. Pendapat mereka ini dapat
dimengerti bertujuan untuk menghindari adanya percampuran
keturunan, yaitu keturunan yang punya bibit dan keturunan
yang mengawini ibunya. Oleh karena itu Imam Malik dan
Ahmad Ibn Hanbal memberlakukan ‘iddah secara umum terhadap
wanita hamil, apakah hamilnya itu karena perkawinan yang
sah ataukah kehamilannya itu akibat hubungan seksual di luar
nikah.

Pernikahan wanita hamil akibat zina dengan pria yang bukan

menghamilinya.

Pada permasalahan ini, sebenarnya argumen yang dibangun
oleh para Fuqoha’ tidak jauh berbeda dengan permasalahan
pernikahan wanita hamil dengan yang menghamili. Artinya,
implementasi hukumnya memberikan kesimpulan hukum yang sama.

Untuk lebih memahami alur hukum permasalahan ini, penulis
memberikan paparan ringkas terkait argument perbedaan pendapat itu.
1. Pendapat Shafi’iyyah.

Permasalahan tentang perkawinan wanita hamil dengan pria
yang bukan menghamili memiliki argumen yang sama, dengan
permasalahan antara wanita hamil dengan pria yang mengamili.

Titik tekannya, tidak melihat pada pria yang menghamili
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atau bukan. Namun, titik fokusnya terletak pada status kehamilan
wanita hamil yang akan dinikahi. Status kehamilan wanita ini (akibat
dari perzinaan) tidak berakibat kewajiban ber-‘iddah. Hal ini
disebabkan karena dalam perzinaan tidak ada kehormatan yang
memberikan implikasi hukum. Oleh karena itu, bagi siapa pun
memiliki kesempatan untuk menikahi wanita yang hamil, dan
pernikahannya sah.*®
Dasar argumen yang dikemukakan pun seragam, yakni di
antaranya dalam penafsiran tentang Surat al-Nisa’ ayat 46, status
wanita yang hamil karena zina tidak dimasukkan dalam daftar wanita
yang tercegah untuk dinikahi®*. Oleh karena ketiadaan penghalang itu,
pria yang bukan menghamili pun diperkenankan untuk menikahinya/
Mengenai Pendapat Imam Shafi’i terkait ketiadaan iddah

ini juga dikutip oleh Abdurrahman al-Jaziry :

& <
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“ Persetubuhan zina, sesungguhnya tidak menimbulkan hukum
iddah sama sekali. Boleh menikahi peremuan yang hamil dari zina
dan berhubungan badan dengannya dalam kondisi wanita itu hamil,
menurut pendapat yang lebih sahih”.

3 Abi al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi al-Basri, a/-Hawy al-Kabir fi Figh
Madhhab al-Imam al-Shafi’i, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 191

3 Ibn Taymiyah, Ahkam al-Zawaj (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt), 164.

3> Abdurrahman al-Jaziry, a/-Figh ‘ala Madhahib al-Arba’ah, juz IV, (Beirut: Dar al-fikr, tt), 403
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Selain itu, penjelasan yang tertuang dalam hadits , bahwa sesuatu
yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal, menjadi salah satu

pegangan. Hadits tersebut berbunyi :
S pi = Y

“Sesuatu yang haram tidak menjadikan yang halal (yang
lain) menjadi haram”

Merujuk pada hadits diatas, tindakan perzinaan yang
dihukumi haram — sehingga menyembabkan wanita hamil- tidak
serta merta menjadikan perkawinan yang halal menjadi haram.
Maka pendapat ini secara lugas memberikan legitimasi yang jelas
bahwa menikahi wanita yang hamil itu diperbolehkan dan sah,
termasuk bagi pria yang bukan menghamilinya.

Senada dengan itu, salah satu ulama bermadzhab
Shafi’iyyah, Abdurrahman Ba’alawi juga memberikan penegasan
terkait ini dalam Bughyat al-Mustarshidin. Beliau secara lebih

konkret dan tegas mengatakan :
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% Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Jilid I, (Beirut:
Dar al-Fikr, tt), 649

" Al-Sayyid ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad ibn Husain Ibn Umar, Bughyat al-Mustarshidin,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 201
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“ Boleh menikahi wanita yang hamil disebabkan perzinaan.
(Kebolehan ini) baik bagi orang yang membuatnya hamil maupun
selainnya. Sementara menyetubuhinya dalam kondisi hamil
seperti ini (boleh) disertai makruh.”

2. Pendapat Hanafiyyah
Pendapat kedua ini menyatakan bahwa pernikahan wanita
hamil akibat zina yang dilaksanakan dengan pria yang bukan
menghamilinya diperbolehkan, meski dengan catatan tidak boleh
melakukan setubuh sampai melahirkan. Larangan ini didasarkan

pada hadits :

“Wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia
melahirkan”.

Pada titik inilah, meski Hanafiyyah memperbolehkan
pernikahan wanita hamil dengan yang bukan menghamilinya,
sebagaimana pendapat Syafiiyyah, namun Hanafiyyah cenderung
tidak memperbolehkan persetubuhan.

Larangan ini menjadi semakin kuat pada persoalan
pernikahan  wanita yang hamil dengan yang bukan
menghamilinya. Selain dasar hadits tersebut, dasar hadits lain

yang dijadikan pegangan adalah

% Sunan Abi Dawud, Hadits Nomor 2159. Abu Daud Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sijistani, Sunan
Abi Dawud, Juz 2( Beirut : Dar al-Kutub al-Araby, t.th), 213
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“Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka
jangannlah seseorang menuangkan air (sperma)nya ke tanaman
orang lain”.

3. Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah.

Pendapat Malikiyyah dan Hanabilah pada permasalahan
pernikahan wanita hamil dengan yang bukan menghamili
sebenarnya memiliki argumen yang selaras dengan kesimpulan
tentang permasalahan pernikahan wanita hamil dengan yang
menghamili. Inti pendapat Malikiyyah dan Hanabilah adalah tetap
melarang dan tidak mengesahkan. Hal ini karena wanita hamil
tersebut masih terkena khitab ‘iddah, yakni sampai wanita hamil
tersebut melahirkan anaknya. Berangkat dari sini, akad nikah
yang terjadi antara wanita hamil, baik dengan yang menghamili
maupun yang bukan menghamili, tidak sah, karena tidak halal
menikahi wanita hamil sebelum melahirkan*°.

Bagi Malikiyyah, kondisi wanita yang hamil tetap harus
dimasukkan dalam konsep umum terkait dengan ‘iddah. Artinya,
konsep ‘lddah wanita yang hamil, yang akan dinikahi, harus

menunggu masa ‘iddah selesai, yakni setelah wanita melahirkan.

% al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi, 111, 437
* Muhammad ibn *Abd al-Wahid Ibn al-Hammam al-Hanafi, Sharh Fath al-Qadir, (Beirut: Dar
al-Fikr, tt), III, 241
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Hadits riwayat Abu Dawuh, yang menjelaskan larangan
menyetubuhi wanita hamil, memiliki interpretasi logis terkait
pencegahan pula terhadap akad nikah. Oleh karena tujuan nikah
itu menghalalkan hubungan kelamin dan apabila tidak boleh
berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya.

Dalam pendapat yang sama, kalangan Hanabilah
menambahkan bahwa wanita hamil akibat zina di atas baru boleh
dinikahi apabila memenuhi dua syarat:

c) ‘lddah-nya telah habis dengan melahirkan bayi yang
dikandungnya,

d) Wanita tersebut telah taubat, karena sebelum melaksanakan
taubat ia tetap dihukumi sebagai wanita pezina. Syarat ini
tidak ditemukan pendapat selain pendapat Imam Ahmad. **

Dengan demikian wanita hamil dilarang
melangsungkan pernikahan. Bahkan menurut Ahmad Ibn
Hanbal,** sebagaimana poin kedua di atas, bahwa wanita hamil
karena zina harus bertaubat, baru dapat melangsungkan
perkawinan dengan pria yang menghamilinya.

Senada dengan pendapat mereka, Ibn Qudamah®?

mengatakan bahwa wanita yang melakukan zina, wajib ber-

*! Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islamy..., X, 6650
> Abu Bakar Imam Taqiy al-Din, Kifayat al-Akhyar, Juz 11, (Indonesia: Dar al-lhya’ al-Kutub al-
;ﬁArabiyya}l, tt), 176 ~ ~

Ibn Qudamah, al-Kafy fi Figh al-Imam Ahmad Juz 111, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 115
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‘iddah  dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya
sebagaimana dalam pernyataannya “Apabila seorang wanita
telah disetubuhi secara shubhat atau zina, maka wajib ‘iddah
dengan tujuan untuk membersihkan rahimnya” Sedangkan
dalam kitabnya yang lain yaitu al-Mughniy menerangkan bahwa
Wanita yang berzina itu juga wajib ’iddah sebagaimana ’iddahnya
wanita yang melakukan persetubuhan subhat, pendapat ini sesuai
dengan pendapat Hasan dan An-Nakha’i.**

Senada dengan hal itu, dengan redaksi yang lebih tegas,
Abl Abdillah Muhammad al-Maghribi*® berpendapat “Bahwa
wanita hamil karena zina tidak boleh dinikahi, kecuali setelah
rahimnya bersih, dan jika ia melakukan pernikahan, maka
pernikahannya itu harus di-fasakh”.

Mereka berkesimpulan bahwa wanita hamil dilarang
melangsungkan perkawinan, karena dia perlu ber- iddah sampai
melahirkan kandungannya. Maka pernikahan antara wanita
hamil dengan yang bukan menghamili pun tidak diperkenankan.

3. Implikasi Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Figh

Pernikahan wanita hamil di luar nikah ini berkaitan dengan

beberapa hal dalam hukum Islam, di antaranya :

* Ibn Qudamah, a/l-Mughniy, 237
4> Abu Abdillah Muhammad al-Maghribi, Mawahib al-Jalil, (Beirut: Dar a-Fikr, 1992), 328
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a. Ada atau tidak adanya hubungan nasab dengan pria yang menghamili
ibunya.

b. Dapat atau tidak dapat saling mewarisi antara anak hasil zina dengan
pria yang menghamili ibunya.

c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Dalam hukum figh telah ditegaskan bahwa anak yang dilahirkan
secara sah sesuai dengan ketentuan figh mempunyai kedudukan yang baik
dan terhormat. Antara anak dengan kedua orang tuanya mempunyai hak
dan kewajiban yang harus dilaksanakan di antara keduanya.

Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dinikahi lebih
dulu, disebut oleh ahli hukum Islam sebgai istilah Ibn al-Zina (anak zina)
atau Ibn al-Mula’anah (anak dari orang yang terlaknat).*® Jadi istilah
tersebut, bukan bayi yang baru lahir itu, tetapi istilah yang dinisbatkan
kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina, atau melakukan
perbuatan terlaknat itu.

Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak
mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orangtuanya. Adapun anak
zina menurut hukum figh adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan
itu tidak ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orangtuanya
sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits. bahwa anak itu suci sejak

lahirnya. Di dalam al-Qur’an, Allah berfirman dalam surat an-Najm ayat

* Mahjuddin, Masailul Fighiyyah, 37
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“Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Adapun mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat
dari perzinaan berimplikasi pada ketentuan-ketentuan hukum lain yang
melekat pada dirinya. Untuk mengetahui implikasi-implikasi hukum
tersebut dapat dilihat dalam dua Kklasifikasi :

Pertama, implikasi hukum pernikahan wanita hamil akibat zina
dengan yang menghamilinya. Para Fugaha® berbeda pendapat dalam
memberikan ketentuan hukum atas kedudukan anak yang dilahirkan dari
pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, dalam hal ini
di kalangan Fugaha®’ ada dua pendapat :

1) Pendapat Shafi’iyyah mengatakan bahwa anak hasil zina yang lahir
setelah masa enam bulan sejak hubungan pertama setelah pernikahan
ibu dengan pria yang menikahinya, maka anak itu dinasabkan kepada
pria tersebut. Akan tetapi jika anak itu dilahirkan kurang dari enam
bulan sejak hubungan pertama setelah pernikahan ibunya, maka anak
yang dilahirkan hanya dinasabkan pada ibunya saja. Dengan demikian
anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil dengan pria yang

menghamilinya sendiri mempunyai implikasi hukum yang melekat

7 Al-Qur’an, 53:38.
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pada dirinya tiga hal :*®

a) Adanya hubungan nasab dengan pria yang menzinai ibunya

b) Keduanya saling dapat mewarisi

¢) Pria yang menzinai ibunya dapat menjadi wali nikah pada anak
yang dilahirkan (jika wanita).

Ketiga implikasi hukum di atas ini menjadi hak yang
melekat pada anak yang dilahirkan jika ia dilahirkan dalam masa tidak
kurang dari enam bulan sejak hubungan pertama setelah pernikahan,
akan tetapi jika ia dilahirkan kurang dari masa enam bulan sejak
hubungan pertama setelah pernikahan, maka ia tidak dinasabkan
kepada pria yang menzinai ibunya. Dengan demikian implikasi hukum
yang timbul adalah anak yang dilahirkan itu tidak mempunyai hak atas
tiga hak di atas.

2) Pendapat Hanafiyyah
Pendapat Hanafiyyah dalam implikasi hukum yang diterima
oleh anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang ibunya hamil
terlebih dulu sebelum melaksanakan akad nikah, dengan pria yang
menzinainya pada dasarnya adalah sama dengan pendapat jumhur
fugaha‘, yaitu anak yang dilahirkan itu apabila lahir lebih dari masa

enam bulan sejak akad nikah, maka anak tersebut menjadi anak yang

M. Ali Hasan, Masail Fighiyyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum
Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), Cet-3, 82
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sah serta mendapatkan tiga hak di atas.*®

Sebagaimana penjabaran di atas pada dasarnya pendapat antara
jumhur fugaha® dengan pendapat Hanafiyyah adalah sama. Akan
tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar yang mengakibatkan ada
pendapat yang kontradiktif di antara keduanya, dalam memberikan

penilaian hukum atas implikasi pernikahan wanita hamil di atas.

Dalam kitab Al-Hawy Al-Kabir, terdapat redaksi berikut :
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“Adapun jika wanita yang berzina tadi belum bersuami, maka
anaknya dipertemukan (ilhaq) dengan ibunya saja. Pada madhhab
Syafii, sesungguhnya anak itu tidak bisa dipertemukan (ilhaq) dengan
orang yang menzinahi kendatipun ia mengakuinya (bahwa anak
tersebut adalah anak dari kehamilan yang dia perbuat). Abu Hanifah
berkata, jikalau lelaki itu menikahinya sebelum wanita melahirkan,
meskipun hanya terpaut sehari (antara pernikahan dan kehamilan),
maka anak tersebut ilhag kepada lelaki tersebut. Sementara jika ia
tidak menikahinya, anak tidak dipertemukan dengan lelaki tersebut.”

Bagi Hanafiyyah, ukuran masa kehamilan enam bulan yang telah
disepakati oleh jumhur ulama di atas bukanlah menjadi ukuran yang

mutlak sebagai parameter dalam menentukan /ntisab atau tidaknya

* Ibn Abidin, Hashiyyah Rad al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 111, 49
% Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, A/-Hawi al-Kabir, (Beirut :
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 162
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antara anak yang dilahirkan dengan pria yang menzinai ibunya.
Menurutnya ada jalan hukum yang dapat ditempuh agar anak yang
dilahirkan itu mendapatkan intisab kepada pria yang menzinai ibunya,
yaitu dengan jalan ikrar (pengakuan) dari pria yang menzinai ibunya
dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya
serta tidak mengatakan bahwa anak itu hasil dari hubungan zina.**

Pendapat tersebut juga dielaborasi oleh Wahbah al-Zuhayli yang
berargumentasi bahwa anak yang dilahirkan itu tetap intisab kepada
pria yang menzinai ibunya karena dimungkinkan adanya akad yang
mendahului, dan jalan hukum ini ditempuh dalam rangka (1)
muraa’tan Ili al-maslahah al-walad (menjaga nama baik anak yang
dilahirkan), (2) sitran li al-a’rad (melindungi kebaikan keluarga)®.
Pendapat Abu Hanifah ini lebih realistis dan tidak menimbulkan
gejolak antara mereka (anak, istri, dan suami). Dengan demikian aib si
istri yang melakukan zina tidak terbongkar dan si anak tetap memiliki
nasab yang jelas.>

Kedua, implikasi hukum pernikahan wanita hamil akibat zina
dengan bukan yang menghamilinya, dalam membahas implikasi
pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya,

maka pada dasarnya adalah membahas implikasi-implikasi hukum apa

> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basri, A/-Hawi al-Kabir, 162
52 Wahbah al-Zuhayli, a/-Figh al-Islamy...., X, 7257
%3 Saifuddin Mujtaba, Masailul Fighiyyah (Surabaya: Imtiyaz, 2010), cet.III, 108
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saja yang melekat pada anak yang berstatus sebagai anak zina.

Dalam hukum figh anak zina didefinisikan sebagai
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“Anak zina adalah anak yang dilahirkan oleh ibunya, dengan
cara yang tidak dibenarkan syariat, atau anak yang merupakan buah
dari hubungan yang diharamkan.”

Dari definisi ini dapat dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan
dari wanita yang hamil terlebih dulu dengan pria lain dapat dipastikan
bahwa anak yang dilahirkannya itu mempunyai status sebagai anak
zina. Karena tampak dengan jelas bahwa janin yang dikandung itu
adalah hasil hubungan dengan laki laki lain yang mendahului sebelum
dilaksanakan akad nikah. Pernikahan semacam ini sudah menjadi
dikenal di tengah masyarakat yang biasanya disebut dengan istilah
“kawin tutup”. Pernikahan ini dilaksanakan dalam rangka menutupi
aib keluarga si wanita.

Adapun implikasi-implikasi hukum yang melekat pada anak
zina yang dilahirkan akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh ibunya
maka ada tiga implikasi hukum:®
a) Tidak ada hubungan nasab kepada pria yang mencampuri ibunya

secara tidak sah. Anak yang dilahirkan akibat perzinaan tidak

dapat dihubungkan nasabnya kepada pria yang menzinai ibunya

> Wahbah, al-Figh al-Islamy...., X, 7257
M. Ali Hasan, Masail Fighiyyah al-Haditsah, 82



b)

97

dan kerabatnya, melainkan hanya kepada ibu yang melahirkannya
dan kerabat ibunya saja. Jadi hubungan antara pria yang menzinai
ibunya dengan anak yang dilahirkan hanya terbatas dan
berlangsung dalam dimensi kemanusiaan, bukan secara hukum.
Tidak bisa saling mewarisi. Sebagai akibat lebih lanjut dari
implikasi hukum tersebut.

Tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan pria yang
mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat
saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah
satu penyebab mendapatkan warisan. Saling mewarisi di sini juga
termasuk saling mewarisi dari kerabatnya seperti saudara, paman
dan sebagainya. Begitu pula keluarga pria yang menzinai ibunya
tidak dapat mewarisi dari anak yang dilahirkan itu.

Tidak dapat menjadi wali bagi anak hasil zina. Apabila anak yang
dilahirkan itu adalah wanita, maka apabila ia telah dewasa dan
akan melangsungkan pernikahan maka ia tidak berhak untuk
dinikahkan oleh pria yang mencampuri ibunya secara tidak sah
atau oleh walinya berdasarkan nasab dari pihak pria yang
mencampuri ibunya secara tidak sah. Oleh karena itu wanita yang
dilahirkan di luar nikah sebagaimana ketentuan di atas dianggap
tidak ada nasab dengan pihak pria yang mencampuri ibunya

secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh pria



98

yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, melainkan

dinikahkan oleh wali hakim.

C. Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kompilasi” berarti
“kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi,
karangan dan sebagainya)”.*® Ia berasal dari bahasa Inggris “Compilation”
dengan arti “kumpulan tersusun dari kutipan buku-buku lain”.*’
Sedangkan dalam bahasa Belanda terdapat kata complatie yaitu “kumpulan
dari lain-lain karangan”.®

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau
dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah suatu kumpulan yang menghimpun
berbagai bahan tertulis yang diambil dari buku atau tulisan mengenai
sesuatu persoalan tertentu. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka
Kompilasi Hukum Islam adalah suatu himpunan hukum Islam yang
disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau
pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana dimaksud oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tanggal 10 Juni 1991 tidaklah memuat

% Hasan Alwi (Pemimpin Redaksi), Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2002), 584.

% Wojowasito, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris (Bandung:
Pengarang, tt), 65.

*% Wojowasito, Kamus Umum Bahasa Belanda-Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1981),

123.
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hukum-hukum Islam secara keseluruhan, tetapi hanya meliputi hukum
perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan,> yang telah
diterima baik oleh alim ulama Indonesia pada lokakarya yang
diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Pebruari 1988 untuk
digunakan oleh instansi dan masyarakat yang memerlukannya.®

Bila melihat pengertian di atas, kompilasi tampaknya tidak mesti
selalu berupa produk hukum yang mempunyai kepastian dan kesatuan
hukum sebagaimana halnya dengan kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks
hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan
yang memuat uraian-uraian atau bahan hukum tertentu, pendapat hukum,
atau juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, kompilasi memang berbeda
dengan kodifikasi, namun secara substansial keduanya sama-sama sebagai
sebuah buku hukum. ®

Perbedaannya terletak pada adanya kepastian hukum dan kesatuan
hukum. Dalam kodifikasi, undang-undang dan peraturan-peraturan

tersebut dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke

> Abdurrahman mengkritik bahwa sistematika KHI ini sebagai sebuah peraturan perundang-
undangan yang tidak mengambarkan sebuah sistematika yang “baik”. Selain disebut di atas, KHI
tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang
diaturnya. Ketentuan umum hanya ada pada masing-masing buku. Itupun isinya lebih banyak
berupa keterangan mengenai beberapa istilah saja yang terkadang tidak lengkap, seperti Pasal 229
yang seharusnya tergolong pada ketentuan umum justru dimasukkan ke dalam ketentuan penutup.
Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademia Pressindo,
2004), 64

% Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ditbinbapera, 2000), 2.
%1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 12.
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dalam bentuk Kitab Undang-Undang (wetboek),®? seperti Kitab UU
Pidana, KUH Perdata, dan lain-lain. Jadi, selain kesatuan hukum dan
penyederhanaan hukum dalam satu buku, kodifikasi selalu mempunyai
kekuatan atau kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau
mengubah yang telah ada.®®
2. Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
adalah Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi
Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan
Kompilasi Hukum Islam. Diktum instruksi tersebut menyatakan:

Pertama, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri
dari:
a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
b. Buku Il tentang Hukum Kewarisan
c. Buku Il tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima dalam lokakarya di Jakarta pada 2-5
Pebruari 1988, untuk digunakan oleh instansi dan masyarakat yang

memerlukannya.

62 Kitab UU (wetboek) berbeda dengan UU (wet). Misalnya bentuk kitab UU Perdata (burgerlijk
wetboek) berbeda dengan UU Perkawinan, UU Pokok Agraria, dan lain-lain. UU biasanya hanya
mencakup salah satu sektor saja dari hukum. Sedangkan kodifikasi meliputi bidang hukum yang
lebih luas, seperti KUH Perdata berarti meliputi bidang hukum perdata secara keseluruhan. Lihat,
Marzuki Wahid & Rumadi, Figh Mazhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: LkiS, 2001), 144.

%% J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 83. Lebih jelasnya baca
C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 72-73.



101

Kedua : Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan
dengan penuh tanggungjawab.®*

Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan :

1) Bahwa alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada 2-5
Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi
Hukum Islam, yaitu Buku | tentang Hukum Perkawinan, Buku Il
tentang Hukum Kewarisan, dan Buku 111 tentang Hukum Perwakafan.

2) Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) oleh instansi
pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat
dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah
di bidang tersebut.

3) Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a
perlu disebarkan.®

Sesuai dengan maksud dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut
adalah soal penyebarluasan sesuai dengan maksud dikeluarkannya

Instruksi Presiden tersebut. Dalam instruksi tersebut tidak dijumpai adanya

penegasan yang jelas bekaitan dengan kedudukan dan fungsi kompilasi

tersebut, demikian pula tidak ada penegasan bahwa kompilasi itu
merupakan lamprian dari instruksi presiden dimaksud sebagaimana
lazimnya dijumpai dalam instruksi serupa sehingga ia merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Inpres yang bersangkutan. Hanya saja dalam

* Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2.

% Ibid.
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konsideran disebutkan, bahwa kompilasi ini oleh instansi pemerintah dan
olen masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai
pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut, yaitu
hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.
Berdasarkan penegasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi
kompilasi tersebut adalah sebagai pedoman.®

Selanjutnya yang menjadi landasan dari kompilasi tersebut adalah
Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991
tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Rl No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10
Juni 1991. Dalam diktum Keputusan Menteri Agama tersebut :
Pertama: seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah
lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di
bidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Perwakafan
sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Instruksi Presiden Rl No. 1
tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi
pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan
masalah-masalah di bidang tersebut.
Kedua: seluruh lingkungan instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam

menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan

% Di sisi lain, beberapa pihak mencoba mengkritisi Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang hanya
berisikan Instruksi penyebaran KHI, bukan berfungsi sebagai pengukuhan ketetapan yang ada
dalam KHI. Dari perspektif ini dapat dipertanyakan sejauhmana keterkaitan antara perintah
penyebaran dan perintah pengamalan KHI dan siapa sebetulnya yang memberikan legalitas
penggunanaan KHI sebagai Hukum Positif yang mengikat warga negara dan apakah cara-cara itu
sesuai dengan aturan main penetapan Hukum Positif di Indonesia dan sebagainya.
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dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam
tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketiga: Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat: keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.®’

Yang perlu diperhatikan dari keputusan Menteri Agama itu ialah
pada diktum kedua yang berkaitan dengan fungsi Kompilasi Hukum Islam
yang intinya agar seluruh lingkungan instansi (terutama Peradilan Agama)
sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di
samping peraturan perundang-undangan lainnya. Kata-kata “sedapat
mungkin” dalam keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai kaitan
dengan kalimat “dapat digunakan” dalam Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991, yang harus diartikan dalam arti bahwa kompilasi ini hanya
dipakai jika kondisi memungkinkan, akan tetapi suatu anjuran untuk lebih
menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian masalah-masalah
perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi di kalangan umat
Islam.

Selain itu dalam keputusan Menteri Agama ini juga disebutkan

bahwa penggunaannya adalah “di samping” peraturan perundang-

7 Ibid., 6-7
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undangan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesederajatan kedudukan

kompilasi ini dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan

dan perwakafan yang sekarang berlaku serta dengan ketentuan perundang-
undangan kewarisan yang akan ditetapkan berlakunya bagi umat Islam.

Ketentuan yang demikian harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat

umum dan lebih banyak bersifat prosedural. Sedangkan Kompilasi Hukum

Islam adalah merupakan ketentuan khusus yang berfungsi sebagai

ketentuan substansial.

Menurut Abdurrahman ada tiga fungsi Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, yaitu:

1) Sebagai suatu langkah awal atau sasaran antara untuk mewujudkan
kodifikasi dan juga unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk
warga masyarakat. Hal ini penting, mengingat mayoritas penduduk
Indonesia beragamaa Islam dan ketentuan-ketentuan hukum yang
sudah dirumuskan dalam kompilasi ini akan diangkat sebagai bahan
materi hukum nasional yang akan diberlakukan nantinya.

2) Sebagai pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa
dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.

3) Sebagai pegangan bagi warga masyarakat mengenai hukum Islam
yang berlaku baginya yang sudah merupakan rumusan-rumusan yang

diambil dari berbagai kitab yang semula tidak bisa mereka baca secara
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langsung.®®

Mengenai kelayakan Kompilasi Hukum Islam untuk dijadikan
sebagai pedoman atau pegangan dalam penyelesaian masalah di dalam
masyarakat khususnya di kalangan umat Islam, menurut Cik Hasan Bisri,
berhubungan secara timbal balik antara beberapa unsur. Pertama, unsur
Kompilasi Hukum Islam sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum
yang unifikatif. Kedua, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin
masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. Ketiga, unsur kesadaran hukum
masyarakat terutama terhadap Kompilasi Hukum Islam. Keempat, unsur
kemudahan yang diperoleh masyarakat dalam melaksanakannya.®

Sebagai perangkat hukum, Kompilasi Hukum Islam telah
menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang
digali dari sumber nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya.
Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan ketentraman batin kepada
masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang
dipandang sebagai sesuatu yang sakral. la juga mengakomodasi berbagai
pandangan dan aliran pemikiran di bidang figh yang secara sosiologis
memiliki pesan dan daya ikat di dalam masyarakat Islam. Dengan
demikian ia layak dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah

di masyarakat.

%8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 60.

% Cik Hasan Bisri, “Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Cik Hasan
Bisri (ed.), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dan Sistem Hukum Nasional (Jakarta:
PT Logos Wacana IImu, 1999), 15.
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Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara
partisipatif. la disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim
dan para pemimpin masyarakat (ulama, zu’ama, dan cendekiawan) yang
representatif. Mereka adalah kelompok yang memiliki tanggungjawab
moral untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam kepada
masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi
kemasyarakatan melalui berbagai media. Dengan demikian kompilasi ini
layak dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan,
kewarisan dan perwakafan yang diteladani oleh masyarakat.

. Batasan Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam membicarakan perkawinan menurut Hukum Islam,
ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di
mana jodoh atau pasangan suami isteri itu sebenamya sejak
dulu ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.

b. Asas selektivitas, adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di
mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu
dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang
menikah.

c. Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib
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hukumnya dicatatkan.”

Dalam berbagai asas di atas, poin ketiga ialah salah satu yang
penting, yakni setiap perkawinan itu dicatat. Hal ini menjadi
pertimbangan asas legalitas. Akan tetapi dalam proses pencatatan
perkawinan wanita yang hamil, Kompilasi Hukum Islam mengatur
beberapa hal yang signifikan agar perkawinan tersebut berjalan sebagaima
mestinya. Dalam aturan perkawinan wanita hamil, dapat dilihat dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1):

“Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya”.

Ayat (2):

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya”.

Pasal 53 ayat (1) di atas memberikan pengertian bahwa wanita
hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya. Kata “dapat” dalam pasal 53 tersebut mempunyai makna
alternatif, yakni seorang wanita hamil di luar nikah itu boleh dinikahkan
dengan pria yang menghamilinya. Kata “dapat” tersebut tidak mempunyai
makna alternatif kebolehan dinikahkan dengan pria yang menghamilinya
atau dengan pria yang bukan menghamilinya. Dengan demikian ketentuan

dalam Pasal 53 di atas membatasi pernikahan wanita hamil hanya

" Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 34
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diperbolehkan dengan pria yang menghamilinya.”* Ketentuan ini, menurut
Abdul Manan, sejalan dengan firman Allah dalam QS an-Nur ayat (3)
dimana dikemukakan bahwa pria yang berzina tidak mengawini melainkan
dengan wanita yang berzina, atau wanita yang musyrik, dan wanita yang
berzina tidak dikawini melainkan dengan pria yang berzina atau pria
musyrik dan yang demikian itu diharapkan atas orang-orang mukmin.
Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan
hamil bagi pria yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian,
karena pria yang menghamili itu yang tepat menjadi jodoh mereka.
Bahkan, Manan menegaskan kalau selain pria yang menghamili wanita
yang hamil itu diharamkan untuk menikahinya. "

Sedangkan ayat (2) memberikan pengertian bahwa pernikahan
wanita hamil di luar nikah dapat dilangsungkan tanpa melihat usia
kandungannya.

Dari elaborasi di atas dapat dinyatakan bahwa pernikahan wanita
hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan
wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya tanpa melihat
usia kandungannya.

Implementasi Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Implementasi pernikahan wanita hamil menurut Kompilasi Hukum

™ Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2001),

11, 510.

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),

38.
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Islam meliputi dua hal. Pertama, implementasi pernikahan wanita hamil
dalam kebolehan hukumnya. Kedua, implementasi pernikahan wanita
hamil dalam hal pencatatan administrasinya.

Implementasi pernikahan wanita hamil dari sisi kedudukan
hukumnya dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1):
“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya”.

Ayat (2):

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya”.

Ayat (3)

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Dalam diktum pasal 53 ayat (1) di atas tampak dengan jelas bahwa
pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya diperbolehkan.
Diktum ayat (2) memberikan pengertian bahwa diperbolehkannya
pernikahan wanita hamil dalam sisi implementasinya tidak melihat batas
usia kandungannya. Sedangkan diktum ayat (2) memberikan pengertian
bahwa pernikahan wanita hamil yang telah dilangsungkan tidak
mensyaratkan adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.

Dari elaborasi implementasi pernikahan wanita hamil di atas, dapat
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dinyatakan bahwa kedudukan hukum implementasi pernikahan wanita

hamil menurut KHI adalah :

a. Pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya
diperbolehkan.

b. Implementasi pernikahan wanita hamil tanpa melihat usia
kandungannya.

c. Pernikahan wanita hamil yang telah dilangsungkan tidak diperlukan
pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Adapun implementasi pernikahan wanita hamil dengan pria yang
bukan menghamili KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak mengatur dalam
pasal-pasalnya secara desisif. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad
Zahro :

Di Indonesia, wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan semasa
dia dalam keadaan hamil. Dalam KHI (kompilasi hukum islam)
bab VIII pasal 53 dinyatakan: (1) Seorang wanita hamil di luar
nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2)
Perkawinan dengan wanita hamil itu dapat dilangsungkan tanpa
menunggu kelahiran anaknya, (3) dengan dilangsungkannya
perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi
perkawinan ulang setelah anak lahir. Jadi yang diperbolehkan
dalam undang-undang ini adalah khusus bagi pria yang
menghamilinya saja. Sedangkan pria lain yang tidak menghamili,
tidak disebutkan boleh tidaknya menikahi wanita hamil yang
bukan hasil kerja ranjangnya.”

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Rofig:

Masalah kawin dengan wanita hamil memerlukan keteitian dan
perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pencatat Nikah. Hal

® Ahmad Zahro, Figh Kontemporer Menjawab 111 masalah +23 Solusi Islami (Jombang: Unipdu
Pras, 2012),93-93.
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ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika

sebagian masyarakat Kita, terlebih mereka yang masi remaja dan

kesadaran keagamaannya labil. Dalam kompilasi memang

mengatur soal kawin dengan wanita hamil, yaitu dalam pasal 53.

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan
pria yang menghamilinya.

2) Perkawinan dengan wanita yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya.

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di
kandung lahir.

Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan
diatas adalah terbatas bagi pria yang menghamilinnya.”

Pendapat Ahmad Zahro dan Ahmad Rafig juga di kuatkan oleh
Ahmad Rajafi yang menyatakan:

Dalam realita kehidupan masyarakat, sering juga ditemukan
persoalan di mana seorang wanita hamil tidak dinikahi oleh pria
yang menghamilinnya. Kompilasi Hukum Islam tidak
merumuskan antisipasi pemecahan masalah tersebut, hanya dalam
hal ini diharapkan kejelian Pegawai Pencatat Nikah di dalam
memeriksa calon mempelai sewaktu akad nikah dilaksanakan
sehingga jangan sampai terjadi pernikahan wanita hamil dengan
pria yang tidak mengawininya. Pelarangan yang tidak
membolehkan seorang pria untuk menikah dengan wanita yang
hamil, sedangkan ia bukan pria yang menghamilinya adalah
tepat.”

Pendapat yang menyatakan bahwa dalam Bab VIII pasal 53 dalam
KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam perakteknya hanya terbatas pada
pria yang menghamilinnya juga ditegaskan dalam Ensiklopedi Hukum
Islam:

Praktek yang berlaku di Indonesia memiliki kesamaan dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama’

™ Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 164.
> Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Publishing,
2015), 127.
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Mazhab Syafi’l, yaitu tidak mengharuskan lagi perkawinan ulang
setelah wanita tersebut melahirkan. Perbedaan terletak pada pria
yang menikahinya. Kalu pendapat Imam Abu Hanifah dan
Ulama’ Mazhab Syafi’l membolehkan wanita pezina dinikahi
oleh pria bukan pezina sebagaimana dibolehkan bagi sesame
pezina, maka dalam Kompilasi Hukum islam pembolehannya
terbatas pada pria yang menghamilinnya.”
Dengan demikian peneliti tidak bisa menjelaskan terhadap
implikasi pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan

menghamili karena Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskannya.

Adapun implementasi pernikahan wanita hamil dari sisi pencatatan
administrasinya dapat dilihat dalam pasal 5, 6, dan 7. Dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 5 ayat (1) dinyatakan :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat”

Ayat (2):

“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai
pencatatan nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang
No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954”

Pasal 6 ayat (1):

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat

nikah”

76 Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Dahlan Abdul Aziz (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001),

510.
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Pasal 7 ayat (1)
“Perkawinan hanya dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
pegawai pencatat nikah.”

Ketiga pasal di atas pada dasarnya merupakan derivasi undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2)
yang menyatakan :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menutut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

Implementasi teknis pencatatan pernikahan yang telah ditunjukkan
oleh Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 termuat dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang
pencatatan pernikahan. PMA tersebut menjadi pedoman dan petunjuk
teknis operasional pencatatan pernikahan bagi Kepala KUA Kecamatan
dan Penghulu seluruh Indonesia.

Dari uraian tentang implementasi pencatatan administrasi bagi
pernikahan wanita hamil di atas. Tampak dengan jelas bahwa bentuk
pernikahan tersebut tidak diatur dalam pencatatannya. Dengan demikian
dari sisi pencatatan administrasinya tidak dapat dibedakan antara
pernikahan yang mempelai wanitanya tidak hamil terlebih dulu dengan
pernikahan yang mempelai wanitanya hamil terlebih dulu.

5. Implikasi Pernikahan Wanita Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam realitas social dimasyarakat, seringkali ditemukan seorang
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wanita hamil dulu sebelum melaksanakan pernikahan. Dan tidak jarang
wanita hamil tersebut di nikahi oleh pria yang menghamilinya. Namun
dalam perakteknya kadang kala wanita tersebut tidak dinikahi oleh pria
yang menghamilinya, tetapi oleh pria lain yang tidak menghamilinya.
Padahal dalam KHI Pasal 53 ayat (1) telah dijelaskan bahwa seorang
wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya. Sayangnya, KHI tidak memberikan ketegasan aturan
implementasi pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili serta merumuskan antisipasi pemecahan masalah tersebut.
Selain itu, yang pantas dikritisi dari Kompilasi Hukum Islam,
terkait dengan perkawinan wanita hamil, adalah bahwa KHI tidak
mengenal istilah “anak zina”, tetapi menggunakan istilah “anak yang lahir
di luar perkawinan” yang statusnya sama dengan anak hasil hubungan
suami isteri antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam tali
perkawinan yang sah, yang meliputi anak yang lahir dari wanita yang tidak
mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamili,
atau lahir dari wanita korban perkosaan, atau lahir dari wanita yang di-
li’an, atau anak shubhat kecuali diakui oleh bapak shubhat-nya. Padahal
implikasi hukum peniadaan istilah anak zina yang disamakan dengan
status anak sah hasil pernikahan yang sah memiliki konsekuensi dan
implikasi hukum yang beragam. Adapun implikasi dari pernikahan wanita

hamil dengan pria yang menghamili menurut Kompilasi Hukum Islam ada
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empat, yaitu:
a. Anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah.
Kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan
wanita yang hamil terlebih dulu adalah sah, mengingat ia dilahirkan
dalam perkawinan yang sah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 99 bagian (a):

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau akibat

perkawinan yang sah”

Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI,
penyelesaiannya jelas dan sederhana cukup dengan satu pasal dan tiga
ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya, hal
ini termasuk penangkalan terhadap terjadinya pergaulan bebas, juga
dalam pertunangan. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini
dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada
anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri

status anak zina.

Akan tetapi secara subtantif, aturan ini mengandung beberapa
kelemahan. Jika dalam figh yang disebut sebagai “anak sah” adalah
anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah, maka KHI dalam
Pasal 99 dan juga Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 42,

mendefinisikannya dengan dua kategori. Pertama, anak yang dilahirkan



116

“dalam” perkawinan yang sah. Kata “dalam” seperti yang terdapat di
dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI mengesankan yang menjadi
ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya
tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir
akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan perspektif
figh, walaupun bisa jadi hari lahirnya anak di luar perkawinan, seperti
anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup atau cerai

mati.”’

b. Anak yang dilahirkan intisab kepada ayahnya.

Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan
kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari
pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama shubhat. Nasab
merupakan pengakuan shara’ bagi hubungan seorang anak dengan garis
keturunan ayahnya, notabenenya anak tersebut berhak mendapatkan hak
dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan

kewajiban pula dari keturunan ayahnya.

Nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tidak
hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga intisab
kepada ayahnya. Implikasi ini muncul mengingat anak yang dilahirkan

ini dalam ikatan perkawinan, bukan dilahirkan di luar pernikahan.

" Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 20086, cet. iii), 287.
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Ketentuan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal

100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

c. Dapat saling mewarisi
Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil mempunyai
hubungan saling mewarisi tidak saja dengan ibunya dan keluarga
ibunya, melainkan juga mempunyai hubungan saling mewarisi dari
ayahnya. Implikasi ini muncul mengingat anak yang dilahirkan dalam
perkawinan bukan di luar perkawinan. Dengan demikian ia dianggap
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan sebagaimana

yang dijelaskan dalam pasal 171 bagian c:

“Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena

hukum untuk menjadi ahli waris”.

Pasal 186:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

d. Ayahnya dapat menjadi wali.
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Suami dari perkawinan wanita hamil dapat menjadi wali nikah
atas anak yang dilahirkan istrinya. Ketentuan hukum ini merupakan
konsekuensi hukum dari implikasi-implikasi di atas. Mengingat anak
yang dilahirkan mempunyai nasab dengannya maka ia adalah ayah dan
sekaligus menjadi wali nasab bagi anak yang dilahirkan. Konklusi
ketentuan hukum ini meskipun tidak dijelaskan dan diatur dalam pasal-
pasal secara detail, pada dasarnya timbul secara otomatis sebagai

konsekwensi hukum pada diktum pertama dan kedua.

Adapun terhadap implikasi wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili KHI tidak memberikan ketentuan yang desisif dalam pasal-pasal
khusus. Sehingga dikalangan Kepala KUA Kecamatan beragam pendapat
terkait pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili, maka dari itu pula peneliti juga tidak bisa menjelaskan
bagaimana implikasi pelaksanakan pernikahan wanita hamil dengan pria yang
bukan menghamili karena KHI sendiri belum memberikan ketegasan
mengenai implementasinnya. Sehingga tidak mungkin dapat dijelaskan atau
ditemukan implikasi atas pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria

yang bukan menghamili menurut KHI.

D. Magasid al-shari‘ah Sebagai Pendekatan dalam Berijtihad
1. Definisi Maqasid al-shari‘ah
Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini, maqgasid al-

shari‘ah mulai diposisikan sebagai pendekatan dalam istinbat hukum



119

Islam. Kata ,maqgasid ° berasal dari kata kerja: laxad 1asy 228 yang berarti
tujuan.® "® Walaupun kaidah dan pembagian magasid pernah diulas dalam
literatur usul al-figh sejak abad 5 H yang lalu, namun menurut Musfir al-
Qahtani, saat itu belum ditemukan definisi magasid al-shari‘ak secara
jelas.”® Al-Shatibi yang dikenal sebagai bapak magasid pun belum
membuat definisi. Menurut al-Raysuni, hal ini disebabkan karena Al-
Shatibi menganggapnya sudah jelas karena buku ,al-Muwafaqgat® disajikan
untuk kalangan pakar usal .

Definisi magasid al-shari‘ah secara khusus mulai ditemukan dari
Muhammad Ibn ‘Ashur (w. 1393 H) yang mendefinisikannya dengan
makna yang dikehendaki shari‘ untuk diwujudkan melalui aturan dan
hukum syariah yang dibuatnya® Makna yang dimaksud adalah suatu sifat
yang menjadi penyebab terbentuknya hukum, dengan perincian®
a. Jika sifat tersebut benar-benar ada, jelas maksudnya, dan memiliki

batasan yang jelas (mudabit ) serta tidak dapat berubah kapan dan

dimanapun maka disebut ‘illah atau magasid al-shari ‘ak, yakni tujuan

® Muhammad ibn Mukarram al-Afrigi al-Misri, Lisan al-‘4rab, juz 3 (Beirut: Dar Sadir, t.th.),
353.

® Musfir ibn ‘Al al-Qahtani, Manhaj Istinbat Ahkam al-Nawazil al-Fighiyyah al-Mu ‘asirah,
(Jeddah: Dar al-Andalus al-H{adra’, 2003), 521.

8 Alasan lain adalah karena al-Shatibi lebih fokus membahas konsep dan tata kerja maqgasid
alshari‘ah ,sehingga definisinya pun sudah bisa fahami dari konsep-konsep tersebut. Lihat
Muhammad Sa‘id ibn Ahmad al-Yubi, Maqgasid al-Shari‘ah al-1slamiyyah wa ‘Alaqatuha bi al-
Adillah al-shar ‘iyyah (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 34.

81 Muhammad Tahir Ibn ‘Ashir, Magas{id al-Shari‘ah al-Islamiyyah, (Urdin: Dar al-Nafa’is,
1999), 183. Lihat pula Jaseer Auda, Figh al-Magasid: Inatat al-Ahkam al-Shar‘iyyah bi
Magqasidiha (Herdon: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007), 24. Bunyi teks
aslinya: 4slSal s a3l 385 ¢l 5 0 Leiiins N g Ll aad 1 Sleall

%2 Tbn * Ashur, Magasid al-Shari ‘ah al-Islamiyyah, 350
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pribadi dan spesifik dari masing-masing permasalahan hukum, seperti
sifat “dapat memabukkan” dalam keharaman khamr.

b. Jika sifat tersebut ditinjau dari aspek penjagaan kelestarian agama, jiwa,
akal, keturunan serta harta, maka disebut maqasid al-qaribah atau
maqasid al-juz’iyah®®  seperti tujuan menjaga akal dari keharaman
khamr, narkoba dan jenis makanan membahayakan akal lainnya.

c. Jika sifat tersebut secara umum bertujuan mencapai kemaslahatan dan
menolak kerusakan baik di dunia maupun akhirat maka disebut magasid
al-‘aliyah atau magasid al-‘ammah. Maqgasid semacam ini terdapat
pada semua ketentuan hukum syariah secara mutlak baik yang mampu
dicerna secara rasional (ta ‘aqquli), maupun yang tidak (fa ‘abbudi).

Sebenarnya sejak dulu para ulama’ sudah mengaplikasikan
magasid al-shari‘a2 dalam hukum figh, namun diekspresikan dengan
berbagai istilah yang berbeda, seperti kata ,ghard al-shari**, ma arada al-
shari®®, ma tashawwafa al-shari’, hikmah, dan seperti pada metode

,munasabat al-algiyas’ sebagai dasar utama ilmu maqasid , al-maslahah

al-mursalah®™, sadd al-dhara‘I dan istihsan dan lainnya.

2. Perkembangan magasid al-shari‘ak

% Maqasid Qaribah ini diistilahkan juga dengan daruriyyat al-khams' . Lihat: Al-Ghazali, A/-
Mustasta, Juz 1, 251.

% Kata ini seperti yang terdapat dalam: Muhammad al-Sarkhasi, Usi/ al-Sarkhasi, juz 2, 284.
‘Abd al-Qadir al-Dimishqi, a/-Madkhal, juz 1 (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1401 H), 160.

8% Muhammad Ibn Idris al-Shafiqi, al-Risalah, 62. Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Qayyim al-
Jawziyyah, | ‘lam al-Muwagi ‘in, juz 4 (Beirut: Dar al-Jalil, 1973), 147

8 Menurut Jasser Auda, Metode ini kurang tajam dalam membahas magasid al-shari‘ah , sebab
tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Padahal maqasid al-shari‘ah adalah
ketetapan yang ada dalam nass tertentu. Jaseer Auda, Figh al-Magasid, 48.
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Seiring dengan perkembangan figh pada abad 2 H, belum
ditemukan keterangan secara khusus tentang sejarah perkembangan
magasid al-shari‘ah, sebab istilah ini belum menjadi perbincangan serius
dalam kajian usal al-figh saat itu.®” Oleh sebab itu, pembahasan ini lebih
difokuskan pada ulasan beberapa pandangan wulama’ wusul terkemuka
terhadap magasid al-shari ‘ak secara garis besar yang dimulai sekitar abad
5 H seperti®
a. Imam al-Haramayn (419 H — 478 H) Dalam karyanya al-Burhan, al-

Haramayn atau yang juga dikenal dengan al-Juwaynil47 sudah

banyak membicarakan eksistensi magasid alshari‘ah, sebagaimana

dalam teori usul al-shari‘a/ al-khamsah®:

1. Hukum yang mampu difahami maknanya dan mengarah pada
tujuan yang daruri, seperti hukum gisas tujuannya untuk menjaga
dan mencegah terjadinya pembunuhan.

2. Hukum yang menjadi kebutuhan bersama (hajja# ‘@ammah) namun
tidak sampai mendesak (daruri), seperti hukum ijarah.

3. Hukum yang berguna untuk melengkapi seperti bersuci dan lainnya

yang mendukung kaidah shari’ah.

87 Sejak periode keemasan ilmu figh (mulai awal abad ke-2 sampai pada pertengahan abad ke-4 H
atau + 700-1000 M) ada beberapa ulama’ yang menurut Muhammad al-Yubi sudah membicarakan
maqasid seperti al-Tirmidhi (w. 285 H) dalam bukunya ,al-Salah wa Magasidiha® yang membahas
tentang hikmah dan tujuan salat. Lihat: al-Raysuni, Nazriyah al-Magasid, 26.

8 Ulasan ini dikutip dari: Muhammad al-Yabi, Magasid al-Shari“ah al-Islamiyyah, 47-82.

8 Abd al-Malik Ibn ‘Abd Allah Al-Juwayni, Al-Burhan fi Usul al-Figh, 923-925.
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4. Hukum yang disunnahkan di bawah tingkatan ketiga di atas seperti
bersiwak dan hal lainnya yang tidak mendukung kaidah.

5. Hukum yang tidak bisa difahami maknanya dan tidak tampak
tujuannya baik secara daruri, haji, ataupun tahsini seperti salat
yang hanya sebagai wujud pengabdian diri kepada Allah. Al-
Juwayni yang dianggap oleh Jasser Auda sebagai salah satu
pelopor pendiri ilmu magasid terkadang mengistilahkan magasid
al-shari‘ah dengan al-masalih al- ‘Ammak™.

b. Al-Ghazali (w. 505 H)152
Sebagai murid ‘Abd al-Malik Ibn ‘Abd Allah Ibn Yusuf al-

Juwayni, al- Ghazali juga banyak membicarakan magasid al-shari ‘a/.

Menurutnya semua hukum syariah itu bertujuan mendekatkan manusia

kepada Allah dan mencapai kebahagiaan abadi. Hal ini hanya bisa

dicapai dengan menyadari bahwa Allah adalah tuhan dan Kkita
hanyalah hamba yang ditugaskan mengabdi kepadanya. Tujuan ini
hanya bisa sempurna bila kelestarian hidup di dunia juga terjaga,
sehingga kelestarian hidup pun menjadi tujuan syariah, seperti
menjaga jiwa, akal, keturunan serta harta®. Menjaga kelestarian

agama, jiwa, akal, keturunan serta harta setiap manusia ini disebut

% Abd al-Malik Ibn ‘Abd Allah lbn Yusuf al-Juwayni, Ghiyath al-Umam fi al-Tiyath al-Zulam
(Qatar: Wazarat al-Shu’un al--‘A<mmah, 1400 H), 253. Jaseer Auda, Figh al-Magasid, 24.
! Muhammad Al-Ghazali, Ihya” ‘Ulim al-Din, juz 3 (Semarang: Toha Putra, t.th.), 121.
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maslahah. Beberapa sumbangan pemikiran penting al-Ghazali lainnya

adalah:

1) Membagi tingkatan maslahah dari segi kekuatan hukumnya
menjadi tiga macam, (daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) dan
menempatkan kelima aspek di atas dalam tingkatan daruri atau
daruriyat al-khams® sebagai kaidah dasar magasid®

2) Menyebutkan cara mengetahui magasid al-shari‘as yang harus
melalui nass al-Qur’an, hadith dan ijma’“.

3) Menyatakan bahwa tingkat hajiyyat, dan tahsiniyyat harus
berpedoman pada dalil nass yang sudah jelas. Sedangkan tingkat
daruriyyat cukup diijtihadi dengan standar gat‘7yyah dan
kulliyyah meski tidak berdasarkan dalil tertentu.*®

4) Membagi tingkatan maslahah dari segi pandangan Shari menjadi
a) maslahah mu’tabarah yang didasarkan pada nass tertentu
seperti giyas, b) maslahah mulghah yang bertentangan dengan
nass, dan ¢) maslahah mursalah yang tidak diatur oleh nass
tertentu namun tidak bertentangan dengan substansi shari‘ah %

c. Al-Shatibi
Jika ulama’ sebelumnya masih berbicara maqasid al-shari‘ak

dalam sub bab giyas, maslahah mursalah, sadd al-dhari’ah dan teori

% Al-Ghazali, Al-Mustasfa fi “Ulum al-Usul, Juz 1, 251.

% Ibid., 253. Lihat juga: Al-Ghazali, Shifa’ a/-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik
al-Ta ‘i, (Baghdad: Matba’ah al-Irshad, 1390 H), 208.

% Al-Ghazali, Al-Mustasfa, Juz 3, 259.
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lainnya, maka al-Shatibi mulai membicarakanya dalam bab utama
secara khusus tentang konsep, pembagian, dan kaidah magasid al-
shari‘ah. Beberapa ulama mengira bahwa al-Shatibi mampu
berinovasi terhadap magasid sebagai ilmu tersendiri, namun beliau
sebenarnya menata, merangkum dan mempertajam teori magasid dari
beberapa pemikiran ulama terdahulu hingga menjadi disiplin keilmuan
yang legkap dan utuh.*®

Dan utuh Sebenarnya sejak dulu para ulama’ sudah
mengaplikasikan magasid al-shari‘as dalam hukum figh, namun
diekspresikan dengan berbagai istilah yang berbeda, seperti kata ghard
al-shari’.

Dalam karyanya al-Muwafagat, beliau mamperluas kajian
maqasid seperti membagi maqgasid dengan a) asliyah yakni ,daruriyat
al-khams® yang digagas al-Ghazali, dan b) taba‘iyyah, yang
diistilahkan juga dengan magasid al-khalqi sebagai penyempurna
magasid asliyah. Maqasid al-shari‘a/ secara umum dibagi menjadi
empat, yaitu 1) Tujuan dasar Allah dalam membuat shari‘ak, yakni
untuk pedoman keselamatan di dunia dan akhirat. 2) Tujuan agar
shari‘ah difahami, sehingga diwajibkannya belajar. 3) Tujuan agar

syariah dibebankan kepada orang mukallaf, seperti adanya hukum

% Muhammad Al-Yubi, Magasid al-Shari ah, 68. Menurut Abd al-*Ajfan, kehebatan al-Shatibi
ini dipengaruhi oleh gurunya Shaikh al-Mugarri. Lihat Mugaddimah dalam Abi Ishaq Ibrahim al-
Andalusi, Fatawa al-Shatibi (Tunisia: Matba’ah al-Kawakib, 1406 H), 63.
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wajib, sunnah haram dan lainnya. 4) Tujuan dalam menetapkan orang
mukallaf agar mengikuti aturan hukum, seperti adanya hukuman bagi
pelanggar.
Meskipun banyak klaim dari para sarjana kontemporer seperti
Fazlur Rahman,”® Wael B. Hallag®” dan M. ‘Abid al-Jabiri **0ahwa al-
Shatibi telah mengedepankan metode rasional untuk menangkap nilai
nilai maqasid al-shari‘e#, namun ternyata al-Shatibi secara tegas
menyatakan bahwa takaran maslahah maupun mafsadah itu adalah
berdasarkan timbangan Allah, bukan pada akal dan hawa nafsu.*®
Selang babarapa lama setelah al-Shatibi, muncul Ibn ‘Ashur
(w. 1393 H)'® dengan karyanya Magasid al-Shari‘ak al-Islamiyah
yang di antaranya menjelaskan pembagian maqasid menjadi dua'®*
a. Magasid al-shari‘ah  al-‘ammah, seperti magasid yang
berhubungan dengan masyarakat luas.
b. Magasid al-shari‘ah al-Khassah, seperti pada tujuan nikah,

bersuci, transaksi dan lainnya. Ibn ‘Ashur mengakui bahwa

% Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Delhi: Adam Publisher Q Distributors, 1994),
1334.

% Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories (New York: Cambridge University Press,
1997), 1656.

% Muhyar Fanani, llmu Ushul Figh di Mata Filsafat llmu (Semarang: Wali Songo Press, 2009), 9-
10.

% |brahim Abu Ishag Al-Shatibi, Al-Muwafaqgat fi al-Usul al-Ahkam, juz 2 (Libanon: Dar al-
Kutub al-‘lImiyyah, 2004), 37.

1% Nama lengkapnya: Muhammad Tahir ibn ‘Ashir, ketua mufti madhhab Maliki di Tunisia.
Diantara karya lainnya: Usul al-Nizam al-1jtima‘7 dan al-Wagf wa Athsaruhu fi al-Islam. Lihat:
Khayr al-Din al-Zarkali, Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah Al-A‘lam, juz 6 (Malaysia: Dar al-
‘Ilm li al-Malayin, 1992 M), 174

"% Ibn Ashar, , 9 dan 273.
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pemikirannya banyak dipengaruhi oleh al-Shafibi, namun beliau
menyatakan tidak sekedar mengambil dan meringkasnya begitu
saja.

Magasid al-shari‘as dalam Hukum Islam Sebagai sarjana
Muslim kontemporer, Mukhtar al-Khadimi mengatakan bahwa
Magasid al-shari‘ah bukanlah dalil shar‘i yang dapat berdiri sendiri
seperti giyas dan sebagainya. la hanya sebuah makna hasil penalaran
dari berbagai perpaduan dalil shar seperti ayat, hadits, ijma“, giyas
dan lainnya, atau ketetapan yang ada dalam nass tertentu.®*Ungkapan
senada juga dilontarkan Jaseer Auda bahwa maqgasid al-shari‘ah
berada dalam dalil nass tertentu sehingga ia tidak memiliki keterkaitan
erat dengan teori maslahah mursalah yang tidak memiliki dasar dalil
khusus baik yang mendukung ataupun menolaknya.'®® Tentang perlu
atau tidaknya memahami maqasid al-shari‘a/ sebagai syarat dalam
berijtihad, maka ulama’ yang berbeda pendapat'®* Pendapat al-Shatibi
bahwa ijtihad disyaratkan harus bisa memahami magasid al-shari‘ah
yang tersimpan dalam setiap dalil shari terutama terhadap
problematika yang tidak diterangkan secara jelas dalam dalil-dalil
nass. Pendapat ini didukung al-Khadimi meski Maqasid al-shari‘ak

menurutnya tidak bisa menjadi teori yang mandiri. Tanpa memahami

192 N@r al-Din Mukhtar al-Khadimi, Taysir ‘/im al-Usul, (Riyadh: al-Maktabah al-‘ Abikan, 2005),

427.

193 Jaseer ‘Auda. Figh al-Magasid, 48.
1% Tbrahim Abu Ishaq Al-Shatibi, A/-Muwatagat 7 al-Usul al-Ahkam, 784.
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magasid al-shari‘ah, seorang mujtahid tidak akan mampu
memutuskan suatu masalah dengan benar.*®

Pendapat para ulama’ usul yang dikutip Muhammad ‘Abdullah
Darar bahwa memahami magasid al-shari‘ak hanyalah sebagai sebab
dalam berijtihad, bukan sebagai syarat sebagaimana pendapat al-
Shatibi. Hal ini terbukti bahwa al-Shatibi tidak menyaratkan harus
memahami maqasid al-shari ‘ak ketika berijtihad dalam hal tahqiq al-
manat.'%

Terlepas dari perdebatan di atas, sejarah yang disebutkan al-
Shafii telah membuktikan bahwa para sahabat Nabi saw. sering
berfatwa tanpa membatasinya disaat dalil-dalil nass dan makna
formalistik di dalamnya tidak mampu mengimbangi jumlah
permasalahan yang ada. Sehingga, sangat perlu lari pada makna
substansi atau maslahah dalam setiap fatwa'®’. Maslahah yang
dimaksud, menurut al-Ghazali adalah selain maslahah almulghah,
yaitu maslahah al-mu tabarah yang tetap mengacu pada dalil nass

atau maslahah al-mursalah’® Oleh sebab itu, memahami nilai

magasid dalam seluruh aturan shari‘ak adalah hal yang sangat

' Mukhtar al-Khadimi, Zaysir ‘llm al-Usul, 428-429. Husayn Ibn ‘Abd al-‘Aziz, al-Usul al-
‘Ammah wa Qawa‘id al-Jami‘ah Ii al-Fatawa al-Shar‘iyyah, juz 1, (Maktabah al-Shamilah, t.p.
1426 H), 19.

1% Tahqiq al-Manat adalah ijtihad untuk memastikan atau menetapkan keberadaan’illah dalam
far® , seperti meneliti kepastian sifat adil dalam saksi apakah benar-benar adil atau tidak dan
seperti memastikan sifat baligh untuk anak kecil. Lihat: Al-Shatibi, A/-Muwataqat, 774.
Ramadan Al-Buti, Dawabit al-Maslahah, 144.

"7 Al-Ghazali, al-Mankhul ff Ta‘liqat al-Usul, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 354.

"% Al-Ghazali, al-Mustasfa min “Ilm al-Usul, juzl, 139.
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esensial bagi para pakar hukum, karena'®

Agar dapat menjelaskan
kepada masyarakat tentang keramahan, keistimewaan dan kelayakan
shari‘ah yang selalu relevan di tengah perubahan ruang dan waktu,
serta untuk menunjukkan bahwa shari‘as adalah suatu aturan yang
benar-benar luhur, proporsional dan harus ditegakkan untuk
menyesuaikan kebenaran hasil ijtihad dengan harapan shari‘ah, sebab
kebenaran tersebut tidak dapat diketahui sebelum memahai nilai-nilai
magasid di dalamnya.

Dari pendapat al-Khadimi dan Jasser Auda yang mengatakan
bahwa maqasid al-shari‘ahs bukan dalil shar% yang dapat berdiri
sendiri tapi hanya sebuah makna dari dalil shar ‘7 seperti ayat, hadits,
Ijma’, giyas dan lainnya, maka dapat diketahui bahwa posisi magasid
al-shari‘ah adalah tetap murni bersandar pada dalil-dalil nass dan
tidak lepas bebas begitu saja adalah pendapat yang masyhur yang
senada dengan ungkapan al-Ghazali dan Ibn Qayyim bahwa hukum
shari‘ah sudah sempurna sehingga setiap problem kontemporer
hakikatnya tidak lepas dari kontrol nass al-shari‘ yang berasaskan
kemaslahatan'*°

3. Kerangka Metodologi Ijtihad Magasid

Kerangka Metodologi Ijtihad Magasidi Mengenai kerangka

metodologis ini adalah tujuan inti terma Ijtihad Magasidi kedalam

19 Abdillah al-Juda‘, Taysir ‘llm Usil al-Figh, juz 3, (Maktabah Al-Shamilah, t.p., t.th.), 57
19 Al-Ghazali, al-Mankhul, juz 1, 359,
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diskursus hukum Islam. Sebab yang dibutuhkan agar nilai-nilai magasid
bisa teraplikasi adalah dengan merumuskan tata kerja berfikir dengan
menggunakan magasid al-shari‘ai sebagai pendekatan ijtihad. Perihal
kerangka metodologi Ijtihad Maqgasidi ini belum terjawab dengan jelas
dalam perkembangan magasid al-shari‘ah sebelum datangnya al-Shatibi
dan Tbn ‘Ashur. Kedua tokoh ini membangun kaidah dasar magasid
dengan baik dan lengkap, bahkan ibn ‘Ashur telah memberikan contoh
aplikasinya dalam penyelesaian masalah fikih. Tetapi kajian mereka
berdua belum sampai pada kerangka kerja metodologi yang utuh.

Ahmad Imam Mawardi di tengah-tengah kajian ,Fikih Minoritas"
melakukan pembacaan yang cukup baik atas kerangka dasar
metodologiljtinad Magasidi dari al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur, bahkan
mengantarkan kepada perkembangannya menjadi sebuah kerangka kerja
metodologi yang utuh. Menurutnya, pandangan al-Shatibi dan Ibn ‘Ashur
telah menjadi pondasi dasar yang kuat atas proses peralihan usul al-figh
klasik yang menekankan pada dominasi teks menuju usul al-figh yang
menekankan pada aspek maqasid al-Shari’ah dalam proses istinbat al-

Hukm (penetapan hukum)*!*

sarjana kontemporer yang berkonsentrasi
pada maqasid al-shari ‘a2 mencoba untuk menformulasikan tata kerja baru
yang lebih sistematis, dan aplikatif sebagai pendekatan ijtihad, yakni ke

dalam bentuk metodologi ijtihad magasidi yang terpadi. Dari pihak Nur

1 Ahmad Imam Mawardi, Fikih Minoritas, 210
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al-Din al-Khadimi sebagai salah satu sarjana yang mengusung terma
ijtihad magasidi secara tematik dalam sebuah kitab khusus masih belum
menyajikan kerangka metodologi yang baru. la menetapkan kembali
bahwa magasid al-shari‘as bukanlah sebuah dalil yang berdiri secara
independen tetapi berpijak pada dalil-dalil shari’ak beserta satuan-satuan
metodologinya. Sebagaimana uraian urgensi pada topik sebelumnya.

Hasil formulasi Ahmad al-Raysuni lebih menarik untuk
digandengkan dengan pendapat al-Shatibi di atas karena ia dengan baik
dan lengkap mengkaji pandangan al-Shatibi tentang maqasid al-shari ‘ak
dan menjadikannya sebagai acuan pengembangan dan penyempurnaan
kaidahkaidah berpikir atas dasar magasid . la menyatakan bahwa sebuah
pemikiran yang mengacu kepada nilai-nilai universal (magasid)
merupakan cara berpikir ilmiah yang memiliki landasan-landasan yang
cukup kuat.**2

Menurutnya, ada empat kaidah prinsip yang harus diketahui dan
diperhatikan dalam proses ijtihad magasidi , yaitu:

a. Kaidah pertama: 4ialac 3 paia aly Jlae 42y )80 8 L JS (setiap ketentuan
hukum shari’ah pasti memiliki ‘illah, tujuan dan kemaslahatan).""

Karena keberadaan suatu ‘illah, tujuan dan kemaslahatan dari setiap

hukum pasti ada, yang harus dicari dan ditemukan untuk bisa

12 Ahmad al-Raysani, al-Fikr al-Magasidy Qawa 'iduhu wa Fawd iduhu, (Ribat: Matba’ah al-
Najah al-Jadidah-Dar al-Baida’, 1999), 37
3 1hid., 39
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memberikan keterangan dalam menerapkannya. Hal ini sebagaimana

yang telah banyak dijelaskan oleh Fakh al-Din al- Razi dan Ibn al-

Qayyim. 1

. Kaidah kedua: Jiab Ylawasi ¥ (penentuan magasid al-Shari’ah dalam

suatu hukum harus dengan dalil)."® Karena menghubungkan suatu
hukum dengan magasid al-shari‘a/ adalah menghubungkan ketetapan
hukum kepada Allah. Apabila tidak mendasarkan pandangan magasid
al-shari‘ah kepada Allah berarti mengungkapkan suatu tujuan hukum
bukan menurut kehendak dari pihak Pencipta hukum itu sendiri. Ini
sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dasar ilmu yang tidak
diperkenankan oleh al-Qur’an; QS. Al-A’raf: 31 dan QS. Al-lIsra’: 36.

Kaidah ketiga: 2l 5 =llaall cusi 53 (penyusunan secara hierarkis antara
kemaslahatan dan kemafsadatan).'*® Sebagai suatu pola berpikir
metodologis, berpikir secara magasid al-shari‘a4 (ijtihad magasidi)
membutuhkan penyusunan kemaslahatan dan kemafsadatan menurut
tingkat hirarkis untuk menghindari ketumpangtindihan dalam proses
berfikir dan dalam upaya memudahkan proses penentuan hukum
dengannskala prioritasnya. Untuk itu, magasid al-shari‘ah oleh para
ulama dibagi menjadi tingkatan: primer (daruriyyat), sekunder

(hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat).

14 1bid., 41-

15 1hid., 59

42

116 Ahmad al-Raysani, al-Fikr al-Maqasidy Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, 68
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d. Kaidah keempat: Jilu sl 5 2alaall 0 Suadll (perlunya membedakan antara
magasid tujuan dan wasail media menuju tujuan).**’ Karena keterkaitan
antara magasid dan wasail dalam ketentuan hukum terkadang terlihat
samar dan serupa, walaupun seringkali tampak dengan jelas. Kegagalan
untuk membedakan keduanya mengakibatkan kesalahan dalam proses
ijtihad magasidi yang akan menghasilkan kesalahan dalam kesimpulan
hukumnya

Dalam buku yang lain, yang di tulis tahun 2007 dengan judul al-

Kulliyyat al-Asasiyyah li al-Shari’ah al-Islamiyyah (Nilai-nilai universal

hukum Islam). Ar-Raysuni menjelaskan bahwa, nilai-nilai universal

yangdapat dijadikan acuan penetapan hukum Islam adalah yang berpijak
kepada tiga prinsip nilai yang juga bersifat universal. Tiga nilai universal
tersebutadalah: Pertama, universalitas akidah (al-Kulliyyat al- ‘Agadiyyah);

Kedua, universalitas tujuan agama (a/-Kulliyyat al-Maqasid al-diniyyah);

dan Ketiga, universalitas etika (al-Kulliyyat al-Khulugiyyah)™'®.

Formulasi lain yang ditawarkan untuk menjadikan Magasid
sebagai kerangka ijtihad adalah penentuan lintasan yang tepat dalam

menggunakan fitur magasid dalam pemikiran hukum Islam adalah apa

yang disebut oleh al-Khadimy sebagai al-Maslak al-Magasidi al-

117 B

Ibid., 77
18 Ar-Raysuni, al-Kulliyyat al-Asasiyyah li al-Shari’ah al-lslamiyyah, cet. I. (Kairo:-Ribat: Dar
al-Salam Dar al-Aman, 2010), 72.
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Mu’asir'™® (lintasan berfikir Magasid Kontemporer). Formula ini perlu
diketengahkan agar penggunaan magasid tidak serampangan, semata akal
dan hawa nafsu'?.

Lintasan Pemikiran Magasid kontemporer, bagi al-Khadimy,
bertumpu pada 4 hal yakni :

1) Pertimbangan kemaslahatan dan kemafsadatan secara mutlak (i zibar al-
masalih wa al-mafasid mutlagan).

2) Mempertimbangkan figh al-Muwazanat (yang mempertibangkan
beberapa hal, yang biasa bertentangan) seperti menakar keberadaan
maslahat-mafasadahnya, am-khas-nya, tarjih-taghlibnya.

3) Setelah itu, mempertimbangkan figh Awlawiyyat (prioritas). Pada skala
prioritas ini, pemahaman kita menganai pada yang peting (muhim)
dikedepandakan daripada yang tidak penting. Bahkan, dalam skala
prioritas, keberadaan yang lebih penting dan mendesak (al-aham) harus
dikedepankan daripada yang sekadar penting.

4) Setelah itu, garis lintasan pemikiran magasid kontemporer bisa ditelaah

dari sisi akibat, hasil, dan efek yang menjadi konsekuensi dari

penentuan hukum (mura’at ma’alat al-af’al).

119 Nur al-Din Mukhtar al-Khadimy, Abhath fi Magasid al-Shariah ; Dirasah Magasidiyyah li
Ba’d Qadayatb al-ljtihad wa al-Tajdi al-Mu 'asirah wal Fikr al-hadarah, wa al-Thagafah wa al-
Mantiq wa al-Usul wa al-Furu” (Beirut : Muassasat al-Ma’arif, 2008), 64-69

120 |prahim Abd Ishag Al-Shatibi, Al-Muwafagat fi al-Ustl al-Ahkam, juz 2 (Libanon: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), 37.
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5) Serta dipungkasi dengan pemahaman yang komprehensif tentang
realitas yang sebenarnya terjadi (figh al-wag:").

Oleh karena itu, salah satu hal yang terpenting dalam tawaran al-
Khadimy adalah bagaimana maqgasid yang menjadi kerangka Kkerja
metodologis hukum Islam itu bersenyawa dan bersinergi dengan 3 ragam
fikih, di antaranya figh al-Muwazanat, figh al-Aulawiyat, dan figh al-
Wagi. Ketiganya, bersinergi dengan lajur etape lainnya, untuk membentuk
pola berfikir magasid yang selaras dengan nilai kekinian.

E. Hukum Progresif

1. Hukum Progesif Sebagai Paradigma Keadilan Sosial

Dalam pemikiran hukum di Indonesia, dalah satu yang menarik
perhatian adalah sebuah diktum yang dipopulerkan oleh Guru Besar
Emiritus Sosiologi Hukum Undip Semarang Satjipto Rahardjo dengan
istilah “Hukum Progresif”. Kata “dipopulerkan”, memang merujuk dalam
arti populer sebenarnya, yakni gagasan ini memang beliau mulai
ungkapkan pertama kali melalui media populer, Kompas, tertanggal 15
Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penagakan Hukum
Progresif™.

Gagasan tersebut menjadi semacam akumulasi dari pergulatan
batin Satjipto mengenai pola dan pendekatan hukum lama yang senantiasa,

dan selalu bercorak legal positivistik. Hal ini, bagi Satjipto, menyebabkan
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hukum yang tidak mampu membahagiakan para pencari keadilan.*** Hal
ini dikarenakan hukum telah dianggap hanya yang tertuang dalam teks,
dan para pencari sekaligus penegak hukum laksana terjerembab dalam
jeratan undang-undang.

Padahal, konstruksi pemahaman hukum semestinya “ hukum itu
untuk manusia, bukan manusia untuk hukum'?.  Untuk itulah, hukum
progresif digambarkan sebagai hukum yang menganut paradigma holistik
dan konstruktif. Dengan asumsi dasar adalah hukum untuk manusia, maka
hukum bukan institusi yang mutlak dan final tetapi selalu dalam proses
“being”, bukan sudah jadi, namun “menjadi”’, bersama manusia.

Oleh karena itulah, Hukum progresif berupaya untuk
membebaskan diri dari kultur penegakan hukumyang hanya bersifat
administratif dan mendorong terjadinya rule breaking (terobosan hukum).
Gagasan hukum Progresif menjadikan kemaslahatan manusia sebagai
jantung atau inti dari hukum.*®

Pada saat yang bersamaa, gagasan ini sebanrnya menghujam dalam
ruang kesadaran para penegak hukum yang seringkali positivistik dalam
membaca dan mempraktekkan hukum. Kalau mengacu pada ‘“hukum

untuk manusia” di atas, maka eksistensi hukum semestinya tertundukkan

121 gatjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta ; Kompas, 2010), 36

122 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif ; Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun”, dalam
Jurnal Hukum Progresif, Vol.2 No.1 April (2006), 18

122 Abu Rokmad, “Gagasan Hukum Progresif Perpsektif Teori Maslahah”, al-Manahij ; Jurnal
Kajian Hukum Islam, V0.7 No.1 (2013), 1
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oleh manusia, bukan malah sebaliknya, sebagaimana kegelisahan Stajipto,
penegak hukum semestinya tidak menjadi tawanan Undang-Undang™*.

Pada titik inilah gagasan huku progresif lahir, dari kegelisahan
seseorang yang ingin melihat bahwa hukum adalah salah satu instrumen
untuk mencari keadilan. Keadilan harus diupayakan, dan untuk itulah
hukum ditujukan. Maka keterpakuan penegak hukum pada teks undang-
undang semata (legal justice) bisa membuatnya kehilangan kesempatan
untuk melangkah dan meeropong keadilan sosial (social justice) yang ada
dan dirasakan oleh masyarakat.

2. Hukum Progresif dan Ikhtiar Hukum Satjipto

Sebagaimana disebutkan di awal, orang yang memopulerkan diksi
hukum progresif adalah Satjipto Rahardjo melalui media cetak populer
Kompas, dengan narasi yang belum sepenuhnya utuh, karena hanya ditulis
pendek dalam kolom opini. Namun kegelisahan ini kemudian menjadikan
gagasan hukum progresif menjadi salah satu wacana yang berkembang.

Pasca Satjipto menulis artikel di harian Kompas (15 Juni 2002)
itulah beberapa kajian, buku, dan diskusi tentang hukum progresif menjadi
semakin semarak. Beberapa karya Stajipto berikutnya juga memuat diksi
“hukum progresif” seperti, Membedah Hukum Progresif (2006), Hukum
Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (2009), dan Penegakan

Hukum Progresif (2010). Dalam buku Hukum Progresif: Sebuah Sintesa

124 Satjipto Rahardjo, “Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang”, dalam Sisi Lain Hukum di
Indonesia (Jakarta: Kompas, 2003), 116
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Hukum Indonesia, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto
yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau
pertemuan ilmiah, khususnya Jurnal Hukum Progresif. Dalam beberapa
karya itulah, titik muncul hukum progresif bergaung dan bertalu untuk
mempertegas kembali bahwa hukum perlu dipelajari dan dijalankan dalam
konteks yang lebih komprehensif dan keutuhannya, dengan
menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia **°

Lahir 15 Desember 1930 di Banyumas Jawa Tengah. Prof. Satjipto
Rahardjo menghembuskan nafas terakhir pada 8 Januari 2010 pukul 09.15
WIB, ketika ia dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta'?®. Pendidikannya
diawali dari Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengah Pertama di Pati pada
1944-1947. Tahun 1951 ia pindah ke Semarang untuk menyelesaikan
Sekolah Menegah Atas. Pendidikannya kemudian dilanjutkan pada
Fakultas Sastra dan Pedagogi Universitas Gadjah Mada, namun hanya
setahun (1951-1952).

Selama hidupnya beliau aktif menuangkan gagasannya, baik dalam
artikel maupun berupa buku. Sejak menulis pertama 11 Januari 1975
sampai 23 Juni 2008 telah 367 artikel*® yang sudah ditulis, dan 23 buku.

Maka Produktivitas karya ini yang lalu memudahkan penstudi hukum

125 Satjipto Rahardjo, “Hukum Yang Membebaskan™ dalam Jurnal Hukum Progresif , Vo.1 No,1
(2005), 35

126 Awaludin Marwan, Satjipto Rahardjo; Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir
terhadap Filsafat Hukum Progresif (Yogyakarta & Semarang: Thafa Media bekerjasama dengan
Satjipto Rahardjo Institute, 2013), 417

127 K ompas, “Stjipto Rahardjo , 33 Tahun Menulis Artikel, 27 Juni 2008, 52
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untuk memelajari hukum Indonesia dan menjumpai karyanya. Dengan
begitu, amat wajar jika apa yang dituangkan Satjipto Rahardjo dalam
berbagai karya tersebut memengaruhi pemikiran dan tindakan
pembacanya, setidaknya-tidaknya dalam hal pengutipan atau sitasi.
Satjipto mengawali karirnya dari penyiar Radio Republik
Indonesia (1954-1955), masa ketika ia sedang kuliah. Setelah lulus tingkat
dua pada Fakultas Hukum, ia bekerja pada Biro Tata Hukum Departemen
Perburuhan (1988-1960). Sesudah lulus kuliah, Satjipto bekerja pada Bank
Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara tahun 1960, dan setahun
kemudian (1961) ia diminta untuk mengajar di Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro. Selama menjadi pengajar di  Universitas
Diponegoro, Satjipto beberapa kali diserahi amanat jabatan. Dari
Pembantu Dekan bidang kemahasiswaan (1965-1969), Dekan (1969-1971,
1971-1976), Ketua Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
(1978), dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham)
(1993-1997, 1998-2002). Satjipto juga aktif ikut dan terlibat dalam forum-
forum akademik, misalnya menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan
Indonesia (AIPI), mengikuti kursus law and society di Chicago Law
School, Berkeley (1972-1973), dan mendirikan Pusat Studi Hukum dan
Masyarakat (1976). Pendidikan pada tingkat tertinggi, doktoral, diraihnya

di Universitas Diponegoro pada tahun 1979.
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Satjipto Rahardjo dalam hal ini termasuk penerima penghargaan
pertama (2008) bersama M.T. Zen, Sajogyo, Soetandyo Wignjosoebroto,
dan Thee Kian Wie'®. Bagi sebagian orang, termasuk Khudzaifah
Dimyati dalam salah satu kajian doktoralnya menganggap, hukum
progresif Stajipto Rahardjo menjadi salah satu perkembangan ilmu penting
di Indonesia'?®

3. Hukum Progresif sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam

Dalam berbagai kesempatan, Satjipto menegaskan bahwa hukum
adalah bagian dari kemanusiaan’®*. Oleh karena itu, manusia tidak
memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum,
melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang
bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.

Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat
masyhur, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ terdapat
hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu,
baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum,

dan tidak sebaliknya.'®*

128 st. Sularto (ed.), Penghargaan Kompas: Cendekiawan Berdedikasi 2008-2016 ( Jakarta:

Penerbit Buku Kompas, 2016), him. ix-xiii.

129 Khudzaifah Dimyati “Teorisasi Hukum ; Studi tentang Perkembangan Pemirkiran Hukum di
Indonesia 1945-1990, Disertati, Pendidikan Doktor IImu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 2005. Disertasi ini kemudian dibukukan menjadi Teorisasi Hukum; Studi tentang
Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990 (Surakarta: Muhammadiyah University
Press, cetakan keempat, 2005).

130 Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban ( Jakarta: UKI Press, 2006), 55-56

13t SatjiptoHukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Penerbit
Buku Kompas, 2009, 54-55



140

Mengacu pada hal itulah, hukum yang tertulis tida harus menjadi
landasan yang terhenti dan stganan dalam pencarian dan penemuan
keadilan di masyarakat. Teks akan menjadi lecture yang terhenti,
sementara realitas sosial kemasyarakatan terus berubah dan berbenah.
Oleh karena itu, semangat hukum progresif perlu menjadi prilaku hakim
yang penting, selain tentu saja teks hukum %

Sebenarnya, Satjipto sendiri sebenarnya tidak mendefinisikan
hukum progresif. Terkadang Hukum Porgresif dianggap sebagai gerakan
intelektual semata, dalam kesempatan lain disebut sebgaia paradigma, cara
berhukum dan bahkan ilmu hukum progresif. Murid-murid menyebut
pemikiran beliau sebagai sebuah teori hukum'®. Hanya saja, ujung
pangkal berseberangan dengan progresif masih seringkali berhadapan
dengan pola pikir positivistik.

Hanya saja, terkadang pola pikir hukum progresif dianggap serta
merta mengabaikan teks hukum. Ini yang kemudiam menjadi muara
kontardiktif dalam diskursus hukum progresif. Oleh karenanya, beberapa
pihak menganggap bahwa gagasan hukum progresif sesungguhnya juga
menyimpan persoalan terkait dengan tolok ukurnya yang relatif “dibiarkan
mengalir” pada hal-hal yang keluar dari teks, melakukan lompatan, tidak

status quo, peduli terhadap kehidupan sosial, pro-keadilan dan pro-rakyat;

132 SatjiptoHukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta: Penerbit

Buku Kompas, 2009, 54-55
133 Sidharta, “Posisi Pemikiran Hukum Progresif”, dalam Myrna A Safitri (ed), Satjipto Rahardjo
dan Hukum Progresif ; Urgensi dan Kritik (Jakarta : Huma, 2011), 52
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sehingga labelisasinya secara praksis bisa terlalu mudah dan sembarangan
disematkan pada putusan atau penetapan hukum kasus tertentu, terutama
yang bermuatan politis dan membelah dukungan masyarakat secara dia
metral™®. Asalkan saja keluar dari teks hukum dan status quo, dan
mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, seolah putusan atau
penetapan hukum tersebut bisa dilabeli progresif, sekalipun pada pihak
yang bersebarangan mungkin akan dikatakan destruktif*®

Salah satu kolega Satjipto, Soetandyo Wignjosoebroto, memberi
sedikit gambaran mengenai hukum Progresif sebagai mengacu pada
karakter suatu variaable yang punya kecenderungan kuat untuk selalu
bergerak ke depan, meninggalkan posisinya semula. Lawan dari kata
progresif adalah represif, yakni kecenderungan untuk mundur ke statusnya
yang lama, atau konservatif, yakni kecenderungan bertahan pada status
quo, status yang lama'®®. Pada titik inilah, simpulan yang menjadi
kegelisahan Satjipto muncul yakni hukum progresif menolak rumusan
yang final dan universal, disebabkan hukum itu merupakan institusi yang

dibiarkan mengalir dan hadir di tengah masyarakat*’.

13 M zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo ; Riwayat, Urgensi dan Relevansi”
dalam Undang ; Jurnal Hukum, Vo.1 No.1 (2018), 183

35 M zulfa Aulia, Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo ; Riwayat, Urgensi dan Relevansi”
dalam Undang ; Jurnal Hukum, Vo.1 No.1 (2018), 183

138 Soetandyo Wignjosoebroto, “Prof Tjip dan Ajaran Hukum Progresifnya : Sebuah Pengantar
Ringkas”, dalam Myrna A Safitri (ed), Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif ; Urgensi dan
Kritik (Jakarta : Huma, 2011), Viii

137

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta

Publishing, 2009.. 37
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Pada konteks yang lebih praksis, misalnya dalam penegakan
hukum di peradilan, andaikan persidangan berjalan fair dan jujur
sekalipun, persidangan berpotensi untuk hanya menjanjikan keadilan
hukum (legal justice) bukan keadilan subtansial (substantive justuce).
Keadilan Substantif adalah the true justice, atau keadilan yang sebenarnya,
bisa dicapai melalui pemahaman hakikat hukum, melampaui aspek formal
dan materil hukum*3,

Untuk itulah, Satjipto mengetuk hati nurani penegak hukum untuk
selalu terbuka dengan wawasan hukum yang berkembang, dan berani
mengambil inisiatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum (rule
breaking) dalam menembus kebuntuan legalitas hukum. Beberapa cara
alternatif terobosan hukum yang ditawarkan Stajipto di antaranya melalui
139:

1. Mempergunakan kecerdasan spritual untuk bangun dari keterpurukan
hukum dengan semangat untuk mencari jalan-jalan alternatif-baru dan
tidak terjerembab dan terkekang pada cara lama yang disinyalir banyak
melukai rasa keadilan.

2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam

menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak

38 Lihat Suteki “Kebijkan tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif”

dalam Pidato Pengkuhan Guru Besar (Semarang : Undip, 2010), 2

139 Satjipto Rahardjo, “Hukum Yang Membebaskan™ dalam Jurnal Hukum Progresif , Vo.1 No,1
(2005), 5
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dalam proses penegakan hukum harus bertanya pada nurani tentang
makna hukum yang lebih mendalam.

3. Hukum hendaknya dijalankan tidak hanya menurut prinsip logika
hukum saja, tetapi dengan perasanaan, kepedulian, dan keterlibatan
(compassion) pada kelompok yang lemah. Pencarian hukum tidak
mungkin dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek
sosiologis, apalagi menyangkut keadilan sosial (social justice) dan

konstitusionalisasi UU.

Keadilan sosial, menjadi salah satu kunci hukum progresif
dijalankan. Dengan itu, hukum ditujukan untuk untuk mencapai the gretest
happiness for the greatest number of people (kebahagiaan terbesar bagi

140

sebagian besar orang ) Menafsirkan peraturan dengan membaca

kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih “mengadilkan”,
“membenarkan”, “meluruskan” serta “membumikan” hukum®*,

Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan
dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada

dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya

mejaga dan mewujudkan ketertiban'* Dalam konteks itulah, filosofi

1% Abu Rokmad, “Gagasan Hukum Progresif Perpsektif Teori Maslahah”, al-Manahij ; Jurnal
Kajian Hukum Islam, Vo.7 No.1 (2013), 9

141 Satjipto, ukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006, 163-177

142 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-
pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009), hlm. 258.
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hukum progresfi mendapatkan tempat yang terhormat, yakni berupa
hukum yang membebaskan**, membahagiakan*** dan berhati nurani*.
Dalam spektrum hukum Islam, terutama pada tujuan syara’ dalam
menentukan syariat, Imam al-Shatiby menggarisbawahi bahwa hukum dan
aturan syariat (takalif al-Shariah) dikembalikan kepada tujuan-tujuan

pemberlakuannya kepada manusia**°

. Tujuan-tujuan ini, menurut imam al-
Shatiby dalam dikelompokkan menjadi tiga yakni yang utama/primer
(Daruriyyat), sekunder (hajiyyat) dan tersier ( Tahsiniyyat). Di antara 3 hal
itu, hal primer merupakan hal yang paling penting dan utama, yakni
berupa tegaknya kemaslahatan agama dan dunia (giyvam masalih al-din wa
al-dunia).

Kemaslahatan agama merupakan sebuah anotasi dari ketersediaan
teks agama sebagai sumber hukum, sementara kemaslahatan dunia
menjadi ejawantah yang dinamis antara teks dengan masyarakat yang
hidup. Hal ini menegaskan kembali bahwa memperbincangkan syariat,

aturan, atau hukum tidak akan terlepas dari sisi kemanusiaan. Oleh karena

itu, paradigma berfikir hukum progresif harus dijadikan salah satu spirit

' Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2007), 133

144 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta ; Kompas, 2010), 36. Beliau
mengeaskan pula bahwa dalam pencarian kebenaran tiada henti, hukum semestinya tidak
diposisikan hanya sebagai dokumen, yang absolut dan otonom. Hukum musti memiliki daya
untuk melakukan teorbosan-terobosan rangka mewujudkan kebahagian manusia.

14 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif(Jakarta : Kompas, 2006), 100

1% Abu Ishaq Ibrahi bin Musa al-Lakhmy al-Ghirnaty al-Maliky al-Shatibny, a/-Muwafaqat fi
Usul al-Shariah (Kairo : Dar al-Hadits, 2006), 265



145

dalam melihat hukum, dan saat pencarian keadilan yang ada di dalam

masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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RESPONS KEPALA KUA KECAMATAN DI JAWATIMUR

ATAS PENCATATAN PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Gambaran Umum 3 Lokasi Penelitian
Penyebutan KUA Kecamatan dalam penelitian ini mengacu pada KUA
yang berada di tiga kabupaten, yakni kabupaten Jombang, Kediri dan Magetan
yang menjadi lokus dalam penelitian ini. Beberapa kabupaten yang
dimaksudkan, tercakup sebagai wilayah hukum pemerintahan provinsi Jawa
Timur.

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur terletak antara 7,12°° Lintang
Selatan 8,48’ Lintang Selatan Lintang Selatan dan antara 111,0° Bujur Timur —
114,4’ Bujur Timur. Kemudian wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara
berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian
selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan
Provinsi Jawa Tengah, dengan Luas wilayah 47.799,75 km.?

Dari sekian luas wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur,
kemudian dibagi menjadi sembilan wilayah kota yang meliputi:

1. Kota Kediri;
2. Kota Blitar;
3. Kota Malang;

4. Kota Probolinggo;

146
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5. Kota Pasuruan;

6. Kota Mojokerto;

7. Kota Madiun;

8. Kota Surabaya;

9. Kota Batu.
Selain itu, wilayah Jawa Timur terdiri dari dua puluh sembilan

Kabupaten, yang meliputi:

1. Pacitan;

2. Ponorogo;

3. Trenggalek;

4. Tulungagung;

5. Blitar;

6. Kediri;

7. Malang;

8. Lumajang;

9. Jember;

10. Banyuwangi;

11. Bondowoso;

12. Situbondo;

13. Probolinggo;

14. Pasuruan;

15. Sidoarjo;
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16. Mojokerto;
17. Jombang;
18. Nganjuk;
19. Madiun;
20. Magetan;
21. Ngawi;

22. Bojonegoro;
23. Tuban;

24. Lamongan;
25. Gresik;

26. Bangkalan;
27. Sampang;
28. Pamekasan;
29. Sumenep;

Adapun tiga Kabupaten yang menjadi lokus penelitian ini, luas wilayah
masing-masing adalah sebagai berikut. Kabupaten Jombang dengan luas wilayah
1.115,09 km?, disusul oleh kabupaten Kediri dengan luas wilayah 1.386,051 dan
Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 688,84 Km2! Sementara secara
geografis, Kabupaten Jombang sendiri mempunyai luas 1.159,50 km2 atau 2,33
persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang dibagi menjadi 21

kecamatan, terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan dengan luas

! Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2020 (BPS Provinsi Jawa Timur), 5.
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terbesar adalah kecamatan Wonosalam. Kemudian secara astronomis, Kabupaten
Jombang terletak pada titik kordinat 112003°45°’— 112027°21"’ Bujur Timur dan
07°20°21 — 07°46°45>° Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya,
Kabupaten Jombang memiliki batas utara yaitu Kecamatan Sukorame, dan
Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kemudian batas daerah barat adalah
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Batas selatan adalah Kabupaten
Kediri, sementara batas timur adalah Kabupaten Mojokerto.?

Sementara Kabupaten Kediri, secara geografis terletak di sebelah selatan
Kota Surabaya, yang terhampar pada posisi antara 111° 47° 05« — 112° 18’ 20
Bujur Timur dan 7° 36” 12« — 8 ® 00’ 32“ Lintang Selatan, dengan batas-batas
wilayah sebelah utara adalah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk,
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang,
kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan
Kabupaten Blitar, sementara sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Kediri terdiri dari 26
Kecamatan, 344 Desa/Kelurahan, 2.812 Rukun Warga (RW), dan 9.265 Rukun
Tetangga (RT).?

Sementara Kabupaten Magetan, melihat pada catatan resmi BPS yang
ada di Kabupaten tersebut menjelaskan bahwa kabupaten Magetan Secara
astronomis terletak antara 7°30' Lintang Utara dan 7°47' Lintang Selatan, serta

111°10' dan 111°30' bujur Timur. Berdasarkan pada posisi geografis itulah, maka

? Kabupaten Jombang Dalam Angka 2019 (BPS Kabupaten Jombang), 4.
% Kegiatan Penyusunan Updating Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI12-JM) Tahun 2017, “Profil Kabupaten Kediri”.
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dengan demikian Kabupaten Magetan memiliki batas utara yaitu Kabupaten
Ngawi; Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten
Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah); sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten
Madiun; sementara di sisi barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada letak geografisnya itu
pula, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Magetan berada di ujung barat Provinsi
Jawa Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.*

Sementara untuk mengetahui jumlah KUA yang berada di tiga kabupaten
yang dimaksudkan, maka dengan sendirinya akan terlihat dari jumlah kecamatan
yang ada di tiga kabupaten yang dimaksudkan, mengingat setiap kecamatan
terdapat satu KUA. Tabel berikut ini adalah sajian dari jumlah KUA yang

terdapat di masing-masing Kabupaten, yang dimulai dari Kabupaten Kediri.

* Kabupaten Magetan Dalam Angka 2019 (BPS Kabupaten Magetan), 3.
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Tabel 3.1
NO KUA NAMA
KECAMATAN KEPALA KUA
1 Kua Kec. Grogol H. Mahbub Budiono, S.Ag
2 Kua Kec. Tarokan H. Mochamad Fathoni, M.HI.
3 Kua Kec. Banyakan Drs. Ali Mustofa
4 Kua Kec. Mojo Aminudin, S.Ag.
5 Kua Kec. Ngasem Nur Ahmad, S.Pd.I
6 Kua Kec. Papar M. Hamim. S.Ag
7 Kua Kec. Purwoasri Muhamad Mujab, S.Ag
8 Kua Kec. Plemahan Zainal Abidin, S.Ag
9 Kua Kec. Kunjang Moh. Faizol, S.Ag
10 | Kua Kec. Pagu M. Jauharuddin Fauzi Wahid, S.H.I
11 | Kua Kec. Kayen Kidul M. Rizal Zakaria, S.H.I
12 | Kua Kec. Pare Zulfa Irsyad
13 | Kua Kec. Badas H. Nadhirin, S.Ag.
14 | Kua Kec. Kandangan Moh. Mudzofir, S.Ag
15 | Kua Kec. Kepung Drs. H. Ma'shum
16 | Kua Kec. Puncu Drs. Fathul BARI
17 | Kua Kec. Plosoklaten Nurhadi Widiyanto, S.Ag.
18 | Kua Kec. Gurah Burhanul Mursalim, S.Ag
19 | Kua Kec. Ngadiluwih H. Agus Salim, S.Ag
20 | Kua Kec. Kras H. Fatkur Rohman, S.Ag
21 | Kua Kec. Kandat Zudha Ahmad, S.Ag
22 | Kua Kec. Ringinrejo Abu Suja'i Kusdiono, S.H.1
23 | Kua Kec. Wates H. Ahsanul Mubtadi'in, S.Ag
24 | Kua Kec. Ngancar Sabet Mudloffar, S.Th.I
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah total KUA yang berada di

Kabupaten Kediri, sesuai dengan jumlah kecamatannya adalah sejumlah 24

KUA.

Berikutnya adalah KUA yang berada di Kabupaten Jombang, dengan

jumlah dan nama kepalanya adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
NO KUA NAMA
KECAMATAN KEPALA KUA
1 KUA ) 4 Bandar Zainul Arifin, S. Ag.
Kedungmulyo

2 KUA Kec. Perak Ms. Mulyadi, S.Ag, M.Si

3 KUA Kec. Gudo '\I\/I/Il:_rlwllmmad Kamaluddin  Hasan,
4 KUA Kec. Diwek Achmad Cholili, S. Ag. MHI

5 KUA Kec. Ngoro H. Nur Kholis, S.Ag. M.Si

6 KUA Kec. Mojowarno H. Ali Taufik, SH

7 KUA Kec. Bareng H. Abd. Majid, S.PdlI

8 KUA Kec. Wonosalam H.M. Nasrulloh, S.Ag., M.H.I

9 KUA Kec. Mojoagung H. Miftahul Anwar, S. Ag

10 KUA Kec. Sumobito Moh. Lutfi Ridlo, S.Ag, M.Si

11 KUA Kec. Jogoroto Achmad Samsul Anam. S.Ag. M.HI
12 KUA Kec. Peterongan Abd. Ghofur, SHI.

13 KUA Kec. Jombang H. Hasanuddin, S. Ag. M. Pd. |
14 KUA Kec. Megaluh Muh. Zubaidi, S. Ag

15 KUA Kec. Tembelang H. Abd. Kholig Ma'ruf, S.Kom. |
16 KUA Kec. Kesamben Fatkul Hidayat, S.Ag., MM

17 KUA Kec. Kudu Haris, S.Ag.

18 KUA Kec. Ploso Abd. Muiz, S.Ag.

19 KUA Kec. Kabuh Drs. H. Zainal Arifin, M.HI

20 KUA Kec. Plandaan M. Zakariah. A, S.Ag

21 KUA Kec. Ngusikan Ahmad Zaki, S. Fil
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Berdasarkan data di atas, sesuai dengan jumlah kecamatan yang menjadi
wilayah Kabupaten Jombang yang berjumlah 21 Kecamatan, maka begitu juga
jumlah KUA yang berada di tiap-tiap kecamatan tersebut adalah sejumlah dua
puluh satu kecamatan.

Kemudian, jumlah KUA dan nama-nama kepala KUA Kecamatan yang
berada di wilayah Kabupaten Magetan. Berikut adalah nama KUA Kecamatan

dan kepala masing-masing:

Tabel 3.3
NO KUA NAMA
KECAMATAN KEPALA KUA
1 | KUA Kec. Magetan Bani Arrosid, S.Ag
2 | KUA Kec. Ngariboyo Suradi, M.H.I
3 | KUA Kec. Panekan Muslim, S.Ag.
4 | KUA Kec. Plaosan Drs. Paimun, M.Ag.
5 | KUA Kec. Poncol Farudi, S.Ag.
6 | KUA Kec. Parang Farudi, S.Ag.
7 | KUA Kec. Kawedanan Anwar, S.Ag.,Mm.
8 | KUA Kec. Bendo Annurrofig, S.Ag.
9 | KUA Kec. Takeran Wagimun, M.Pd.I
10 | KUA Kec. Lembeyan Drs. Amin
11 | KUA Kec. Maospati Rahmat Priyo Wibowo, S.Ag.
12 | KUA Kec. Sukomoro Toyib Hadi Sucipto, S.Ag.
13 | KUA Kec. Barat Nurdin Hidayat, S.Ag.
14 | KUA Kec. Kartoharjo Sadali, S.Ag. M.Pd.l.
15 | KUA Kec. Karangrejo Edi Siswoyo, S.Ag.
16 | KUA Kec. Karas Muhammad Fadlan, S.Ag.
17 | KUA Kec. Nguntoronadi Kudori, S.Sos
18 | KUA Kec. Sidorejo Drs. H. Nur Sujak, M.Pd.I

Dari tabel di atas, jumlah KUA yang berada di wilayah hukum
Kabupaten Magetan berjumlah delapan belas KUA. Dengan demikian, maka

jumlah KUA yang berada di tiga kabupaten yang menjadi lokus penelitian ini
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berjumlah 63 KUA dengan rincian 18 KUA di wilayah kabupaten Magetan, 21

KUA di Kabupaten Jombang dan 24 KUA di Kabupaten Kediri.”

Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan

KUA (kantor urusan agama) Kecamatan berdasarkan pasal 2 KMA

Nomor: 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA (kantor urusan

agama) Kecamatan, bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat

Islam di wilayah kerjanya. Sehubungan dengan tugas tersebut maka KUA

Kecamatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1.

8.

9.

Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan
rujuk.

Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA
Kecamatan.

Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.

Pelayanan bimbingan kemasjidan.

Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari’ah.

Pelayanan bimbingan dsan penerangan agama Islam.

Pelayanan bimbingan dan zakat dan wakaf.

Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

10. Pelayanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah haji regular.

® Semua data yang terkait dengan jumlah KUA di tiga Kabupaten sebagaimana disebutkan di atas,
secara keseluruhan diperoleh melalui teknis dokumentasi terhadap arsip kasi. Kepenghuluan
Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan dipimpin
seorang kepala sebagaimana dimaksud dalam KMA di atas pada pasal 5 huruf a
dijabat oleh seorang penghulu dengan tugas tambahan. Dengan demikian Kepala
KUA Kecamatan  bukan merupakan jabatan struktural. Sesuai dengan
karakteristik tugas dan fungsinya jabatan Kepala KUA Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibatasi paling lama empat tahun. Masa bakti
jabatan Kepala KUA Kecamatan di atas diatur dalam Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: 916 tahun 2017 tentang petunjuk
pelaksanaan masa bakti jabatan kepala kantor urusan agama kecamatan di
tegaskan bahwa:

1. Masa bakti jabatan Kepala KUA Kecamatan paling lama 4 (empat) tahun
terhitun sejak diangkat menjadi Kepala KUA Kecamatan termasuk dimutasi
pada KUA Kecamatan yang berbeda.

2. Jabatan Kepala KUA Kecamatan dapat diprpanjang 1 (satu) masa bakti
berikutnya apabila:

a. Memiliki kinerja yang baik
b. Keterbaatasan SDM penghulu
c. Kondisi geografis terdalam, terluar dan tertinggal

3. Pengankatan Kepala KUA Kecamatan yang diprpanjang masa baktinya
ditempatkan pada KUA Kecamatan yang berbeda

4. Kepala KUA Kecamatan yang telah selesai menjalankan tugas dua kali masa

bakti berturut - turut dapat diangkat kembali sebagai Kepala KUA
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Kecamatan setelah melewati tenggang waktu paling sedikit satu kaliu masa
bakti.

KUA Kecamatan yang dijalankan oleh penghulu baik yang mendapatkan
tugas tambahan Kepala KUA maupun tidak, mempunyahi peran strategis dalam
memberikan layanan dan pembinaan pada masyarakat. Hal ini lebih lagi dalam
menghadapi berbagai perubahan yang terjadi akibat reformasi, keterbukaan
informasi serta globalisasi, maka penghulu mengemban tugas yang lebih berat
lagi. Sangat dibutuhkan SDM penghulu yang memiliki kompetensi
komprehensif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka untuk
membangun profesionalitas penghulu, perlu adanya SKJ (standar kompetensi
penghulu) sebagai persyaratan pengetahuan, keterampilan serta etika yang harus
dimilki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tujuan ditetapkannya
standar kompetensi untuk jabatan fungsional penghulu adalah:

1. Sebagai parameter minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang
penghulu untuk melaksanakan pelayanan kepenghuluan secara prima.

2. Sebagai parameter kinerja penghulu dalam memberikan pelayanan
kepenghulun.

3. Sebagai dasar bagi pusat pendidikan dan latihan dalam mengembangkan
kurikulum dan memnentukan pola pendidikan penghulu.

4. Sebagai acuan dalam melakukan akreditasi pendidikan penghulu maupun

pelayanan kepenghuluan.
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5. Sebagai acuan pelaksanaan asesmen kompetensi, penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, pembinaan dan evaluasi.

6. Sebagai acuan dalam menyelenggarkan program pengembanagan profesi
secara berkelanjutan.

7. Sebagai acuan dalam menetapkan standar kinerja penghulu.

Oleh karena itu Kementerian Agama lewat Derektorat Jenderal
bimbingan masyarakat Islam mengeluarkan keputusan Direktur Jenderal
bimbingan masyarakat Islam nomor: DJ.11/102 tahun 2016 tentang penetapan
standar kompetensi jabatan penghulu. Standar kompetensi tersebut meliputi:

1. Kualifikasi
Kualifikasi Penghulu terdiri atas:
a. Memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S1) Syariah atau Sarjana Agama
Islam pada perguruan tinggi yang terakreditasi.
b. Pada waktu diangkat sebagai Penghulu berusia setinggi-tingginya 52
tahun.
c. Memiliki masa kerja sebagai PNS minimal 2 tahun diutamakan memiliki
pengalaman di bidang kepenghuluan.
d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya Ill/abagi PNSyang akan pindah
jabatan ke Penghulu.
2. Kompetensi
Dalam melaksanakan tugas kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan,

penghulu minimal harus memiliki tiga kompetensi yaitu :
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a. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa
kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional,
rencana tahunan dan rencana lima tahun, dan kemampuan dalam
mengorganisir tugas, dan kemampuan melakukan pengkoordinasian, dan
kemampuan menggerakan semua potensi yang ada, serta kompetensi
dalam melakukan pengawasan.

b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,
pelatinan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis
kemampuan dalam membaca Al-Qur’an dan maknanya, kemampuan
membaca kitab kuning khususnya yang berkaitan dengan Figh
Munakahat dan permasalahan munakahat kotenporer, serta kemampuan
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dan atau Inggris.

c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya
sehingga memiliki wawasan kebangsaan adalah merupakan cerminan dari
budaya kerja ASN kementerian Agama sehingga mampu memberikan

pencitraan yang baik dan positif pada Kementerian Agama.

Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam

terus beriktiar untuk mewujudkan Penghulu sebagai Aparatur Sipil Negara yang
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menjalankan tugas dan fungsinya yang professional dan akseptable di tengah

masyarakat yang dinamis. Di bawah ini di paparkan Pemetaan kebutuhan

kompetensi Penghulu dari tugas dan fungsi sesuai butir-butir kegiatan Penghulu

sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Konsultasi Nikah/Rujuk

a.

b.

Perencanaan kegiatan kepenghuluan;
Pengawasan pencatatan nikah/rujuk
Pelayanan nikah/rujuk (Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk,
Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim,

Memberi khutbah/nasehat/ doa nikah/rujuk);

. Penasihatan dan Konsultasi nikah/rujuk;

Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk;

Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;

. Pembinaan Keluarga Sakinah;

. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan.

2. Pengembangan Kepenghuluan

a.

Pengkajian masalah hukum munakahat (bahs al-masail munakahat dan

ahwal al shakhsiyyah),

. Pengembangan metode penasehatan,konseling dan pelaksanaan nikah/

rujuk;

Pengembangan perangkat dan standar pelayanan nikah/ rujuk;

. Penyusunan kompilasi fatwa hukum munakahat;
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Melakukan pembinaan tentang kemasjidan;

Melakukan pembinaan tentang manasik haji;

. Melakukan pembinaan tentang ZIS;
. Melakukan pembinaan tentang produk halal,

. Melakukan rukyat hilal,

Melakukan pengukuran arah kiblat;

Pembinaan muallaf; dan

. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi lintas sektoral, vertikal dan

lembaga keagamaan

. Pengembangan profesi meliputi;

a.

Penyusunan karya tulis/tinjauan ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei,
dan atau evaluasidi bidang kepenghuluan dan hukum Islam dalam bentuk
buku, makalah atau tulisan ilmiah yang dipublikasikan atau tidak
dipublikasikan;

Membuat karya tulis/tinjauan ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei,
dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah
dalam pertemuan ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
Menerjemakan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang
kepenghuluan dan hukum Islam;

Penyusunan pedoman/petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam;

Pelayanan konsultasi kepenghuluan dan hukum Islam;
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Menyusun pedoman standar pneyelenggaraan kepenghuluan dan hukum
Islam;
Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum

Islam.

. Penunjang tugas Penghulu meliputi:

a.

b.

Menjadi khotib jumat, idul fitri,idul adha;

Menjadi penceramah pada hari besar Islam;

Menjadi juri pada acara lomba keagamaan;

Menjadi gori/pembaca doa;

Pembelajaran/pelatihan di bidang kepenghuluan dan hukum Islam;
Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai pemrasaran, moderator/

pembahas narasumber, peserta;

Menjadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus aktif dan anggota
aktif;
Menjadi anggota aktif tim penilai angka kredit jabatan fungsional
penghulu;

. Menjadi pengurus dalam organisasi keagamaan;
Menjadi anggota delegasi misi keagamaan tingkat internasional menjadi
ketua dan anggota tingkat nasional menjadi ketua dan anggota;
Memperoleh penghargaan/tanda jasa satya lancana karya satya 30 tahun,

20 tahun, 10 tahun;
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I. Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :
$3,S2,S1.

Dengan demikian, Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi
terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas
membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten
di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Tentu saja, beberapa KUA
yang menjadi lokus dalam penelitian ini tidak memiliki tugas yang berbeda
dengan apa yang penulis kutip di atas. Namun tentu saja, dari sekian banyak
tugas di atas, penelitian ini hanya menelisik tugas yang berkaitan dengan
pencatatan nikah hamil.

Dari sisi sejarahnya, jauh sebelum bangsa Indonesia mendeklarasikan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia sudah
mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya Kesultanan
Mataram. Pada saat itu Kesultanan Mataram telah mengangkat seseorang yang
diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa
pameritahan Kolonial Belanda, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta
yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348
jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan
Huwelijs Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah

Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga
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tersebut dibawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawanya diperoleh
dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.°

Kaitannya dengan pencatatan perkawinan, secara teknis telah diatur di
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya di dalam beberapa pasal yang tertera di
dalam Bab II. Beberapa pasal yang dimaksudkan, antara lain, Pasal 2, ayat (1)
yang menyebutkan “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat
Nikah, Talak, dan Rujuk."” Kemudian dilanjutkan oleh ayat (2) yang menegaskan
bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil
sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai
pencatatan perkawinan."’

Ketentuan di dalam pasal di atas memberikan titik terang antara
pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam dan pencatatan
perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama
dan kepercayaan selain Islam. yakni bagi mereka yang beragama Islam, maka
perkawinannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam

UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, sementara

® Diakses dari, http://kutarik.com/profile/sejarah.html, pada tanggal 20 Oktober 2019.
” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 2
ayat (1) dan (2).
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bagi yang beragama selain Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai
Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil.
Implementasi pencatatan pernikahan wanita hamil pada KUA Kecamatan

Dalam kehidupan sosial masyarakat sering terjadi antara normatif
idialisme (harapan) dan praktis realisme (kenyataan) tidak berjalan sebagaimana
yang diharapkan. Realitas ini dapat dilihat dengan adanya pergaulan bebas yang
berakibat kehamilan sebelum pelaksanaan nikah di kalangan remaja. Dalam
tataran normatif idialisme wanita hamil tentunya harus diawali dengan akad
nikah yang sah sehingga mengakibatkan hukum yang sah pula. Akan tetapi
tataran dalam praktis realisme tidak jarang di jumpai wanita hamil tanpa
didahului oleh pernikahan yang sah. Tentunya hal ini berakibat pada dimensi
kehidupan yang sangat luas. Sosial, moral terlebih pelanggaran dan penistaan
terhadap hukum agama. Hal ini tentunya banyak terjadi di msyarakat pernikahan
yang tidak direncanakan dan diharapkan namun harus segera dilaksanakan
karena mempelai wanitanya sudah dalam kondisi hamil sebelum pernikahan
yang diharapkan dan direncanakan.

Untuk melihat gambaran fakta pada locus penelitian tentang adanya
wanita hamil sebelum pelaksanaan nikah, dibawah ini di paparkan hasil data
yang diambilan dari responden Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten

Jombang, Kabupaten Kabupaten Kediri dan Kabupaten Magetan.
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REKAPITULASI JUMLAH PERISTIWA NIKAH
KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2019
JUMLAH NIKAH
NG KUA JUMLAH ng';"N"GA:NN\'(*;ﬁHG DENGAN YANG
KECAMATAN | NIKAH | DERSAN VAN BUKAN
MENGHAMILI
1 | GROGOL 400 10 0
2 | TAROKAN 536 34 0
3 | BANYAKAN 423 11 0
4 | MOIO 633 26 0
5 | SEMEN 393 9 0
6 | GAMPENGREJO 262 17 0
7 | NGASEM 483 15 0
8 | PAPAR 447 13 0
9 | PURWOASRI 474 65 0
10 | PLEMAHAN 297 19 0
11 | KUNJANG 304 23 0
12 | PAGU 336 20 0
13 | KAYEN KIDUL 372 12 0
14 | PARE 796 100 1
15 | BADAS 549 21 0
16 | KANDANGAN 373 15 1
17 | KEPUNG 694 17 0
18 | PUNCU 482 15 0
19 | PLOSOKLATEN 627 18 0
20 | GURAH 637 23 0
21 | NGADILUWIH 612 13 0
22 | KRAS 485 11 0
23 | KANDAT 296 14 0
24 | RINGINREJO 455 15 0
25 | WATES 691 10 0
26 | NGANCAR 396 18 0
JUMLAH 12.873 504 2
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REKAPITULASI JUMLAH PERISTIWA NIKAH

KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019

JUMLAH NIKAH

JUMLAH NIKAH

KUA JUMLAH DENGAN YANG
NO | KECAMATAN | NIKAH Dﬁgﬁéﬂ AY@TIG BUKAN
MENGHAMILI
BANDAR
1 lkebunemuLyo | 44 20 0
2 | PERAK 520 12 0
3 | GUDO 281 7 0
4 | DIWEK 952 27 0
5 | NGORO 658 2 0
6 | MOJOWARNO 789 25 0
7 | BARENG 532 12 0
8 | WONOSALAM 311 8 0
9 | MOJOAGUNG 694 18 0
10 | SUMOBITO 775 20 0
11 | JOGOROTO 652 5 0
12 | PETERONGAN 588 2 0
13 | JOMBANG 1121 12 0
14 | MEGALUH 327 3 0
15 | TEMBELANG 147 2 0
16 | KESAMBEN 501 3 0
17 | KUDU 263 5 0
18 | PLOSO 332 6 0
19 | KABUH 340 10 0
20 | PLANDAAN 204 5 0
21 | NGUSIKAN 197 2 0
JUMLAH 11,305 232 0
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REKAPITULASI JUMLAH PERISTIWA NIKAH

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019

JUMLAH NIKAH
NO KUA JUMLAH JSEANLC';A\:NN\I(I;?E DENGAN YANG
KECAMATAN NIKAH MENGHAMILI BUKAN
MENGHAMILI
1 [MAGETAN 307 3 0
2 |NGARIBOYO 281 8 0
3 | PANEKAN 441 8 0
4 | PLAOSAN 291 8 0
5 | PONCOL 202 4 0
6 |PARANG 328 6 0
7 | KAWEDANAN 322 11 0
8 [BENDO 303 7 0
9 [TAKERAN 313 8 0
10 | LEMBEYAN 295 0 0
11 | MAOSPATI 331 50 1
12 | SUKOMORO 224 40 0
13 | BARAT 225 20 0
14 | KARTOHARJO 174 20 0
15 | KARANGREJO 178 15 0
16 | KARAS 351 3 0
17 | NGUNOTORONADI 133 3 0
18 | SIDOREJO 150 17 2
JUMLAH 4,849 231 3

Dari rekapitulasi tabel yang diambil dari responden Kepala KUA

Kecamatan di atas, dapat ambil data tentang jumlah pelaksanaan nikah yang

catin wanitanya telah hamil dulu sebelum nikah baik dengan catin pria yang

mengahamilinya maupun dengan catin pria yang bukan menghamilinya. Yaitu:
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a. Kabupaten Magetan tahun 2019 jumlah nikah 4.849 peristiwa, yang sudah
hamil sebelum nikah 231 peristiwa (4,8%) dan yang sudah hamil sebelum
nikah, lalu menikah dengan pria yang bukan menghamili 3 peristiwa
(0,06%).

b. Kabupaten Kediri tahun 2019 jumlah nikah 12.873 peristiwa, yang sudah
hamil sebelum nikah 594 peristiwa (4,6%) dan yang hamil sebelum nikah
dengan pria yang bukan menghamili 2 peristiwa (0.001%).

c. Kabupaten Jombang tahun 2019 jumlah nikah 11.305 peristiwa, yang hamil
sebelum nikah 232 peristiwa (2,0% ) dan yang hamil sebelum nikah dengan
pria yang bukan menghamili tidak ada (0%).

Untuk kabupaten Jombang tahun 2019 pelaksanaan pencatatan wanita
hamil dengan pria yang menghamili tidak ada. Akan tetapi pada tahun selain

2019 terdapat pencatatan tersebut pada KUA kecamatan Gudo dengan nomor

akata nikah 0228/035/V//2016.°

Untuk mendapatkan gambaran praktek Kepala KUA Kecamatan dalam
melaksanakan pencatatan nikah bagi wanita hamil, di bawah ini peneliti
paparkan hasil wawancara, FGD (Focus Group Discussion) dan kuisioner yang
diajukan kepada Kepala KUA Kecamatan pada tiga kabupaten. Yaitu Kabupaten

Jombang®, Kabupaten Kediri'® dan Kabupaten Magetan.**

8 Ahmad Zaki (Kepala KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang pada tahun 2016
menjabat penghulu pada KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang, 28
februari 2020.

% Dilaksanakan di aula Kankemenag kabupaten Jopmbang pada tanggal 28 februari 2020.
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Dari hasil penelitian di lapangan tersebut dapat dihasilkan pemetaan
tujuh Klasifikasi tentang implementasi pencatatan wanita hamil oleh Kepala
KUA Kecamatan pada tiga kabupaten di atas, yaitu:

1. Paradigma pencatatan nikah
Untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan kepala KUA
kecamatan pada tiga kabupaten di atas tentang paradigma pencatatan nikah
pada KUA Kecamatan, dalam konteks Perundangan yang berimplikasi pada
hukum yang lain. di bawah ini dipaparkan hasil jawaban pada kuesioner

sebagai berikut:

9 bilaksanakan di auala Kankemenag Kabupaten Kediri pada tanggal 5 maret 2020.
" Dilaksanakan di aula Kankemenag Kabupaten Magetan pada tanggal 4 maret 2010.
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP PARADIGMA PENCATATAN NIKAH
PADA KUA KECAMATAN
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN DI KABUPATEN MAGETAN
TERHADAP PARADIGMA PENCATATAN NIKAH
PADA KUA KECAMATAN

z
O

KUA
KECAMATAN

PARADIGMA
TOTAL

PARADIGMA
PARSIAL

JAWABAN
LAIN

MAGETAN

NGARIBOYO

PANEKAN

PLAOSAN

PONCOL

PARANG

KAWEDANAN

BENDO

O O N[OOI WIN|F-

TAKERAN

[HEN
o

LEMBEYAN

[EEN
[EEN

MAOSPATI

[EEN
N

SUKOMORO

) P - - = = = = = =

[HEN
w

BARAT

[EEN
IS

KARTOHARJO

[EEN
a1

KARANGREJO

[EEN
(op]

KARAS

[EEN
\‘

NGUNOTORON
ADI

[EEN
(e}

SIDOREJO

2| 2 ||

JUMLAH

=
(6]




Tabel 3.9

172

PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN DI KABUPATEN KEDIRI

TERHADAP PARADIGMA PENCATATAN NIKAH
PADA KUA KECAMATAN

NO KUA PARADIGMA | PARADIGMA | JAWABAN

KECAMATAN TOTAL PARSIAL LAIN
1 | GROGOL N - -
2 | TAROKAN - N -
3 | BANYAKAN - - \
4 | MOJO \ - -
5 | SEMEN N - -
6 | GAMPENGREJO \ - -
7 | NGASEM \ - -
8 | PAPAR N - -
9 | PURWOASRI - - \
10 | PLEMAHAN v - -
11 | KUNJANG \ - -
12 | PAGU N - -
13 | KAYEN KIDUL - - -
14 | PARE \ - -
15 | BADAS N - -
16 | KANDANGAN - - v
17 | KEPUNG \ - -
18 | PUNCU \ - -
19 | PLOSOKLATEN N - -
20 | GURAH \ - -
21 | NGADILUWIH v - -
22 | KRAS N - -
23 | KANDAT v - -
24 | RINGINREJO - N -
25 | WATES - - N
26 | NGANCAR N - -

JUMLAH 19 2 4
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Dari tabel hasil jawaban kuesioner tentang pandangan Kepala KUA

Kecamatan terhadap paradigma pencatatan nikah pada KUA Kecamatan

dapat disimpulkan dalam tiga klasifikasi:

1)

2)

Paradigma total. Paradigma pencatatan berparadigma total ini
dimaksudkan untuk Kepala KUA yang berpandangan bahwa pencatatan
nikah itu menjamin keabsahan dan kepastian hukum terhadap
pelaksanaan pencatatan nikah baik scara shar’7 maupun administrasi
yang dijamin oleh negara beserta implikasi hukum yang
ditimbulkannya, seperti nasab (intisab), menjadi wali nikah (haq al-
wilayah) dan hak waris atau saling mewarisi. Hal ini berarti integrasi
pencatatan bukan semata di level normatif-administratif, namun
pencatatan ini menjadi muara dari keabsahan dan implikasi hukum lain
yang terikat. Penulis menyebut paradigma total ini dengan sebutan
paradigma total legality. Data di lapangan menunjukkan, Kepala KUA
Kecamatan yang memiliki paradigma total legality seperti ini ada 15
Kepala KUA Kecamatan (83,3%) di Kabupaten Magetan, Kabupaten
Kediri sebanyak 20 Kepala KUA Kecamatan (76,9%) dan Kabupaten
Jombang sebanyak 20 Kepala KUA Kecamatan (95,2%).

Paradigma parsial, paradigma pencatatan berparadigma parsial ini
dimaksudkan untuk Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan
bahwa pencatatan nikah itu menjamin keabsahan dan kepastian hukum

terhadap pelaksanaan pencatatan nikah baik secara shar’7 maupun
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administrasi yang dijamin oleh negara, tetapi belum menjamin
keabsahan dan kepastian implikasi hukum yang ditimbulkannya, seperti
nasab, menjadi wali nikah dan hak waris atau saling mewarisi. Penulis
menyebut paradigma seperti ini dengan sebutan parsial legality. Kepala
KUA yang berpandangan seperti ini terdapat di Kabupaten Magetan
sebanyak 3 Kepala KUA Kecamatan (16,6%), Kabupaten Kediri
sebanyak 2 Kepala KUA Kecamatan (7,6%) dan Kabupaten Jombang
sebanyak 1 Kepala KUA Kecamatan (4,7%).

Paradigma total dan parsial. Pendapat yang ketiga ini merupakan
gabungan antara pendapat pertama dan kedua. Pendapat tersebut
berpandangan bahwa pada dasarnya pencatatan nikah itu berparadigma
total legality (dalam kondisi pelaksanaan pencatatan nikah normal,
mempelai calon wanita tidak dalam kondisi hamil), akan tetapi
terkadang dalam pelaksanaan pencatatan nikah tertentu pardigma ini
berubah menjadi parsial legality. Hal ini sebagaimana yang
dicontohkan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri
bahwa ada pelaksanaan pencatatan nikah yang calon pengantin
wanitanya telah hamil karena diperkosa dan pelaku pemerkosanya tidak
diketemukan maka yang menjadi calon pengantin prianya adalah yang
bukan menghamilinya. Dengan demikian model pencatatan seperti

adalah hanya menjamin keabsahan dan Kkepastian pelaksanaan
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nikahnya, tetapi tidak menjamin keabsahan dan kepastian
implikasinya.*?
2. Kilasifikasi pelaksanaan pencatatan pernikahan wanita hamil
Klasifikasi pelaksanaan pencatatan pernikahan wanita hamil ini
merupakan hasil FGD dengan Kepala KUA Kecamatan di tiga kabupaten di
atas. Klasifikasi ini secara desisif tidak ada dalam peraturan tentang
pencatatan pernikahan baik undang-undang, PMA (peraturan menteri
agama) atau Peraturan Dirjen Bimas Islam sekalipun. Akan tetapi dalam
prakteknya Kklasifikasi ini sudah berjalan di kalangan Kepala KUA
Kecamatan, meskipun Kklasifikasi ini tidak sepenuhnya seragam
dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan, klasifikasi tersebut adalah:
Pertama, yaitu pencatatan pernikahan bagi calon mempelai wanitanya yang
sudah hamil dengan pria yang menghamili.
Kedua, yaitu pencatatan pernikahan bagi calon mempelai wanita yang sudah
hamil dengan pria yang bukan menghamili.
3. Pendaftaran pencatatan pernikahan wanita hamil
Pendaftaran pencatatan pernikahan wanita hamil sebelum nikah
dikalangan Kepala KUA Kecamatan diklasifikasikan menjadi dua bagian:
a. Pendaftaran pencatatan nikah bagi mempelai wanita yang telah hamil
lebih dulu sebelum menikah dengan pria yang menghamili. Dalam hal ini

semua Kepala KUA Kecamatan menerima pendaftarannya,

12 Muhamad Mujab (Kepala KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri.
5 maret 2020.
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melaksanakan pernikahannya dan mencatatnya dalam akta nikah serta
mengeluarkan buku kutipan akta nikahnya yang diberikan kepada kedua
mempelai baik pria maupun wanita.

b. Pendaftaran pencatatan nikah bagi mempelai wanitanya yang sudah
hamil lebih dulu sebelum menikah dengan pria yang bukan menghamili.
Dalam hal ini dikalangan Kepala KUA Kecamatan terdapat perbedaan
dalam menyikapinya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran PPWH, semua Kepala KUA
Kecamatan mensyaratkan harus melengkapi semua unsur administratif yang
telah ditetukan dalam PMA (peraturan menteri agama) nomor: 20 tahun
2019 tentang pencatatan nikah pasal 4-5. Apabila persyaratan administrasi
ini tidak dilengkapi maka Kepala KUA Kecamatan akan menyampaikan
kekurangannya yang harus dilengkapi sebelum pelaksanaan pemeriksaan
atau pada waktu pelaksanaan pemeriksaan.

Disamping melengkapi persyaratan administrasi yang sudah
ditentukan dalam PMA di atas, tidak jarang Kepala KUA Kecaamatan
memberikan persyaratan administrasi tambahan guna kelengkapan untuk
memudahkan pelaksanaan pemeriksaan. Persyaratan tambahan tersebut,
pertama adalah foto copy buku kutipan akta nikah orang tuanya. Foto copi
buku kutipan akta nikah orang tua tersebut itu digunakan sebagai alat bantu
untuk memastikan apakah calon mempelai wanita itu bisa bernasab kepada

orang tua biologisnya atau tidak. Karena dari buku kutipan akta nikah orang
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tuanya dapat dilihat kapan orang tuanya menikah dan kapan ia lahir.
Sehingga bagi calon mempelai wanita yang dilahirkan kurang dari enam
bulan maka ayah bilogisnya tidak bisa menjadi wali.

Sedangkan bilamana ia dilahirkan dalam rentang waktu yang lebih
dari enam bulan maka ayah bilogisnya dapat menjadi wali dalam
pernikahannya. Ketentuan tersebut tidak semua kepala KUA Kecamatan
sepakat, karena ada juga Kepala KUA Kecamatan yang tidak mengikuti
teori ini dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Baginya cukup
mendasarkan pada akta kelahiran dan N1 (formulir surat pengantar
perkawinan) yang dikelurkan oleh kepala desa atau lurah.

Adapun persyaratan tambahan yang kedua, keterangan sehat dari
dokter pemerintah yang berisikan data kesehatan calon memepelai yang
didalamnya juga temaktub catatan tentang hamil atau tidak serta berapa
bulan usia kandungannya. Keterangan tersebut sangat membantu bagi
Kepala KUA Kecamatan untuk memastikan bahwa calon mempelai wanita
itu sudah hamil atau tidak tanpa harus menanyakan secara vulgar kepada
yang bersangkuatan karena sudah diketahui lewat keterangan yang
diberikan oleh puskesmas. Dengan demikian persyaratan tambahan ini
sangat membantu untuk mendeteksi kondisi riil calon mempelai wanita guna
menentukan hasil pemeriksaan.

Pandangan Kepala KUA Kecamatan tentang persyaratan tambahan

tersebut beragam, mengingat hal ini merupakam ijtihad masing-masing



178

Kepala KUA Kecamatan dalam kiat atau cara untuk mengetahui kondisi riel
calon mempelai wanitanya yang tidak ditentukan oleh PMA. Berikut di
bawah ini ragam pandangan Kepala KUA Kecamatan dalam pemberlakuan
persyaratan tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya dan
surat keterangan kehamilan ada empat pendapat:

Pertama, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa
tidak diperlukan syarat tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang
tuanya dan surat keterangan kehamilan dari dokter pemerintah. Menurutnya
cukup lewat wawancara pada saat dilaksanakan pemeriksaan.

Kedua, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa
syarat tambahan foto copy buku kutipan akta nikah orang tuanya dan surat
keterangan kehamilan dari dokter pemerintah diminta ketika diperlukan,
tidak mengharuskan untuk dilampirkan. Menurut mereka kedua persyaratan
tambahan itu dibutuhkan untuk menguatkan apa yang menjadi temuan
mereka pada saat pemeriksaan.

Ketiga, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa
syarat tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya dan surat
keterangan kehamilan dari dokter pemerintah  diwajibkankan untuk
dilampirkan guna mempermudah pemeriksaan serta menguatkan hasil
pemeriksaan.

Ke empat, pendapat Kepala KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa

syarat tambahan foto copi buku kutipan akta nikah orang tuanya diminta
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ketika dibutuhkan. Akan tetapi surat keterangan kehamilan dari dokter
pemerintah harus disertakan khusus bagi calon mempelahi wanita yang
berstaus janda. Menurutnya surat keterangan kehamilan dari dokter
pemerintah harus disertakan karena bagi janda dikhawatirkan ia sedang
dalam posisi hamil tetapi ketika diperiksa ia tidak menyampaikan, bahkan
menyembunyikannya. Untuk itu dengan surat keterangan kehamilan dari
dokter pemerintah pembohongan untuk menutupi kehamilannya tidak dapat
dilakukan.*®
Untuk pendaftaran pernikhan wanita hamil dengan pria yang
menghamili selurun Kepala KUA Kecamatan menerima pendaftarannya,
melaksanakan pernikahannya dan mencatatnya dalam akta nikah serta
mengeluarkan buku kutipan akta nikahnya yang diberikan kepada kedua
mempelai baik pria maupun wanita.
Adapun pendaftaran pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili Kepala KUA Kecamatan pada tiga kabupaten di atas dapa dilihat

pada tabel berikut di bawah ini:

13 Luthfi Ridlo (Kepala KUA Kecamatan Sumobito Kapupaten Jombang), Wawancara, Jombang.
28 maret 2020.
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DENGAN YANG MENGHAMILI
DAN DENGAN YANG BUKAN MENGHAMILI

NO

Kua kecamatan

Nikah dengan yang
menghamili

Nikah dengan yang bukan

menghamili

Menerima

Menolak

Menerima

Menolak

Menolak
dan
diajukan ke
PA

BANDAR

KEDUNGMULYO

PERAK

GUDO

DIWEK

2|2 |2 <

NGORO

MOJOWARNO

2|2
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Olo|Noo|BdW|IN| -
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[EEN
o
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2
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[EN
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N
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DENGAN YANG MENGHAMILI
DAN DENGAN YANG BUKAN MENGHAMILI

Nikah dengan yang Nikah dengan yang bukan
menghamili menghamili
NO KUA Menolak
KECAMATAN Menerima | Menolak | Menerima | Menolak ) Qan

Diajukan

Ke PA
1 | MAGETAN v - - - v
2 | NGARIBOYO v - - v -
3 | PANEKAN v - - v -
4 | PLAOSAN N, - N - -
5 | PONCOL v - - \ -
6 | PARANG v - - v -
7 | KAWEDANAN A - - v -
8 | BENDO v - - - \
9 | TAKERAN v - - \ -
10 | LEMBEYAN v - - \ -
11 | MAOSPATI v - v - -
12 | SUKOMORO v - - - v
13 | BARAT v - - - \
14 | KARTOHARJO v - - \ -
15 | KARANGREJO \ - - \ -
16 | KARAS N - - - \

NGUNOTORONA
17 v - - v -
DI

18 | SIDOREJO v - \ - -
JUMLAH 18 0 3 10 5
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI
TERHADAP PERNIKAHAN WANITA HAMIL DENGAN YANG MENGHAMILI
DAN DENGAN YANG BUKAN MENGHAMILI

NIKAH DENGAN

NIKAH DENGAN YANG BUKAN

YANG
- KUA MENGHAMILI MENGHAMILI
KECAMATAN Menolak Dan
Menerima | Menolak | Menerima | Menolak Diajukan
Ke PA
1 | GROGOL N - N - -
2 | TAROKAN N - N . -
3 | BANYAKAN N - N - -
4 | MOJO N - N | -
5 | SEMEN N - N - -
6 | GAMPENGREJO N - N ! -
7 | NGASEM N - N - -
8 | PAPAR N - N - -
9 | PURWOASRI N - - - N
10 | PLEMAHAN N - N - -
11 | KUNJANG N - N - -
12 | PAGU N - N | -
13 | KAYEN KIDUL N - N - -
14 | PARE N - N | -
15 | BADAS N - N -
16 | KANDANGAN N - N - -
17 | KEPUNG N - - - N
18 | PUNCU N - N - -
19 | PLOSOKLATEN N - N - -
20 | GURAH N - - - N
21 | NGADILUWIH N - N - -
22 | KRAS N - - - N
23 | KANDAT N - N - -
24 | RINGINREJO N - N - -
25 | WATES N - - N -
26 | NGANCAR N - - - N
JUMLAH 26 0 19 2 5
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Dari data tabel di atas yang merupakan hasil dari jawaban konsioner

Kepala KUA Kecamatan dapat disimpulkan pendapat Kepala KUA Kecamatan

tentang pendaftaran pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan

menghamili ada tiga pendapat:

a.

Kelompok Kepala KUA Kecamatan yang menolak pendaftaran pernikahan
wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili. Dalam hal ini Kabupaten
Jombang terdapat 5 KUA Kecamatan (23,80 %), Kabupaten Kediri 2 KUA
Kecamatan (7,69 %) dan Kabupaten Magetan 10 KUA Kecamatan
(55,55%).

kelompok Kepala KUA yang menerima pendaftaran, melaksanakan
pernikahan dan pencatatan serta mengeluarkan buku kutipan akta nikahnya.
Dalam hai ini Kabupaten Jombang terdapat 10 KUA Kecamatan (47,61%),
Kabupaten Kediri 19 KUA Kecamatan (73,07%) dan Kabupaten Magetan 3
KUA Kecamatan (16.66%).

kelompok yang menolak pendafdatarn permohonan pencatatan pernikahan
wanita hamil dan mengeluarkan N5 (formulir pemberitahuan kekurangan
syarat/penolakan perkawinan atau rujuk) serta mepersilahkan ke PA
(Pengadilan Agama) untuk mengajukan keberatan atas penolakan KUA
Kecamatan. Apabila keputusan PA (Pengadilan Agama) itu mengabulkan
maka Kepala KUA Kecamatan melaksanakan pernikahannya serta
mencatatnya. Tetapi kalau PA (Pengadilan Agama) itu menolaknya maka

Kepala KUA Kecamatan juga menolaknya. Dalam hal ini Kabupaten
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Jombang terdapat 6 KUA Kecamatan (28, 57%), Kabupaten Kediri 5 KUA
Kecamatan (19, 23%) dan Kabupaten Magetan 5 KUA Kecamatan
(27,77%).

Kelompok ketiga ini pada dasarnya merupakan representasi
kelompok pertama (menolak kehendak pendaftaran nikah wanita hamil
dengan pria yang bukan menghamili), akan tetapi kalau yang bersangkutan
atau walinya menghendaki agar pernikahannya untuk dilaksanakan maka
harus ada putusan dari Pengadilan Agama. Karena kelompok ini
berpandangan bahwa pasal 53 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) itu
bersifat khusus, hanya berlaku bagi pernikahan wanita hamil dengan yang
menghamili saja. Karena peristiwa nikah tersebut diposisikan pada peristiwa
nikah yang tidak diatur atau tidak ada regulasi yang mengaturnya. Maka
mereka meminta kepada Pengadilan Agama untuk memberikan putusan
sebagai dasar hukum atas pelaksanaan pernikahan tersebut.

Pemeriksaan nikah.

Sebebelum melakukan pengisian formulir berita acara pemeriksaan
perkawinan (model N8), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu terlebih
dahulu melaksanakan pemeriksaan dengan secara cermat dan teliti serta
komperhensip terhadap wali, calon mempelai wanita dan pria. Out put dari
pemeriksaan ini diharuskan memenuhi dua unsur yang saling melengkapi
serta tidak bisa dipisahkan. Artinya, kalau salah satu dari dua unsur itu ada

yang tidak terpenuhi menurut peraturan yang ada maka pendaftaran
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permohonan kehendak nikah dapat ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan.
Dua unsur tesebuta adalah: pertama, kelengkapan administrasi. Ke dua,
memenuhi kreteria shar7."

Adapun pelaksanaan pemeriksaan nikah yang dapat dihimpun
peneliti dari hasil wawancara dan FGD Kepala KUA Kecamatan pada tiga
kabupaten diatas dapat diringkas kedalam enam tahapan pemeriksaan yang
harus dilalui satu persatu. Yaitu:

1) pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran administrasi.

Pemeriksaan administrasi ini memfokuskan pada penelitian
kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana yang tertuang dalam
PMA (Peraturan Menteri Agama) nomor: 20 tahun 2019. Meskipun
secara shar’i sebuah permohonan kehendak nikah telah memenuhinya,
tetap oleh Kepala KUA Kecamatan akan ditolak bilamana persyaratan
admiministrasi belum terpenuhi. Hal ini sering terjadi, sebagaimana yang
disampaikan oleh Luthfi Ridlo,*> permohonan kehendak nikah seorang
janda cerai gugat yang secara shar’’ memang sudah lebih dari masa
iddah. Akan tetapi bukti akta cerai yang ia miliki tanggal akta cerainya
menunjukkan masa iddahnya belum selesai. Kasus seperti ini pasti akan
ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan karena secara administratif belum

terpenuhi.

“Nurdin Hidayat (Kepala KUA Kecamatan Barat Kabupaten Magetan), Wawancara, Magetan. 4
maret 2020.
> |_uthfi Ridlo (Kepla KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Wawancar, jombang. 28
maret 2020.
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2) pemeriksaan kebenaran shar’i.

Hal yang terpenting setelah pemeriksaan kelengkapan dan
kebenarann administrasi dari out put pemeriksaan ini adalah terjaminnya
kebenaran shar’i . Hasil pemeriksaan ini memastikan dengan tegas bahwa
tidak ada larangan secara shar’ apabila pernikahan antara seorang pria
dengan seorang wanita dilaksanakan sebagimana ketentuan KHI
(kompilasi hukum Islam) pasal 39 di bawah ini:*®
a) Karena pertalian nasab:

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang
menurunkannya atau keturunannya.

2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

b) Karena pertalian kerabat semenda:

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas
istrinya.

2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya,
kecuali putusnya hubunganperkawinan dengan bekas istrinya itu
qobla dukhul.

4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c) Karena pertalian sesusuan:

'® Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indoneisia,
Himpunan peraturan perundang — undangan perkawinan, hal. 246-248.
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1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis
lurus ke atas.
2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis
lurus ke bawah.
3) Dengan seorang wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan ke
bawah.
4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenenk bibi sesusuan
ke atas.

5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
d) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan

dengan pria lain.
e) Karena wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain.
f) Karena wanita yang tidak beragama islam
g) Karena wanita itu bekas istrinya yang ditalak tiga kali
h) Karena wanita itu bekas istrinya yang dili’an

3) Pemeriksaan Kebenaran nasab atau wali
Hal yang terpenting lagi dari hasil pemeriksaan nikah adalah

terjaminnya kebenaran nasab dan wali secara shar’7 . Karena bisa jadi
kebenaran yang ada pada unsur administrasi belum tentu balance dengan
apa yang dikehendaki shar’7 . Hal ini sering terjadi dijumpahi yang ada
pada pendaftaran permohonan kehendak nikah pada KUA Kecamatan,

akta kelahiran yang outentik yang telah dikeluarkan oleh Dinas
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Kependudukan dan Catatan Sipil tertulis nama bapak yang
sesungguhnya ia adalah bapak angkat. Karena yang bersangkutan dulu
ketika membuat akta kelahiran anaknya tidak melalui prosedur yang telah
diatur oleh negara, melainkan jalan pintas dengan mengatasnamanakan
bapak kandung lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Padahal
yang sebenarnya adaalah lewat penetapan Pengadilan Negeri kemudian
baru didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk
mendapatkan akta adopsi anak angkat, bukan akta kelahiran.'” Dengan
demikian tidak mungkin ayah angkat menjadi wali nikah lantaran
menyandarkan lewat data administrasi yang ada. Demikian ulasan fakta
yang ada dalam menangani pemeriksaan pernikahan pada KUA
Kecamatan Bandar Kedungmulyo.®®

Adapun pemeriksaan tentang kebenaran siapa yang berhak
menjadi wali dalam pernikahan wanita hamil, dalam hal ini Kepala KUA
Kecamatan berbeda pandangan dalam menentukan siapa yang berhak
menjadi walinya ketika ia menikah. Perbedaan dalam menentukan siapa
yang berhak menjadi wali nikah ini ada dua klasifikasi di bawabh ini:
pertama, yaitu wali nikah bagi calon mempelai wanita hamil yang ibunya

tidak hamil dulu dalam hal ini walinya adalah ayah kandungnya sendiri.

7 Rusli pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 165-166.
8zainul Arifin (Kepala KUA Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang),
Wawancara, Jombang. 28 februari 2020.
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kedua, wali nikah bagi calon mempelai wanita yang sudah hamil yang
ibunya sudah hamil dulu, dalam hal ini di kalangan Kepala KUA
Kecamatan terjadi perbedaan siapa yang menjadi wali nikah.

Di bawah ini dipaparkan hasil sampling pendapat Kepala KUA
Kecamatan pada tiga kabupaten lokus penelitian tentang siapa yang

berhak menjadi wali nikah bagi wanita yang ibunya telah hamil dulu:
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
TENTANG WALI NIKAH BAGI WANITA YANG IBUNYA TELAH HAMIL

AYAH | BIOLOGISNYA |DIPERSILAHKA

B(I'(I'),l\_l\(l)F?AIS KELAI\—]|IIPI§,:NNYA AYAH Pendapat
NO | KUAKECAMATAN MEMPERSOA | LEBIH 6 BULAN / HBA%I\(Z(?:E(/A Lain

LKAN USIA HAKIM JIKA LAHIR KURANG

KANDUNGAN) LAHIRNYA 6 BULAN

KURANG 6 BULAN
1 | MAGETAN - - N -
2 | NGARIBOYO - N - -
3 | PANEKAN - N - -
4 | PLAOSAN - N - -
5 | PONCOL N - - -
6 |PARANG N - - -
7 | KAWEDANAN - N - -
8 | BENDO - N - -
9 | TAKERAN - v - -
10 | LEMBEYAN - N - -
11 | MAOSPATI - N - -
12 | SUKOMORO - N - -
13 | BARAT - - - \*
14 | KARTOHARJO - N - -
15 | KARANGREJO - N - -
16 | KARAS - N - -
17 | NGUNOTORONADI - N - -
18 | SIDOREJO - - N -
JUMLAH 2 13 2 1

* hakim tanpa mempersalahkan usia kandungannya.
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG
TENTANG WALI NIKAH BAGI WANITA YANG IBUNYA TELAH HAMIL
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AYAH
AYAH BIOLOGISNYA |DIPERSILAHKAN
BIOLOGIS JIKA MEMILIH AYAH
o | KuAKECAATAN |, (TANPR | KELAHIRANYA | BloLoGlS] - fpendpa
KAN USIA HAKIM JIKA LAHIR KURANG
KANDUNGAN) LAHIRNYA 6 BULAN
KURANG 6 BULAN
| | BANDAR ] J ] ]
KEDUNGMULYO

2 | PERAK V - - -
3 | GUDO V - - -
4 | DIWEK - \ - -
5 | NGORO - \ - -
6 | MOJOWARNO - - V -
7 | BARENG - \ - -
8 | WONOSALAM - - \ -
9 | MOJOAGUNG - - -
10 | SUMOBITO - - \ -
11 | JOGOROTO V - - -
12 | PETERONGAN - \ - -
13 | JOMBANG - \ - -
14 | MEGALUH - \ - -
15 | TEMBELANG - - V -
16 | KESAMBEN - - V -
17 | KUDU V - - -
18 | PLOSO - \ - -
19 | KABUH - - V -
20 | PLANDAAN - \ - -
21 | NGUSIKAN \ - - -
JUMLAH 5 10 6 0
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI

TENTANG WALI NIKAH BAGI WANITA YANG IBUNYA TELAH HAMIL
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NO

KUA KECAMATAN

AYAH
BIOLOGIS
(TANPA
MEMPERSOAL
KAN USIA
KANDUNGAN)

AYAH
BIOLOGISNYA
JIKA
KELAHIRANNYA
LEBIH 6 BULAN/
HAKIM JIKA
LAHIRNYA
KURANG 6
BULAN

DIPERSILAHKA
N MEMILIH
AYAH
BIOLOGIS/
HAKIM JIKA
LAHIR KURANG
6 BULAN

Pendapat
Lain

GROGOL

TAROKAN

\/

BANYAKAN

MOJO

SEMEN

GAMPENGREJO

NGASEM

O N[OOI IWIN| -

PAPAR

PURWOASRI

PLEMAHAN

KUNJANG

PAGU

KAYEN KIDUL

PARE

BADAS

KANDANGAN

KEPUNG

PUNCU

PLOSOKLATEN

LI = P Pl Pl Pl Pl Bl Bl Bl Bl B P P P p e

GURAH

NGADILUWIH

KRAS

KANDAT

RINGINREJO

WATES

NGANCAR

JUMLAH

N|2]=2]2]2]=]
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Dari paparan sampling di atas pendapat tentang siapa yang
berhak menjadi wali bagi calon wanita yang ibunya telah hamil dulu di
atas, terdapat lima Kklasifikasi pendapat di kalangan Kepala KUA
Kecamatan pada Kabupaten Jombang,® Kabupaten Kediri® da
kabupaten Magetan® sebagai berikut:

a. Yang berhak menjadi wali adalah ayah bilogisnya tanpa
mempersoalkan batas usia janin di dalam kandungan. Pendapat ini
didasarkan pada KHI (kompilasi hukum islam) pasal 53 ayat (1).
Menurut mereka pasal tersebut mendasarkan pada pendapat
madhhab Hanafiyyah yang tidak mensyaratkan adanya batasan usia
kandungan untuk sambungnya nasab kepada ayah bilogisnya yang
menikahi ibunya. Dalam hal ini Kabupaten Jombang terdapat 5
Kepala KUA Kecamatan (23,80%), Kabupaten Kediri terdapat 1
Kepala KUA Kecamatan (3,84%) dan Kabupaten Magetan 2 Kepala
KUA Kecamatan (11,11%).

b. Yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah bilogisnya apabila
kelahirannya lebih dari enam bulan. Apabila kelahirannya itu kurang
dari enam bulan, maka walinya adalah wali hakim. Pendapat ini
didasarkan pada pendapat Shafi’iyyah. Dalam hal ini Kabupaten

Jombang terdapat 10 Kepala KUA Kecamatan (47,61%), Kabupaten

9 Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Jombang, FGD (focus group disuision), 28 Februari
2020.

% Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Kediri, FGD (focus group discussion), 5 Maret 2020.

2! Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Magetan, FGD (focus group discussion), 4 maret 2020.
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Kediri terdapat 21 Kepala KUA Kecamatan (80,76%) dan
Kabupaten Magetan 13 Kepala KUA Kecamatan (72,22%).

Yang berhak menjadi wali nikah bagi calon wanita yang dilahirkan
kurang dari enam bulan diperkenankan memilih antara ayah
biologisnya atau hakim yang akan menjadi wali. Dalam hal ini
Kepala KUA Kecamatan memberikan alternatf pilihan kepada calon
mempelai wanita atau keluarganya. Karena dalam masalah
perwalihan pada kasus seperti ini terkadang ada bahkan banyak ayah
biologisnya atau pihak keluarganya meminta kepada Kepala KUA
Kecamatan untuk menjadi wali sendiri dalam pelaksanaan
pernikahannya. Dengan argumen bahwa dalam hal ini ada pendapat
yang memperbolehkan, yaitu KHI pasal 53 ayat (1) dan pendapat
Hanafiyyah.

Dari sini Kepala KUA Kecamatan tidak bisa memaksakan dengan
melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim, justru
memberikan pilihan mana yang diinginkan oleh calon mempelai
wanita, ayah biologisnya atau keluarganya sebagai bentuk pelayanan
prima KUA Kecamatan kepada masyarakat.”? Disinilah terjadi
dualisme aturan yang dipraktekkan oleh sebagian Kepala KUA

Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

22 LLuthfi Ridlo ( Kepala KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang.

28 maret 2020.
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Kepala KUA Kecamatan yang mengikuti pendapat seperti ini adalah
6 Kepala KUA di Kabupaten Jombang, 2 Kepala KUA di Kabupaten
Magetan, dan 3 Kepala KUA di Kabupaten Kediri.

Yang berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang
dilahirkan lebih dari enam bulan adalah ayah biologisnya, apabila
dilahirkan kurang dari enam bulan maka yang menjadi wali adalah
hakim. Dan apabila ayah biologisnya meminta untuk menjadi wali
maka dipersilahkan untuk minta putusan Pengadilan Agama sebelum
bertindak menjadi wali nikah anak bilogisnya. Dari tiga kabupaten
yang menjadi lokus penelitihan hanya ada 1 Kepala KUA
Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yang berpendapat pada poin
(d) ini.

Yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim, tanpa
mempermasalahkan limit usia kelahirannya (apakah masa
kelahirannya itu kurang atau lebih dari enam bulan). Menurutnya,
anak hasil zina atau anak yang dibuahkan sebelum pernikahan
ibunya dengan ayah biologisnya hanya mempunyahi hubungan nasab
dengan ibunya dan keluarga ibunya meskipun ia dilahirkan dalam

kurun waktu enam bulan atau lebih sejak ibunya melangsungkan
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nikah dengan ayah bilogisnya.”® Pendapat tersebut hanya dimiliki
oleh Kepala KUA Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.
4) Memastikan hamil atau tidak serta siapa yang menghamilinya.

Pada poin (4) ini adalah penggalian data yang dilakukan oleh
Kepala KUA Kecamatan terhadap kondisi riel keadaan calon mempelai
wanita apakah dalam kondisi hamil atau tidak, serta apabila dalam
kondisi hamil maka ditegaskan dengan siapa ia hamil. Apakah dengan
calon mempelai prianya atau pria lain (bukan yang menghamili) yang
bersedia menjadi suaminya. Dalam praktek pemeriksaan ini di kalangan
Kepala KUA Kecamatan pada tiga kabupaten yang menjadi lokus
penelitian beragam pertanyaan yang disampaikan kepada kedua calon
pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan pencatatan nika pada
KUA kecamatan tersebut. Di antara pertanyaan di atas, adalah:

a) Menanyakan apabila dirasa perlu karena ada gejala yang ditujukan,
seperti sikap, cara berpakaian yang mengindikasikan dalam posisi
hamil, tidak mau hadir di KUA Kecamatan unutk melaksanakan
pemeriksaan, beralasan sakit atau korina lain yang menurut asumsi
Kepala KUA Kecamatan ada kecurigaan dalam kondisi hamil
sebelum nikah. Dan apabila sudah di ketahui tentang posisinya yang

sudah hamil maka baru ditanya, hamilny aitu dengan siapa.

2 Nurdin Hidayat (Kepala KUA Kecamatan Barat Kabupaten Magetan), Wawancara, Magetan. 4
maret 2020.
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b) Selalu menanyakan tanpa melihat gejala atau korina yang
menunjukan possisi sedang hamil. Hal ini dilakukan guna
memastikan apakah calon mempelai wanita dalam kondisi hamil
atau tidak serta siapa yang mengahamilinya.

c) Selalu menanyakan kondisi calon mempelai wanita sebagaimana
poin nomor 2 serta minta surat pernyataan bahwa sedang dalam
kondisi hamil dan siapa yang menghamili. Surat pernyataan ini
memuat 4 hal:

(@) ldentitas lengkap calon suami dancalon istri

(b) Klausul yang menegaskan bahwa calon istri dalam kondisi
sedang hamil

(c) Klausul yang menegaskan siapa yang mengahamili

(d) Ditanda tagani oleh calon suami, calon istri, calon wali dan dua
orang saksi.*

d) Selalu menanyakan tentang kondisi hamil atau tidak serta dengan
siapa ia hamil, apakah dengan pria yang menjadi calon suaminya
atau pria lain yang bukan calon suaminya. Serta diminta surat
keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan hamil atau
tidak. Poin (4) ini hanya diberlakukan bagi calon mempelai wanita

yang berstatus janda, baik janda ditinggal mati maupun janda cerai.”®

24 Zulfa Irsyad (Kepala KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri. 5 maret
2020.

? Lutffi Ridlo (Kepala Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang, 28
maret 2020.
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Apabila dalam hasil pemeriksaan itu dipastikan bahwa calon
pempelai wanita telah hamil dulu dengan pria yang bukan menghamili
dalam hal ini kalangan Kepala KUA Kecamatan berbeda pandangan
dalam memberikan keputusan:

Pertama: Kelompok Kepala KUA Kecamatan menolak pendaftarannya.

Kedua: Kelompok Kepala KUA Kecamatan menerima pendaftarannya,
menikahkan, mencatat serta meberikan buku kutipan akta
nikahnya.

Ketiga: Kelompok Kepala KUA Kecamatan menolak pendaftarannya dan
mempersilahkan minta putusan Pengadilan Agama, apabila
Pengadilan Agama mengabulkan maka akan dinikahkan dan
apabila Penegadilan Agama menolaknya maka Kepala KUA
Kecamatan akan tetap menolaknya.

5) Memastikan calon mempelai wanita apakah ia dilahirkan ibunya dalam
limit kurang atau lebih dari enam bulan.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dalam
rangka memastikan bahwa calon mempalai wanita benar-benar
dilahirkan dari hasil pernikahan sah ayah ibunya atau ia dilahirkan dari
hasil perzinaan ayah ibunya yang kemudian menikah sah. Dalam hal ini
ada Kepala KUA Kecamatan yang mengaruskan melampirkan foto copy
kutipan akta nikah orang tuanya dan foto copy akta kelahiran calon

mempelai wanita sebagai langka awal deteksi pemeriksaan. Karena
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dalam data kutipan akta nikah orang tuanya serta data akta kelahirannya
akan Nampak jelas apakah orang tuanya nikah dulu atau hamil dulu serta
berapa bulan limit usia kandungan atau kelahirannya.

Apa bila dalam hasil akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh
Kepala KUA Kecamatan dipastikan calon mempelai wanitanya limit usia
kandungannya kurang dari enam bulan, maka menurut Kepala KUA
Kecamatan ada yang berpendapat walinya adalah ayah biologisnya
meskipiun limit kelahirannya kuran enam bulan. Adapun bagi Kepala
KUA Kecamatan yang berpendapat mendasarkan kepada pendapat
Syafi’iyyah maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah hakim.
Kepala KUA Kecamatan yang berpendapat yang kedua ini minta surat
permohonan kepada calon pengantin wanitanya atua walinya untuk
menjadi wali hakim. Surat tersebut memuat 5 item, yaitu:

(a) Perihal surat (permohonan wali hakim)
(b) Kepada surat (ditujukan Kepala KUA Kecamatan)
(c) Data identitas calon mempelai wanita
(d) Alasan/sebab wali hakim
(e) Tandatangan pemohon di atas materai
(f) Dikuatkan oleh Kepala desa/dua orang saksi
Untuk alasan atau sebab wali hakim dalam surat permohonan di

atas Kepala KUA Kecamatan tidak seragam dalam kalimat yang dipakai.
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Ada yang menulis “lahir di luar nikah (bila abin)”,?® “tidak mempunyai
wali nikah yang berhak™®’ dan “pernikahan kurang enam bulan”.?
6) mendokumentasikan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kepala KUA
Kecamatan baik dari sisi administratif maupun shar7 dituangkan dalam
lembar berita acara pemeriksaan pernikahan (model N8) yang
ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali akad dan petugas
pemeriksa.

Dalam mendokumentasikan hasil pemeriksaan di kalangan Kepala
KUA Kecamatan beragam, tidak tunggal meskipun dalam peristiwa dan
permasalahan yang sama. Keragaman tersebut adalah akibat dari tidak
adanya regulasi yang mengaturnya secara definitif, maka Kepala KUA
Kecamatan mengambil keputusan berdasarkan ijtihadnya masing-masing.
Keragaman tersebut tentu pula menjadikan produk administrasi satu
KUA Kecamatan berbeda deangan KUA Kecamatan yang lain meskipun
dalam satu wilayah kabupaten.?® Keragaman tersebut dapat dilihat lewat
mapping pendapat Kepala KUA Kecamatan tentang model pencatatan

nikah bagi wanita yang ibunya telah hamil terlebih dahulu sebelum

melaksanakan nikah pada tabel di bawah ini:

% Nur Sudjak (Kepala KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan), Wawancara, Magetan. 4
maret 2020.

*"ibid

28 M. Jauharuddin Fauzi (Kepala KUA Kecamaatan Pagu Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri.
5 maret 2020.

2 Abd. Muiz (Kepala KUA Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang. 28
februari 2020.
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG

TENTANG MODEL PENCATATAN NIKAH BAGI WANITA YANG IBUNYA
TELAH HAMIL DULU
DENGAN PRAKTEK AKAD NIKAH DENGAN WALI HAKIM

NO

KUA KECAMATAN

PADA N, NB
DAN NA
BINTI DAN
WALI DI
TULIS AYAH
BIOLOGIS

PADA N, NB DAN
NA BINTI DAN
WALI DITULIS

AYAH BIOLOGIS

DAN DIBERI
CATATAN ANAK
LAHIR SEBELUM

6 BULAN

PADA N, NB DAN
NA BINTI DITULIS
AYAH BIOLOGIS
SEDANG PADA
DATA WALI
DITULIS HAKIM

PENDAPAT
LAIN

BANDAR
KEDUNGMULYO

PERAK

GUDO

DIWEK

NGORO

MOJOWARNO

BARENG

OINOO OB (WIN] -

WONOSALAM

©

MOJOAGUNG

=
o

SUMOBITO

-
-

JOGOROTO

=
N

PETERONGAN

=
w

JOMBANG

H
o~

MEGALUH

=
(@]

TEMBELANG

=
(o]

KESAMBEN

-
\‘

KUDU

[EY
(0e]

PLOSO

[EY
O

KABUH

N
o

PLANDAAN

N
[y

NGUSIKAN

JUMLAH

ey R B e R B B B B R R R R

= (2]

\* N8, N dan BN Bintinnya dikosongkan
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN

TENTANG MODEL PENCATATAN NIKAH BAGI WANITA YANG IBUNYA
TELAH HAMIL DULU
DENGAN PRAKTEK AKAD NIKAH DENGAN WALI HAKIM

NO

KUA KECAMATAN

PADA N, NB
DAN NA
BINTI DAN
WALI DI
TULIS AYAH
BIOLOGIS

PADA N, NB DAN
NA BINTI DAN
WALI DITULIS

AYAH BIOLOGIS

DAN DIBERI
CATATAN ANAK
LAHIR SEBELUM

6 BULAN

PADA N, NB DAN
NA BINTI DITULIS
AYAH BIOLOGIS
SEDANG PADA
DATA WALI
DITULIS HAKIM

PENDAPAT
LAIN

MAGETAN

NGARIBOYO

PANEKAN

PLAOSAN

PONCOL

PARANG

KAWEDANAN

O NOOOTB|IWIN| -

BENDO

©

TAKERAN

10

LEMBEYAN

11

MAOSPATI

12

SUKOMORO

13

BARAT

14

KARTOHARJO

15

KARANGREJO

16

KARAS

17

NGUNOTORONADI

18

SIDOREJO

L = = = - = P = -l =l =l Pl =l P~ P~ Pl Pl I

JUMLAH

1

[EEN
(o]

\*: Pada N8, N dan BN tidak ditulis identitas ayah biologisnya.
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI

TENTANG MODEL PENCATATAN NIKAH BAGI WANITA YANG IBUNYA
TELAH HAMIL DULU
DENGAN PRAKTEK AKAD NIKAH DENGAN WALI HAKIM

PADA N, NB DAN

PADA N, NB NA BINTI DAN PADA N, NB DAN
DAN NA WALI DITULIS NA BINTI DITULIS
o | KuaKecawaTa | ETIEAN | AYALBIOLOGIS | ATAHBIOLOCIS | PEDAPAT
TULIS AYAH CATATAN ANAK DATA WALI
BIOLOGIS LAHIR SEBELUM DITULIS HAKIM
6 BULAN

1 |GROGOL - - N -
2 | TAROKAN - - N -
3 |BANYAKAN - - N -
4 |MOJO - - N -
5 |SEMEN - - N -
6 |GAMPENGREJO - - N -
7 |NGASEM - - N -
8 |PAPAR - - - -
9 |PURWOASRI - N \* -
10 |PLEMAHAN - - N -
11 |KUNJANG - - N -
12 |PAGU - - N -
13 |KAYEN KIDUL - - N -
14 |PARE - - N -
15 |BADAS - - N -
16 | KANDANGAN - - N -
17 |KEPUNG - - N -
18 |PUNCU - - N -
19 |PLOSOKLATEN - - N -
20 |GURAH - - N -
21 |NGADILUWIH - - N -
22 |KRAS - - N -
23 |KANDAT - - N -
24 |RINGINREJO - - N -
25 |WATES - - N -
26 |NGANCAR - - N -

JUMLAH 0 1 25 0

\*: dengan memberi catatan.
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Dari tabel di atas tentang pendapat dan praktek Kepala KUA
Kecamatan dalam mencatat pernikahan wanita yang ibunya telah hamil
dulu dengan praktek akad nikah wali hakim dapat disimpulkan menjadi
empat model pencatatan:

1. Pada N8, N dan BN binti dan wali ditulis ayah biologis (sama dengan
N1).

2. Pada N8, N dan BN binti dan wali ditulis ayah biologis (sama dengan
N1) dan diberi catatan “anak lahir sebelum 6 bulan”.

3. Pada N8, N dan BN binti ditulis ayah biologis (sama dengan N1)
sedangkan pada data wali ditulis hakim.

4. Pada N8, N dan BN binti tidak diisi data (dikosongkan) sedangkan

pada data wali ditulis hakim.

7) Pencatatan nikah

Pelaksanaan pencatatan nikah baru dapat dilakukan pabila telah
memnuhi dua unsur, unsur shar’ dan unsur administrasi. Dapat
dinyatakan memenuhi unsur shar’7 apabila setelah prosesi ijab gobul
yang dinyatakan sah oleh dua orang saksi dan secara langsung
dihadapan Kepala KUA Kecamatan. Dan memenuhi unsur adminisrasi
apabila para pihak yang terlibat telah membumbuhkan tandatangannya
pada formulir akta Nikah (model N). Para pihak tersebut adalah:
1) Suami

2) lstri
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3) Wali
4) Saksi |
5) Saksi Il
6) Petugas yang mengahdiri
7) Kepala KUA Kecamatan
pencatatan nikah ini pada dasarnya adalah mentransver data yang
ada pada berita acara pemeriksaan (model N8) secara total ke dalam
formulir akta Nikah (model N). Namun dalam praktek tidak jarang apa
yang sudah tertulis dalam berita acara pemeriksaan nikah ada perubahan
di lapangan pada saat pelaksanaan. Seperti jam,  tanggal, hari, jumlah
dan jenis maskawin bahkan pergantian wali yang telah ditentukan pada
waktu pemeriksaan.*
Argumen Kepala KUA Kecamatan Atas Pencatatan Pernikahan Wanita
Hamil
Di bawah ini dipaparkan mapping hasil wawancara dengan kepala KUA
kecamatan tentang argumen yang dijadikan dasar oleh Kepala KUA Kecamatan
dalam melaksanakan PPWH. Dalam hal ini didapatkan dua klasifikasi:
a. Argumen dari pemohon.
Setiap calon pengantin yang akan melaksanakan nikah di KUA
Kecamatan harus terlebih dulu mengajukan permohonan kehendak nikah

secara tertiulis sebagaimana yang telah diatur dalam PMA nomor: 20 tahun

% Nurdin Hidayat (Kepala KUA Kecamatan Barat Kabupaten Magetan), Wawaancara, Magetan.
4 maret 2020.
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2019 pasal 4 ayat (1) yang formulirnya sudah disediakan oleh KUA
Kecamatan dalam model N2 sebagiamana yang telah diatur dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: 473 tahun 2020

tentang Petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Disamping permohonan formal di atas, ada tiga argumen yang
disampaikan oleh pemohon, apakah ia calon pengantinnya sendiri, wali, atau
pihak keluarganya atas keinginannnya untuk segerah dilaksanakan

pernikahannya oleh KUA Kecamatan. Yaitu:

1) Personal interest.

Bagi calon pengantin yang sudah hamil dulu sebelum nikah tidak
jarang datang sendiri ke KUA Kecamatan dengan calonnya untuk
konsultasi apa saja syarat — syarat untuk nikah. Dan besuknya datang ke
KUA Kecamatan lagi sudah membawa persyaratan lengkap dengan tanpa
malu dan tegas ia sampaikan bahwa ia telah hamil dulu sebelum nikah dan
mita untuk segerah dinikahkan.**

Bahkan ada permohonan calon pengantin yang datang sendiri yang
lebih ekstrim, pada hari itu daftar hari itu juga minta dinikahkan dan ketika
pulang sudah membawa buku kutipan akta nikah. Karena meraka telah
membawa persyaratan administrasi lengkap yang secara peraturan KUA

Kecamatan tidak bisa menolak melaksanakan pada hari itu juga. Akan

3t Zainul Arifin (Kepala KUA Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang),
Wawancara, Jombang. 28 maret 2020.
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tetapi pelaksanaannya tetap ditolak oleh Kepala KUA nya karena wali
nikahnya tidak dihadirkan. Nampaknya calon pengantin ini belum
memahami kalau pelaksanaan nikah itu harus ada wali, ia hanya
melengkapi persyaratan administarsi saja.*?

Adakalanya calon pengantin yang hamil dulu sebelum nikah atau
walinya minta bantuan modin untuk mendaftarkan permohonan kehendak
nikahnya. Biasanya Modin datang ke KUA Kecamatan dengan membawa
lengkap persyaratan administrasi dan menyampaikan bahwa berkas ini
calon pengantin wanitanya sudah hamil dan besuk lusa minta diperiksa
(rafak) sekaligus akad nikah di balai nikah. Modin dengan tegas
menyampaikan bahwa hal itu adalah permintaan walinya karena calon
pengantin wanitanya sudah hamil dan minta segerah dinikahkan®.

Berbeda dengan tiga kasus di atas, pendaftaran permohonan
kehendak nikah wanita hamil ini tergolong vulgar tanpa ada rasa malu dan
disembunyikan. Hal ini terbukti walinya datang sendiri ke KUA
Kecamatan dan menyampaikan bahwa anak wanitanya calon pengantin
sudah dalam kondisi hamil lima bulan. Ia mengatakan “sudah terjadi
diapakan lagi”, yang penting pacarnya yang menghamili  mau
bertanggungjawab dan ini akan segerah dinikahkan. Bahkan ia meminta

untuk dinikahkan di rumahnya dengan menggelar walimah dan resepsi

%2 Luthfi Ridlo (Kepala KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang.
28 februari 2020.
% Ibid.
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sebagaimana biasa yang seolah olah tidak terjadi peristiwa pernikahan

hamil.>*
Dari ke empat fakta kasus di atas, tidak ada permohonan kehendak
nikah baik yang oleh catin, wali maupun lewat prantara modin yang
menyatakan alasannya, mereka hanya minta disegerahkan saja
pelaksanaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu
dasar yang menjadikan pencatatan nikah hamil itu dilaksanakan adalah
karena kebutuhan dan desakan yang bersangkutan.

2) Menutupi aib keluarga.

Pendaftaran kehendak nikah pada poin b ini lebih didasarkan pada
argumen ingin menutub aib keluarga agar jangan sampai nanti kelahiran
bayi yang dikandung oleh wanita tanpa ada pernikahan dan tentunya ada
suami yang sah. Dalam hal ini sering dijumpai orang tua calon wali datang
ke KUA Kecamatan untuk mengkonsultasikan bagaimana cara
menyelesaikan problem anak gadisnya yang sudah terlanjur hamil di luar
nikah dengan pacarnya. Pada umumnya mereka orang tua atau wali merasa
malu di hadapan masyarakat karena anak gadisnya telah hamil sebelum
nikah. Bahkan ada yang menangis di hadapan Kepala KUA Kecamatang
ketika menceritakan kondisi anak gadisnya yang sudah hamil dan ia inggin

segera menutupnya dengan melaksanakan pernikahannya.*

% Nur Sujak (Kepala KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan), Wawancara, Magetan. 4
maret 2020.

% Kamaluddin (Kepala KUA Kecamata Gudo Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang. 28
februari 2020.
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Pendaftaran permohonan kehendak nikah pada KUA Kecamatan

bagi wanita yang sudah hamil dengan dasar argumen karena ingin

menutup aib kelurga banyak ditemui dengan cara dan bentuk yang

beragam, diantaranya:

a)

b)

Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di balai nikah KUA Kecamatan
tanpa diiringi dari unsur keluarga masing-masing kecuali hanya ayah
dan ibu dari kedua calon mempelai dan dua orang saksi. Setelah itu
langsung diboyong ke rumah keluarga yang lain di luar kota dan
tentunya tanpa walimah dan resepsi.

Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di balai nikah KUA Kecamatan
dengan diiringi dari unsur keluarga masing-masing. Akan tetapi orang
tuanya masih menggelar syukuran sederhana sebagai tetenger
(penanda) kalau telah melaksanakan ijab akad nikah yang merupakan
tradisi yang tidak bisa ditinggalkan meskipun harus menanggung malu
karena perut pengantin putri sudah besar oleh kasat mata tetangga.
Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai wanita
dengan menggelar walimah sederhana. Akan tetapi tetap menggelar
resepsi meskipun perut mempelai wanita sudah nampak hamil. Bagi

orang tua tersebut, melaksanakan prosesi akad nikah, walimah dan
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resepsi adalah beban berat bagi keluarga. Oleh karena itu harus
segerah diakhiri dengan menikahkannya.*
3) Legalitas dan perlindungan hukum.
Argumen permohonan kehendak nikah oleh masyarakat yang poin
c ini berbeda dengan poin a dan b. Poin c ini nampaknya lebih
mengedepankan pada argumen pada ranah legalitas dan perlindungan
hukum . Hal ini nampak pada ungkapan pemohon bahwa ia segera
melaksanakan pernikahan anak gadisnya yang sudah hamil sebelum nikah
adalah dalam rangka untuk mendapatkan pengesahan baik dari sisi
syari’ah maupun negara. Bahkan ada orang tua yang akan menjadi wali
daalam pernikahannya nanti dengan tegas mengatakan bagaimana nanti
kalau janin yang dikandung anaknya itu keburu lahir sementara anaknya
belum mempunyahi akta nikah. Tentu akan mempersulit keluarga karena
tidak punya akta nikah dan berujung tidak bisa mendapatka akta kelahiran
bagi cucunya, karena untuk mendapatkan akta lahir itu harus terlebih
dahulu ayah ibunya mempunyahi akta nikah.
Dengan demikian pada poin c ini, masyarakat ingin segerah
mencatatkan pernikahan anak gadisnya yang sudah hamil lebih dulu
sebelum nikah didasarkana pada argumen: pertama untuk mendapatkan

legalitas baik secara syari’ah maupun negara. Kedua perlindungan hukum

% Muhamad Mujab (Kepala KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri.
5 maret 2020.



211

bagi anak gadis dan janin yang dikandungnya agar bisa mendapatkan akta

nikah dan akta kelahiran bagi janin yang dikandungnya.®’

b. Argumen dari Kepala KUA Kecamatan

Argumen yang dijadikan dasar oleh Kepala KUA kecamatan dalam

melaksankan pencatatan pernikahan wanita hamil yang diajukan oleh

masyarakat dengan pria yang menghamili ada tiga:

1)

2)

Pendapat madzhab dalam figh.

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pernikahan wanita hamil seluruh Kepala
KUA Kecamatan merujuk kepada pendapat madhab Shafi’iyyah dan
Hanafiyyah yang memperbolehkan wanita hamil sebelum nikah
dilaksakan pernikahannya. Kesepakatan ini berlaku bagi pernikahan
wanita hamil dengan pria yang menghamili.

Regulasi pencatatan nikah.

Dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil seluruh Kepala KUA
Kecamatan mendasarkan kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53
ayat (1). Yang secara eksplisit memperbolehkan wanita hamil sebelum
nikah dilaksakan pernikahannya. Kesepahaman ini berlaku bagi

pernikahan wanita hamil dengan yang menghamili.

%7 Zulfa Irsyad (Kepala KUA Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri. 5 maret

2020.
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3) Prespektif Maqasid a/-Shari’ah

Argumen Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan
pernikahan wanita hamil di samping dua di atas yang menekankan pada
aspek yuridis, yang ke tiga ini lebih pada aspek paradigmatis. Yaitu
landasan nilai filosofis praktis dalam melaksanakan nilai-nilai syari‘ah.
Bagi Kepala KUA Kecamatan, implementasi pelaksanaan pencatatan
pernikahan wanita hamil di dalamnya mengandung nilai maslahah bagi
yang bersangkutan dan hal itu merupakan aktualisasi dari hukum Islam.
Sehingga hukum Islam benar-benar menjadi law in action, bukan
sebaliknya law in book.

Adapun argumen yang dijadikan dasar oleh Kepala KUA Kecamatan
dalam melaksankan pencatatan pernikahan wanita hamil yang diajukan oleh
masyarakat dengan pria yang bukan menghamili diklasifikasikan menjadi dua
pendapat:

Pertama, kelompok Kepala KUA Kecamatan yang menerima pencatatan
pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili, mereka
mendasarkan pada argumen:
1) Pendapat mazhab dalam Fiqih.
Dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili kelompok tersebut memperbolehkan berdasarkan pendapat

madhhab Shafi ‘iyyah. Karena dalam madhhab Shafi ‘iyyah seorang wanita
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yang sedang hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamili
maupun dengan pria yang bukan menghamili.

Regulasi pencatatan nikah.

Dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili, kelompok Kepala KUA Kecamatan tersebut mendasarkan
kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 ayat (1). Menurut
pandangannya KHI tersebut wilayah oprasionalnya berlaku general, baik
dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan
menghamili

Prespektif Maqasid al-Shari’ah

Argumen Kepala KUA Kecamatan dalam kelompok ini bahwa
melaksanakan pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria yang
bukan menghamili landasan filosofisnya adalah sama dengan menikahkan
wanita hamil dengan pria yang menghamili. Yaitu mengedepankan aspek
humanity yang merupakan implementasi nilai-nilai shar’7, yakni

mengedepankan nilai maslahah bagi yang bersangkutan.

Kedua, kelompok Kepala KUA Kecamatan yang menolak pencatatan

pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili, mereka

mendasarkan pada argumen:

1)

Pendapat mazhab dalam Figih.
Dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan

menghamili kelompok tersebut tidak memperbolehkan atau menolak
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berdasarkan pendapat mazhab Hanabilah dan Malikiyyah. Karna dalam
mazhab tersebut seorang wanita yang sedang hamil tidak dapat dinikahkan
baik dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan
menghamili.

Regulasi pencatatan nikah.

Dalam pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamili, kelompok Kepala KUA Kecamatan tersebut mendasarkan
kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 ayat (1). Bahwa pasal
tersebut wilayah oprasionalnya berlaku khusus, hanya dengan pria yang
menghamili saja.

Prespektif Sadd al-dhari‘ah

Argumen Kepala KUA Kecamatan dalam kelompok ini berpandangan
bahwa melaksanakan pencatatan pernikahan wanita hamil dengan pria
yang bukan menghamili tidak bisa dilaksanakan meskipun secara figih ada
mazhab yang membolehkannya. Hal ini adalah dalam rangka kehati-
hatihan atas akibat hukum yang ditimbulkannya setelah adannya
pencatatan nikah bagi wanita hamil dengan pria yang bukan
menghamilinnya dengan diterbitkannya kutipan akta nikah, mengingat
bukti autentik kutipan akta nikah tersebut tidak bisa menjamin kepastian
implikasi hukum yang ditimbulkannya terkait masalah nasab, wali dan
waris. Dengan demikian bagi mereka yang menolak pendaftaran PPWH

dengan pria yang bukan menghamili adalah jalan yang tepat untuk
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menutup pintu kerusakan hukum yang ditimbulkannya dengan pendekatan
preventif sadd al-dhari‘ah
Implikasi Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil

Pelaksanaan pencatatan pernikahan wanita hamil yang telah dilakukan
oleh Kepala KUA Kecamatan atas permohonan kehendak nikah oleh masyarakat
yang dalam praktek dilapangan antara satu Kepala KUA Kecamatan dengan
Kepala KUA Kecamatan yang lain berbeda. Keberagaman ini dipicu oleh
beberapa faktor yang mengitarinya, baik internal maupun eksternal. Sehingga
kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA dalam pencatatan pernikahan wanita
hamil juga berakibat pada keragaman implikasi yang diakibatkannya, meskipun
dalam persoalan atau kasus yang diajukan oleh pemohon kehendak nikah itu
sama.

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadiya keragaman praktek
pencatatan pernikahan wanita hamil oleh Kepala KUA Kecamatan yang
berakibat pada implikasinya terdapat dua factor:

1. Faktor internal:
Tidak adanya regulasi yang spisifik mengantur pelaksanaan pencatatan
pernikahan wanita hamil secara komprehensif dan terinci yang menjadi
pedoman bagi Kepala KUA Kecamatan, yaitu:
a. Peraturan pencatatan pernikahan wanita hamil
Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan wanita hamil

yang dijadikan dasar regulatif satu-satunya adalah KHI (Kompilasi Hukum
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Islam) pasal 53 ayat (1), selain itu tidak ada. Sedangkan pasal 53 ayat (1)
tersebut masih diperselisinkan pada tataran wilayah operasionalnya. Ada
kelompok Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan bahwa pasal
tersebut bersifat umum. Sehingga, pendapat pertama, pemohonan
kehendak nikah bagi wanita hamil dapat diterima baik yang menjadi calon
mempelai pria itu adalah yang mengamilinya atau pria lain yang bukan
menghamilinya. Pendapat kedua, berpandangan pasal tersebut bersifa
khusus. Oleh karena itu ada kepala KUA Kecamatan yang menolak
permohonan kehendak nikah  bagi calon mempelai wanita hamil yang
calon mempelai prianya adalah yang bukan menghamilinya.®®

b. Peraturan tentang wali nikah bagi calon mempelai wanita yang dilahirkan
akibat dari perzinaan.

c. Peraturan tentang petunjuk teknis pengisian formulir pemeriksaan nikah,
pencatatan nikah dan kutipan akta nikah bagi wagi wanita hamil

d. Peraturan tentang tatacara pemeriksaan bagi wanita hamil

e. Peraturan persyaratan administrasi bagi wanita hamil

2. Faktor eksternal:
Faktor eksternal ini dimaksudkan bahwa termasuk yang menjadikan
keragaman dalam pencatatan nikah adalah karena permintaan masyarakat.
Dalam hal ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Luthfi, terkadang ayah

bilogis yang akan menjadi wali nikah pada pernikahan anak gadisnya datang

**Hasil FGD dengan Kepala KUA Kecamatan pada Kabupaten Jombang, Kediri dan Magetan.
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sendiri ke KUA Kecamatan dan menyatakan permohonannya agar Kepala
KUA Kecamatan bersedia menjadi wali hakim bagi anaknya. la
menyampaikan bahwa dulu dirinya khilaf sehingga istrinya yang menjadi ibu
kandung anaknya yang akan menikah itu hamil dulu dengan dirinya sebelum
nikah dan kehirannya kurang dari enam bulan. Bahkan dengan tegas ia
mengatakan “saya mengikuti pendapat Shafi 7yyah, tidak mengikuti KHI”.
Lanjut Luthfi, adakalanya ayah kandung ketika diadakan pemeriksan yang
dikethui dan dapat dipastikan bahwa istrinya yang menjadi ibu kandung dari
anaknya itu hamil dulu dengan dirinya sebelum melaksakan pernikahan serta
anaknya itu lahir kurang dari enam bulan tetap bersikukuh ia agar dijadikan
wali nikha bagi anak gadisnya. Dan dengan tegas ia mengatakan “saya
mengikuti KHI, tidak mengikut pendapat Shafi‘iyyah”.** Dari fakta di
lapangan seperti ini, lanjut Luthfi, maka Kepala KUA Kecamatan
memberikan otoritas dalam menentukan siapa yang akan menjadi wali nikah
bagi calon mempelai wanita yang ibunya dulu telah hamil dengan pria yang
sekarang menjadi ayahnya dan ia lahir kurang dari enam bulan.*

Pada kasus yang sama dengan di atas, adalah Nadzirin juga
menjelaskan bahwa tidak jarang ada ayah bilogis yang meminta kepada
Kepala KUA Kecamatan agar ia dijadikan wali nikah bagi anak gadisnya
yang nota benenya ia dulu menikah dengan ibuynya calon mempelai wanita

sudah hamil dulu sebelum menikah dan anaknya itu lahir dalam masa kurang

% Luthfi Ridlo (Kepala KUA Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang), wawancara, 1 Maret
2020.
“0 I bid.
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dari enam bulan. Akan tetapi Nadzirin berbeda dengan Luthfi, ia tidak mau
menyerahkan wali nikah kepada ayah bilogis tersebut. Menurutnya,
pernikahan ini akan menggunakan wali hakim, karena Nadirin dalam
menyikapi persoalan di atas ia akan menggunakan pendapat Shafi ‘iyyah, yang
berbeda dengan Lutfi.**

Kedua kasus di atas adalah kasus yang sama akan tetapi keputusan
yang diambil oleh kedua Kepala KUA Kecamatan berbeda, Luthfi
memberikan alternatif mana yang dipih menjadi wali, bisa wali nasab atau
wali hakim. Sedangkan Nadzirin bependapat harus wali hakim. Iustrasi ini
adalah bagain dari faktor yang menjadikan keragaman pendapat Kepala KUA
Kecamatan dalam menetukan wali nikah. Kalau Luthfi termasuk wilayah
dualisme dalam pilihan hukum, sedangkan Nadzirin dalam wilayah hasil
ijtihad independennya mengikuti figih.

Adapun implikasi yang ada dari pelaksanaan pencatatan nikah wanita
hamil yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang telah dipaparkan
pada sub bab 3 di atas, terdapat 3 implikasi:

1. Disparitas hukum antar KUA Kecamatan
Penerapan kebijakan Kepala KUA Kecamatan dalam
pengambilan keputusan pencatatan pernikahan wanita hamil dalam satu
masalah yang sama terjadi pebedaan dasar yang digunakan, dan tentu

pula melahirkan putusan, praktek serta implikasi yang beragam.

" Nadzirin (Kepala KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri 10 maret
2020.



219

Keputusan-keputusan Kepala KUA Kecamatan tersebut berdisparitas
tinggi antanra KUA Kecamatan satu dengan KUA Kecamatan lain.
Disparitas di atas dapat dilihat pada dua hal di bawa ini:

a. Dualisme operasional KHI pasal 53 ayat (1).

Perbedaan pemilihan pendapat dikalangan Kepala KUA
Kecamatan terhadap dasar pelaksanaan PPWH, yaitu KHI pasal 53
ayat (1) mengakibatkan disparitas hukum yang tajam anatara Kepala
KUA Kecamatan yang satu dengan Kepala KUA Kecamatan yang
lain.

Kelompok pertama di kalangan Kepala KUA Kecamatan
berpandangan bahwa wilayah operasional KHI pasa 53 ayat (1) itu
bersifat umum. Artinya berlaku bagi pernikahan wanita hamil baik
dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan
menghamili. Karena menurut kelompok tersebut, secara eksplisit
redaksi KHI pasal 53 ayat (1) tersebut menggunakan frasa “dapat”.
Maka penafsiran frasa “dapat” di sini berarti “boleh” bukan
“keharusan”. Sehingga rumusan KHI pasal 53 ayat (1) secara tidak
langsung memberikan pilihan lainnya, yaitu wanita yang hamil di luar
nikah dapat dinikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya.

Pandapat kelompok pertama ini juga melandaskan pada
argumen:

1) Mengamankan dari perbuatan perzinaan yang berkelanjutan.
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2) Memperhatikan masa depan anak yang di lahirkan.

3) Menciptakan ketenangan diantara kedua pihak.

4) Tertip administrasi negara (pernikahan tercatat secara resmi).*
Adapun kelompok kedua, berpandangan bahwa KHI Pasal 53

ayat (1) adalah bersifat khusus. Yaitu wilayah operasional KHI

tersebut hanya berlaku bagi pernikahan wanita hamil dengan pria

yang menghamili saja. Penafsiran frasa “dapat” dalam Pasal tersebut

diorentasikan pada “dapat dinikahkan” dengan hanya pria yang

menghamili saja. Bukan diorentasikan pria yang bukan menghamili.
Perbedaan pandangan Kepala KUA Kecamatan di atas dapat

dilihat pada tabel dibawah ini

*2 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, 26 Februari 2020.
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN JOMBANG
TERHADAP OPRASIONAL KHI PASAL 53 AYAT (1)

Z
®)

KUA KECAMATAN

BERSIFAT
UMUM

BERSIFAT
KHUSUS

BANDAR KEDUNGMULYO -

\/

PERAK

GUDO

DIWEK

< | 2| <

NGORO

MOJOWARNO

BARENG

WONOSALAM

O | oo Nl o | B W|DN|PF

MOJOAGUNG

[EEN
o

SUMOBITO

[EEY
=

JOGOROTO

[EEN
N

PETERONGAN

[EEN
w

JOMBANG

[EEN
SN

MEGALUH

[EEN
(S

TEMBELANG

[EEN
(op}

KESAMBEN

[EEN
\I

KUDU

[EEN
(00}

PLOSO

P N - = B R - = .

[EEN
(o]

KABUH

N
o

PLANDAAN

N
[

NGUSIKAN

JUMLAH

14




Tabel 3.20

222

PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN KEDIRI
TERHADAP OPRASIONAL KHI PASAL 53 AYAT (1)

BERSIFAT BERSIFAT
NO KUA KECAMATAN UMUM KHUSUS

1 | GROGOL \ -
2 | TAROKAN \ -
3 | BANYAKAN \ -
4 | MOJO \ -
5 | SEMEN \ -
6 | GAMPENGREJO v -
7 | NGASEM N ]
8 | PAPAR - \
9 | PURWOASRI - \
10 | PLEMAHAN - \
11 | KUNJANG V -
12 | PAGU . \
13 | KAYEN KIDUL \ -
14 | PARE \
15 | BADAS ; \
16 | KANDANGAN \ -
17 | KEPUNG - \
18 | PUNCU \ -
19 | PLOSOKLATEN - \
20 | GURAH - \
21 | NGADILUWIH \ -
22 | KRAS - \
23 | KANDAT - \
24 | RINGINREJO - \
25 | WATES - \
26 | NGANCAR - \

JUMLAH 12 14
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PENDAPAT KEPALA KUA KECAMATAN KABUPATEN MAGETAN
TERHADAP OPRASIONAL KHI PASAL 53 AYAT (1)

NO KUA KECAMATAN Biﬁ'ﬁ\f BEﬁ[SJISF[fST
1 | MAGETAN - v
2 | NGARIBOYO - v
3 | PANEKAN : v
4 | PLAOSAN . v
5 | PONCOL - v
6 | PARANG 3 v
7 | KAWEDANAN - v
8 | BENDO - v
9 | TAKERAN v )
10 | LEMBEYAN - v
11 | MAOSPATI v -
12 | SUKOMORO - v
13 | BARAT ‘ v
14 | KARTOHARJO - v
15 | KARANGREJO - v
16 | KARAS - v
17 | NGUNOTORONADI - \
18 | SIDOREJO v -

JUMLAH 3 15
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Perbedaan dalam pengambilan keputusan siapa yang berhak

menjadi wali nikah bagi wanita yang ibunya hamil dulu sebelum

nikah dengan ayahnya. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat

dikalangan Kepala KUA, sebagaimana daftar tabel dibawah ini.

Tabel. 3.22
Yang Berhak
No Pendapat Basic Teori Menjadi
Wali
Kepala KUA . 4 .
1 bermadzhab KHI Tidak melihat usia kandungan Ayah
Kepala KUA Kandungan lebih 6 bulan Ayah
2 bermadzhab
Syafi’iyyah Kandungan kurang dari 6 bulan Hakim
Jika hamilnya jelas sebelum
3 Personal Kepala nikah Hakim
KUA Tidak melihat limit usia
kandungan
Kepala KUA Kandungan lebih 6 Bulan Ayah
SR Dapat mengikuti
4 Dualisme antara P KHI g Ayah
Syafi’iyyah dan Kurang 6 —
KHI Bulan Dapat mengikuti Hakim
Syafi’iyyah
Usia mengikuti
Kepala KUA Kandungan g Ayah
. Syafi’iyyah
5 | Dualisme antara Usia mengikuti Hakim
Syafi’iyyah dan | Kandungan Syafi’iyyah
Putusan PA Kurang 6 Berdasarkan Nasab
Bulan Putusan PA asa
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Invaliditas data akta nikah

Terjadinya Invalidatas data akta nikah dapat kita lihat pada

penulisan data wali bagi wanita yang ibunya dulu hamil dulu sebelum

nikah dengan ayahnya Kketika pelaksanaa nikah menggunakan wali

hakim, akan tetapi dalam praktik pencatatannya berbeda, ada yang tetap

menggunakan ayah biologis. dalam hal ini terdapat tiga model penulisan:

a.

Pada N8, N dan BN “binti dan wali” ditulis ayah biologis (sama
dengan N1). Letak infaliditas data akta nikah yang dilakukan
pendapat kelompok a ini pada faktannya Kepala KUA telah
melaksanakan akad nikah dengan ijab gabul menggunakan wali
hakim, karena mereka mengambil pendapat syafi iyyah bahwa anak
yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka ketika ia menikah
maka yang menjadi wali adalah hakim (Kepala KUA). Akan tetapi
dalam fakta pencatatan pada akta nikah tidak ditulis dengan wali
hakim, tetapi ditulis dengan data ayah biologis. Peraktek pencatatan
kelompok a ini mengedepankan figih Shafiiyyah serta mengabaikan
pada konteks pencatatan.

Pada N8, N dan BN “binti dan wali ditulis” ayah biologis (sama
dengan N1) dan diberi catatan ‘“anak lahir sebelum 6 bulan”.
Pendapat kelompok b ini adalah sama dengan pendapat kelompok a
dengan tambahan catatan ‘anak lahir kurang dari enam bulan’ pada

buku register akta nikahnya.
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Pada N8, N dan BN “binti” ditulis ayah biologis (sama dengan N1)
sedangkan pada data wali ditulis hakim. Letak infaliditas akta nikah
yang dilakukan oleh pendapat kelompok c ini pada fakta
administratif model penulisan sesuai dengan praktek pada waktu
pelaksanaan, yaitu ditulis dengan data wali hakim. Akan tetapi justru
data yang ditulis itu berbeda dengan data model N1 yang
dikeluarkan Kepala Desa atau Lurah serta akta kelahiran yang
dikeluarkan Dispendukcapil. Disinilah letak invaliditas data yang
ditulis oleh sebagaian Kepala KUA Kecamatan ketika mencatat
pelaksanaan pernikahan wanita yang ibunya dulu hamil sebelum

nikah dengan ayah biologisnya.

3. Akta nikah: bersifat total legality dan partial legality

Sebagaimana dalam pelacakan paradigma tentang pencatatan nikah

pada KUA Kecamatan dapat dinyatakan bahwa paradigma pencatatan

nikah itu mengandung tiga unsur yang satu dengan lainnya saling terkait

dan tidak bisa berdiri sendiri, yaitu:

a.

b.

C.

Kebenaran shar’7
Kebenaran administrasi

Kepastian dan perlindungan hukum

Ketiga unsur di atas harus ada pada setiap produk pencatatan nikah

yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan, akan tetapi pada

prakteknya apa yang telah laksanakan Kepala KUA Kecamatan justru
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sebaliknya. Akta nikah yang ia telah tandatangani tidak mesti menjamin
tiga unsur yang menjadi bagian dari paradigma pencatatan nikah.
Sehingga dari sini muncul produk pencatatan nikah yang hanya bersifat
partial legality (hanya menjamin keabsahan pernikahannya saja, tidak
mengesahkan turunan implikasi yang ditimbulkannya), adapun lawannya
yang menjadi harapan tujuan diundangkannya peraturan pernikahan dan
seharusnya eksistensi akta nikah dalam bingkai normatif idialisme itu
adalah bersifat total legality (menjamin keabsahan pernikahannya serta

semua derivasi implikasi yang ditimbulkannya).



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Implememntasi Pelaksanaan Kepala KUA
Kecamatan Dalam Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil
1. Keragaman paradigma pencatatan perkawinan wanita hamil

Pandangan paradigmatik Kepala KUA Kecamatan tentang PPWH
(pencatatan pernikahan wanita hamil) mengantarkan pada satu
pemahaman, bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban
administratif yang berkaitan dengan legalitas perkawinan yang diakui oleh
negara. Sementara sebagian yang lain, dalam pelaksanaan PPWH
mengedepankan validitas hukum Islam beserta turunan hukumnya dengan
menomor duakan aspek faliditas Akta Nikah.

Keragaman paradigma itulah yang kemudian melahirkan aneka
macam implikasi hukum semisal perwalian, nasab dan hak untuk saling
mewarisi. Seperti diungkapkan Luthfi Ridho, paradigma pencatatan nikah
pada KUA Kecamatan adalah pencatatan yang pada awalnya dibangun dan
diorientasikan pada paradigma yang bernilai inklusifisme total. Maksud
dari inklusivisme total adalah adanya jaminan keabsahan pelaksanaan
nikah itu sendiri serta implikasi hukum yang ditimbulkannya, seperti
ketersambungan nasab kepada ayah yang tertera dalam akta, ayah dapat

menjadi wali apabila anak yang dilahirkannya itu wanta dan dapat saling

228
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mewarisi antara keduanya. Nasab, Hak perwalian dan Waris merupakan
hukum turunan yang menjadi efek domino atas legalitas perkawinan. Di
sinlah urgensi peran KUA Kecamatan dalam menjamin validitas
administrasi  pencatatan perkawinan, Kkhususnya berkaitan dengan
perkawinan wanita hamil.

Hanya saja, pada tataran praksis di masyarakat, paradigma
pencatatan perkawinan yang oleh Luthfi dikatakan sebagai inklusivisme
total tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam artian, ada paradigma dalam
pencatatan perkawinan yang hanya berorientasi pada kewajiban
administratif semata. Sehingga muncul diksi, berseberangan dengan
inklusivisme total, bahwa PPWH hanya sebatas memenuhi kebutuhan
administrasi, sehingga disebut sebagai inklusivisme parsial.

Paradigma inilah yang menjadi dasar kebijakan Kepala KUA
Kecamatan dalam melaksanakan PPWH, yang pada gilirannya nanti, akan
melahirkan keputusan model administrasi PPWH (pencatatan pernikahan
wanita hamil) pada KUA Kecamatan. Keragaman pandangan Kepala KUA
Kecamatan tentang paradigma ini sebagaimana hasil sampling dari ketiga
kabupaten yang menjadi lokus penelitian terdapat tiga klasifikasi. Yaitu:

a. Inklusifisme total. Sebanyak 15 dari 18 Kepala KUA (83,3%)
Kecamatan di Kabupaten Magetan berpendapat inklusifisme total.
Sementara di Kabupaten Kediri, ada 20 dari 26 Kepala KUA

Kecamatan (76,9%) dan 20 dari 21 KUA Kecamatan di Kabupaten
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Jombang (95,2%) memilih pendapat dengan paradigma pencatatan
nikah total.

b. Inklusifisme parsial, yang berpendapat inklusifisme parsial ini adalah
Kabupaten Magetan sebanyak 3 Kepala KUA Kecamatan (16,6%),
Kabupaten Kediri sebanyak 2 Kepala KUA Kecamatan (7,6%) dan
Kabupaten Jombang sebanyak 1 Kepala KUA Kecamatan (4,7%).

c. Tentatif: inklusifisme total dan parsial. Pendapat yang ketiga ini hanya
dimiliki Kepala Kua Kecamatan Tarokan, Purwoasri, kandangan dan
wates Kapupaten Kediri (15,3%).

Kalangan Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan bahwa
paradigma pencatatan nikah itu bersifat inklusifisme total nampaknya
mereka ini berpandangan beranjak dalam frame normative idealisme.
Keberpihakan pandangan ini tentunya diambil dari tujuan aturan itu
dibuat. Hal ini ditemukan dalam sejumlah peraturan, di antaranya:

a. Undang-undang nomor: 22 tahun 1946 tentang Pencatata Nikah, Talak
dan Rujuk pasal 1 ayat (1):

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya di
sebut nikah, diawasi oleh pegawai pwncatat nikah yang diangkat oleh
Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. talak dan rujuk
yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak rujuk,
diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.

Dalam memori penjelasan  mengenai usul undang-undang

tentang penetapan berlakunyunda ang-undang RI tangal 21 nopember

1946 nomor: 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
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di seluruh daerah luar Jawa dan Madura ditegaskan bahwa maksud
pasal tersebut ialah supaya nikah, talak dan rujuk menut agama Islam
dicatat agar mendapatkan kepastian hukum.*

Undang-undang nomor: 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya
undang-undan RI tanggal 21 nopember 1946 nomor: 22 tahun 1946
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa
dan Madura yang dalam memori penjelasannya pada pasal 1
menegaskan, bahwa:

“maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak daan rujuk menurut
agama Islam supaya dicatat agar mendapatkan kepastian”.

Dalam negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkut paut
dengan penduduk harus dicatat, sebagaimana kelahiran, pernikahan,
kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat
dengan waris. Sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan
sampai ada kekacauan™.?

Undang-undang nomor: 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-
undang nomor: 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
dalam pasal 6 ayat (1) ditegaskan:

“pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawiana, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan

telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut

undang-undang”.?

! Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Himpunan peraturan
perundang-undangan perkawinan, hal. 9.

* lbid, 18
* Ibid, 160.
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Dalam konsideran undang-undang tersebut pada huruf a juga
ditegaskan tentang eksistensi undang-undang ini adalah dalam rangka
memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap semua peristiwa
kependudukan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Dengan
demikian Pasal 6 ayat (1) ini di atas pada dasarnya adalah sama dengan
kedua undang-undang di atas, yaitu bahwa undang-undang yang diretas
oleh negara terkait dengan pelaksanaan perkawianan bertumpu pada tiga
paradigma yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisaahaakan satu
dengan yang lainnya. Ketiga paradigma tersebut adalah: pertama,
paradigma kebenaran syar 7. artinya setiap terjadinya perkawinan bagi
yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun
nikah. Kedua, paradigma kebenaran administrasi. Artinya setiap terdinya
perkawinan harus didasarkan pada faliditas administrasi yang sesuia
dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, paradigma kepastian hukum.

Dari elaborasi ini, nampaknya kalangan Kepala KUA Kecamatan
yang berpandangan bahwa paradigma pencatan nikah pada KUA
Kecamatan adalah bersifat iklusifisme total berangkat dari frame normatif
idialisme dapat dibenarkan dengan logika hukum untuk apa aturan itu
dibuat kalau tidak bisa memberikan totalitas cakupan dan implikasi hukum
yang ketika peraturan itu dilkasanakan. Oleh karena itu, pandangan Kepala

KUA Kecamatan yang mengatakan bahwa paradigma pencatatan nikah itu
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bersifat inklusifisme total ini sangat sejalan dengan tujuan dan substansi
hukum progresif.

Adapun kalangan Kepala KUA Kecamatan yang berpandaangan
bahwa paradigma pencatatan nikah yang ada pada KUA Kecamatan itu
bersifat inklusifisme parsial. Artinya pencatatan atas peristiwa nikah yang
dilaksanakan oleh KUA Kecamatan yang telah ditentukan oleh undang-
undang itu hanya menjmin keabsahannya (sah menurut agama dan
negara), tetapi belum tentu dapat menjamin implikasi hukum yang
ditimbulkannya. Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan ini beranjak
dari frame praktis realisme.

Sementara itu, Kepala KUA Kecamatan yang berpandangan
inklusifisme parsial itu didasarkan fakta yang terjadi di masyarakat, yang
tidak bisa tidak kepala KUA Kecamatan harus melayani dan
melaksanakannya. Peristiwa ini sebagimana yang disampaikan oleh
Kepala KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Muhammad Mujab®
sebagai berikut :

“Adakalahnya masyarakat itu sangat memaksa Kepala KUA

Kecamatan untuk segerah menikahkan, karena ada insiden yang

mengharuskan menyegerakan pernikahannya. Seperti yang terjadi

pada KUA Kecamatan Gurah, ada gadis yang diperkosa dan tidak
diketemukan pelakunya. Sementara sang gadis mempunyai kekasih

yang siap menikahinya dan sang gadis mengancam dengan cara
akan bunuh diri apabila ia tidak segerah dinikahkan”.

* Muhammad Mujab, Wawancara,16 September 2019
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Sesungguhnya Kepala KUA berpandangan bahwa pernikahan ini
tidak dapat dilaksanakan karena baginya pencatatan pernikahan itu bersifat
inklusifisme total. Akan tetapi melihat fakta di lapangan dengan kondisi
seperti itu, maka paradigma inklusifisme total itu berubah menjadi
inklusifisme parsial. artinya pelaksanaan pernikahan tersebut hanya
menjamin keabsahan pernikahan sang gadis dan kekasinya saja, tapi tidak
bisa menjadikan nasab, wali dan saling mewarisi dengan janin yang akan
dilahirkan oleh sang gadis ayah biologisnya.

Lanjut lagi menurut Mujab, pilihan Kepala KUA tersebut sangat
beralasan, yaitu mengedepan nilai maslahah bagi sang gadis jauh lebih
penting daripada menolaknya. Keputusan ini juga ada dasarnya dalam
pandangan madzhab. Meskipun ia mengetahui dan menyadari bahwa sang
gadis akan memegang kutipan akta nikah yang isi datanya tidak bisa
dibenarkan atau berlawanan dengan ketentuan aturan yang ada.

Dari sisi hukum Islam, pernikahan sang gadis yang hamil dulu
akibat diperkosa pria lain sementara ia menikah dengan kekasinya yang
notabene bukan pria yang mengakibatkan kehamilannya, maka ada tiga hal
yang tidak bisa ittisal setelah terjadinya perkawinan, padahal bagi
masyarakat tiga hal itu yang diinginkan. Tiga hal tersebut adalah nasab,
wali dan saling mewarisi antara sang kekasih (yang menikahi wanita
hamil, namun bukan yang menyebabkan kehamilan) yang menjadi ayah

administrasi dengan janin yang akan dilahirkannya.
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Sementara tujuan negara hadir dengan piranti undang-undang yang
dibuatnya sesungguhnya adalah untuk melindungi masyarakatnya dari
ketidak pastian hukum yang ia sandang. Sementara buku kutipan akta
nikah yang dipegang oleh sang gadis dengan kekasinya yang telah menjadi
suaminya, harapannya bisa melindungi dan menjamin kepastian hukum
terhadap janin yang akan ia lahirkan sebagaimana Argumen masyarakat
mengapa mereka minta segerah dinikahkan.

Disinilah terjadinya paradoks hukum ketika Kepala KUA
Kecamatan melaksanakan pencatatan pernikahan wanita hamil dengan
pria yang bukan menghmilinya. Satu sisi ia membuat keputusan
didasarkan pada nilai maslakah bagi wanita dan janin yang akan
dilahirkannya, di sisi yang lain akan muncul masalah baru. Yaitu hadirnya
buku kutipan akta nikah yang diterbitan oleh KUA Kecamatan justru akan
memantik paradoks hukum dengan istilah yang biasa disebut Kepala KUA
sebagai “ayah administartif’, yang semestinya tidak bisa menjadi wali
justru bisa menjadi wali ketika anak administratif itu menikah.

Hal ini disebabkan data yang termaktub dalam akta nikah yang
secara administrasi negara telah memenuhi kevaliditasannya, sehingga
data itu meskipun tidak dibenarkan olenh hukum Islam maka dapat
dijadikan dasar ketika dibutuhkan. Dalam hal ini seperti contoh ketikah
sang ayah administrati itu meninggal, semua saksi pada saat ayah

adminstrasi menikah dengan ibu sang anak dari hasil zina dengan orang
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lain juga tidak ada serta tidak ada pula orang yang menjelaskan bahwa
ayah yang termaktub dalam akta nikah itu adalah ayah adminstratif.

Maka tidak ada alasan apabila sang anak itu mendapatkan warisan
dari ayah administratifnya. Atau sebaliknya jika yang meninggal itu adalah
sang anak admistratif, maka yah administrative itu mendapatkan warisan
dari anak administratifnya karena ia mempunyahi bukti autentik, yaitu
buku kutipan akta nikah yang secara hukum positif dapat dijadikan dasar
atas keabsahan jika ayah admistratif itu mendapatkan warisan dari anak
administrati fnya yang telah meninggal. Maka Dari sinilah muncul
pandangan Kepala KUA Kecamatan yang menolak pendaftaran kehendak
nikah bagi calon mempelai wanita yang hamil dulu dengan mempelai pria
yang bukan menghamilinya.

Meminjam teori yang dikenal di dalam sosiologi politik,
pemahaman yang ditunjukkan oleh kepala KUA Kecamatan dalam
memahami urgensi pencatatan perkawinan, dapat diletakkan ke dalam

paradigma® yang disebut sebagai symbiotic paradigm. Paradigma ini

> Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn (1962), dalam bukunya The
Structure of Scientific Revolution. Dalam buku ini Kuhn menentang asumsi yang menyatakan
bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terjadi secara kumulatif. Menurut dia, perkembangan
ilmu terjadi secara revolusi, karena sangat tergantung pada pardigma ilmu yang populer saat itu.
Kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs (1970). Menurut Kuhn, paradigma adalah cara
mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu,
yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Definisi tersebut dipertegas oleh
Friedrichs, sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang
menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lain dikemukakan oleh George
Ritzer, dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuan tentang
apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin
ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Norman K. Denzin membagi paradigma kepada tiga elemen yang
meliputi; epistemologi, ontologi, dan metodologi. Epistemologi mempertanyakan tentang
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sebenarnya menjelaskan tentang hubungan antara agama dan negara, di
mana menurut paradigma ini dinyatakan bahwa agama dan negara
memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.
Dengan kata lain, agama memerlukan negara karena dengan kekuasaan
negaralah, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara memerlukan
agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan
etika dan moral spiritual.®

Paradigma di atas menurut hemat penulis dapat dijadikan sebagai
paradigma yang diterapkan untuk menganalisis pandangan kepala KUA
seputar pentingnya pencatatan perkawinan, sekalipun hanya ditempat pada
posisi yang bersifat administratif di samping syarat dan rukun yang
ditetapkan oleh agama. Melalui paradigma ini pula, dapat dinyatakan,
keabsahan perkawinan karena telah dilakukan sesuai dengan ajaran agama
dan kepercayaan masing-masing calon pengantin mewakili otoritas agama,
sementara pencatatan perkawinan, yang dengannya kepastian hukum dapat

terjamin dan sebagai bukti hadirnya negara dalam setiap kasus hukum

bagimana cara kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dengan pengetahuan.
Ontologi berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat realitas. Metodologi memfokuskan
pada bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Dari definisi dan muatan paradigma ini,
Zamroni mengungkapkan tentang posisi paradigma sebagai alat bantu bagi ilmuwan untuk
merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan; (1) apa yang harus dipelajari; (2) persoalan-
persoalan apa yang harus dijawab; (3) bagaimana metode untuk menjawabnya; dan (4) aturan-
aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Kuntowijoyo,
Paradigma Islam (Bandung: Mizan, 1991), 327; George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan
Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 86; Norman K. Denzin dan Yvonna S.
Lincoln, Handbook of Qualitative Research (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), 99;
Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 22.

® Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di
Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001), 26.
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berupa perkawinan sebagai bagian dari otoritas negara. Kedua otoritas
tersebut, mengacu pada symbiotic paradigm, saling membutuhkan dan
berhubungan secara timbal balik.

Dengan kata lain, keabsahan perkawinan melalui kesesuaiannya
dengan ketentuan di dalam agama dan kepercayaan masing-masing calon
pengantin juga membutuhkan legalitas negara berupa pencatatan
perkawinan. Hanya saja, paradigma ini, sebagaimana penulis identifikasi
sebagai paradigma berfikir Kepala KUA Kecamatan yang menjadi
informan dalam penelitian ini tidak menguntungkan pada posisi pencatatan
perkawinan sebagai ketentuan yang diatur baik di dalam KHI maupun
UUU 1/1974, karena sebagaimana dinyatakan di dalam pasal-pasal yang
telah disebutkan di atas, perkawinan menjadi sah hanya jika dilakukan
sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing, dan untuk
menjamin ketertiban, maka perkawinan harus dicatatkan. Dalam kondisi
demikian, sekalipun para Kepala KUA mengatakan tentang pentingnya
pencatatan perkawinan, termasuk bagi wanita yang telah hamil di luar
nikah, namun mereka tidak sampai pada pemahaman bahwa pencatatan
perkawinan menjadi syarat sah di samping syarat yang ditentukan di dalam
kitab-kitab figih.

Hemat penulis, perlu adanya pergeseran paradigma dari sekedar
symbiotic paradigm ke paradigma lain yang disebut dengan unified

paradigm atau lazim dinyatakan dengan paradigma integralistik. Dalam
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kajian sosiologi politik, paradigma ini mendalilkan bahwa agama dan
negara diposisikan dalam hubungan yang bersifat integrated (menyatu).
Dengan kata lain, wilayah agama meliputi politik atau negara, begitu juga
negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.’

Melalui unified paradigm, maka antara keabsahan perkawinan
karena telah memenuhi ketentuan di dalam masing-masing ajaran agama
dan kepercayaan yang dianutnya, dengan legalitas perkawinan yang
menjadi otoritas negara menjadi menyatu, bukan hanya dalam arti saling
membutuhkan secara timbal balik melainkan ia menyatu dalam kapasitas
untuk memastikan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, maka
sejatinya, pernikahan yang tidak dicatatkan bukan hanya dinilai sebagai
pernikahan yang tidak mendapatkan legalitas dari negara, melainkan juga
harus dikategorikan sebagai pernikahan yang  berimplikasi pada
kemafsadatan yang jauh dari maqasid al-shari’ah nikah itu sendiri.

Tentu saja, paradigma yang penulis tawarkan dapat dipandang
sebagai sintesa terhadap pemilahan ketentuan tentang perkawinan oleh
Syeikh Jad al-Haq “Ali Jad al-Hag menjadi ketentuan yang bersifat syar’i
dan ketentuan yang bersifat tawthiqi.® Kategori pertama, yaitu ketentuan
yang bersifat syar’i dimaksudkan sebagai peraturan yang menentukan sah

atau tidaknya sebuah perkawinan. Peraturan ini ditetapkan oleh syari’ah

" Rumadi, Figh Madzhab Negara, 23.
® Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana,
2004), 33-34.
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Islam seperti yang dirumuskan dalam kitab-kitab figh.” Sementara
peraturan yang tergolong ke dalam peraturan tawthiqi didefinisikan
sebagai peraturan yang bermaksud agar perkawinan di kalangan umat
Islam tidak liar sehingga harus dicatat dengan memakai surat Akta Nikah
secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,® atau
kerangka lain yang diungkap oleh Rifyal Ka’bah sebagai dimensi hukum
Islam yang bersifat diyani dan gada’i. Dimensi diyani tidak lain adalah
ketentuan hukum Islam yang hanya membutuhkan fatwa, sementara
wilayah gada’l. memerlukan kekuasaan negara hukum untuk
pelaksanaannya.™

Dalam konteks pertimbangan kemaslahatan dan kepastian hukum
inilah, pandangan para kepala KUA menemukan titik pijak analisisnya.
Sebab, seperti telah dikemukakan dalam uraian-uraian sebelumnya,
mereka cenderung menyatakan bahwa pencatatan perkawinan menjadi
bukti otentik atas terjadinya peristiwa hukum berupa perkawinan. Urgensi
pencatatan perkawinan ini menurut mereka, tidak dapat dihalangi oleh
kondisi kehamilan seorang wanita. Walaupun demikian —sebagaimana
akan dilihat dalam analisis berikutnya -, menyikapi PPWH, utamanya
dengan pria lain yang tidak menjadi penyebab kehamilannya, pandangan

kepala KUA Kecamatan terpola menjadi beragam pendapat. Hal ini

° Ibid., 33.
% 1bid., 34.
1 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 12.
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menyebabkan pelayanan hukum yang dilakukan oleh KUA menjadi tidak
tunggal (unity), namun bersifat beragam (variety).
Keragaman Implementasi Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil

Untuk memudahkan analisis dalam sub kajian ini, terlebih dahulu
penulis akan tekankan pemaknaan istilah progresifistik dan positifistik
yang digunakan untuk mengindentifikasi pandangan Kepala KUA
Kecamatan tentang PPWH. Secara sederhana, positifistik yang penulis
maksudkan dalam hal ini adalah mengacu pada Kepala KUA Kecamatan
yang menolak untuk mencatatkan perkawinan wanita hamil dengan alasan
ketentuan secara tekstual, baik dalam kitab figih maupun KHI.

Kemudian progresifisme yang penulis maksudkan adsalah untuk
menunjuk pada Kepala KUA Kecamatan yang menerima pendaftaran dan
bahkan pencatatan perkawinan wanita hamil hingga pada proses
penerbitan kutipan akta nikah, dengan berdasarkan pada pandangan
inklusifisme dari rumusan pasal di dalam KHI, serta alasan lain yang
ditujukan pada aspek kemanusiaan (humanity, insaniyyah) serta pendapat
figih yang memperbolehkan.

Pada dua tiplogi di atas inilah, pandangan Kepala KUA Kecamatan
tentang PPWH dapat dipetakan. Di satu sisi, mereka menolak pencatatan
pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menjadi penyebab
kehamilannya. Namun di sisi lain, ditemukan pendapat lain dari Kepala

KUA Kecamatan yang justru mengabulkan dan mencatatkan perkawinan
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wanita hamil sekalipun dengan pria lain yang bukan sebagai penyebab
kehamilannya. Hal inipun didasarkan pada sekian argumen mulai dari
makna tersirat dari pasal yang disebutkan dalam KHI, hingga pada alasan
kemanusian dengan tujuan untuk menutupi aib.

Terkait dengan perkawinan antara wanita hamil dengan pria yang
menghamilinya pun, pendapat kepala KUA masih dapat dipolakan ke
dalam pendapat yang bersifat mutlak dan zafsil Kategori pertama
menunjuk pada pendapat Hanafiyyah yang menilai pernikahan tersebut
dengan sendirinya telah menjadi penyebab keabsahan hubungan
pernasaban antara ayah biologis dan bayi yang ada di dalam kandungan
isterinya, tanpa melihat limt usia kandunganya. Sementara kategori kedua,
pendapat Kepala KUA Kecamatan yang merujuk pada pendapat
Shafi ‘iyyah mentassiil hubungan pernasaban antara ayah biologis dengan
anak yang akan dilahirkannya dengan ukuran minimal usia kandungan
yakni enam bulan. Dengan kata lain, jika anak tersebut dilahirkan kurang
dari masa minimal enam bulan dari pernikahannya, maka ia dikatakan
tidak memiliki hubungan nasab.

Mengutip hasil wawancara sebagaimana telah diuraiakan pada
bagian terdahulu, beberapa pandangan yang dapat dikategorikan ke dalam
kelompok yang menolak pendaftaran dan bahkan pencatatan perkawinan
wanita hamil, antara lain adalah sebagaimana dikemukakan oleh Nadzirin.

Dalam hasil wawancara dengan Nadzirin, dinyatakan bahwa terhadap
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PPWH dengan pria lain yang bukan menghamilinya, pasti ditolak, dengan
alasan tidak ada dasar regulasi definitif untuk menerimanya. Selain itu,
penolakannya juga didasarkan pada alasan sadd al-dhari ah.*

Alasan sadd al-dhariah tersebut diorientasikan pada upaya Kepala
KUA Kecamatan untuk menolak pencatatan pernikahan wanita hamil
dengan pria yang bukan menghamilinya. Karena bagi Kepala KUA
Kecamatan, sebagaimana disampaikan Nadzirin, pencatatan serta
penerbitan buku akta nikah untuk pernikahan wanita hamil dengan yang
bukan menghamili justru berakibat pada kerusakan hukum. Karena secara
normatif peraturan perundangan, pencatatan dan akta nikah tersebut
mengandung nilai kepastian hukum. Sementara, pencatatan pernikahan
wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili secara figh tidak dapat
diakui, tetapi secara hukum negara tercatat “pasti”. Di sinilah letak
problematik yang terjadi dalam pencatatan pernikahan wanita hamil
dengan yang bukan menghamili.

Pemahaman seperti ini mewakili atas argumen positivisme hukum,
di mana hukum yang dijalankan tampak secara formal-prosedural semata,
dan memang merupakan norma yang positif dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hanya saja, kesan pengabaian terhadap keadilan

2 Nadzirin (Kepala KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri), Wawancara, Kediri, 16
September 2019. Argumentasi sadd al-dhariah merupakan sebuah pijakan legal formal yang
diartikan sebagai tindakan untuk meniadakan atau menutup jalan yang menuju pada perbuatan
yang terlarang, atau sarana menuju suatu kerusakan. Lihat Muktar Yahya dan Fatchurrohman,
Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam ; Figh Islami (Bandung; PT al-Maarif, 1986), 347
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subtansial, atau dalam bahasa Asep Bambang Hermanto sebagai keadilan
yang memenuhi hati nurani®®, sangat kentara.

Dampak dari perkembangan pemahaman yang dipengaruhi ajaran
positivisme hukum tersebut, munculah kekakuan-kekakuan hukum yang
dianggap bahwa hukum yang berkaitan di Indonesia, termasuk tentang
pencatatan wanita hamil, masih menciptakan nir-keadilan, dan ini menjadi
sumber dari dominasi paradigma positivisme hukum modern™*.

Sementara bagi yang menerima dan mencatatkan perkawinannya,
alasan yang digunakan adalah ketentuan di dalam KHI, yang secara
esensial, Pasal 53 ayat (1) dalam KHI ini adalah bersifat ‘amm, tidak
tergantung kepada yang menghamili maupun yang bukan menghamili.
Dasar lain yang digunakan adalah pandangan Imam al-Shafi’i yang
menyebutkan “bahwa seorang wanita yang berzina tidak menjadikannya
keharaman untuk menikahinya”.'®

Pandagan Kepala KUA Kecamatan yang menerima permohonan
kehendak nikah ini bisa dikatagorikan ke dalam kajian Hukum Progresif,
di mana memandang hukum dan persolannya harus dilihat secara utuh

unsur-unsurnya tidak hanya dari sudut pandang peraturan perundang-

undangannya, tapi juga harus dilihat unsur perilaku kemanusiaan dengan

3 Asep Bambang Hermanto, “Ajaran Positivisme Hukum di Indonesia ; Kritik dan Solusinya”,
Selisik, V0.2 No.4 Desember 2016, 108

¥ EX Aji Sameko, Keadilan Versus Orosedur Hukum: Kritik terhadap Hukum Moden, Orasi
limiah Dalam Rangka Wisuda Sarjana STHM Angkatan XI11, Jakarta, 2011, 2

> Nur Sujak (Kepala KUA Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan), Wawancara, Magetan.
maret 2020.
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kompleksitas persoalannya secara utuh'® Hal ini berarti, pilihan sikap
untuk tetap menerima permohonan kehendak nikah wanita hamil, selain
didasari pemahaman terkait aturan, juga mempertimbangan aspek keadilan
substantif dan unsur kemanusiaan. Bahkan, dalam perspektif hukum
progresif, pendekatannya lebih beragam dan memasukkan unsur legal
pluralism®’

Termasuk juga, bagi kepala KUA yang menerima PPWH antara
wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, baik yang mentafshil
persoalan nasab, ataupun yang tidak, juga menemukan dasar
pembenarannya melalui sejumlah argumen. Bagi mereka yang menyatakan
bahwa ayah biologisnya adalah ayah yang sah secara hukum manakala ia
telah menikahi wanita yang telah dihamilinya, mendasarkan pendapatnya
pada Pasal 99 huruf (a) KHI, di mana dinyatakan bahwa anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Hal
yang sama juga dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan tepatnya di dalam Pasal 42 Bab IX tentang
Kedudukan Anak.'® Begitu juga dengan mereka yang memberikan rincian
(tafsi/) status nasab anak dengan ayah biologisnya dengan berpatokan pada
batas minimal usia kandungan yakni enam bulan, dasar yang dipakai

adalah kesepakatan para ulama bahwa jika kandungan zina lahir sesudah 6

16 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif ; Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia (Yogyakarta : Genta
Publiishing, 2010), 56

7 Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, (Yogyakarta : Thafa Media, 2013), 72

8 M. Kamaluddin Hasan (Kepala KUA Kec. Gudo Kab. Jombang), Wawancara, 20 September
2019.
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bulan terhitung dari akad, maka nasabnya bersambung dengan pria yang
menikahi ibuya dan jika kurang 6 bulan, maka nasabnya tidak tersambung
dengannya.™

Bahkan uraian tentang perbedaan pandangan para ulama
menyangkut PPWH baik dengan pria yang menghamili atau pria lain yang
bukan sebagai penyebab kehamilannya, lebih luas lagi dibandingkan
dengan pemetaan pandangan para kepala KUA sebagaimana telah penulis
paparkan. Semisal, hasil keputusan Bahtsul Masail Nasional Alumni
Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo. Terkait dengan boleh tidaknya
perkawinan wanita hamil baik dengan pria yang menghamili atau bahkan
dengan pria lain, dalam keputusan itu dibeberkan perbedaan pandangan
para ulama. Menurut pendapat Abu Hanifah dan al-Shafi’i, wanita hamil
akibat zina boleh dinikahi baik oleh yang menghamili maupun pria lain.
Bahkan sebagian ulama ada yang mewajibkan pria yang menghamili untuk
menikahi wanita yang dihamilinya demi menjaga aib diri dan keluarganya
serta untuk melindungi hak anak yang akan dilahirkannya.?

Pendapat ini setidaknya didasarkan pada dua alasan. Pertama:
bahwa air mani yang ditumpahkan melalui perzinahan adalah tidak
terhormat, sehinggga tidak berdampak pada hubungan nasab. Kedua:

perzinahan yang diharamkan tidak menjadi penghalang terhadap

19 |_ihat dalam, Hasil Keputusan Bahtsul Masail LBM NU Putaran Ke XI PCNU Jombang Tanggal
28 Pebruari 2016 Di Masjid Ali Syahid Janti MWC Jogoroto Kabupaten Jombang.

20 Keputusan Bahtsul Masail Nasional Alumni dalam Memperingati Haul Majemuk Masyayikh
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, 11-12 Januari 2020.



247

perkawinan yang dihalalkan. Menurut ulama lain, seperti Abu Yusuf,
wanita tersebut hanya boleh dikawini olen yang menghamilinya.
Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, boleh jika keduanya telah
melakukan taubat.”*

Menurut pendapat Syafi’iiyah wanita yang hamil akibat perzinahan
boleh dinikahi dan sekaligus boleh digauli (jima’). Ini artinya, apabila
suatu akad sudah sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka
dengan sendirinya timbul konsekuensi hukum terhadap objeknya, dalam
hal ini yaitu bolehnya melakukan hubungan seksual dan lainnya. Sebagian
ulama menyatakan, jika yang menikahi bukan yang menghamili, maka dia
tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum melahirkan. Hanya saja,
pendapat ini lemah, baik dari aspek dalil maupun metode pengambilan
hukumnya (manhaj istidlal).?

Setelah mencermati aneka pandangan para fugaha, setidaknya
dapat dikatakan bahwa perbedaan pandangan di kalangan para kepala
KUA itu dipastikan sama-sama berangkat, dari pemahaman terhadap dalil
hukum fikih dan pemahaman terhadap pasal-pasal di dalam KHI.
Terhadap pasal di dalam KHI, pemahaman terhadap frasa “dapat” yang
tertera di dalam Pasal 53 ayat (1) KHI juga dapat dijadikan sebagai alasan
pembenar terhadap munculnya perbedaan pendapat di kalangan para

kepala KUA. Oleh karena itu, maka selama tidak ada penjelasan resmi,

2! |bid.
% bid.
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atau katakanlah semacam PMA untuk menguatkan paham mana yang
dianggap sebagai pemahaman yang dikehendaki oleh pasal tersebut, maka
baik kepala KUA yang menolak ataupun yang menerima terhadap PPWH
antara wanita hamil dengan pria lain sejatinya dapat dibenarkan.

Terlebih, jika melihat substansi aturan yang ditetapkan di dalam
KHI, -salah satunya tidak ditetapkannya sanksi bagi pelanggarnya —
menurut pendapat M. Atho Mudzhar, tidak mencerminkan sebagai norma
hukum namun sekedar berstatus “seyogianya”,” atau dalam bahasa yang
berbeda, Agus Moh. Najib menyebutnya sebagai aturan yang masih kental
dengan nuansa fikih yang sarat dengan norma moral dan belum
sepenuhnya berbentuk norma hukum yang bersifat positif.2*

Analisis lain yang juga digunakan untuk membenarkan timbulnya
perbedaan pandangan di kalangan kepala KUA terkait dengan PPWH
dengan pria yang menjadi penyebab kehamilannya atau pria lain, juga
dapat dianalisis dari ketentuan pasal di dalam KHI, utamanya frasa
“dapat” yang tertera di dalam Pasal 53 ayat (1) KHI, apakah bersifat
imperatif ataukah fakultatif.

Dalam ilmu hukum, perihal implementasi suatu aturan hukum

terdapat dua karakter, yaitu imperatif dan fakultatif. Hukum berkarakter

imperatif kalau kaidah-kaidah hukum tersebut secara a priori harus ditaati.

% Mohamad Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, Fikih Responsif: Dinamika Integrasi llmu
Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him.
210.

# Agus Moh. Najib, Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi
Pembentukan Hukum Nasional (Jakarta: Kementerian Agama RI., 2011), 169.
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Sedangkan hukum fakultatif adalah hukum pelengkap yang tidak secara a
priori ditaati. Baik pada hukum imperatif maupun fakultatif, pembentuk
peraturan perundang-udangan sama-sama memberi perintah. Hanya sifat
perintahnya yang berbeda, pada hukum fakultatif perintah tersebut lebih
banyak diartikan sebagai petunjuk, sehingga perintah langsung
ditunjukkan kepada penegak hukum. Sedangkan hukum imperatif
langsung tertuju pada pribadi-pribadi. Hukum imperatif biasanya
dikenakan pada hukum-hukum publik publik, sedangkan hukum-hukum
perdata bersifat fakultatif, akan tetapi sebagian dari hukum perdata pun
ada yang bersifat imperatif. 2

Kompilasi Hukum Islam jelas bermuatan hukum-hukum perdata,
keberadaannya dalam tata hukum (ius constitutum) Indonesia berbentuk
Instruksi Presiden (Inpres). Hanya sja, isi perintahnya adalah perintah
menyebarluaskan, bukan perintah pelaksanaan atau penerapan.
Persoalannya, apakah perintah penyebarluasan bersifat imperatif atau
fakultatif?

Untuk menjawab ini, mesti harus dibedakan, antara hukum Islam
yang sesungguhnya dengan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.
Hukum Islam dalam arti sesungguhnya sudah pasti bersifat imperatif,
mutlak dipatuhi oleh setiap pemeluk-pemeluknya (mulzim bi nafsihi).

Bukan saja karena perintah Allah SWT yang langsung bersifat wajib bagi

2> Marzuki Wahid dan Rumadi, Figh Mazhab Negara, 202
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setiap umat Islam, melainkan pengamalan hukum Islam adalah bagian dari
penegakan agama secara keseluruhan. Adapun KHI memiliki wajah ganda.
Pertama, substansi hukum Islam, dan kedua sebagai keputusan politik
yang berupa Inpres No. 1 tahun 1991 atau hasil ijtihad kolektif (7itihad
Jjama’7) ala Indonesia. Sebagai hukum Islam sudah pasti, sama dengan
status hukum Islam yang sesungguhnya. Sedangkan sebgai hasil ijtihad
kolektif (ijtihad jama’7) yang dibungkus dengan instrumen hukum Inpres
harus dilihat dari dua segi, yaitu kekuatan hukum Inpres dan isi Inpres. 2°
Jadi, penulis berpendapat bahwa, melalui Inpres, implementasi
KHI lebih bersifat fakultatif. Artinya ketentuan-ketentuan hukum Islam
boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif (7jtihad jama’i) ala
Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 itu tidak secara a
priori mengikat dan memaksa warga negara Indonesia, khususnya umat
Islam. KHI hanya bersifat anjuran dan alternatif hukum untuk
menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan,
sebagaiman ahasil 7jtihad pada umumnya. Tentu, hasil ijtihad KHI tidak
bisa membatalkan ljtihad sebelumnya.?” Yakni bahwa suatu ij¢ihad tidak
bisa dibatalkan atau dianulir oleh 7jitihad lain. Masing-masing mempunyai
kelebihan dan kelemahan. Hasil ijtihad fugaha’ mungkin tidak pas pada

ruang dan waktu tertentu tetapi sesuai untuk ruang dan waktu yang

* Ibid., 203.

?7 Bandingkan dengan kaidah figh, al-ijtihad la yungad bi al-ijtihad (ijtihad tidak bisa dianulir oleh
ijtihad yang lain). Lebih lengkapnya lihat Jalal al-Din ‘4bd al-Rahman lbn Abi Bakr al-Suyuty, al-
Ashbah wa al-Nazair fi al-Furu’, ed. Muhammad Mu’tasim Billah, (Beirut: Da.r al-Kitab al-
Arabi), 201-202.
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berbeda. Disinilah figh menunjukkan wataknya yang fleksibel, dinamis,
realistis, dan temporal, tidak kaku dan tidak pula permanen. %

Dengan pertimbangan inilah, para ulama saat merumuskan hukum
pernikahan wanita hamil dalam KHI, tampak berbeda dengan madhhab
mayoritas. Secara spesifik, rumusan Pasal 53 KHI tampak mengakomodir
pendapat Hanafiyah dengan mempertimbangkan dampak sosial-kultural di
masyarakat Indonesia.

Mengacu pada analisis di atas, perbedaan yang ada antara KHI dan
Hukum Islam adalah terletak pada kedudukan hukum pernikahan wanita
hamil dengan yang bukan menghamilinya. Dalam KHI dalam pasal 53
ayat 1 secara implisit tidak menyatakan adanya larangan model
perkawinan di atas, akan tetapi secara eksplisit menunjukkan bahwa
perkawinan model di atas tidak diperbolehkan, hal ini tentunya berlawanan
dengan pendapat Shafi’iyah, juga berlawanan dengan Imam Abu Hanifah
yang menyatakan diperbolehkannya pernikahan wanita hamil dengan pria
yang bukan menghamilinya (ketentuan KHI ini, menurut penulis, condong
kepada pendapat Hanabilah dan Malikiyah yang menyatakan tidak
diperbolehkannya wanita hamil menikah dengan pria yang bukan
menghamilinya).

Dalam menyikapi pernikahan wanita hamil dengan yang bukan

menghamili ini, KHI condong kepada pendapat Malikiyah dan Hanabilah,

%8 MA Sahal Mahfudh, Bahsul Masail dan Istinbath Hukum NU, NU.Online, Sabtu, 3 Mei 2003
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yaitu tidak diperbolehkannya menikahi wanita hamil dengan pria lain
setelah ia melahirkan bayi yang dikandungnya. Tidak diperbolehkannya
model pernikahan ini dalam KHI sebagaimana dalam diktum pasal 53 ayat
1 yang secara tegas menyatakan bahwa wanita yang hamil hanya dapat
dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Kata “dapat” dalam pasal ini
memiliki makna alternatif pada pemilihan antara boleh dinikahi dengan
pria yang menghamili atau boleh tidak dinikahkan dengan pria yang
menghamili. Maka alternatif kata “dapat™ dalam pasal 53 ayat 1 itu tidak
memberikan makna boleh dinikahkan dengan yang menghamili atau yang
bukan menghamili sebagaimana pandangan pada sebagian masyarakat
dalam memahami diktum Pasal 53 ayat (1).

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa KHI tidak
mengakomodir pendapat Shafi’iyyah dan Imam Abu Hanifah dalm
merespon konversi tradisi masyarakat yang menjalankan kawin tutup
(pernikahan dalam rangka menutupi aib keluarga karena si wanita telah
hamil dengan orang lain). Dan KHI hanya mengatur pernikahan wanita
dengan yang menghamili saja, yang berarti lebih condong pada pendapat
Hanabilah yang tidak memperbolehkan menikahkan wanita hamil akibat
zina baik dengan pria yang menghamili atau dengan pria yang bukan
menghamili sampai wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu.

Adapun yang disebut kedua di atas, yakni pernikahan wanita hamil

dapat dilaksanakan tanpa melihat usia kehamilannya, KHI tampak
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condong pada pendapat Hanafiyah. Karena bagi Hanafiyah pelaksanaan
pernikahan bagi wanita hamil akibat zina dapat dilaksanakan tanpa melihat
usia kehamilannya. Hal ini tampak tegas dalam pendapatnya bahwa
berapapun usia kehamilan akibat dari zina selama suami memberikan
jaminan bahwa janin yang dikandungnya itu adalah anaknya.” Dengan
pertimbangan kemaslahatan umat. Dalam hal ini KHI identik dengan
pendapat Hanafiyyah, karena pendapat Hanafiyyah inilah yang lebih
akomodatif dalam merespon problematika pelaksanaan pernikahan wanita
yang hamil lebih dalam akibat zina yang sering terjadi di tengah-tengah
masyarakat dewasa ini.

Dalam merumuskan pasal per nikahan wanita hamil, perumus KHI
nampaknya sangat mempertimbangkan urf fi’li yang berlaku dalam
masyarakat. Faktor sosiologis dan psikologis serta kemaslahatan
membolehkannya lebih besar daripada melarangnya, sebab salah satu
tujuan utama asas kebolehan kawin hamil adalah memberi perlindungan
hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan.*

Di sinilah, pandangan yang menempatkan kemaslahatan dalam
struktur hukum sebagai acuan penting dalam merumuskan hukum
menemukan relevansinya. maslahah ditempatkan pada posisi yang begitu

urgen, sebab, di satu sisi ia diposisikan sebagai salah satu landasan hukum,

23 \Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islamy...., IX, 6648.
%0 Syukri Abu Bakar, ”Aplikasi Urf dan latarbelakangnya dalam Kompilasi Hukum Islam”, dalam
Antologi Kajian Islam, Seri 3, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2002, 124.
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dengan kata lain, setiap rumusan hukum yang dilahirkan dalam Islam
haruslah ditegakkan di atas prinsip meniadakan kesulitan, menjamin
kemaslahatan manusia serta mewujudkan keadilan yang menyeluruh.
Selain itu, maslahah juga dipandang sebagai sumber hukum. Dalam hal
ini, dimaksudkan bahwa dari pertimbangan maslahah itulah suatu rumusan
hukum diistinbathkan.**

Dari sini pula, dapat dinyatakan bahwa dalam konteks PPWH, dalil
kebolehan dan ketidakbolehannya harus dikatakan sebagai arena
perdebatan di kalangan para fugaha, maka dengan demikian, dapat
dibenarkan pula perbedaan pandangan yang terjadi di kalangan Kepala
KUA Kecamtan. Di luar perdebatan tentang dalil boleh dan tidaknya, ada
satu hal pula yang harus diungkapkan yakni mengenai kemaslahatan yang
bisa saja ditimbulkan melalui pencatatan perkawinan dengan kondisi di
mana seorang wanita telah hamil di luar nikah.

Kemaslahatan yang sangat tampak adalah mengenai status anak
yang dilahirkannya. Munculnya stigma anak zina tentu saja adalah
persoalan yang dapat dinilai berpengaruh terhadap psikologis sang anak,
padahal sejatinya, anak yang dilahirkan sekalipun ia dilahirkan melalui
hasil zina, tidak dapat direduksi mengenai status kefitrahannya. Sehingga

dalam kondisi demikian, perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang

31 Siroj, Paradigma Ushul Figih, 16.
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tuanya tidak dapat menghilangkan status fitrah yang dilekatkan oleh
syariat kepada setiap anak yang dilahirkan.

Kaitannya dengan kefitrahan setiap anak yang dilahirkan, menarik
untuk menyajika pemahaman Syeikh al-Shabuni terhadap hadis yang
menyebutkan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun
kemudian kedua orang tuanyalah yang menyebabkan seorang anak
menjadi Yahudi, Nasrani atau bahkan Majusi. Hadis ini menurut beliau,
menjadi asas yang pokok dalam menilai fitrah yang melekat pada setiap
anak, di mana menurut hadis di atas, seorang anak dilahirkan dalam
kondisi fitrah dan suci, namun kemudian ia dirusak oleh masyarakatnya.*

Walau berdasarkan hadis di atas, dosa yang dilakukan oleh kedua
orang tua yang berzina tidak dapat ditimpakan kepada anak yang
dilahirkan, dalam kehidupan riil di masyarakat, muncul istilah anak zina
sebagai label bagi mereka yang dinilai dilahirkan di luar perkawinan yang
sah. Benarlah pandangan kepala KUA yang menerima PPWH dengan pria
lain, dengan alasan untuk melindung aib kedua calon pengantin serta masa
depan anak yang akan dilahirkannya.

Atas dasar itu, maka dalam hemat penulis, sebenarnya PPWH
antara pria yang menghamili atau dengan pria lain, tetap dapat dicatatkan.
Dalam artian, makna penting pencatatan perkawinan tidak dapat direduksi

oleh kondisi kehamilan seorang wanita. Walau tentu saja, khususnya

%2 Muhammad Ali al-Shabuni, Min Kunuz al-Sunnah (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999),

15.
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perkawinan wanita hamil dengan pria lain bukan dalam rangka
mengabsahkan status hubungan nasab antara ayah biologis dengan anak
yang dikandungnya, sebab, akibat hukum dari anak yang lahir karena zina
adalah, para fugaha’ sepakat bahwa tidak ada hubungan nasab dengan
bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.
Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara
biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara
manusiawi bukan secara hukum; Tidak ada saling mewaris dengan
bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab
kerwarisan; Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.
Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang wanita dan sudah dewasa
lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak
biologisnya.*®

Dengan demikian, maka penentuan nasab antara wanita yang telah
hamil dengan pria lain yang tidak menjadi penyebab kehamilannya tentu
saja tidak dapat diakui, namun begitu, pencatatan perkawinan tetap dapat
dilakukan. Di sinilah hukum progresif** bisa berjalan dalam mengidealkan

keseragaman respons KUA dalam menerima kehendak nikah wanita hamil

**|bn Rushd al-Qurtubi, Bidayat al-Muijtahid..,. \V/, 348.

% Hukum Progresif merupakan Guru Besar Emiritus Sosiologi Hukum Undip Semarang Satjipto
Rahardjo dengan istilah “Hukum Progresif’. Kata “dipopulerkan”, memang merujuk dalam arti
populer sebenarnya, yakni gagasan ini memang beliau mulai ungkapkan pertama kali melalui
media populer, Kompas, tertanggal 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penagakan
Hukum Progresif”. Gagasan tersebut menjadi semacam akumulasi dari pergulatan batin Satjipto
mengenai pola dan pendekatan hukum lama yang senantiasa, dan selalu bercorak legal positivistik.
Hal ini, bagi Satjipto, menyebabkan hukum yang tidak mampu membahagiakan para pencari
keadilan. Lihat Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta ; Kompas, 2010), 36
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Pada tataran praktis, pemaknaan KHI Pasal 53 sebagai am, bisa
memenuhi unsur keadilan sosial yang substantif. Dalam teori Hukum
Progresif, keadilan substantif merupakan keadilan yang sebenarnya, yang
bisa dicapai melalui pemahaman hakikat hukum, melampaui aspek formal
dan materil hukum®.

Untuk itulah, Satjipto mengetuk hati nurani penegak hukum untuk
selalu terbuka dengan wawasan hukum yang berkembang, dan berani
mengambil inisiatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum (rule
breaking) dalam menembus kebuntuan legalitas hukum. Beberapa cara
alternatif terobosan hukum yang ditawarkan Stajipto di antaranya
melalui:*

a. Mempergunakan kecerdasan spritual untuk bangun dari keterpurukan
hukum dengan semangat untuk mencari jalan-jalan alternatif-baru dan
tidak terjerembab dan terkekang pada cara lama yang disinyalir
banyak melukai rasa keadilan.

b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam
menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak
dalam proses penegakan hukum harus bertanya pada nurani tentang

makna hukum yang lebih mendalam.

% Lihat Suteki “Kebijkan tidak Menegakkan Hukum Demi Pemuliaan Keadilan Substantif” dalam
Pidato Pengkuhan Guru Besar (Semarang : Undip, 2010), 2

% Satjipto Rahardjo, “Hukum Yang Membebaskan” dalam Jurnal Hukum Progresif , Vo.1 No,1
(2005), 5
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c. Hukum hendaknya dijalankan tidak hanya menurut prinsip logika
hukum saja, tetapi dengan perasanaan, kepedulian, dan keterlibatan
(compassion) pada kelompok yang lemah. Pencarian hukum tidak
mungkin dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga aspek
sosiologis, apalagi menyangkut keadilan sosial (social justice) dan

konstitusionalisasi UU.

Keadilan sosial, menjadi salah satu kunci hukum progresif
dijalankan. Dengan itu, hukum ditujukan untuk untuk mencapai the gretest
happiness for the greatest number of people (kebahagiaan terbesar bagi
sebagian besar orang)®’. Menafsirkan peraturan dengan membaca
kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih “mengadilkan”,
“membenarkan”, “meluruskan” serta “membumikan” hukum®.

Dengan kata lain, betapa hukum dan bidang-bidang lain kehidupan
dalam masyarakat berhubungan secara kait-mengait dan senantiasa berada
dalam proses saling merasuki satu sama lain, termasuk dalam upaya
mejaga dan mewujudkan ketertiban®* Dalam konteks itulah, filosofi

hukum progresf mendapatkan tempat yang terhormat, yakni berupa hukum

yang membebaskan®’, membahagiakan*" dan berhati nurani*.

% Abu Rokmad, “Gagasan Hukum Progresif Perpsektif Teori Maslahah”, al-Manahij ; Jurnal
Kajian Hukum Islam, VVo.7 No.1 (2013), 9

% Satjipto, Hukum dalam Jagat Ketertiban (Jakarta: UK Press, 2006), 163-177

% Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-
pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan ketiga, 2009), him. 258.

“0 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2007), 133

* Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta ; Kompas, 2010), 36. Beliau
mengeaskan pula bahwa dalam pencarian kebenaran tiada henti, hukum semestinya tidak
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Dalam spektrum hukum Islam, terutama pada tujuan syara’ dalam
menentukan syariat, Imam al-Shatiby menggarisbawahi bahwa hukum dan
aturan syariat (takalif al-Shariah) dikembalikan kepada tujuan-tujuan
pemberlakuannya kepada manusia*®. Tujuan-tujuan ini, menurut imam al-
Shatiby dalam dikelompokkan menjadi tiga yakni yang utama/primer
(Daruriyyat), sekunder (hajiyyat) dan tersier ( Tahsiniyyat). Di antara 3
hal itu, hal primer merupakan hal yang paling penting dan utama, yakni
berupa tegaknya kemaslahatan agama dan dunia (giyvam masalih al-din wa
al-dunia).

B. Analisis Argumen Kepala KUA Kecamatan dalam melaksanakan
Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil
Dalam melaksanakan tugas kepenghuluan, Kepala KUA Kecamatan
sesungguhnya bersifat aktif, independen dan regulatif, dalam artian tidak
pasif, dependen dan non-regulatif dalam proses pencatatan pernikahan.
Segala upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan tak ubahnya
merupakan upaya pelayanan prima negara kepada masyarakat untuk
memperoleh salah satu hak keperdataannya.
Sebagai salah satu peristiva hukum yang melekat hak dan
kewajiban, pernikahan dinarasikan oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai

Mithagan Ghalizan (akad yang sangat kuat). Sebuah peristiwa yang terjalin

diposisikan hanya sebagai dokumen, yang absolut dan otonom. Hukum musti memiliki daya untuk
melakukan teorbosan-terobosan rangka mewujudkan kebahagian manusia.

*2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta : Kompas, 2006), 100

8 Abu Ishagq Ibrahi bin Musa al-Lakhmy al-Ghirnaty al-Maliky al-Shatibny, al-Muwafagat fi Usul
al-Shariah (Kairo : Dar al-Hadis, 2006), 265
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di atas akad yang kokoh dan menjadi peristiwa dan hukum berikut implikasi
lainnya. Oleh karena itulah, dalam pelaksanaan pernikahan memerlukan
beberapa komponen dalam membentuk dan melaksanakan perbuatan hukum
ini berdasarkan aturan yang berlaku.

Salah satu aturan dalam pernikahan yang cukup variatif dalam
respons dan pendapat Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Jombang, Kediri
dan Magetan adalah terkait pencatatan perkawinan wanita hamil. Dalam
diskusi dan seminar nasional oleh Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam
bertema “Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”,
salah satu pemantik diskusi Masnun Thahir, Guru Besar Ilmu Perdata Islam
UIN Mataram, mengulas kembali tentang beberapa isu pokok tentang
pembaruan Hukum Islam di antaranya adalah terkait dengan pendaftaran dan
pencatatan perkawinan.**

Sebagaimana terulas dalam laporan yang diberikan oleh para Kepala
KUA Kecamatan di 3 Kabupaten tersebut, Kabupaten Magetan (18 KUA

Kecamatan) Tahun 2019 jumlah nikah 4.849 peristiwa, yang sudah hamil

* Diskusi Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI), Kamis 21 Maret 2020 tersebut
menghadirkan 3 peantik diskusi yaitu Yasardin (Hakim Agung Mahkamah Agung RI), Khoiruddin
Nasution (Guru Besar Hukum Islam dan Ketua ADHKI), serta Masnun Thahir. Dalam
penjelasannya, setidaknya ada 13 isu pembaruan hukum Islam di Indonesia, yaitu (1) Pembatasan
uumur minimal menikah, (2) Peranan wali dalam nikah, (3) Pendaftaran dan Pencatatan
perkawinan, (4) Keuangan perkawinan, mas kawin dan biaya kawin, (5) Poligami dan hak istri
dalam poligami, (6) Nafkah istri, keluarga dan tempat tinggal, (7) Talak dan cerai di muka
pengadilan, (8) Hak wanita yang dicerai suaminya, (9) Masa hamil dan akibat hukumnya, (10) Hak
dan tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian, (11) Hak waris bagi anak wanita dan
pria, termasuk bagi anak dari anak yang meninggal terlebih dahulu, (12)Wasiat, (13) Keabsahan
dan pengelolaan wakaf keluarga.
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sebelum nikah 231 peristiwa (4,8%) dan yang sudah hamil sebelum nikah,
lalu menikah dengan pria yang bukan menghamili 3 peristiwa (0,06%).

Di tahun yang sama, Kabupaten Kediri (26 KUA Kecamatan) dari
jumlah total nikah 12.873 peristiwa, terdapat pasangan di mana calon wanita
sudah hamil sebelum nikah sebanyak 594 peristiwa (4,6%). Sementara calon
pengantin wanita hamil sebelum nikah, dan menikah dengan pria yang bukan
menghamilinya terdapat 2 peristiwa (0.001%).

Berbeda dengan yang terjadi di dua Kabupaten sebelumnya.
Kabupaten Jombang (21 KUA Kecamatan) tahun 2019 tidak pernah mencatat
adanya wanita hamil sebelum nikah, dan yang menikahi pria yang bukan
menghamili. Akan tetapi di luar tahun 2019 terdapat juga PPWH dengan pria
yang bukan menghamili. Hanya saja, dari jumlah total pencatatan perkawinan
11.305 peristiwa, wanita yang hamil sebelum nikah dan dinikahi oleh
pasangannya masih cukup besar yakni 231 peristiwa (2,0% ). Total seluruh
KUA Kecamatan dalam 3 Kabupaten tersebut berjumlah 65 KUA
Kecamatan.

Problem mendasar dalam pencatatan perkawinan wanita hamil
tersebut, sebagaimana paparan data di atas, adalah mengenai pasangan pria,
yang akan menikahi wanita hamil tersebut. Dalam kasus wanita yang hamil
sebelum nikah yang mengajukan pencatatan perkawinan, dengan pria yang
telah menghamilinya, 65 KUA Kecamatan bersepakat untuk menerima

permohonan tersebut.
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Hal ini berbeda dengan situasi di mana pria yang akan menikahi
wanita hamil sebelum nikah tersebut, bukan pria yang menghamilinya.
Muncul respons dan tanggapan yang berbeda. Seperti di Kabupaten Kediri,
dari 26 KUA Kecamatan, mayoritas tetep menerima pendaftaran tersebut,
yakni berjumlah 20 Kepala KUA Kecamatan. Sementara Kepala KUA yang
menolak berjumlah 2 orang, dan yang memberikan pendapat lain, berupa
pelimpahan wewenang dan otoritas kepada PA, berjumlah 5 orang. Hal ini
berarti, adanya keragaman sikap atas kasus yang sama, merupakan fakta di
lapangan yang tidak bisa terelakkan.

Keragaman tersebut juga terjadi di Kabupaten Jombang. Dari 21
KUA Kecamatan yang berada di Jombang, sebanyak 10 Kepala KUA
Kecamatan akan menerima permohonan tersebut, sisanya 5 menolak dan 6
menolak dan mempersilahkan ke PA terlebih dahulu.

Hal yang sama juga terjadi di Magetan. Dari total 18 KUA
Kecamatan, sebanyak 10 Kepala KUA Kecamatan menolak pendafataran
tersebut. Sisanya, 3 Kepala KUA Kecamatan

menerima, dan 5

mempersilahkan pengajuan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Total
KUA

Kabupaten Kediri Kabupaten Jombang Kabupaten Magetan

Menerima | Menolak | PA | Menerima| Menolak | PA | Menerima| Menolak PA
19 2 5 10 5 6 3 10
26 21 18




263

Kalau ditelaah dari data tersebut, dari total 65 KUA Kecamatan,
pihak Kepala KUA Kecamatan yang menerima permohonan pendaftaran
pencatatan perkawinan wanita hamil berjumlah 32 orang (49%). Artinya,
hampir separuh Kepala KUA Kecamatan menerima permohonan perkawinan,
antara wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya.

Sementara yang menolak, ada 17 Kepala KUA Kecamatan (26 %).
Meski tidak sebanyak Kepala KUA Kecamatan yang menerima, tapi
prosentase 26 ini masih cukup tinggi. Sampai di sini, keragaman sikap atas
Kepala KUA Kecamatan menjadi cukup terlihat nyata.

Terlebih lagi, jika total 15 sikap Kepala KUA Kecamatan (23 %)
yang mengarahkan kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebenarnya
bisa kita katagorikan pada sikap penolakan. Maka penolakan atas
permohonan pencatatan perkawinan ini seimbang, bahkan satu prosen lebih
tinggi dibanding Kepala KUA Kecamatan yang menerima.

1. Kelompok Kepala KUA Kecamatan yang menolak pendaftaran
pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamili. Mereka
berdasar dengan:

a. Argumen regulatif: bahwa Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat (1):
“Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghmiali”, itu wilayah operasionalnya bersifat khusus.
Artinya pasal tersebut memperbolehkan pelaksanaan pernikahan

wanita hamil “hanya” dengan pria yang menghamili saja. Dengan
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demikian pasal tersebut dijadikan dasar regulatif bagi kepala KUA
Kecamatan untuk menolak melaksanakan pencatatan pernikahan
wanita hamil dengan pria yang bukan mengahamili.

b. Argumen fighiyyah: pandangan madhhab Malikiyyah dan Hanabilah
yang tidak memperbolehkan pernikahan bagi wanita dalam posisi
hamil. Sebenarnya, dengan berlandaskan pada pendapat Shafi‘iyyah
atau Hanafiyyah, perkawinan seperti ini tentu masih bisa
dilangsungkan. Hanya saja, ada perbedaan pendapat hukum terkait
kebolehan bersetubuh pasca akad nikah. Ada yang berpendapat
haram. Ada yang berpendapat halal tapi makruh. Oleh karena itu,
menolak  pendaftaran  permohonan  pencatatan  perkawinan
mendapatkan legitimasi fikih®.

c. Argumen rasional: menutupi aib dan mewujudkan nilai maslahah bagi
yang bersangkutan beserta keluarganya harus dikalahkan dengan
Argumen sadd al-dhari’ah. Yaitu menolak munculnya data “binti dan
wali” dalam akta nikah yang dibuat oleh KUA Kecamatan, tidak
sesuai dengan keyakinan Kepala KUA. Hal ini menjadi Argumen
rasional yang nyata bagi KUA Kecamatan, agar jangan sampai akta
nikah yang paradigma awalnya dibangun dalam rangka #ifz al-din
(memelihara agama) dan #ifz al-nasl (memelihara keturunan), justru

sebaliknya. Akibat pencatatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan

** Abd al-Rahman al-Jaziry, al-Figh ala al-Madhahib al-4rba’ah, Edisi 3 (Beirut : Dar al-Kutub
al-llmiyyah, 2006), 1053
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masalah nasab, perwalian dan hak waris serta saling mewarisi
menjadi menjadi rusak atau invalid.

Menurut Ahmad Rofig, pemahaman yang tidak
membolehkan seorang pria nikah dengan wanita yang hamil,
sementara dia bukan yang menghamilinya lebih tepat*®. Karena
akibat hukum yang ditimbukan seakan akan kebolehan tersebut
memberi peluang kepada orang yang kurang atau tidak kokoh
keberagamaannya, akan dengan mudah menyalurkan kebutuhan
seksualnya di luar nikah.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam juga menegaskan bahwa
dalam KHI (Komilasi Hukum Islam) pasal 53 pembolehan
perkawinan wanita hamil terbatas pada pria yang menghamilinya.*’
Sejalan dengan pendapat Ahmad Rofiq dan Ensiklopedi Hukum
Islam di atas, Ahmad Zahro juga menegaskan bahwa yang
diperbolehkan dalam KHI Pasal 53 tersebut, adalah khusus bagi pria
yang menghamili saja. Sedangkan pria lain yang tidak menghamili
tidak disebutkan boleh tidaknya menikahi wanita hamil yang bukan

hasil kerja ranjangnya.*®

¢ Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 167

" Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Intermasa, 2001), 501

*® Ahmad Zahro, Figh Kontemporer Menjawab 111 Masalah +23 Solusi Islami, (Jombang:
Unipdu Press, 2012), 94.
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2. kelompok Kepala KUA yang menerima pendaftaran, melaksanakan

pernikahan dan pencatatan serta mengeluarkan buku kutipan akta

nikahnya. Kelompok tersebut berdasar dengan:

a.

Argumen regulatif: Bahwa Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53
ayat (1): “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan
dengan pria yang mengahmili”, itu wilayah operasionalnya bersifat
umum. Artinya pasal tersebut memperbolehkan pelaksanaan
pernikahan wanita hamil “tidak hanya” dengan pria yang
menghamili saja. Tetapi boleh dengan yang bukan menghamili.
Dengan demikian pasal tersebut dijadikan dasar regulasi bagi Kepala
KUA Kecamatan dalam melaksanakan pencatatan pernikahan wanita
hamil dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan
menghamili.

Argumen fighiyyah: pandangan madzhab Syafi‘iyyah dan
Hanafiyyah yang memperbolehkan pernikahan bagi wanita dalam
posisi hamil sebelum melaksanakan pernikahan, apakah hamilnya itu
denga pria yang menikahinya sendiri atau pria lain yang bukan
menghamili.

Argumen rasional: menutupi aib dan mewujudkan nilai maslahah
bagi yang bersangkutan beserta keluarganya diutamakan sebagai
perwujudan maqasid syariah. Argumen lain yang dijadikan dasar

mengapa kelompok tersebut berani melaksanakan pernikahannya
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adalah bisa jadi pria yang menghamili itu adalah kelompok pria yang
termasuk mahram (tidak diperbolenkan menikahi wanita yang
dihamili), seperti ayah kandungnya sendiri, kakak prianya sendiri,
atau yang sering terjadi yaitu ayah tirinya sendiri.

Pendapat ini sesuai dengan perkembangan teori tentang
Magasid Syariah, di mana salah satu kajian sentralnya berupa #ifz al-
Nasl (menjaga keturunan), yang berupa keberpihakan syariat untuk
melindungi dan menjaga unsur-unsur keluarga, terutama anak. Salah
satu tokoh pemikir Islam di bidang ini yang mengembangkan teori
Magasid Syariah adalah Jasser Auda.

Jaser Auda, yang menggunakan Magasid Syari‘ah sebagai
basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan penggunakan
pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya.
Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk
digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Usa/ al-Figh”.
Maqasid Syari‘ah sangat penting dalam kajian hukum Islam.>

Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan
perspektif Maqgasid Syari‘ah, dari teori Maqgasid Syari‘ah lama ke
teori Maqasid Syari ‘ah baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik

tekan magasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan

* Auda, Jasser, Membumikan Hukum Islam Melalui Magashid Syariah, (Bandung: PT Mizan
Pustaka, 2015), h. 11.

%0 Kamali, Muhammad Hashim, Magasid Syariah Made Simple, (London: The International Institute
of Islamic Thought, 2008), h. 1
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preservation (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori Maqgasid
Syari‘ah baru lebih menekankan development (pembangunan,
pengembangan) dan rights (hak-hak)™

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan
kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori Maqasid al-
Syarrah yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan
menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan
keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities
kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender,
hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya.
Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan United Nation
Development Programme (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga
sekarang peringkat Human Development Index (HDI) dunia Islam
masih rendah®®.Pergeseran Paradigma Teori Magasid Klasik menuju

Kontemporer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:*

51 Auda, Jasser, Magashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach,
(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 45

52 Auda, Jasser, Magashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law, xxii.

%3 Riyanto, Waryani Fajar, Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi
Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (Yogyakarta:
Kurnia Alam Semesta, 2014), h. 82
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No. | Teori Magasid Klasik Teori Magasid Kontemporer
_ Teori yang berorientasi pada perlindungan
Menjaga Keturunan ) )
1 keluarga; kepedulian yang lebih terhadap
(al- nasl) o
institusi keluarga
Melipatgandakan pola pikir dan research
5 ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk

Menjaga Akal (al- ‘agl)

mencari ilmu pengetahuan; menghindari

upaya-upaya meremehkan kerja otak.

Menjaga Kehormatan

Menjaga dan melindungimartabat

3 kemanusiaan; menjaga dan melindungi
@al-“1rd) _ :
hak- hak asasi manusia.
4 Menjaga Agama Menjaga, melindungi dan menghormati
(al-din) kebebasan beragama dan berkepercayaan.
Reformasi pemahaman teori maqasid yang dilakukan Auda

mengkritik teori magasid klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit.

Titik tekan maqgasid lama lebih pada protection (perlindungan) dan

preservation (penjagaan, pelestarian). sedangkan teori maqasid baru lebih

menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan rights

(hak-hak). Dengan demikian, Auda mengembangkan konsep human

development sebagai target utama dari maslakak (public interest).

Tawaran pendekatan sistem yang dilakukan Auda, yakni: nature cognitive;




270

interrelated;  wholeness; openness; multi  dimentionality dan
purposefulness.®

Oleh karena itu, mengacu pada pemikiran magasid modern,
perlindungan terhadap anak menjadi salah satu basis penting dalam
Hukum Islam, khususnya di bidang Aifd al-nas/ pada kasus pencatatan
perkawinan wanita hamil. Senafas dengan itu, memastikan anak lahir
dengan penuh kasih sayang dan tidak tersia-siakan haknya, maka
penerimaan permohonan kehendak nikah merupakan sebuah keniscayaan.

Dengan demikian, pendapat Kepala KUA yang mengatakan bahwa
Pasal 53 (1) KHI bersifat khas (tertentu pada lelaki yang menghamilinya)
dan kemudian menolak permohonan kehendak nikah, bukan saja tidak
relevan dengan semangat pelayanan prima terhadap masyarakat yang
meminta kepastian hukum, namun juga mencederai kepentingan dan hak
berbagai pihak di bidang hukum. Terlebih, pelestarian hak-hak yang
melekat pada anak (al-nasl) dalam kajian Maqgasid Shariah.

3. Kelompok yang menolak pendaftatarn permohonan pencatatan
pernikahan wanita hamil dan mengeluarkan N5 (formulir pemberitahuan
kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk) serta mepersilahkan
ke Pengadilan Agama untuk mengajukan keberatan atas penolakan KUA
Kecamatan. Apabila keputusan Pengadilan Agama itu mengabulkan maka

Kepala KUA Kecamatan melaksanakan pernikahannya serta

> Muhammad Igbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Maqasid Syariah ; Analisis Pendekatan Sistem
Jasser Auda”, Hunafa ; Jurnal Studia Islamika, Vo. 13 No.2 Desember 2016, 244.
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mencatatnya. Tetapi kalau Pengadilan Agama itu menolaknya maka

Kepala Kua Kecamatan juga menolaknya.

Dalam pembacaan peneliti, perbedaan antara yang menerima dan

yang menolak bisa ditelaah dalam tabel berikut:

Yang menerima Yang menolak
Paradigma | 1. Normatife Idealisme 1. Praktis Realisme
2. Maslahah Oriented 2. Sad al-Dhariah
3. Solutif 3. Preventif
4. Total Legality 4. Parsial Legality
5. Progresivisme Hukum 5. Positivisme Hukum
Dasar 1. KHI Pasal 53 (1) : bersifat | 1. KHI Pasal 53 (1) : bersifat
Hukum ‘Amm khass
2. Pendapat Madhhab Fikih | 2. Pendapat Madhhab Fikih
ada yang membolehkan ada yang melarang
Manfaat Istri dan anak terlindungi | Istri  dan  anak tidak
secara hukum dan sosial terlindungi secara hukum dan
sosial

Dalam pandangan peneliti,

respons yang berbeda tersebut

menjadikan disparitas hukum KUA. Kepala KUA Kecamatan menjadi

subjektif dalam menentukan pelayanan hukum. Hal ini telah terjadi

bertahun-tahun. Oleh karena itu pula, saat peneliti melakukan klarifikasi

pada Adib Mahrus,> ada beberapa catatan di antaranya :

a. Perlu penyempurnaan regulasi pencatatan nikah yang komprehesif

b. Lingkup pemeriksaan

> Adib Mahrus (Plt. Kasubdit Kepenghuluan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Kementerian Agama RI), Wawancara, 6 Maret 2020
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c. Penyelesaian masalah dalam perkawinan

d. Penyelarasan tata cara prosedur penyelesaian masalah, prosedur
pemeriksaan perkawinan dengan komponen hukum yang tersedia dan
peraturan perundangan lainnya

e. Pembakuan tata cara penulisan keterangan yang diperlukan dalam
dokumen pemeriksaan dan pencatatan nikah

Selain itu, jabatan dan wewenang yang melekat pada penghulu
perlu diperjelas kembali, terutama pada sisi kompetensi dan otoritasnya,
pada saat penyelesaian perkara /pemeriksaan.

Dalam unifikasi hukum Islam itulah, keluasan wawasan keilmuan
perlu dijadikan landasan filosofis untuk memberikan pemahaman yang
menyeluruh dan seragam atas upaya pelayanan hukum ini. Sebagaimana
pesan Amin Abdullah tentang multi reference dan cross reference
(maraji ) yang memperbandingkan dan mengambil manfaat dari berbagai
kawasan keilmuan (sains, teknologi, sosial, ekonomi, budaya, agama,
politik, filsafat, bahasa) adalah salah satu syarat mutlak yang harus
dimiliki dan dipebuhi para pembaru pemikiran pendidikan, hukum, politik,
sains, dan pemikiran sosial budaya Islam Kontemporer®

Permasalahan pencatatan perkawinan wanita hamil, yang oleh
Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) dijadikan salah satu isu

yang perlu tersentuh pembaruan Hukum Islam, menjadi keniscaayan.

® M Amin Abdullah, Fresh ljtihad ; Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era
Disrupsi (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019), 196
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Pembaruan ini bukan hanya berupa keregaman sikap dan layanan hukum,

namun landasan hukum yang kuat, yang menyinergikan antara

pemahaman ulama dengan temuan hukum kebaruan yang sesuai dengan
konteks keindonesiaan dan selaras dengan zaman®’,

Oleh karena itu, demi mengharapkan adanya regulasi yang tunggal
dan definif dalam pencatatan perkawinan wanita hamil, ada beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan di antaranya nilai magasid yang ada dalam
PPWH. Hanya saja, penggunaan Magqasid Shari‘ah dalam Hukum Islam
sebagaimana al- Raysuni katakan, tentu bukanlah dalil shar7 yang dapat
berdiri sendiri seperti qiyas dan sebagainya. la hanya sebuah makna hasil
penalaran dari berbagai perpaduan dalil shar%, hadith, ijma‘dan giyas dan
lainnya, atau ketetapan yang ada dalam nass tertentu.>®

Oleh karena itu, dengan mengacu pada pendapatnya, ada empat
kaidah prinsip yang harus diketahui dan diperhatikan dalam proses 7jtihad
maqasidi , yaitu:

a. Kaidah pertama: 4ialias g6 saia 4l g Jlae 4y 000 3 L S (setiap ketentuan
hukum shari’ah pasti memiliki ‘illah, tujuan dan kemaslahatan).”
Karena keberadaan suatu ‘illah, tujuan dan kemaslahatan dari setiap
hukum pasti ada, yang harus dicari dan ditemukan untuk bisa

memberikan keterangan dalam menerapkannya. Hal ini sebagaimana

*" Masnun Tahir, “Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Makalah tidak
diterbitkan) dalam Diskusi Seminar Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI),
Keniscayaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Kamis 21 Maret 2020.
z: Ahmad al-Raysuni, al-Fikr al-Maqasidy Qawa 'iduhu wa Fawa iduhu, 68.

Ibid., 39
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yang telah banyak dijelaskan oleh Fakh al-Din al- Razi dan Ibn al-
Qayyim®

Kaidah kedua: Jdlb Y1 2uaii ¥ (penentuan magqasid al-Shari’ah dalam
suatu hukum harus dengan dalil)." Karena menghubungkan suatu
hukum dengan magqasid al-Shari’ah adalah menghubungkan ketetapan
hukum kepada Allah. Apabila tidak mendasarkan pandangan maqasid
al- Shari’ah kepada Allah berarti mengungkapkan suatu tujuan hukum
bukan menurut kehendak dari pihak Pencipta hukum itu sendiri. Ini
sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dasar ilmu yang tidak
diperkenankan oleh al-Qur’an; QS. Al-A’raf: 31 dan QS. Al-Isra’: 36.
Kaidah ketiga: idl 5 ~lladll a5 55 (penyusunan secara hierarkis antara
kemaslahatan dan kemafsadatan).®’ Sebagai suatu pola berpikir
metodologis, berpikir secara maqasid shari’ah (7jtihad maqgasidi)
membutuhkan penyusunan kemaslahatan dan kemafsadatan menurut
tingkat hirarkis untuk menghindari ketumpangtindihan dalam proses
berfikir dan dalam upaya memudahkan proses penentuan hukum
dengannskala prioritasnya. Untuk itu, maqasid shari’ah oleh para ulama
dibagi menjadi tingkatan: primer (daruriyyat ), sekunder (hajiyyat), dan

tersier (tahsiniyyat).

% bid., 41-42

® 1bid., 59

62 Ahmad al-Raysini, al-Fikr al-Magasidy Qawa ‘iduhu wa Fawa iduhu, 68
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d. Kaidah keempat: Jibu sl 5 salsall o 3uaill (perlunya membedakan antara
magasid tujuan dan wasail media menuju tujuan).®® Karena keterkaitan
antara maqasid dan wasail dalam ketentuan hukum terkadang terlihat
samar dan serupa, walaupun seringkali tampak dengan jelas. Kegagalan
untuk membedakan keduanya mengakibatkan kesalahan dalam proses
ijtihad maqasidi yang akan menghasilkan kesalahan dalam kesimpulan
hukumnya®*.

Dengan mengacu pada hal tersebut, permohonan kehendak nikah
semestinya tidak ada penolakan. Dalam artian, PPWH, baik dengan pria
yang menghamili atau yang bukan menghamili, tetap diterima dan
dicatatkan.

Hal ini selaras dengan Formulasi fitur magasid dalam pemikiran
hukum Islam adalah apa yang disebut oleh al-Khadimy sebagai al-Maslak
al-Magasidi al-Mu’asir®® (lintasan berfikir Magasid Kontemporer).

Formula ini perlu diketengahkan agar penggunaan magasid tidak

* Ibid., 77

% Dalam buku yang lain, yang di tulis tahun 2007 dengan judul al- Kulliyyat al-Asasiyyah li al-
Shari’ah al-Islamiyyah (Nilai-nilai universalitas hukum Islam). Ar-Raysuni menjelaskan bahwa,
nilai-nilai universal yangdapat dijadikan acuan penetapan hukum Islam adalah yang berpijak
kepada tiga prinsip nilai yang juga bersifat universal. Tiga nilai universal tersebutadalah: Pertama,
universalitas akidah (al-Kulliyyat al-°Aqadiyyah); Kedua, universalitas tujuan agama (al-Kulliyyat
al-Magasid iyyah); dan Ketiga, universalitas etika (al-Kulliyyat al-Khulugiyyah). Lihat Ar-
Raysuni, al-Kulliyyat al-Asasiyyah li al-Shari’ah al-1slamiyyah, cet. I. (Kairo:-Ribat: Dar al-Salam
Dar al-Aman, 2010), 72.

® Nur al-Din Mukhtar al-Khadimy, Abhath fi Magasid al-Shariah ; Dirasah Magasidiyyah li Ba’d
Qadayatb al-ljtihad wa al-Tajdi al-Mu ‘asirah wal Fikr al-hadarah, wa al-Thagafah wa al-Mantiq
wa al-Usul wa al-Furu” (Beirut : Muassasat al-Ma’arif, 2008), 64-69
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serampangan, semata akal dan hawa nafsu®. Bagi al-Khadimy, lintasan
berfikir magasid kontemporer bertumpu pada 4 hal yakni : Pertimbangan
kemaslahatan dan kemafsadatan secara mutlak (i zibar al-magsalih wa al-
mafasid mutlagan), mempertimbangkan fikih al-muwazanat (yang
mempertibangkan beberapa hal, yang biasa bertentangan) seperti menakar
keberadaan maslakah-mafsadahnya, ‘am-khassnya, tarjik-tagh/ibnya.
Setelah itu, mempertimbangkan figh al-awlawiyyat (figih prioritas). Pada
skala prioritas ini, pemahaman Kkita menganai pada yang penting (al-
muhim) dikedepandakan daripada yang tidak penting. Bahkan, dalam skala
prioritas, keberadaan yang lebih penting dan mendesak (al-ahamm) harus
dikedepankan daripada yang sekadar penting.

Setelah itu, garis lintasan pemikiran magasid kontemporer bisa
ditelaah dari sisi akibat, hasil, dan efek yang menjadi konsekuensi dari
penentuan hukum (mura’at al-ma’alat al-af’al), serta dipungkasi dengan
pemahaman yang komprehensif tentang realitas yang sebenarnya terjadi
(figh al-wagi’).

Oleh karena itu, salah satu hal yang terpenting dalam tawaran al-
Khadimy adalah bagaimana maqgasid yang menjadi kerangka Kkerja
metodologis hukum Islam itu bersenyawa dan bersinergi dengan 3 ragam

fikih, di antaranya figh al-muwazanat, figh al-aulawiyyat, dan figh al-

% |brahim Abu Ishaq Al-Shatibi, Al-Muwafaqat fi al-Usul al-Ahkam, juz 2 (Libanon: Dar al-
Kutub al-‘Tlmiyyah, 2004), 37.
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Wagqi‘. Ketiganya, bersinergi dengan lajur etape lainnya, untuk
membentuk pola berfikir Magasid yang selaras dengan nilai kekinian.
C. Analisis Implikasi Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil di KUA
Kecamatan
Pada pelaksanaan pencatatan perkawinan wanita hamil, hasil
penelitian  menunjukkan  keragaman paradigma berikut keragaman
implementasinya. Keragaman tersebut, tentu memiliki basis pengetahuan dan
argumen yang menguatkan atas sikap Kepala KUA Kecamatan yang berbeda.
Oleh karena itu, sikap dan keputusan Kepala KUA Kecamatan itu
pada gilirannya akan membawa implikasi pada pelaksanaan pencatatan nikah
wanita hamil. Secara garis besar, implikasi pencatatan perkawinan wanita
hamil oleh Kepala KUA Kecamatan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Disparitas hukum antar KUA Kecamatan
Penerapan kebijakan Kepala KUA Kecamatan dalam pengambilan
keputusan pencatatan pernikahan wanita hamil dalam satu masalah yang
sama terjadi pebedaan dasar yang digunakan, dan tentu pula melahirkan
putusan, praktek serta implikasi yang beragam. Keputusan-keputusan
Kepala KUA Kecamatan tersebut berdisparitas tinggi antara KUA
Kecamatan satu dengan KUA Kecamatan lain. Disparitas di atas dapat

dilihat pada dua hal di bawah ini:
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a. Dualisme operasional KHI pasal 53 ayat (1).

Perbedaan pemilihan pendapat di kalangan Kepala KUA
Kecamatan terhadap dasar pelaksanaan PPWH, yaitu KHI pasal 53
ayat (1) mengakibatkan disparitas hukum yang tajam anatara Kepala
KUA Kecamatan yang satu dengan Kepala KUA Kecamatan yang
lain.

Kelompok pertama di kalangan Kepala KUA Kecamatan
berpandangan bahwa wilayah operasional KHI pasa 53 ayat (1) itu
bersifat umum. Artinya berlaku bagi pernikahan wanita hamil baik
dengan pria yang menghamili maupun dengan pria yang bukan
menghamili. Karena menurut kelompok tersebut, secara eksplisit
redaksi KHI pasal 53 ayat (1) tersebut menggunakan frasa “dapat”.
Maka penafsiran frasa “dapat” di sini berarti “boleh” bukan
“keharusan”. Sehingga rumusan KHI pasal 53 ayat (1) secara tidak
langsung memberikan pilihan lainnya, yaitu wanita yang hamil di luar
nikah dapat dinikahkan dengan pria yang bukan mengahmilinya.

Pandapat kelompok pertama ini juga melandaskan pada
argumen:

1) Mengamankan dari perbuatan perzinahan yang berkelanjutan.
2) Memperhatikan masa depan anak yang di lahirkan.

3) Menciptakan ketenangan diantara kedua pihak.
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4) Tertip administrasi negara (pernikahan tercatat secara resmi).®’

Di antara kelompok Kepala KUA Kecamatan yang masuk
dalam kelompok pertama adalah Kepala KUA Kecamatan Perak,
Gudo, Diwek, Mojowarno, Wonosalam, Kabuh, Ngusikan (Jombang),
Kepala KUA Kecamatan Grogol, Tarokan, Banyakan, Mojo, Semen,
Gampengrejo, Ngasem, Kunjang, Kayen Kidul, Kandangan, Puncu,
Ngadiluwih (Kediri), serta Kepala KUA Kecamatan Takeran,
Maospati, Sidorejo (Magetan).

Adapun kelompok kedua, berpandangan bahwa KHI Pasal 53
ayat (1) adalah bersifat khusus. Yaitu wilayah operasional KHI
tersebut hanya berlaku bagi pernikahan wanita hamil dengan pria
yang menghamili saja. Penafsiran frasa “dapat” dalam Pasal tersebut
diorentasikan pada ‘“dapat dinikahkan” dengan hanya pria yang
menghamili saja. Bukan diorentasikan pria yang bukan menghamili.

Di antara kelompok Kepala KUA Kecamatan yang masuk
dalam kelompok kedua adalah Kepala KUA Kecamatan Bandar
Kedungmulyo, Ngoro, Bareng, Mojoagung, Sumobito, Jogorot,
Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, Kesamben, Kudu, Ploso,
Plandaan (Jombang), Kepala KUA Kecamatan Papar, Puwoasti,

Plemahan, Pagu, Pare, Badas, Kepung, Ploso Klaten, Gurah, Kras,

%7 Zainal Arifin (Kepala KUA Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang), Wawancara, Jombang. 28
februari 2020.
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Kandat, Ringinrejo, Wates, Ngancar (Kediri), serta semua Kepala

KUA Kecamatan kecuali Takeran, Maospati, Sidorejo (Magetan).

b. Disparitas yang berhak menjadi wali nikah.

Perbedaan dalam pengambilan keputusan siapa yang berhak

menjadi wali nikah bagi wanita yang ibunya hamil dulu sebelum

nikah dengan ayahnya. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat di

kalangan Kepala KUA, sebagaimana daftar tabel dibawah ini.

Tabel. 3.19
. ; Yang Berhak
No Pendapat Basic Teori Menjadi Wali
Kepala KUA . . .
1 bermadzhab KHI Tidak melihat usia kandungan Ayah
Kepala KUA Kandungan lebih 6 bulan Ayah
2 bermadzhab
Syafi’iyyah Kandungan kurang dari 6 bulan Hakim
Jika hamilnya jelas sebelum
3 Personal Kepala nikah Hakim
KUA Tidak melihat limit usia
kandungan
Kandungan lebih 6 Bulan Ayah
Kepala KUA
4 Bermadhab Dipa_t Ayah
Dualisme antara Kurang 6 mengikuti KHI
Syafi’iyyah dan KHI Bulan Dapat _ _
mengikuti Hakim
Syafi’iyyah
Usia mengikuti
Kepala KUA Kandungan g Ayah
. Syafi’iyyah
Bermadhab lebih 6 Bulan
5 Dualisme antara Usia mengikuti Hakim
Syafi’iyyah dan Kandungan Syafi’iyyah
Putusan PA Kurang 6 Berdasarkan Nasah
Bulan Putusan PA asa
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Invaliditas data akta nikah

Terjadinya Invalidatas data akta nikah dapat kita lihat pada
penulisan data wali bagi wanita yang ibunya dulu hamil dulu sebelum
nikah dengan ayahnya Kketika pelaksanaa nikah menggunakan wali
hakim, akan tetapi dalam praktik pencatatannya berbeda, ada yang tetap
menggunakan ayah biologis. dalam hal ini terdapat tiga model penulisan:

a. Pada N8, N dan BN “binti dan wali” ditulis ayah biologis (sama
dengan N1). Letak infaliditas data akta nikah yang dilakukan
pendapat kelompok a ini pada faktannya Kepala KUA talah
melaksanakan akad nikah dengan ijab gabul menggunakan wali
hakim, karena mereka mengambil pendapat syafi’iyyah bahwa anak
yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka ketika ia menikah
maka yang menjadi wali adalah hakim (Kepala KUA). Akan tetapi
dalam fakta pencatatan pada akta nikah tidak ditulis dengan wali
hakim, tetapi ditulis dengan data ayah biologis. Peraktek pencatatan
kelompok a ini mengedepankan fiqih Shafi’iyyah serta mengabaikan
pada konteks pencatatan.

b. Pada N8, N dan BN “binti dan wali ditulis” ayah biologis (sama
dengan N1) dan diberi catatan ‘“anak lahir sebelum 6 bulan”.
Pendapat kelompok b ini adalah sama dengan pendapat kelompok a
dengan tambahan catatan ‘anak lahir kurang dari enam bulan’ pada

buku register akta nikahnya
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Pada N8, N dan BN “binti” ditulis ayah biologis (sama dengan N1)
sedangkan pada data wali ditulis hakim. Letak infaliditas akta nikah
yang dilakukan oleh pendapat kelompok c ini pada fakta
administratif model penulisan sesuai dengan praktek pada waktu
pelaksanaan, yaitu ditulis dengan data wali hakim. Akan tetapi justru
data yang ditulis itu berbeda dengan data model N1 yang
dikeluarkan Kepala Desa atau Lurah serta akta kelahiran yang
dikeluarkan Dispendukcapil. Disinilah letak invaliditas data yang
ditulis oleh sebagaian Kepala KUA Kecamatan ketika mencatat
pelaksanaan pernikahan wanita yang ibunya dulu hamil sebelum

nikah dengan ayah biologisnya.

3. Akta nikah bersifat total legality dan parsial legality

Sebagaimana dalam pelacakan paradigma tentang pencatatan nikah

pada KUA Kecamatan dapat dinyatakan bahwa paradigma pencatatan

nikah itu mengandung tiga unsur yang satu dengan lainnya saling terkait

dan tidak bisa berdiri sendiri, yaitu:

a.

b.

C.

Kebenaran shar’7
Kebenaran administrasi

Kepastian dan perlindungan hukum

Ketiga unsur di atas harus ada pada setiap produk pencatatan nikah

yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan, akan tetapi pada

prakteknya apa yang telah laksanakan Kepala KUA Kecamatan justru
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sebaliknya. Akta nikah yang ia telah tandatangani tidak mesti menjamin
tiga unsur yang menjadi bagian dari paradigma pencatatan nikah.
Sehingga dari sini muncul produk pencatatan nikah yang hanya bersifat
parsial legality (hanya menjamin keabsahan pernikahannya saja, tidak
mengesahkan derivasi implikasi yang ditimbulkannya).

Adapun lawan dari parsial legality adalah total legality, yang
menjadi harapan tujuan diundangkannya peraturan pernikahan dan
seharusnya eksistensi akta nikah dalam bingkai normatif idialisme. Total
Legality berusaha menjamin keabsahan pernikahan serta semua derivasi
implikasi yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, jika dibingkai secara
tipologis, PPWH dengan pria yang menghamilinya dapat dikategorikan
sebagai pencatatan yang berimplikasi pada legalitas tidak bersyarat, atau
penulis sebut pencatatan yang memiliki legalitas penuh (total legality).
Sementara PPWH dengan pria lain yang tidak menjadi penyebab
kehamilannya termasuk pada kategori pencatatan perkawinan yang
berimplikasi pada legalitas bersyarat, atau penulis sebut dengan
pencatatan yang memiliki legalitas sebagian (parcial legality).®®

Kedua tipologi di atas dapat diperjelas dengan mengkaitkan pada
implikasi hukum yang ditimbulkan oleh masing-masing legalitas yang
ditetapkan. Jika disebut sebagai legalitas tidak bersyarat, artinya begitu

dicatatkan, maka dalam perkawinan itu berlaku seluruh implikasi

% Kedua istilah di atas, penulis adopsi dari terminologi hukum yang lazim digunakan dalam
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memberikan putusan hukum
atas kasus judicial review undang-undang terhadap UUD 1945.
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hukumnya, baik dari sisi nasab, wali dan hak untuk saling mewarisi.
Sementara jika dinyatakan sebagai legalitas bersyarat, artinya tidak serta
merta perkawinan yang telah dicatatkan melahirkan implikasi hukum
sebagaimana yang terjadi dalam kategori legalitas tidak bersyarat.

Kaitan dengan impliasi hukum ini, dalam pandangan penulis,
orientasi kemasalahatan dan perlindungan hukum terhadap anak dari
wanita yang hamil perlu diprioritaskan. Legitimasi kajian fikih, legislasi
perundangan, serta nilai-nilai Magqasid al-shari’ah menjadi jalinan yang
kuat untuk memastikan hak anak bisa ditunaikan. Baik hak intisab
(nasab), hak perwalian dalam perkawinan, juga hak waris. Oleh karena
itulah, dalam masalah pencatatan perkawinan wanita hamil, penulis
berpandangan bahwa perlindungan terhadap anak lebih dikedepankan
dengan mencatat pernikahannya baik dengan yang menghamili atau
dengan yang bukan menghamili.

Pandangan ini selaras dengan dengan ungkapan al-Ghazali dan lbn
Qayyim bahwa hukum syariah sudah sempurna sehingga setiap problem
kontemporer hakikatnya tidak lepas dari kontrol nass al-shari® yang
berasaskan kemaslahatan®® Nilai kemaslahatan tersebut akan muncul jika
pandangan Kepala KUA Kecamatan seragam pada permasalahan
pencatatan perkawinan wanita hamil, baik dengan yang menghamili atau

dengan yang bukan menghamili.

% Al-Ghazali, al-Mankhul, juz 1, 359,
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Selain itu, penerimaan pencataan kehendak nikah antara wanita
hamil, baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili,
selaras dengan filosfi hukum progresif yang membebaskan™,
membahagiakan™ dan berhati nurani’®. Sehingga dalam hal ini,
pelayanan Kepala KUA Kecamatan tentu berlandaskan kepada nilai
kemanusiaan (humanity) untuk melayani masyarakat, memberikan
kepuasan hukum bagi masyarakat, serta membebaskan Kapala KUA
Kecamatan untuk melayani secara progresif meski secara definitif tidak
disebutkan dalam KHI Pasal 53.

Pada aspek inilah, Satjipto Rahardjo mengajak untuk selalu terbuka
dengan wawasan hukum yang berkembang, dan berani mengambil
inisiatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum (rule breaking)
dalam menembus kebuntuan legalitas hukum. Beberapa cara alternatif
terobosan hukum yang ditawarkan Stajipto di antaranya melalui ":

a. Mempergunakan kecerdasan spritual untuk bangun dari keterpurukan
hukum dengan semangat untuk mencari jalan-jalan alternatif-baru dan
tidak terjerembab dan terkekang pada cara lama yang disinyalir

banyak melukai rasa keadilan.

"0 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Jakarta: Kompas, 2007), 133

" Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta ; Kompas, 2010), 36. Beliau
mengeaskan pula bahwa dalam pencarian kebenaran tiada henti, hukum semestinya tidak
diposisikan hanya sebagai dokumen, yang absolut dan otonom. Hukum musti memiliki daya untuk
melakukan teorbosan-terobosan rangka mewujudkan kebahagian manusia.

"2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta : Kompas, 2006), 100

" Satjipto Rahardjo, “Hukum Yang Membebaskan” dalam Jurnal Hukum Progresif , Vo.1 No,1
(2005), 5



286

b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam
menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak
dalam proses penegakan hukum harus bertanya pada nurani tentang
makna hukum yang lebih mendalam.

c. Hukum hendaknya dijalankan tidak hanya menurut prinsip logika
hukum saja, tetapi dengan perasanaan, kepedulian, dan keterlibatan
(compassion) pada kelompok yang lemah. Pencarian hukum tidak
mungkin dilihat dari aspek normatif saja, melainkan juga asoek
sosiologis, apalagi menyangkut keadilan sosial (social justice) dan
konstitusionalisasi UU.

Keadilan sosial, menjadi salah satu kunci hukum progresif
dijalankan. Dengan itu, hukum ditujukan untuk untuk mencapai the
gretest happiness for the greatest number of people (kebahagiaan
terbesar bagi sebagian besar orang )"*. Menafsirkan peraturan dengan
membaca kenyataan di masyarakat, merupakan cara untuk lebih
“mengadilkan”, “membenarkan”, “meluruskan” serta ‘“membumikan”
hukum”,

Untuk itulah, penulis berpendapat bahwa pencatatan pencatatan
perkawinan wanita hamil, baik dengan yang menghamili maupun yang

bukan menghamili, harus tetap dilayani oleh Kepala KUA Kecamatan,

™ Abu Rokmad, “Gagasan Hukum Progresif Perpsektif Teori Maslahah”, al-Manahij ; Jurnal
Kajian Hukum Islam, V0.7 No.1 (2013), 9
"> Satjipto, ukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press, 2006, 163-177
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meski dalam aspek implikasi akta nikah ada yang bersifat total legality

ataupun bersifat parsial legality.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sesuai dengan rumusan masalah yang harus dijawab melalui
penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Wanita Hamil (PPWH) oleh Kepala
KUA Kecamatan pada Kabupaten Jombang, Kediri dan Magetan terdapat

2 tahapan, yakni tahap penetapan PPWH dan tahap pencatatan
administrasi. Dalam hal penetapan PPWH, terdapat dua rincian (zafsil) ,
(1) dengan yang mengahamili, semua Kepala KUA Kecamatan sepakat
menerima permohonan kehendak nikah (2) dengan yang bukan
menghamili, ada tiga sikap Kepala KUA Kecamatan berupa : (a)
menerima permohonan kehendak nikah (ada 32 Kepala KUA Kecamatan)
(b) menolak permohonanan kehendak nikah (ada 17 Kepala KUA
Kecamatan), dan (c¢) menolak permohonan kehendak nikah dengan
mempersilahkan minta putusan Pengadilan Agama (ada 16 Kepala KUA
Kecamatan). Sementara dalam hal pencatatan administrasi, ada dua
klasifikasi (1) pencatatan nikah bagi wanita yang sedang hamil, yaitu
sama pencatatannya (tidak ada perbedaan dengan pencatatan wanita yang
tidak sedang hamil), (2) pencatatan nikah bagi wanita yang ibunya telah
hamil dulu ada empat model pencatatan: (1) Pada N8, N dan BN binti dan

wali ditulis ayah biologis (sama dengan N1). (2) Pada N8, N dan BN binti
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dan wali ditulis ayah biologis (sama dengan N1) dan diberi catatan “anak
lahir sebelum 6 bulan. (3) Pada N8, N dan BN binti ditulis ayah biologis
(sama dengan N1) sedangkan pada data wali ditulis hakim. (4) Pada N8, N
dan BN binti tidak diisi data (dikosongkan) sedangkan pada data wali
ditulis hakim.

2. Kepala KUA Kecamatan melaksanakan PPWH (pencatatan pernikahan
wanita hamil) didasari pada 6 argumen: (1) personal interest (2) menutup
aib (satr al- ‘aib), dan (3) perlindungan hukum. (4) ketentuan hukum Islam
(figh), (5) Regulasi PPWH, khususnya KHI Pasal 53, dan (6) persfektif
maqashidi.

3. Implikasi penetapan Kepala KUA Kecamatan atas PPWH (pencatatan
pernikahan wanita hamil) ada tiga hal: pertama Disparitas Hukum
pelaksanaan wanita hamil antar KUA Kecamatan. Kedua invaliditas data
akta nikah. Ketiga, akta nikah bersifat ganda, ada yang total legality

sementara lainnya bersifat parsial legality.

Implikasi Teoretis

Dalam kajian tentang teori hukum, hampir semua peneliti dan praktisi
hukum meyakini bahwa dalam diktum hukum terdapat tujuan hukum yang,
paling tidak, memuat tentang kepastian hukum, keadilan, dan unsur
kemanfaatan. Salah satu dari ketiga hal tersebut, terkadang diperebutkan
untuk tampil lebih dominan, sementara pihak lain memberikan peran yang

proporsional untuk mengakomodasi tujuan hukum.
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Pada hukum yang mengatur tentang Pencatatan Pernikahan Wanita
Hamil (PPWH), muncul sikap yang beragam dari Kepala KUA Kecamatan.
Keragaman ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang mengatur secara
definitif dan jelas. Sementara, di sisi aturan KHI Pasal 53 yang dipedomani
oleh KUA Kecamatan masih memunculkan mulitafsir dalam pelaksanaannya.

Pedoman dalam KHI Pasal 53 tersebut, menjadi multitafsir saat terjadi
permohonan kehendak nikah dari calon perempuan yang hamil dengan lelaki
yang bukan menghamili. Setidaknya, ada 3 sikap Kepala KUA Kecamatan
(menerima, menolak, menolak dan mempersilahkan ke Pengadilan Agama)
dalam merespons permasalahan yang sama.

Oleh karena itu, implikasi teoritik dari keragamaan yang ditunjukkan
oleh Kepala KUA Kecamatan ini paling tidak bisa dilihat dari dua hal :
1. Konstruksi bangunan nalar Kepala KUA Kecamatan.

Konstruksi bangunan nalar Kepala KUA Kecamatan masih kental
orientasi fikih klasik, terutama fikih madhhab Shafi‘z, atau Shafi ‘iyah.
Konstruksi nalar dalam fikih Islam yang terbiasa memunculkan perbedaan
pendapat (ikhtilaf al-ara’) terbawa dalam sikap Kepala KUA Kecamatan
dalam menentukan responsnya. Hal ini berimbas pada tujuan hukum,
terutama sisi kepastian hukum, bisa tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi.

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa disparitas hukum antar

KUA Kecamatan mengakibatkan keragaman dalam penerimaan atau
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penolakan permohonan kehendak nikah. Bahkan, keragaman ini berimbas
pada disparitas penentuan wali dalam perkawinan.

Konstruksi nalar fikih klasik yang kuat, belum diimbangi dengan
penguatan dari sisi uszl al-figh atau kajian Magasid Shart‘ah. Bahkan, ada
kecenderungan konstruksi nalar ini mengkristal menjadi, paling tidak, 2
sikap. Pertama, pelayanan KUA berikut aturan yang dipedomani hanya
bersifat administrasi belaka. Keabsahan dan kajian hukum terkait dengan
perkawinan harus dikembalikan pada konstruksi fikih klasik. Kedua,
Konstruksi nalar fikih Kepala KUA Kecamatan ini, setidaknya,
menimbulkan keragaman sikap dan penerimaan atas KHI sebagai produk
fikih Indonesia. KHI sebagai hasil ijma’ jama’i (kesepekatan bersama)
Ulama Indonesia, sering hanya dianggap sebagai kodifikasi hukum
alternatif semata, yang bermuara, pada kajian fikih klasik. Hal ini, secara
lebih lanjut, akan membuat sikap resistensi terhadap KHI jika terdapat
perbedaan dengan produk fikih klasik, terutama dengan produk hukum
shafi‘iyah.

. Bangunan regulasi memiliki nafas progresif, dan jiwa Magqasid.

Implikasi teoritik lain dalam penelitian ini adalah mendaras tentang
normative idialisme hukum semestinya yang memiliki nafas progresif dan
berjiwa Magasid. Nafas progresivisme hukum, atau hukum progresif
dalam diksi Satjipto Rahardjo, berusaha memandu bahwa hukum itu

semestinya membebaskan, membahagiakan dan berhati nurani.
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Membebaskan dalam artian, penegak atau pejabat yang menjalankan
fungsi pelayanan hukum tidak terjerat semata dengan diktum-diktum
tertulis. Tapi juga mampu melakukan, seperti yang disebutkan Satjipto,
rule breaking (terobosan hukum). Hal ini tentu saja bukan merujuk pada
seseorang yang hanya patuh pada hukum tertulis, namun juga menjadi
spirit dalam mencari formula keadilan yang hadir dalam masyarakat,
memiliki manfaat kepada masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada hati
nurani. Inilah orientasi tertinggi dalam hukum yang, bagi Stajipto, mampu
menghadirkan keadilan sosial (social justice) daripada hanya semata
keadilan hukum (legal justice).

Selain itu, regulasi ke depan harus mendapat penguatan dari sudut
pandang magqasid al-shariah. Titik temu antara regulasi yang bernafaskan
hukum progresif dengan regulasi yang berjiwa maqasid adalah spirit untuk
lebih memandang hukum dari sisi fungsi dan tujuannya.

Pada sisi inilah, tawaran Jasser Auda untuk merubah paradigma
magasid klasik yang lebih berorientasi pada perlindungan (protection) dan
penjagaan-pelestarian (preservation) menjadi maqasid baru yang lebih
menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan rights
(hak-hak), mendapatkan momentum yang tepat. Keberpihakan hukum
dalam permasalahan kontemporer, termasuk pencatatan perkawinan

wanita hamil, harus ditunjang dengan pemahaman mengenai kemaslahatan
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masyarakat, serta bertumpu pada pengembangan hukum dan jaminan atas
hak-hak individu dan masyarakat.

Penulis melihat, ke depan, regulasi pencatatan perkawinan wanita
hamil, dan beragam aturan lain dalam kehidupan masyarakat kekinian,
perlu dilandasi dengan spirit progresivitas hukum dan dikuatkan dengan
jiwa Maqasid al-shariah.

C. Keterbatasan Studi

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan pendahuluan,
penelitian ini memiliki fokus kajian pada keragaman implementasi dan
argumen pencatatan perkawinan wanita hamil oleh Kepala KUA Kecamatan
di 3 Kabupaten, yakni Kabupaten Kediri, kabupaten Jombang dan Kabupaten
Magetan.

Hasil dari penelitian, meskipun telah berhasil memotret keragaman
respons dan pelayanan Kepala KUA Kecamatan terhadap permasalahan yang
sama, namun belum tentu bisa mewakili keseluruhan Kepala KUA
Kecamatan se-Jawa Timur. Bahkan, keragaman yang lain, terutama dalam
persoalan administrasi yang tidak diatur secara definitif, memiliki tingkat
probabilitas keragaman yang tinggi jika diperbandingkan antara satu provinsi
dengan provinsi lainnya. Ini salah satu keterbatasan penelitian disertasi ini.

Keterbatasan lainnya, jika merunut pada keragaman respons
sebagaimana temuan peneliti, keragaman ini tentu sangat erat kaitannya

dengan unsur lokalitas daerah, kebijakan internal, juga beberapa latar
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belakang Kepala KUA Kecamatan. Latar belakang tersebut di antaranya
tentang latar pendidikan Kepala KUA Kecamatan, baik tempat dan level
pendidikan formal di perguruan tinggi, maupun rekam pendidikan non-formal
di pesantren, latar belakang organisasi kemasyarakatan (misal terkait
keterlibatan dan preferensi organisasi NU, Muhammadiyah, Persis dll),
penguasaan teori-teori hukum dan hukum lIslam, serta berbagai faktor lain
yang terkait. Berbagai hal yang melatari keragaman sikap Kepala KUA
Kecamatan tersebut, tidak terjawab dalam penelitian disertasi ini, karena
memang sejak awal bukan menjadi fokus peneliti.

Meski bukan menjadi fokus dalam penelitian ini, konstruksi bangunan
dan segala hal yang melatarinya, bisa menjadi penting dan bisa menangkap
secara komprehensif preferensi Kepala KUA Kecamatan dalam memberikan
respons.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dari penelitian disertasi ini, maka rekomendasi
yang bisa penulis nyatakan sebagai follow up atas temuan ini, pertama,
perlunya penguatan posisi pencatatan perkawinan sebagai norma hukum yang
tidak hanya menempatkannya pada posisi syarat administratif. Hal ini bisa
ditempuh dengan melakukan pergeseran paradigma dari sekedar symbiotic
paradigm ke paradigma lain yang disebut dengan unified paradigm atau

lazim dinyatakan dengan paradigma integralistik. Paradigma ini, bukan hanya
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mengatur secara jelas dan definif, namun juga mempertimbangkan aspek
progresif dan Magasid.

Kedua, kaitannya dengan PPWH, baik dengan pria yang menghamili
atau bahkan dengan pria lain, perlu adanya ketegasan melalui regulasi negara.
Dalam hal ini, langkah yang bisa dilakukan adalah mewajibkan Kepala KUA
Kecamatan untuk menerima PPWH dengan memberikan kategori hukum
partial legality terhadap PPWH dengan pria lain, dan total legality bagi
PPWH dengan pria yang menghamili.

Ketiga, perlunya regulasi dari PMA (Peraturan Menteri Agama), atau
yang selevel dengan itu, yang mengatur tentang PPWH secara definitif
sehingga dapat terwujud perlakuan dan pemahaman yang seragam di antara
seluruh Kepala KUA Kecamatan dalam mengimplementasikan pencatatan
pernikahan wanita hamil. Regulasi yang komprehensif yang menjamin
kebenaran shar’, kebenaran administrasi dam berimplikasi pada legalitas
yang diakui negara. Sehingga tidak muncul kembali disparitas hukum antar
Kepala KUA Kecamatan, invaliditas akta nikah, serta keragaman implikasi

legalitas akta, baik yang total maupun yang parsial.
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